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PROLOG

Buku ini adalah penelitian tentang pertarungan kepentingan 
politik elite politik lokal dalam pemekaran wilayah di Kabupaten 

Morowali. Pertarungan kepentingan politik tersebut berlangsung 
kurang lebih sembilan tahun sejak daerah ini terbentuk pada tahun 
1999 berdasarkan dengan Undang-undang No 51 Tahun 1999. 
Konflik kepentingan elite politik lokal berlangsung dalam dua episode 
dan kurung waktu serta setting yang berbeda. Episode pertama 
berlangsung dari kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2006 dan  
episode kedua dalam kurun waktu tahun 2006 hingga saat ini. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk berupaya memahami 
lebih jauh mengapa, bagaimana serta apa dampak dari konflik elite 
politik lokal tersebut. 

Dalam perspektif elite politik lokal, pemekaran dipandang 
sebagai resources yang menyediakan beragam fasilitas politik dan 
ekonomi yang merangsang dan memotivasi elite politik lokal 
“bertarung” dalam memperebutkan resources tersebut. Dalam 
pertarungan ini terdapat dua kubu dan melibatkan masing-masing 
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basis massa yang bernuansa kultural (etnis dan agama) sebagai 
pendukungnya. Konflik ini terus berlangsung tanpa solusi. Untuk 
memahami masalah ini digunakan pendekatan perspektif grievance  
dan greed (Paul Coulier, 2003) dan pendekatan teoritik sekuritisasi 
(Buzan, 1998) serta gerakan sosial (political opportunity structure, 
mobilization structure dan framing processes) McAdam, dkk. (2001). 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan memakai teknik pengumpulan data observasi langsung 
dan partisipasi langsung dalam suatu kejadian (PAR) serta indepth 
interview. 

Penelitian ini menemukan: Pertama, adanya politisasi peme
karan wilayah yang dilakukan oleh elite politik lokal sebagai 
langkah strategis untuk mencapai tujuan politik. Kedua, elite politik 
lokal dalam meraih kepentingannya melalui jalur dan mekanisme 
politik formal (Pemilu dan Pilkada). Ketiga, adanya triangulasi 
kekuatan: elite politik lokal, elite sosial dan elite pusat yang saling 
menguntungkan dalam situasi konflik. Keempat, adanya gerakan 
sosial oleh massa kelas menengah dari dua kubu. Kubu Bungku 
melakukan penyerangan, sedangkan kubu Kolonodale dalam 
posisi bertahan mempertahankan ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali. Kelima, isunisasi kultural dalam membangun konstruksi 
sosial untuk meningkatkan solidaritas aksi bersama pada setiap 
kubu. Keenam, terbangunnya konspirasi elite politik lokal dan 
elite sosial dalam mengeksploitasi masyarakat bawah (grass root) 
untuk menjastifikasi tindakannya. Oleh karena itu, yang menjadi 
akar konflik elite politik lokal adalah konflik kepentingan politik. 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sejak Reformasi digulirkan tahun 1999 menyusul jatuhnya 

(collapse) rezim Orde Baru, politik di Indonesia belakangan ini 
sangat diwarnai oleh dinamika politik lokal. Dinamika politik 
ini bisa terlihat dalam konteks kasus pemekaran wilayah dan 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Dua kasus 
yang mendinamisasikan politik lokal ini sebenarnya merupakan 
produk kebijakan desentralisasi, yang mempunyai tujuan untuk 
menumbuhkembangkan intensitas demokratisasi dan mensejah
terakan rakyat pada aras daerah. Dalam kenyataannya, desentralisasi 
tidak hanya menjadi arena politik baru bagi kelompok-kelompok 
etnis dan partai politik1, tetapi juga menjadi  sarana elite politik 
lokal dalam mewujudkan kepentingannya. Oleh karena itu, 
tidaklah mengherankan, pemekaran wilayah dan Pilkada men

1	 Lihat Dahl, A Robert, The Polyarchy: Participation and Opposition, New 
Haven: Yale University, 1971. Lihat juga Larry, Diamond, Developing 
Democracy: Toward Consolidation, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1999. 
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dorong keterlibatan rakyat serta tidak jarang menimbulkan  
konflik, baik konflik struktural, maupun konflik horizontal. Ranah 
politik lokal dalam kenyataannya justru menjadi sebuah arena 
pertarungan kepentingan politik dan ekonomi antar elite politik 
lokal. Pembentukan daerah otonomi baru, atau lazim disebut 
dengan pemekaran wilayah, merupakan wacana yang tidak pernah 
sepi dari pertarungan politik dan kekuasaan. Bahkan pada hakikat
nya, pemekaran wilayah dan Pilkada telah menjadi sebuah bentuk 
politik ruang (politics of space).2 

Dewasa ini pemekaran wilayah telah dijadikan proyek besar  
baik oleh elite politik lokal maupun nasional. Pemekaran wilayah 
dapat menyedot dana yang cukup besar (APBN/APBD) dan 
menjanjikan jabatan-jabatan politik serta sumber-sumber ekonomi. 
Dalam ruang pemekaran wilayah akan terbentuk daerah otonomi 
baru yang memiliki sumber dana besar dan struktur birokrasi 
baru, serta rekrutmen politik lokal di DPRD. Hal inilah yang 
menjadi resources sehingga menggoda para aktor-aktor politik 
lokal untuk ikut masuk dalam domain kepentingan politik sebagai 
langkah strategis ke arah kelangsungan hidup yang lebih baik 
(survival). 

Dalam perspektif inilah kemudian pemekaran wilayah menjadi 
resources yang melahirkan lahan-lahan baru sebagai ruang politik 
baru bagi para elite politik lokal dalam arena pertarungan kepen
tingan. Dalam kenyataannya, elite politik lokal mempunyai peran 
sangat penting, yakni tidak hanya bertindak sebagai inisiator, 
sponsor dan sekaligus pelaku utama dalam proses pemekaran 
wilayah. Oleh karena itu, perjuangan pemekaran senantiasa 
melibatkan elite politik lokal, karena hanya merekalah yang 
memiliki potensi intelektual, sumber ekonomi, dan kekuasaan. 

2	 Paskarina, Caroline dan Mariana, Dede, “Penataan Daerah Antara Cita dan 
Citra: Kasus Pembentukan Kabupaten Bandung Barat” Makalah Seminar 
Internasional Kedelapan, Dinamika Politik Lokal di Indonesia: “Penataan 
Daerah (Territorial Reform) dan Dinamikanya, 2007. Hal. 2.
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Akibatnya, elite politik lokal selalu menuntut porsi politik dan 
ekonomi yang lebih besar sebagai imbalan jasa politik. Mereka 
merasa diri merekalah yang memiliki andil besar dalam mewujud
kan lahirnya daerah otonomi baru. 

Pemekaran wilayah merupakan resource politik dan ekonomi, 
sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik. Konflik bisa 
terjadi ketika setiap elite politik lokal merasa dirinya berjasa 
terhadap berdirinya sebuah daerah otonomi baru (pemekaran 
wilayah). Ia (mereka) merasa dirinya yang patut mendapatkan 
jabatan politik dan porsi ekonomi yang lebih banyak. Sementara 
itu, elite politik lokal lain juga mengklaim dirinya sebagai aktor 
utama yang paling berjasa dalam mewujudkan daerah otonomi 
baru tersebut. Perdebatan yang muncul di kalangan birokrat dan 
elite politik lokal, terutama berkaitan dengan pembagian kekuasaan/
jabatan di daerah yang baru dimekarkan, sedangkan perdebatan 
yang terjadi di tingkat masyarakat terutama berkaitan dengan 
eksistensi adat dan penguasaan sumber daya.3 Akhirnya yang 
terjadi adalah upaya pemenuhan ambisi elite lokal setempat 
ketimbang aspirasi masyarakat, karena pada dasarnya dalam benak 
pikiran elite politik lokal, pemekaran wilayah sekedar untuk 
meraih jabatan yang mereka inginkan.4 

Menjamurnya pemekaran wilayah sejak tahun 1999 dipicu 
oleh munculnya perangkat UU No 22 tahun 1999 dan selanjutnya 
revisi UU No 32 tahun 2004. Dua undang-undang ini memberikan 
implikasi regulasi yang longgar dalam kebijakan otonomi daerah, 
sehingga membuat masyarakat lokal lebih bersemangat yang 
menimbulkan euforia untuk membentuk daerah otonomi baru. 
Data menunjukkan bahwa daerah-daerah yang sudah dimekarkan 
di seluruh wilayah Indonesia mencapai kurang lebih 205 kabupaten/ 

3	 Tryatmoko, Wahyu Madyanto, “Pemekaran Wilayah dan Pertarungan elite 
Lokal di Maluku Utara”, dalam Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu 
Sosial Indonesia, LIPI, Jakarta, Jilid xxxi, No.2, 2005. Hal. 80.

4	 Lihat Kompas, 16 Agustus 2007.
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kota dan 7 Provinsi.5 Malahan, lebih dari 100 calon kabupaten 
baru telah siap untuk dimekarkan.6 Di Provinsi Sulawesi Tengah 
misalnya, terdapat 6 kabupaten baru dan masih akan menyusul 
lagi 6 calon kabupaten baru dan 1 provinsi baru, yang hingga saat 
ini masih dalam proses perjuangan.7 Pemekaran daerah dimotivasi 
oleh beberapa alasan sebagai faktor pendorongnya: (1) dalam 
rangka efektivitas dan efesiensi (administrative dispersion) meng
ingat wilayah yang luas, penduduk yang menyebar dan ketertinggal
an pembangunan; (2) kecenderungan untuk homogenitas, baik 
etnis, agama, bahasa, maupun urban-rural tingkat pendapatan 
dan sebagainya; (3) adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh 
UU bagi daerah-daerah pemekaran seperti DAU, Bagi Hasil dari 
SDA, PAD dan lain-lainnya; (4) bureucratic and political rent-
seeking, dan (5) politik gerrymander atau usaha pemenangan 
Pemilu dengan melakukan pembelahan daerah pemilihan secara 

5	 Lihat Mimbar Politik, Edisi 33 Tahun I, 8 – Januari 2010, bahwa sejak era 
Presiden, BJ Habibie (1998 – 1999), tercatat 45 daerah otonomi baru (DOB) 
terbentuk; era Abdurrahman Wahid dan Megawati (2000 – 2004), terdapat 
103 DOB; dan era Susilo Bambang Yudhyono (2005 – 2008), terdapat 57 
DOB. 

6	 Kana L Nico dan Suwondo Kutut, “Pemekaran Kabupaten Sambas dan 
Kabupaten Buton: Temuan dan Isu Penting,” Makalah Seminar Internasional 
kedelapan: Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Tanggal 17 – 19 Juli 2007, 
di Kampoeng Percik Salah Tiga. 

7	 Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 10 Kabupaten/Kota, lima di antaranya 
hasil pemekaran (daerah otonomi baru), yaitu Buol, Parigi Moutong, Morowali, 
Tojo Una-Una dan Banggai Kepulauan. Dan 7 calon kabupaten baru yang 
sedang dalam proses perjuangan, yaitu Pantai Barat, Donpal, Morowali Utara, 
Banggai Pesisir, Lore, dan TTM serta Provinsi Sulawesi Timur yang sedang 
mengalami konflik elite politik lokal. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI 
pernah menegaskan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah, “stop pemekaran” 
karena pemekaran justru akan membuat semakin besar ketergantungan daerah 
terhadap pusat dan hanya menguntungkan sebagian “elite politik lokal”. 
Jusuf Kalla membandingkan, di Provinsi Jawa yang penduduknya 35 hingga 
45 juta jiwa tidak pernah terlintas pemikiran untuk melakukan pemekaran. 
Sementara di Sulawesi Tengah jumlah penduduknya belum cukup 1 juta 
sudah mau memecahnya lagi. (Radar Sulteng, 17 Oktober 2007).
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politik.8 Kabupaten Morowali merupakan pemekaran dari 
Kabupaten Poso yang diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 
berdasarkan UU No 51 tahun 1999. Dalam usianya kurang lebih 
11 tahun hingga kini Morowali tidak pernah sepi dengan dinamika 
konflik elite politik lokal. Dinamika konflik itu terbagi dalam 
dua tahap dengan kurun waktu berbeda. Pertama, sejak tahun 
2001 hingga tahun 2006 konflik elite politik lokal didasarkan 
pada isu “pemindahan”9 ibu kota, yaitu dari ibu kota sementara, 
yang terletak di Kolonodale, Kecamatan Petasia dipindah ke 
Bungku, yang terletak di kecamatan Bungku. Di satu pihak, kubu 
Kolonodale yang tergabung di dalamnya adalah Bupati Andi 
Muhammad, Said Unok Unok (Asisten I) serta 12 anggota DPRD 
yang berasal dari daerah pemilihan wilayah Kolonodale sekitarnya 
“menentang” rencana pemindahan ibu kota tersebut dengan alasan 
bahwa Kolonodale merupakan kota tua yang memiliki nilai sejarah 
sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan kolonial 
Belanda. Alasan menentang yang paling penting dari kubu ini 
adalah adanya “ancaman” kepentingan politik dan ekonomi jika 
ibu kota pindah ke Bungku, apalagi proyek dan konsentrasi 
pembangunan berada di Bungku. Sementara itu, masyarakat 

8	 Tri Ratnawati dan Robert Endi Jaweng, ”Meninjau Kebijakan Pemekaran 
Daerah”, JENTERA Jurnal Hukum: Edisi 10 tahun III, Jakarta.

9	 Berdasarkan UU No 51 Tahun 1999, Kolonodale ditetapkan sebagai 
ibu kota sementara selambat-lambatnya 5 tahun untuk mempersiapkan 
segala infrastruktur dan prasarana perkantoran di Bungku sebagai 
persiapan ibu kota definitif. Namun kenyataannya di lapangan, sejak 
Bupati persiapan Tato Masyituju hingga Bupati kedua Andi Muhammad 
AB tidak mengindahkan UU No 51 Tahun 1999, justru pembangunan 
di kosentrasikan di Kolonedale, seperti bangunan Kantor DPRD dan 
Bupati yang menelan biaya puluhan miliar serta reaklamasi pantai. 
Sementara pembangunan di Bungku tidak mendapatkan porsi anggaran 
secara proporsional, bahkan belum ada gedung-gedung perkantoran 
pemerintahan daerah yang baru. Dan masyarakat Bungku belum 
genap lima tahun telah melakukan gerakan perlawanan kepada 
masyarakat Kolonedale. Gerakan ini dimulai sejak akhir September 
2001.
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Kolonodale dan sekitarnya, yang merupakan basis konstituen 
juga tidak tinggal diam. Mereka memberikan tekanan kepada 
kubu ini dengan mengancam akan mencabut dukungan politik 
mereka. 

Di lain pihak, kubu Bungku adalah Zainal Abidin Ishak 
(Ketua DPRD) dan Sekretaris Kabupaten Morowali, Haeruddin 
Zein, serta 13 anggota DPRD terus melakukan “perlawanan” dan 
menuntut segera memfungsikan Bungku sebagai ibu kota definitif 
Kabupaten Morowali berdasarkan UU No 51 tahun 1999. Alasan 
mereka adalah bahwa pemindahan ibu kota tidak saja telah 
memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga Bungku merupakan 
kawasan yang paling layak untuk pengembangan perkotaan di 
masa akan datang berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan 
Menteri Dalam Negeri.

Konflik elite politik lokal menimbulkan dampak “stagnasi” 
pembahasan APBD Morowali tahun 2005, bahkan tidak dibahas 
serta tidak ditetapkan di DPRD karena kehadiran anggota dewan 
tidak pernah mencapai quorum. Selanjutnya, pembahasan APBD 
tahun 2006 dilaksanakan di lokasi netral, yaitu di gedung PT 
Tamako Graha Krida, Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda. 
Konflik elite politik lokal yang melibatkan pendukung kedua 
kubu yang berbeda kepentingan ini telah berlangsung selama 
kurang lebih 5 tahun, dan diwarnai oleh tindakan kekerasan dan 
anarkisme.10 Hims Larope, Wakil Ketua DPRD Morowali asal 
daerah pemilihan Kecamatan Mori Atas menyarankan bahwa, 
“Bupati Andi Muhammad AB dan Ketua DPRD, Zainal Abidin 
Ishak harus dipertemukan untuk mengatasi masalah kerenggangan 

10	 Warga Bungku membakar mobil dinas (Mobnas) Pemerintah Daerah pada 
tanggal 11 Desember 2003. Empat mobil dinas tersebut adalah DN 25 G, 
DN 35 G, DN 45 G, DN 48 G. (Radar Sulteng, 11 Desember 2003). Selama 
konflik berlangsung kurang lebih 35 kali unjuk rasa dan demonstrasi pada 
dua lokasi, yaitu di Kolonodale dan Bungku. Dan masing-masing warga 
setempat menyegel kantor-kantor dan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten 
Morowali berdasarkan asal pejabat.
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hubungan legislatif dan eksekutif di Morowali. Menurutnya, 
kerenggangan hubungan itu menimbulkan dampak pada per
cepatan pembangunan di daerah ini”11 — di samping, banyak 
proyek pembangunan fisik menjadi bermasalah, serta roda peme
rintahan mengalami “stagnasi”.12

Kedua, konflik elite politik lokal kembali bergolak sebulan 
kemudian setelah Gubernur Sulteng HB Paliudju baru sebulan 
terpilih, memprakarsai pemindahan ibu kota pada medio tahun 
2006. Pro-kontra pemekaran Kabupaten Morowali mencuat 
kembali, bermula ketika kubu Bupati Andi Muhammad AB, yang 
merasa kepentingan politik dan ekonomi (proyek) mereka ter
ancam. Ini dibuktikan pada saat kepentingan mereka tidak 
terakomodasi dalam berbagai fasilitas politik (seperti misalnya, 
mereka tidak mendapat jabatan). Kekhawatiran lain dari kubu 
ini adalah Andi Muhammad Cs yang bukan berasal dari komunitas 
etnis Bungku terancam tidak mendapat dukungan politik dari 
berbagai elemen kekuatan politik dan masyarakat di Bungku pada 
pemilihan kepala daerah akan datang. Untuk itulah, kubu Kolonodale 
yang dipelopori oleh Andi Muhammad melakukan perjuangan 
pemekaran Kabupaten Morowali dengan persiapan membentuk 
Kabupaten Morowali Utara13 sebagai alternatif solusi yang dapat 
mengakomodasi kepentingan politik dan ekonomi elite politik 
lokal yang berada di wilayah Kolonodale dan sekitarnya. Langkah 
strategis politik kubu ini adalah berupaya mendapat simpati 

11	 Lihat Radar Sulteng, 13 Januari 2005.
12	 Tanggal 20 Desember 2005 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah asal 

daerah pilihan Kabupaten Morowali (Dapil) dalam kunjungan kerjanya 
menemukan 111 kasus, sebagai akibat dari konflik elite politik lokal selama 
ini. 

13	 Sebelumnya, kubu bupati Andi Muhammad dua kali melakukan rekayasa 
pemekaran sebagai skenario dalam melanggengkan kekuasaannya. Tapi upaya 
itu, tidak berhasil karena mendapat perlawanan dan kubu Bungku, akhirnya, 
pembentukan Kabupaten Morowali sebagai alternatif terakhir yang dianggap 
tidak mengganggu dan mengancam kepentingan kubu Bungku (Kubu Zainal 
Abidin Ishak, Ketua DPRD Morowali).
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dukungan massa dari 6 kecamatan yang bergabung dalam wilayah 
persiapan pembentukan Kabupaten Morowali Utara untuk mem
persiapkan Pemilihan Bupati (Pilkada) di akhir tahun 2007 
baru-baru ini.

Merasa terancam akan kemungkinan kehilangan jabatan 
dalam pemilihan Kepala Daerah (Bupati) pada akhir tahun 2007 
lalu, maka salah satu langkah sekuritisasi (securitization) kepen
tingan politik yang dilakukan oleh Andi Muhammad agar bisa 
survive adalah memobilisasi masyarakat tingkat bawah dengan 
menggunakan isu pemekaran untuk mendapatkan simpatisan 
dan dukungan politik. Langkah ini ternyata sangat efektif karena 
mendapat dukungan dari elite masyarakat (tokoh masyarakat), 
tokoh pemuda, LSM dan organisasi masyarakat Mori dan Bugis 
untuk melakukan pemekaran Kabupaten Morowali dengan 
pembentukan Kabupaten Morowali Utara.14 Mereka memblow-
up isu-isu ancaman eksistensi etnis dan agama sebagai bagian 
dari strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Mori 
dan Bugis. Kubu ini kemudian mengklaim beberapa kecamatan 
yang berada dalam wilayah rencana pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara. Beberapa kecamatan itu, antara lain adalah Mori 
Atas, Lembo, Petasia, Soyo Jaya, Mamasalato dan Bungku Utara, 
yang mayoritas penduduknya terdiri dari etnis Mori yang beragama 
Kristen. Salah satu kecamatan yang memiliki hubungan geneologis 

14	 Perjuangan Pemekaran Kabupaten Morowali mendapat dukungan administrasi 
politik (rekomendasi) pada tanggal 10 Oktober 2007 dengan No 135.52/327 
Ropem. Sebelumnya, dua skenario kubu Andi Muhammad sebagai alternatif 
dalam memecahkan “masalah” konflik pemindahan ibu kota tersebut yang 
dapat menguntungkan baginya: Pertama, Kabupaten Morowali dibagi dua 
menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Morowali ibu kotanya Kolonodale 
dan Kabupaten Labua ibu kotanya Bungku. Jika hal itu, gagal, maka alternatif 
kedua adalah membentuk Kabupaten Morowali menjadi Kabupaten Morowali 
Utara dan Kabupaten Morowali Selatan. Manuver politik ini kemudian 
mendapat kecaman keras yang diwujudkan dalam bentuk tindakan anarkis 
dari kubu Bungku. Hal ini dianggap dapat menganulir dan mementahkan 
upaya perjuangan mereka. 
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adalah Bungku Utara sebagai bagian dari komunitas kultural 
etnis Bungku, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. 
Langkah politik Andi Muhammad ini kemudian bisa menjadi 
kasus baru, jika Kabupaten Morowali Utara terbentuk. Pihak 
kubu Bungku yang dimotori oleh Zainal Abidin Ishak, Ketua 
DPRD Morowali tentu saja menolak rencana pemekaran 
Kabupaten Morowali, yang mengarah kepada pembentukan 
Kabupaten Morowali Utara. Kubu ini menentang Bungku Utara 
dan Mamosalato menjadi bagian dari rencana Zainal. Menurutnya, 
secara kultural Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato 
merupakan bagian dari etnis Bungku, dan karena itu perlu dijaga 
keutuhannya. 

Isu homogenitas etnis dan agama selalu diangkat oleh elite 
politik lokal di Kabupaten Morowali, sehingga masyarakat meng
alami gap dan ini merupakan salah satu dampak serius dari konflik 
elite politik lokal. Dampak lainnya, yaitu politisasi birokrasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Dalam 
konstelasi politik di Morowali, Bupati dan Ketua DPRD memiliki 
jaringan politik dalam struktur birokrasi, sehingga jabatan-jabatan 
pada eselon II, III dan IV menjadi komoditi kepentingan politik 
para elite politik lokal. Untuk memuluskan “lobby” proyek elite 
politik harus memiliki jaringan dalam birokrasi. Akibatnya, jabatan 
Kepala Dinas dan Camat misalnya, lebih didasarkan pada kepen
tingan elite politik lokal, ketimbang memenuhi kriteria profesio
nalisme. Pengalaman menunjukkan bahwa mutasi dan pergantian 
pada jajaran eselon II, III dan IV15 sangat ditentukan oleh selera 

15	 Baru-baru ini, Bupati Andi Muhammad AB mengganti 7 Kepala Dinas dan 
11 Camat sebagai langkah strategis dalam membendung perolehan suara 
Pemilihan Bupati Morowali Periode 2007-2012. Salah satu calon, Datlin 
Tamalagi (Wakil Bupati Morowali) sebagai lawan politik Andi Muhammad. 
Andi Muhammad pernah dinonaktifkan. Selama jeda politik ini, Wakil 
Bupati Datlin Tamalagi dilantik Bupati Morowali sebagai pelaksana tugas. 
Kala itu, Datlin Tamalagi melakukan setting politik mulai dari Kepada Dinas, 
Asisten, Camat hingga desa sebagai langkah strategis pemenangan dalam 
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dan kepentingan elite politik lokal.

Aktor politik yang mempunyai pengaruh kuat dalam konflik 
elite politik lokal di Kabupaten Morowali adalah Gubernur 
Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele16 dan Murad U Nasir, 
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua elite politik lokal 
ini berasal dari fungsionaris Partai Golkar di level provinsi. Mereka 
memberikan dukungan politik kepada Zainal Abidin Ishak (Ketua 
DPRD Morowali yang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar 
Kabupaten Morowali) untuk terus berjuang memindahkan ibu 
kota Morowali ke Bungku dan menolak pembentukan kabupaten 
Morowali Utara. Kepentingan kedua elite politik ini sebetulnya 
adalah mencekal Andi Muhammad untuk tampil dalam pemilihan 
Bupati pada periode 2007 - 2012. Di samping itu, Gubernur 
Aminuddin Ponulele ingin mendapatkan dukungan massa dalam 
Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2006 – 2011. 
Sementara itu, kubu Andi Muhammad mendukung HB Paliudju 
sebagai salah satu rival kuat Aminuddin Ponulele. Dalam mewu
judkan pembentukan Kabupaten Morowali Utara, kubu Bupati 
Andi Muhammad memperoleh dukungan politik (political support) 
dari elite di Jakarta, yaitu anggota DPD asal Provinsi Sulawesi 
Tengah, Robert Tobigo dan Rahmawati Bantilan serta beberapa 
anggota Komisi II DPR RI. 

Dalam konstelasi politik lokal di Kabupaten Morowali struktur 
pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur, 
Bupati dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten memiliki jaringan 
politik, yang didasarkan tidak hanya pada kepentingan politik 
(jabatan) semata, tetapi juga didasarkan pada kepentingan ekonomi 
(sumber daya alam).17 Kabupaten Morowali saat ini memiliki 

Pilkada tersebut. 
16	 Semasa konflik elite politik lokal berlangsung, Aminuddin Ponulele sebagai 

Gubernur yang tidak pernah “akur” dengan Bupati Andi Muhammad.
17	 Darwis, Wakil Rakyat di Pentas Politik Lokal: Biografi dan Memori Politik 

Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
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eksplorasi minyak, tambang nikel, tambang batu bara, perkebunan 
kepala sawit, potensi hutan, dan kelautan/perikanan. Berdasarkan 
catatan dari Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Tadulako, 
Palu telah terdaftar 15 perusahaan besar melakukan investasi di 
Kabupaten Morowali. 

Penelitian ini menarik karena pemekaran Kabupaten Morowali 
merupakan politisasi (politization) dari elite politik lokal, sehingga 
pemekaran bukan tujuan akhir bersama. Dengan kata lain, pe
mekaran wilayah merupakan sebuah ajang pertarungan kepen
tingan politik antar elite politik lokal. Sementara masyarakat 
dijadikan obyek eksploitasi untuk justifikasi politik. Hal ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pemekaran merupakan sebuah 
“proses” yang melibatkan resources, sehingga memunculkan elite 
lokal baru (elite politik dan elite masyarakat) dan institusi-institusi 
politik baru (DPC Partai Politik, DPRD, struktur birokrasi lokal) 
dalam sebuah pertarungan kepentingan politik. Kedua, pemekaran 
wilayah menjadi “sarana” konflik antar elite lokal dalam konflik 
elite politik untuk memperoleh jabatan dan sumber ekonomi 
(proyek). Ketiga, pemekaran wilayah dijadikan sebagai “ instrumen 
kepentingan” untuk mencapai tujuan politik, yaitu memperoleh 
jabatan politik (Bupati, Ketua/anggota DPRD, Sekab, Ketua 
Partai Politik dan jabatan-jabatan strategis). Dengan demikian, 
pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali bukan sebagai “tujuan 
akhir” melainkan sebagai “instrumen/alat” untuk mencapai kepen
tingan politik bagi elite politik lokal.



12

Politisasi Pemekaran Daerah Kabupaten Morowali 

Recources Kekuasaan 
Politik

Tujuan

Pemekaran 
sebagai 

SARANA
konflik  

Pemekaran 
sebagai 

ALAT
(Instrumen)PROSES

Kondisi polarisasi elite politik lokal di Kabupaten Morowali 
bisa  dipetakan dalam dua kelompok kultural yang berbeda: etnis 
dan umat agama yang mudah menyulut terjadinya konflik horizon
tal masyarakat bawah (grass root). Dengan demikian, momentum 
pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali justru membentuk 
“social gap” dalam dua komunitas etnis besar, yaitu etnis Bungku 
dan etnis Mori  yang sebelumnya mereka bersatu. Bahkan,  kedua 
etnis18 tersebut mulai mengungkit masa lalu (history) sebagai salah 
satu faktor potensi konflik.19 Kedua etnis tersebut memiliki 
masing-masing kerajaan sebagai simbol hegemoni sosial dan 
kultural. Kedua kerajaan ini juga seringkali terlibat dalam perang,20 
yang mewarisi memori sosial masa lalu kepada generasi berikut 
kedua etnis tersebut. Perpecahan masyarakat Kabupaten Morowali 
sebagai akibat konflik elite politik lokal  telah berlangsung secara 
terus-menerus, sehingga mewarnai spektrum problematika peme
karan wilayah di Kabupaten Morowali. Konstelasi konflik elite 

18	 Antara etnis Bungku dan etnis Mori tidak pernah terjalin hubungan harmonis 
dan selalu berperang. Hal ini ditandai adanya tiga kali perang, yaitu Perang 
Ensa Ondau, Perjanjian Tompiran, dan perjanjian Kanta. Bagi Raja Mori, 
Marunduh tidak pernah menyebut To Bungku sebagai kawan. Demikian 
pula, Raja Bungku, Pusadan juga tidak pernah mengakui eksistensi To Mori. 
Termuat dalam Dokumen Kajian Daerah Terhadap Aspek Teknis Pemekaran 
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, 2006.

19	 Darwis, Sejarah Poso, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
20	 Poelinggoman, L Edward, Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah, 

Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
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politik lokal dalam Pemekaran Wilayah di Kabupaten Morowali 
dapat dijelaskan dalam diagram berikut ini:

Skema Konstelasi pertarungan kepentingan politik
Elite Politik Lokal  di Kab. Morowali

Sumber Konflik/Isu
1. Pro–Kontra Pemfungsian  

Ibu Kota Definitif
2. Pemekaran Morowali  

(Morowali Utara)

Elite 
Politik Jakarta

Resolusi konflik
1. Konsistensi penerapan

     UU No 51/1999
 2. Pembentukan Kabupaten 

Morowali Utara 

Implikasi 
Pembangunan 

Daerah 

Dampak ke 
Masyarakat 

(konflik horizontal)
Konflik Elite   
Politik Lokal

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan  

sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai 
berikut: 

1.	 Mengapa terjadi konflik elite politik lokal dalam pemekaran 
wilayah di Kabupaten Morowali?

2.	 Bagaimana konflik elite politik lokal dalam pemekaran wilayah 
di Kabupaten Morowali? 
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3.	 Bagaimana dampak konflik elite politik lokal terhadap masya­
rakat di Kabupaten Morowali ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1.	 Menghasilkan suatu temuan penelitian  yang bisa  menjelaskan 
bagaimana  konflik elite politik lokal dalam pemekaran wilayah 
di kabupaten Morowali. 

2.	 Menemukan faktor penyebab terjadi konflik elite politik lokal 
dalam pemekaran wilayah di kabupaten Morowali.

3.	 Memberikan penjelasan mengenai dampak konflik elite politik 
lokal terhadap masyarakat di Kabupaten Morowali.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1.	 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
teoritik bagi perkembangan ilmu politik, khususnya studi 
konflik elite politik lokal yang berkaitan dengan pemekaran 
wilayah.

2.	 Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 
kepada para pembuat keputusan (decision makers) di tingkat 
provinsi dan kabupaten dalam menetapkan kebijakan peme­
karan wilayah, khususnya   bagi wilayah-wilayah  di tanah air 
yang mempunyai  potensi konflik lokal.

E. Identifikasi Elite Lokal
Untuk lebih memfokuskan obyek penelitian disertasi ini, 

maka perlu dilakukan identifikasi elite lokal sebagai unit analisis 
atau obyek penelitian. Dalam konteks ini, elite lokal di Kabupaten 
Morowali dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu elite politik 
lokal dan elite non-politik lokal (elite masyarakat).



15

1.	 Elite politik lokal merupakan seseorang atau individu yang 
menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan), baik di birokrasi  
maupun DPRD. Mereka menduduki jabatan tinggi di tingkat 
lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite 
politik lokal seperti ini mempunyai posisi sebagai: Gubernur, 
Bupati, Sekab, ketua DPRD, anggota DPRD dan pemimpin-
pemimpin partai politik.

2.	 Elite non-politik lokal (elite masyarakat) adalah seseorang 
yang menduduki jabatan strategis sosial dan mempunyai 
pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyara­
kat (sosial) serta memiliki akses dalam memengaruhi kebijak­
an publik. Mereka adalah elite organisasi kemasyarakatan, 
elite keagamaan, elite kepemudaan, profesi, LSM dan lain 
sebagainya. 

Kategorisasi tipe elite lokal di atas lebih memudahkan dalam 
melihat tingkat ruang lingkup kewenangan dan tingkat kadar 
konflik kepentingan mereka, serta tingkat interkoneksitas kedua 
tipe elite lokal tersebut dan sekaligus menjadi unit analisis.

F. Originalitas Penelitian
Studi tentang Pertarungan Kepentingan Elite Politik Lokal 

Dalam Pemekaran Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah merupa
kan suatu studi yang baru karena belum pernah diteliti oleh para 
peneliti lain maupun kalangan ilmuwan politik. Studi tentang 
konflik elite politik lokal memang telah banyak dilakukan oleh 
para peneliti  pada era Orde Baru, tetapi  hasil penelitian mereka 
pada umumnya tidak mempunyai kaitan dengan pemekaran 
wilayah. Kebijakan pemekaran wilayah secara longgar baru 
dilaksanakan pada era Reformasi dengan memberikan warna corak 
demokatisasi pada aras lokal, sehingga membuat masyarakat lokal 
lebih bersemangat untuk melakukan pemekaran wilayah. Undang-
Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 129 
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Tahun 2000 (revisi UU Otonomi Daerah Nomor 32/ Tahun 2004 
dan PP 78 Tahun 2007 telah melahirkan daerah-daerah baru di 
wilayah Republik ini.

Studi ini akan meneliti faktor-faktor apa saja yang menjadi 
sumber pertarungan politik elite politik lokal dalam kaitannya 
dengan pemekaran wilayah Kabupaten Morowali. Di samping 
itu, penelitian ini akan melakukan kajian tentang implikasi konflik 
elite politik lokal terhadap masyarakat, dan dampaknya terhadap 
pembangunan daerah. Selanjutnya, penelitian ini berupaya untuk 
menemukan akar permasalahan konflik elite politik lokal di 
Kabupaten Morowali. Hal ini sangat penting karena tidak sedikit 
daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota pasca pemekaran 
yang mengalami konflik,  peran elite politik lokal tidak bisa 
diabaikan. Oleh karena itu, asumsi dasarnya adalah bahwa 
pemekaran wilayah sengaja diciptakan untuk dijadikan sarana 
konflik kepentingan politik bagi elite politik lokal.

 Sejak Kabupaten Morowali dibentuk 12 tahun yang lalu,  
masyarakat di sana baru merasakan hidup tentram kurang lebih 
2 tahun. Sejak tahun 2001 hingga saat ini, kehidupan mereka 
yang damai dan tentram telah diusik oleh konflik elite politik 
lokal. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting dalam konteks 
untuk memahami lebih jauh motif, kepentingan, dan latar belakang 
para elite politik lokal melakukan konflik,  sehingga masyarakat 
terseret dalam konflik tersebut hingga dampaknya terhadap 
masyarakat.

Ada beberapa studi tentang pertarungan politik elite politik 
lokal dalam konteks pemekaran wilayah, yang pernah dilakukan 
oleh beberapa peneliti sebelumnya yang bisa disimpulkan sebagai 
berikut. Pertama, hasil penelitian mereka lebih mengarah kepada 
suatu pendapat bahwa pemekaran merupakan perebutan kepen
tingan sumber daya alam (SDA) dan eksploitasi isu-isu etnis dan 
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agama.21 Alamsyah22 melihatnya bahwa pemekaran wilayah sarat 
akan economic interest dan etnosentrisme. Kedua, pemekaran merupa
kan ajang pertarungan kepentingan elite lokal.23 Cahyo Pamungkas24 
dalam studinya yang berjudul, “Konflik elite Lokal dalam Pemben
tukan Provinsi Irian Barat” (2004), menjelaskan sikap pro dan 
kontra elite lokal dan Pemda/DPRD Kabupaten Manokwari 
terhadap pendirian Provinsi Irian Barat. Selain itu, tulisan ini 
juga melihat pemekaran sebagai sarana untuk mencegah perkem
bangan gerakan separatis Papua. Demikian pula studi yang 
dilakukan oleh Tryatmoko25 yang berjudul, “Pemekaran Wilayah 
dan Pertarungan Elite Lokal di Maluku Utara” (2004). Penelitian 
ini mengeksplorasi dan menganalisis beberapa sumber  konflik 
di Maluku Utara pada tahun 1999. Beberapa isu penting yang 
dibahas, antara lain proliferasi dan pergeseran dominasi etnis, 

21	 Pamungkas, Cahyo, (2004). “Konflik elite Lokal Dalam Pembentukan Provinsi 
Irian Jaya Barat”, dalam Masyarakat Indonesia Masalah Ilmu-Ilmu Sosial 
Indonesia, LIPI, Jakarta, Jilid xxx, dan Lihat Tryatmoko, Wahyu Mardyanto, 
(2005). “Pemekaran Wilayah dan Pertarungan elite Lokal di Maluku Utara”, 
dalam Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, LIPI, Jakarta, 
Jilid xxxi, No.2.

22	 Alamsyah, (2007). “Semangat Menata Teritori: Semangat Menata Kekuasaan 
(Studi Tentang Pembentukan Provinsi Luwu Raya)”, The Institute for Social 
Research, Democracy and Social Justice dan The Ford Foundation. 

23	 Tirtosudarmo, Riwanto,(2007). “Pemekaran Sebagai Arena Perebutan dan 
Pembagian Kekuasaan: Kritik Terhadap Dominasi “Public Administration 
School” dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia”. Lihat Bayo (2007). 
“Mengawal Pemekaran Wilayah di Indonesia: Dari Penataan Institusi”. 
Representative Bureaucracy, hingga Asymmetrical Decentralization, The Institute 
for Social Research, Democracy and Social Justice dan The Ford Foundation. 
Lihat Paskarina dan Mariana (2007). Penataan Daerah, Antara Cita dan Citra: 
Kasus Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dalam Dinamika Politik Lokal 
di Indonesia: Penataan Daerah (Territorial Reform) dan Dinamikanya, 
Kampoeng Percik Salatiga. Lihat juga Khafidho dan Fatimah (2007). “Pemben
tukan Kabupaten Bandung Barat: Sebuah Keberhasilan Jejaring Elit,”, The 
Institute for Social Research, Democracy and Social Justice dan The Ford 
Foundation. 

24	 Cahyo Pamungkas, Op. Cit.
25	 Tryatmoko, Op. Cit. 
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serta pertarungan di kalangan elite lokal yang mencoba mencari 
legitimasi atas kepentingannya. 

Menurut Tryamoko,26 dalam pemekaran wilayah di Kabupaten 
Maluku Utara benturan etnis dan agama secara kasat mata kerap 
dijadikan wacana sumber konflik. Namun kenyataannya, variabel 
agama sangat penting karena persoalan etnosentrisme seringkali 
dibuat tumpang-tindih dengan fanatisme religius. Dalam studinya 
ia menegaskan bahwa dinamika konflik di Maluku Utara dipe
ngaruhi oleh tidak hanya perebutan kepentingan untuk memper
oleh sumber-sumber daya baru, melainkan juga berkaitan dengan 
memori sosial kejayaan masa lalu. Misalnya saja, isu mengenai 
perebutan kekuasaan para sultan yang belakangan mencuat 
kembali. Persaingan antarelite lokal untuk mendominasi wilayah-
wilayah strategis, daerah baru, dan memperebutkan posisi ibu 
kota Provinsi Maluku Utara merupakan akibat kebijakan peme
karan wilayah/kabupaten/kota di Maluku Utara. Persaingan itu 
sebenarnya dipicu oleh jaringan politik yang banyak melibatkan  
aktor-aktor lama. Kemudian Tyatmoko menyimpulkan bahwa 
pemekaran lebih sebagai sarana perebutan kekuasaan (jabatan) 
oleh birokrat atau politisi lokal dan kadangkala melibatkan aktor 
Pusat. 

Selanjutnya, sebuah penelitian terbaru lainnya dilakukan oleh 
Tasrifin Tahara,27 dengan judul:  meneliti Pemekaran Wilayah dan 
Kontestasi elite Politik Lokal di Wilayah bekas kesultanan Buton.  
Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pembentukan Provinsi 
Buton Raya lebih merupakan kontestasi elite lokal yang mengarah 
kepada perebutan kekuasaan. Sementara itu studi lain yang 

26	 Ibid.
27	 Tasrifin Tahara, (2007). “Pemekaranan Wilayah dan Konstelasi elite Politik 

Lokal: Suatu Tinjauan di Wilayah Bekas Kesultanan Buton”. Makalah Seminar 
Internasional kedelapan: Dinamika Politik Lokal di Indonesia, tanggal 17 
– 19 Juli, di Kampoeng Percik Salatiga. 
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dilakukan oleh Alamsyah28 juga menemukan adanya kepentingan 
yang dominan dari elite daerah dalam proses pembentukan 
Provinsi Luwu Raya. Di samping itu, studi ini  lebih memfokuskan 
kepada konflik elite lokal pada tataran proses pembentukan 
wilayah tanpa mengkaji lebih mendalam konflik elite politik lokal 
pasca pemekaran wilayah. Penelitian ini juga tidak mengkaji 
polarisasi elite politik lokal setelah terbentuknya daerah otonomi 
baru. Selanjutnya, penelitian ini juga tidak menjelaskan episode-
episode konflik elite politik lokal pasca pemekaran dan dampak 
disintegrasi massa (masyarakat) sebagai akibat dari politisasi dan 
sekuritisasi elite politik lokal.

Dari beberapa studi di atas dapat disimpulkan bahwa pada 
dasarnya pertarungan kepentingan politik elite lokal dalam konteks 
pemekaran wilayah disebabkan oleh keinginan para elite mem
peroleh dan mendapatkan kepentingan politik (kekuasaan) dan 
sumber-sumber ekonomi. Namun secara umum, studi-studi itu 
tampaknya belum “mendalam” karena tidak memberikan kajian 
khusus terhadap “implikasinya” terhadap masyarakat dan pem
bangunan daerah sebagai akibat konflik elite politik lokal serta 
faktor apa yang menjadi “akar” permasalahan konflik elite politik 
lokal dalam pemekaran wilayah. Hal paling penting adalah tidak 
digambarkannya peran dominan elite politik lokal melakukan 
rekayasa pemekaran wilayah. Peran dominan elite politik lokal 
mendapatkan dorongan politik dari elite politik pusat, sehingga 
energi politik elite politik lokal semakin meningkat dalam ber
kompetisi perebutan kekuasaan dalam ruang pemekaran wilayah. 
Dalam ruang pemekaran wilayah, sebagai daerah baru menyedia
kan beragama fasilitas politik dan ekonomi. 

Singkatnya, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 
penelitian Pertarungan Kepentingan Politik elite Politik Lokal dalam 

28	 Alamsyah (2007), Op. Cit.
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Pemekaran Wilayah di Kabupaten Morowali ini menekankan pada 
upaya untuk mencari dan menggali faktor-faktor dan sumber-
sumber konflik elite politik lokal. Selanjutnya, penelitian ini 
berupaya untuk menemukan akar permasalahan dalam pemekaran 
wilayah, sehingga mempunyai implikasi pada munculnya polarisasi 
masyarakat yang bisa mengarah kepada terjadinya konflik 
horizontal. Lebih jauh, penelitian ini juga ingin mengungkapkan 
apa dan bagaimana dampak dari “politisisasi pemekaran wilayah 
dan sekuritisasi kepentingan elite lokal” terhadap pembangunan 
daerah Kabupaten Morowali.

Dalam pandangan peneliti, politisasi dan sekuritisasi (politization 
and securitization) pemekaran wilayah oleh elite politik lokal di 
Kabupaten Morowali merupakan suatu penelitian yang menarik 
untuk diungkapkan secara mendalam. Politisasi merupakan proses 
menuju ke arah sekuritisasi kepentingan. Keberhasilan seseorang 
(actor) untuk menduduki suatu jabatan publik amat ditentukan 
oleh kemampuannya dalam melakukan politisasi dalam masyarakat. 
Pemekaran wilayah hanya merupakan sebuah “instrumen politik” 
elite politik lokal dalam mencapai tujuan kepentingannya. Dalam 
konteks ini, pemekaran wilayah menjadi jauh dari makna dan 
tujuan yang sesungguhnya, yaitu kesejahteraan rakyat dan alat 
pemersatu kultural. Untuk itu, peneliti mencoba memasukkan 
variabel perpecahan masyarakat dan polarisasi birokrasi sebagai 
dampak dari politisasi oleh elite politik lokal. Di samping itu, 
studi dengan tema yang telah disebutkan di atas dapat memberikan 
justifikasi bahwa tema disertasi ini adalah orisinal. Artinya disertasi 
dengan tema ini belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya, 
dan tentunya diharapkan dapat menghasilkan sebuah temuan 
yang baru, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan politik, maupun bagi policy makers yang terlibat 
dalam kebijakan pemekaran wilayah.
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G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif (qualitative research) pada umumnya diper
gunakan untuk menggambarkan keadaan dunia sosial atau ke
masyarakatan, fenomena kultural, perilaku individu dan proses 
pengambilan keputusan. Intinya adalah penelitian kualitatif lebih 
cenderung memfokuskan pada makna dan motivasi yang berkaitan 
dengan simbol-simbol kultural (bahasa), pengalaman pribadi, 
dan fenomena sosial lainnya yang secara detail. Oleh karena itu, 
penelitian kualitatif adalah merupakan pemahaman proses, pe
ngalaman, dan makna-makna dibalik suatu kejadian yang dialami 
seseorang atau kelompok masyarakat.29 Penelitian kualitatif 
memfokuskan pada bagaimana para individual berinteraksi, yang 
jelas bahwa penekanannya adalah peneliti melakukan interprestasi 
makna-makna (meanings) di balik suatu kejadian.30

Data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini selalu 
berbentuk kata-kata ketimbang angka-angka. Hal ini seringkali 
menjadi materi pokok bagi ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi, 
sejarah dan ilmu politik.31 Miles dan Huberman32 mengatakan 
bahwa data kualitatif merupakan yang paling baik dalam analisis 
secara grounded, kaya dengan deskripsi, dan penjelasan yang 
berkaitan dengan konteks lokal. Sejalan dengan pendapat Miles 
dan Huberman, Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh 
Moleong33 mendefinisikan “metodologi kualitatif ” sebagai prosedur 

29	 Linda Kalof, Amy Dan and Thomas Dictz. 2008. Essential of Social Research, 
Open University Press, McGraw-Hill Education, England. Hal. 79.

30	 Lihat, Geoff Payne & Judy Payne. 2004. Key Concepts in Social Research, 
SAGE Publication, London-Thousand Oask-New Delhi. Hal. 176

31	 Matthew B Miles dan Michael A Huberman, (1994). Qualitative Data 
Analysis: An Expanded Sourcebook (Second Edition), New Dehli: SAGE 
Publication. Hal. 1.

32	 Ibid.
33	 Sebagaimana yang dikutip oleh Moleong,(1996). Metodologi Penelitian 

Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 3.
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar 
dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini 
tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam 
variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian 
dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan logika 
pikir secara praktis (logic in practice), yaitu logika penelitian lebih 
didasarkan pada fenomena sosial secara faktual,34 — yang dapat 
ditangkap oleh pancaindra. Penelitian kualitatif lebih cocok pada 
situasi informal dalam mengumpulkan data. Dalam pada itu, 
Moleong35 menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif itu berakar 
pada latar ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia 
sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, meng
adakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran peneli
tiannya pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, 
lebih mementingkan proses ketimbang hasil, membatasi studi 
dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa 
keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan 
hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti 
dan subjek penelitian. 

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif didasarkan 
pada logika berpikir secara induktif, yaitu lebih memahami 
fenomena sosial secara empiris di lapangan (field research) dan 
cara pengumpulan datanya bersifat pendekatan bootom-up.36 Oleh 

34	 Lawrence W.Neuman, (1997). Social Research Methods Qualitative and 
Quantitative Approaches (Third Edition), Allyn & Bacon A Viacom Company, 
the United States of America. Hal. 330.

35	 Moleong, Op.Cit. Hal. 27.
36	 Lihat, Morgan-Earl Conteh. 2004. Collective Political Violence: An Introduction 

to the Theories and Cases of Violent Conflicts, Routledge, New York and London, 
Hal. 4. 
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karena itu, menurut Morgan,37 dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, 
terutama berkaitan dengan fenomena konflik sosial yang paling 
cocok adalah metode analisis secara induktif daripada deduktif. 
Penjelasan secara induktif dengan pengumpulan data di lapangan, 
dapat pula disimpulkan secara induktif. Dalam konteks ini, 
penelitian ini tidak hanya berdasarkan pada logika fenomena 
sosial faktual, tetapi juga metode cara pengumpulan dan analisis 
data yang lebih didasarkan pada tataran pemahaman (verstehen) 
secara mendalam tentang fenomena sosial di dalam masyarakat.38 
Untuk lebih menyelami kajian ini, penelitian akan berinteraksi 
langsung secara informal dengan pendekatan sosial – budaya 
terhadap informan. Fenomena konflik elite politik lokal di 
Kabupaten Morowali mempunyai kaitan dengan pemekaran 
wilayah, termasuk kasus yang sensitif dan krusial. Oleh karena 
itu, pemahaman lebih mendalam terhadap objek kajian ini akan 
dilakukan secara simultan dan dialektis. 

1. Setting Penelitian

Menurut Spradly (1980) yang dikutip Sugiyono,39 penelitian 
kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi disebut “social 
situation” atau situasi sosial yang terdiri dari atas tiga elemen 
yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 
berinteraksi secara sinergis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
peneliti mengambil setting sebagai berikut: Pertama, tempat (place) 
atau lokasi penelitian adalah Kabupaten Morowali (hasil pemekaran 
Kabupaten Poso) yang terbentuk sejak tahun 1999 berdasarkan 
UU No 51/tahun 1999. Kedua, pelaku (actors) adalah elite politik 
lokal, baik berada di Kabupaten Morowali, maupun yang berada 
di Provinsi Sulawesi Tengah, dan termasuk anggota-anggota 

37	 Ibid. Hal. 4.
38	 Lihat, Nachmias-Chava Frankfort and Nachmias David. 1996. Research 

Methods in the Social Sciences, Fifth Edition. London, Arnold. Hal. 280.
39	 Sugiyono, (2005). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Hal. 

39.
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DPD asal Sulawesi Tengah yang memiliki akses kepentingan 
politik terhadap elite politik lokal. Ketiga, kegiatan (activity) 
keseluruhan kehidupan masyarakat di Kabupaten Morowali (elite 
politik lokal maupun masyarakat secara umum) dipengaruhi oleh 
dinamika konflik elite politik lokal maupun dampaknya. Sejak 
Morowali berdiri sebagai daerah otonom telah diwarnai oleh 
maraknya dinamika konflik elite politik lokal dalam beberapa 
kasus, yaitu tarik menarik ibu kota, pemilihan kepala daerah, 
politisasi birokrasi, perpecahan internal DPRD, pro-kontra peme
karan Morowali (pembentukan Morowali Utara) dan ancaman 
konflik etnis (etnis Bungku dan etnis Mori). 

Berdasarkan asumsi bahwa dalam penelitian kualitatif yang 
lebih diutamakan adalah “proses” dari sebuah kejadian dan “makna” 
di balik kejadian tersebut. Maka sampel ini berkaitan dengan 
peristiwa (kejadian), manusia, situasi dan sebagainya yang me
nunjukkan gejala, berkaitan dengan realitas konflik elite politik 
lokal di Kabupaten Morowali. Oleh karena itu, teknik sampling 
dilakukan empat model: (1) Accidential sampling, yaitu mengambil 
sampel dengan pertimbangan tertentu yang tidak dirancang 
pertemuannya terlebih dahulu.(2). Purposive sampling, yaitu 
menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipan
dang dapat memberikan data secara maksimal. (3) Cluster-quota 
sampling, yaitu memilih sejumlah informan dari wilayah tertentu 
sampai batas data yang diinginkan terpenuhi. (4). Snow-ball 
sampling, yaitu peneliti memilih informan secara berantai hingga 
keperluan data telah maksimal.40 Hal ini dilakukan, jika seorang 
responden tidak menjawab sebuah pertanyaan, peneliti segera 
meneruskan pencarian ke pihak lain yang direkomendasikannya. 
Peneliti kebetulan banyak mengenal para elite politik lokal, tokoh 
masyarakat, LSM, tokoh pemuda dan masyarakat di Kabupaten 
Morowali karena beberapa kali melakukan penelitian kerjasama 

40	 Suharsimi Arikunto, (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 
Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 16.
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dengan Pemerintah Daerah Morowali dengan Lembaga Penelitian 
Universitas Tadulako (Limlet Untad) yang merupakan unit kerja 
peneliti. 

2.Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan memanfaatkan data-data lapangan, pustaka, 
dokumen-dokumen, jurnal, surat kabar dan kesaksian-kesaksian 
para aktor konflik. Karena itu, data-data akan dikumpulkan dari 
penelitian lapangan (field research), penelitian pustaka (library 
research), dan penelitian partisipatoris (participatory research), yang 
dapat diulas sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan strategi penting dalam 
pengumpulan data dengan menggunakan metodologi kualitatif. 
Menurut Nachmias41 penelitian lapangan (field research) merupa­
kan studi tentang perilaku orang sehari-hari secara alamiah. 
Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan dua 
metode pengumpulan data, yaitu pengamatan berperan serta 
(participant observation) dan wawancara mendalam (in-depth 
interview): 

1. Pengamatan Berperan Serta (Participant observation)

Denzin42 mengemukakan bahwa pengamatan berperan-
serta adalah strategi lapangan yang secara simultan mema­
dukan analisis dokumen, wawancara dengan responden dan 
informan, partisipasi dan observasi. Guba dan Lincoln43 
mengatakan bahwa setidaknya ada 6 alasan mengapa peneliti 
memanfaatkan pengamatan langsung (direct observation): 

41	 Nachmias-Chava Frankfort and Nachmias David. 1996. Op.Cit. Hal. 281.
42	 Norman K Denzin and Lincoln S. Yvonna (eds), (1994). Handbook of 

Qualitative Research, New Dehli: SAGE Publications. Hal. 183.
43	 Lincoln, Y Vonna S and E Egon G Guba, (1985). Naturalistic Inquiry. 

California: Sage Publication, Hal. 191-193. 
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Pertama, pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara 
langsung. Tampaknya pengamatan langsung merupakan 
alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Kedua, 
teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti melihat 
dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 
kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 
Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peris­
tiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan 
proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh 
dari data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, 
jangan-jangan data yang di jaringnya ada yang kurang tepat 
(bias). Kemungkinan hal itu terjadi karena kurang dapat 
mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak 
antara peneliti dan yang diwawancarai. Untuk lebih meyakin­
kan, peneliti melakukan pengamatan secara langsung. Kelima, 
teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu mema­
hami situasi-situasi yang rumit. Keenam, dalam kejadian-
kejadian tertentu, model atau teknik komunikasi lainnya 
tidak memungkinkan atau tidak efektif, sehingga pengamatan 
langsung dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. 

2.	Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua 
orang (face to face), melibatkan seorang peneliti yang ingin 
memperoleh informasi dari seorang responden dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 
tertentu. Peneliti membagi dua bentuk wawancara, yaitu 
wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.44 
Wawancara tidak terstruktur yang biasa disebut wawancara 
mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan 
wawancara terbuka (open ended interview). Sedangkan 

44	 Deddy Mulyana, (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru 
Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya. 
Hal.180.
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wawancara terstruktur biasanya disebut wawancara baku 
(standardized interview) Dalam penelitian disertasi ini, 
peneliti akan mempergunakan wawancara tak struktur yang 
lebih dinamis dan informal sifatnya sehingga antara peneliti 
dan informan akan tercipta suasana yang lebih akrab dan 
familiar. Denzin45 dalam bukunya, The Research Act in 
Sociology, 1970 merumuskan setidaknya ada tiga alasan para 
interaksionis lebih cenderung memanfaatkan wawancara 
terbuka (tak terstruktur) sebagai salah satu teknik mengum­
pulkan data dilapangan: Pertama, wawancara terbuka (open 
ended interview) memungkinkan responden/informan meng­
gunakan cara-cara unik dalam mendefinisikan dunia nyata­
nya. Kedua, wawancara terbuka (open ended interview) 
mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap pertanyaan 
yang sesuai untuk semua responden/informan. Ketiga, wawan­
cara terbuka (open ended interview) memungkinkan responden/ 
informan membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal 
(free time).

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan 
teknik pengamatan berperan serta dan wawancara terbuka 
(open ended interview) karena berdasarkan karakteristik 
masyarakat, khususnya elite politik lokal di Kabupaten 
Morowali bersifat tertutup, sehingga memerlukan pendekatan 
kekeluargaan untuk lebih dekat dan akrab sehingga dapat 
memudahkan peneliti melakukan wawancara yang lebih 
dinamis dan mendalam. Oleh karena itu, peneliti melakukan 
pendekatan persuasif untuk masuk ke dalam kelompok 
mereka atau masuk sebagai bagian dari keluarga guna 
memperoleh informasi sebanyak mungkin. 

45	 Norman K Denzin, (1970). The Research Act in Sociology, London: Butterworth. 
Hal. 125.
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b. Penelitian Pustaka (Library Research)

Peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (library 
research) untuk memanfaatkan data-data sekunder yang berupa 
dokumen-dokumen tertulis, catatan-catatan harian dari pelaku 
atau informan lain, dari media massa baik cetak maupun 
elektronik, terutama yang berkenaan kejadian masa lalu sebagai 
memori sosial. Sumber-sumber pustaka dalam penelitian ini 
dapat dibagi ke dalam empat sumber, yaitu:

1.	 Primary Sources: Sumber ini berkaitan dengan surat-surat, 
riwayat hidup (catatan harian), surat kabar dan majalah, 
artikel dan foto dari subjek penelitian yang pernah ada dan 
masih hidup hingga kini. 

2.	 Secondary Sources: Sumber kedua ini memberikan solusi 
atas keterbatasan primary sources yang disebabkan oleh 
keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti. Secondary sources 
menyediakan bagi peneliti data yang berkaitan dengan 
sejarah masa lalu sebagai hasil karya ahli sejarah melalui 
penelitian secara intensif dengan memanfaatkan primary 
sources.

3.	 Running Records: Sumber data ini menyediakan berkas 
(files) atau dokumen statistik (statistical documents) yang 
disimpan dengan baik oleh sebuah lembaga. 

4.	 Recollections: Data yang berkaitan dengan kata-kata/ucapan-
ucapan (the words) atau tulisan-tulisan (writings) individu/
seseorang atau kelompok tentang pengalaman masa lalu 
yang didasarkan pada ingatan (memory).46 

c. Participative Action Research (PAR)

Participative action research (PAR) merupakan metode 
penelitian yang menganjurkan peneliti untuk terlibat langsung 

46	 Lawrence W Neuman, (1997). Social Research Methodes Qualitative and 
Quantitative Approachs (Third Edition), Allyn & Bacon A Viacom Company, 
the United States of America. Hal. 396-398



29

dalam pengumpulan data mengenai obyek penelitian atau 
suatu kajian komunitas masyarakat dan lingkungan masyarakat, 
yang menjadi fokus dan ruang lingkup kajian secara aktual. 
Peneliti terlibat langsung sebagai partisipan dalam suatu 
kejadian peristiwa yang memungkinkan mendapatkan data 
yang lebih akurat, cermat dan obyektif. Dalam penelitian 
metode PAR sesungguhnya tidak berbeda dengan metode 
dan teknik pengumpulan data dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu 
peneliti terlibat langsung atau menjadi partisipan dalam suatu 
kejadian yang menjadi obyek atau fokus kajian tersebut. Dalam 
penelitian teknik PAR data-data diperoleh, baik bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan kasus-
kasus aktual yang diteliti.47 PAR juga menganjurkan peneliti 
ikut berpartisipasi, harus lebih adaptif terhadap lingkungan 
sosial dan kultural masyarakat. Dalam penelitian partisipatoris 
diperlukan pengenalan lingkungan sosial dan geografis sebagai 
orientasi pengenalan lingkungan. 

Dalam penelitian PAR, peneliti lebih memperkenalkan 
diri baik secara formal maupun informal. Secara formal peneliti 
mendekatkan diri kepada lembaga birokrasi dan lembaga 
politik. Secara informal peneliti memperkenalkan diri kepada 
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM dan 
tokoh pemuda serta ormas yang lebih banyak aktif dalam 
episode-episode unjuk rasa dan konflik-konflik sosial. 

Keterlibatan langsung peneliti dimungkinkan pada kejadian-
kejadian unjuk rasa dan rapat-rapat baik dilaksanakan oleh 
elite politik lokal maupun masyarakat. Hal ini dimungkinkan 
karena, sejak awal terbentuknya Kabupaten Morowali, peneliti 
secara kebetulan berada di lapangan atau lokasi penelitian 
dalam menulis buku tentang Biografi Wakil Rakyat (Anggota 
DPRD) Kabupaten Morowali Periode 2001 – 2004, turut ikut 

47	 Lincol dan Denzin, Op.Cit. Hal. 328-329.
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serta dalam berbagai kejadian-kejadian konflik baik dalam 
bentuk rapat-rapat akbar yang dilakukan oleh kedua kubu 
maupun rapat-rapat internal elite politik lokal. Modal data 
empiris inilah kemudian menjadi inspirasi bagi peneliti untuk 
mengajukan proposal penelitian disertasi ini pada tahun 
akademik 2006. Konflik tersebut terus berlangsung hingga 
kini, walaupun eskalasinya agak turun, dengan tuntutan 
“pemekaran” Kabupaten Morowali menjadi Kabupaten 
Morowali Utara. 	

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengoranisasikan data 
ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan 
demikian, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu 
suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya 
dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan 
berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara 
berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah 
hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang 
terkumpul. Jika data yang dikumpulkan secara berulang-ulang 
dengan menggunakan teknik triangulasi, bisa membuktikan 
hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi 
“teori”.48

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan 
memakai model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman49 
menjelaskan bahwa analisa data kualitatif bis dilakukan melalui 

48	 Sugiyono, Op.Cit. Hal. 89.
49	 Miles and Huberman, Op.Cit. Hal. 10-12.
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tiga proses tahapan, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 
drawing/verification. Pertama, data reduction merupakan suatu 
proses seleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfor
masikan data-data yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan 
kajian penelitian. Hal ini dilakukan, karena dalam penelitian 
kualitatif pada umumnya peneliti mengumpulkan data sebanyak 
mungkin. Oleh karena itu, mereduksi data amat penting dilakukan 
dengan menggunakan beragam alat catatan, note book, dan kom
puter mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu 
yang relevan dengan fokus kajian penelitian ini. 

Kedua, data display (penyajian data) merupakan deskripsi 
kumpulan informasi tersusun sehingga memungkinkan peneliti 
melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam 
bentuk teks naratif. Menurut Miles dan Huberman,50 yang 
terpenting dalam data display adalah dalam penyajian data pe
nelitian kualitatif, peneliti mamanfaatkan teks yang bersifat naratif. 
Ketiga, conclusion drawing/verification, merupakan tahap ketiga, 
di mana peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. 
Dengan demikian kesimpulan awal yang dikemukakan oleh 
peneliti masih bersifat sementara, dan akan berubah, jika peneliti 
menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengum
pulan data (data collecting) berikutnya. Namun demikian, jika 
kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal didukung oleh 
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan untuk mengumpulkan data lagi, maka kesimpulan yang 
dihasilkan bisa dikatakan kredibel. Proses ini merupakan prosedur 
peneliti untuk melakukan verifikasi data.

50	 Ibid. 
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BAB  II
KERANGKA TEORITIS

Pembahasan tentang kerangka konseptual tentunya tidak dapat 
dilepaskan dari upaya untuk memahami dan menjawab perma

salahan yang akan diteliti. Dengan perkataan lain, kerangka teori 
merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab dan mengarahkan 
penelitian. Sekaligus, kerangka teori memiliki peran sebagai peng
hubung masalah penelitian dengan bangunan hipotesis atau alur 
pikir. Bangunan teori yang akan dibahas di sini terdiri atas beberapa 
konsep pemikiran, yaitu konflik kepentingan: the greed dan the 
grievance, elite politik dan kekuasaan, dari politisasi ke sekuritisasi, 
dan kerangka analisis sekuritisasi serta gerakan sosial (social movement), 
yang dapat diulas sebagai berikut.

A. Konflik Kepentingan: The Greed dan The Grievance
Secara terminologi, konflik merupakan gambaran situasi atau 

keadaan di mana terdapat dua atau lebih orang (aktor) yang 
terlibat dalam pertentangan, perselisihan dan perbedaan tujuan 
atau kepentingan.51 Sejalan dengan pendapat Wolff,  Bartos dan 

51	 Wolff, Stefan, (2006). Ethnic Conflict A Global Perspective, Oxford University 
Press, New York. Hal. 2.
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Wehr,52 menggambarkan bahwa konflik merupakan situasi dimana 
terjadinya suatu pertentangan dan permusuhan diantara para 
aktor dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu kepentingan. 
Bartos dan Wehr, kemudian menunjukkan kriteria situasi konflik, 
jika kejadian itu terdapat adanya, pertentangan (incompatibility), 
permusuhan (hostility), dan perilaku konflik (conflict behavior). 
Rauf53 mengemukakan bahwa istilah konflik dapat diartikan pula 
sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara 
paling tidak dua orang atau kelompok dan pertentangan itu 
didasarkan pada adanya perbedaan kepentingan. Pruitt dan Rubin54 
secara gamblang mendefinisikan konflik sebagai sebuah  persepsi 
mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest). 
Pruitt kemudian menjelaskan istilah kepentingan (interest) dalam 
konteks ini adalah sebuah pertentangan atau perbedaan keinginan 
atau tujuan yang sesungguhnya yang diinginkan. Kepentingan 
dapat berwujud keinginan akan rasa aman dari ancaman (threat), 
keinginan mendapatkan kekuasaan (power) dan hidup yang lebih 
baik (survive). Konflik kepentingan beragam dimensi dan manifes
tasinya, bisa berwujud dalam bentuk pertarungan nilai-nilai, 
kekuasaan dan sumber-sumber langka. Levis Coser55 mengatakan 
bahwa conflict is a struggle over values and claims to scarce status, 
power and resources in which the aims of the opponents are neutralized, 
injure or eliminate their rivals. Dengan demikian, pada dasarnya 
konflik kepentingan dapat melibatkan tiga hal, yaitu status, 
kekuasaan (politik), dan sumber daya yang langka.56 

52	 Bartos J Otomar dan Paul Wehr, (2002). Using Conflict Theory, Cambridge 
University Press. Hal. 13.

53	 Rauf Maswadi, (2001). Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajakan 
Teoritis, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 
Nasional, Jakarta. Hal. 1.

54	 Pruitt G. Dean dan Rubin Z. Jeffrey, (2004). Teori Konflik Sosial, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar.

55	 Coser A Lewis, (1956). The Functions of  Social Conflict, The Free Press, the 
United States of America. Hal. 8.

56	 Hae, Zain, Nur dkk, (2000). Konflik Multikultural: Panduan Meliput Bagi 
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Perbedaan kepentingan setidaknya menunjukkan adanya 
motif individu atau kelompok yang mengalami konflik. Selanjut
nya, konflik didasarkan pada motif kepentingan.57 Kriesberg58 
mengatakan bahwa,… conflict exists when two or more persons or 
groups manifest the belief that have incompatible objectives. Konflik 
kepentingan yang menekankan pada motif pertarungan kekuasaan 
(struggle of power) dan perebutan dominasi sumber-sumber daya 
yang langka (resources and position scarcity) lebih berdimensi pada 
penghampiran konflik politik (political conflict approach). Dalam 
pandangan Rauf,59 konflik politik mempunyai keterkaitan dengan 
negara/pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, politisi, 
dan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan/keputusan. 
Konflik politik menekankan pada pertentangan antar kolompok 
(kubu) dengan mempergunakan isu-isu publik yang menyangkut 
kepentingan banyak orang yang lebih mengarah kepada adanya 
relasi kekuasaan atau proses pengambilan keputusan. Dalam 
konflik politik yang menjadi aktor utama adalah elite politik 
karena merekalah yang memiliki relasi pada pusaran kekuasaan. 
Ini sejalan dengan asumsi dasar Gaetano Mosca60 yang mengatakan 
bahwa dalam suatu komunitas masyarakat terdiri dari sejumlah 
kecil elite politik  yang memiliki kekuasaan politik (the ruling 
class) dan sejumlah besar masyarakat yang secara umum berada 
dalam posisi diperintah (the ruled class). 

Jurnalis, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
57	 Kriesberg, Louis, (1982). Constructive Conflicts From Escalation to Resolution, 

Englewood Cliff: Prentice-Hall, Inc. Lihat juga Rubin, eds (1995). Social 
Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement (Second Edition), McGraw-Hill, 
Inc. The United States of America. Dan Simmel (1964). Conflict and The 
Web of Group Affiliations, New York: The Free Press. 

58	 Kriesberg, Ibid. Hal. 2.
59	 Rauf, Op.Cit. Hal. 19.
60	 Mosca, Gaetano, (1939). The Ruling Class (Element di Scienza Politica), New 

York and London: Mc. Graw-Hill Book Company, Inc. 
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Untuk lebih mudah mengidentifikasi konflik dalam masya
rakat, Gurr,61 berpendapat bahwa setidaknya ada empat persyaratan 
agar dapat dikategorikan konflik dalam masyarakat, yaitu: (1) 
terdapat dua atau lebih pihak (individu atau kelompok)  yang 
terlibat; (2) mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling 
memusuhi; (3) mereka menggunakan perlakuan-perlakuan ke
kerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan 
menghalang-halangi lawannya; dan (4) reaksi pertentangan ini 
bersifat terbuka sehingga dapat dideteksi dengan mudah oleh 
orang lain (observer). Selanjutnya, Dahrendoef 62 menunjukkan 
ciri-ciri penyebab terjadinya konflik, yaitu:(1) karena tidak terca
painya kepentingan dari individu maupun kelompok (party); (2) 
keinginan memperbaharui kepentingan; dan (3) adanya rasa 
cemburu, ketidak kesenangan kesuksesan atau kelompok komu
nitas tertentu.

Dengan demikian, konflik politik dapat dipahami dari ber
bagai dimensi dalam melihat faktor penyebab, motif dan kepen
tingan-kepentingan politiknya. Pertama, dari segi pengertiannya, 
konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar
kekuatan-kekuatan politik (kubu) yang memperebutkan kekuasaan 
sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian konflik di sini 
merujuk kepada hubungan antarkekuatan politik (kelompok dan 
individu yang memiliki jaringan dalam struktur kekuasaan) yang 
merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua, 
sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan 
adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, kepentingan 
dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif di 
antara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah 

61	 Gurr Robert Ted (ed), (1980). Hand Book of Political Conflict: Theory and 
Research, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New 
York. Hal. 2.

62	 Dahrendoerf, R. (1986). Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: 
Sebuah Analisa Kritik, Jakarta,  CV. Rajawali. 
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kelompok skala besar, maupun kecil. Perbedaan kepentingan 
setidaknya akan menunjukkan motif mereka berkonflik. Motivasi 
seseorang atau kelompok untuk merebut kekuasaan selain dia 
ingin berkuasa, mereka juga ingin menguasai sumber daya eko
nomi. 

Dalam masyarakat yang sedang mengalami konflik pada 
umumnya terdapat dua kelompok besar yang terlibat serta memiliki 
perspektif yang berbeda dalam meraih kepentingannya. Paul 
Collier63 dalam penelitiannya yang disponsori oleh Bank Dunia 
di negara-negara yang sedang dilanda konflik yang terus-menerus 
berlangsung tanpa penyelesaian, seperti beberapa negara di Afrika 
dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia menyimpulkan bahwa 
konflik yang berlangsung terus-menerus, dan tidak menemukan 
solusinya yang tepat, melahirkan dua perspektif yaitu greed dan 
grievance. Menurutnya, konflik bisa diartikan  dari dua pandangan 
tersebut. Dalam perspektif greed, konflik adalah sesuatu event 
yang menguntungkan karena adanya peluang melakukan eksploi
tasi masyarakat melalui propaganda politik. Dalam situasi konflik 
itu segala cara yang dapat dilakukan untuk mendatangkan ke
untungan, seperti halnya melakukan mobilisasi massa dan mani
pulasi fakta dalam mediskreditkan lawan-lawan politiknya. Untuk 
itu, jika ingin survive, maka konflik harus diciptakan dan berupaya 
agar situasi masyarakat berlangsung terus-menerus dalam keadaan 
disharmonisasi.  

Sementara dalam perspektif grievance konflik dipandang 
sebagai ketidakadilan karena dapat merugikan, terdzalimi serta 
dapat mengancam eksistensinya. Mereka yang mengalami ketidak
adilan dan  rasa kekecewaan yang mendalam, akan melakukan 
tindakan emergency untuk menyelamatkan diri dari berbagai 
ancaman, yaitu mau tidak mau harus melakukan perlawanan 

63	 Collier Paul, (2003). Breaking The Conflict Trap: Civil War and Development 
Policy, The World Bank, Washinton, DC. Hal. 56.
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dengan segala strategi dan resiko. Bahkan menurut Klandermans 
dan Roggerband,64 grievance merupakan salah satu sumber potensi 
terjadinya akumulasi kekecewaan dan rasa frustasi yang dapat 
berwujud dalam bentuk tindakan aksi kolektif yang irrasional. 
Bahkan dapat menjadi sebuah formulasi gerakan sosial untuk 
melakukan perlawanan. Oleh karena itu, konflik, di samping tidak 
menguntungkan (disadvantaged), akan menggiring ke arah marjina
lisasi dan diskriminatif dalam lingkungan politiknya.65 Hal ini 
bisa terjadi karena  menyangkut ancaman eksistensi masa depan, 
sehingga mereka berupaya melakukan perlawanan dan mencari 
tindakan alternatif lain untuk merebut dan memperoleh ke
pentingan politiknya untuk hidup yang lebih layak.

Setiap kelompok masyarakat sering mengklaim bahwa mereka 
berjuang untuk rakyat, sehingga isu-isu yang mereka tebarkan 
adalah isu publik (kebijakan publik). Menurut Collier66 salah satu 
penyebab terjadinya konflik adalah adanya persaingan dalam 
memperebutkan resources yang langka atau sangat terbatas,— 
seperti jabatan politik. Pendapat yang sama juga dikemukakan 
oleh Oberg dan Strom67 bahwa resources bisa menjadi sumber 
konflik, jika terjadi ketimpangan dalam pendistribusiannya. 
Selanjutnya, Oberg dan Strom68 mengatakan bahwa disputes over 
the control over resources, or the distribution of resources, are potensial 
reasons for civil conflict. Sekalipun Collier69 dan Hoeffler70 mem

64	 Bert Klandermans and Conny Roggeband. (ed). 2007. Handbook of Social 
Movements Across Disciplines, Springer Sciences + Business Media, LLC. New 
York. Hal. 160.

65	 Gurr Robert Ted (ed), (1998). Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical 
Conflicts, Washinton DC: United State Institute of Peace Press. Hal. 68-69

66	 Paul Collier, Op.Cit.
67	 Oberg Magnus and Strom Kaare,(ed). (2008). Resources, Governance and 

Civil Conflict, Routledge. London and New York: Taylor & Francis Group 
(ecpr). Hal. 5.

68	 Oberg Magnus and Strom Kaare, (ed). Ibid. Hal. 5.
69	 Paul Collier, Op.Cit. 
70	 Hoeffler, Angke.(2001). Greed and Grievance in Civil War, dalam www, 
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punyai  perbedaan perspektif tentang konflik, mereka sepakat 
bahwa konflik terjadi untuk memperebutkan sumber-sumber 
politik dan ekonomi dengan tujuan agar kelompok dapat memper
tahankan eksistensinya. Untuk itu, setiap kelompok  harus dengan 
sungguh-sungguh berjuang dengan cara apapun. Sejalan dengan 
pandangan ini, Barry Buzan71 berpendapat jika aktor-aktor atau 
kelompok ingin eksis dan survive, maka mereka yang berkonflik 
harus melakukan sekuritisasi isu-isu yang berkaitan dengan 
grievance. Dalam pandangan Buzan, strategi sekuritisasi adalah 
sangat penting untuk meraih tujuan atau kepentingan aktor yang 
bersifat greedy.

B. Elite Politik dan Kekuasaan
Alfian dalam pengantarnya pada buku T B. Bottomore,72 

Elite dan Masyarakat, mengatakan bahwa studi elite senantiasa 
terkait dengan konsep kepentingan. Kajian-kajian tentang dinamika 
elite politik, pastilah merupakan kajian-kajian tentang persing
gungan dan persaingan kepentingan. Menurut Keller, sebagaimana 
dikutip oleh Maurice Duverger73 bahwa studi tentang elite 
memusatkan perhatian pada empat hal. Pertama, anatomi elite 
berkenaan dengan siapa, berapa banyak dan bagaimana para elite 
itu muncul. Kedua, fungsi elite berkenaan dengan apa tanggung
jawab sosial elite. Ketiga, pembinaan elite menyangkut tentang 
siapa yang mendapatkan kesempatan menjadi elite, imbalan apa 
yang mereka terima, dan kewajiban-kewajiban apa yang menunggu 
mereka. Keempat, keberlangsungan (bertahannya) elite berkenaan 

world-bank.org/research/papers/greedandgrievance.htm.
71	 Buzan Barry, Ole Waever and Jaap de Wilde,  (1998). Security: A Framework  

for Analysis, the United State of America, Lynne Rienner. 
72	 Bottomore TB, (2006). Elite dan Masyarakat, Jakarta: Akbar Tandjung 

Institute. Hal. vi.
73	 Durverger, Maurice, (1996). Sosiologi Politik, Jakarta: CV. Rajawali Press. 

Hal. 31.
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dengan bagaimana dan kenapa para elite itu dapat bertahan, serta 
bagaimana dan kenapa diantara mereka hancur atau tidak dapat 
bertahan. 

Istilah elite berasal dari kata Latin eligere yang berarti “memilih”.74 
Dalam An English-Indonesia Dictionary,75 kata elite mempunyai 
makna golongan atas, kaum atasan, dan orang-orang terkemuka. 
Dalam konteks sosial, kata “elite” digunakan pada abad ke-17 
untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas yang 
sempurna. Penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk 
kepada kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-
unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi.76 
Sebagaimana disarikan oleh Bottomor, Pareto menggambarkan 
“elite” dengan menjelaskan bahwa setiap cabang kegiatan manusia 
dari setiap individu diberikan suatu indeks sebagai ukuran sese
orang dalam meraih tempat tertinggi. Sebaliknya, seseorang dalam 
bidangnya tidak berprestasi diberi nilai terendah. Selanjutnya, 
Pareto merinci klasifikasi elite dalam dua ketegori: Pertama, elite 
yang memerintah (governing elite), yang terdiri dari individu-
individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan 
peranan yang besar dalam pemerintahan, dan elite yang tidak 
memerintah (non-governing elite), yang mencakup sebagian 
lainnya dari elite tersebut.77 Secara konfiguratif, diakui Dogan78 
bahwa kategorisasi elite beragam tergantung pada posisi jabatan 
dan ruang lingkup batas otoritas kekuasaan yang dipegangnya. 
Menurutnya elite yang monohirarki (mono-hierarchical) dapat 
dikatakan elitis yang sangat fokus pada puncak kekuasaan. Sedang

74	 Keller, Suzanne,(1995). Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu 
Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, PT Raja Grafindo. Hal.3

75	 John M Echols dan Hasan Shadily, (2003). An English-Indonesia Dictionary, 
Jakarta, PT Gramedia. Hal. 210.

76	 Bottomore, Op.Cit. Hal.1.
77	 Ibid. Hal. 2.
78	 Mattei Dogan (ed), Elite Configuration at the Apex of Power, Leiden – Boston, 

Brill, 2003. Hal.3 -5.
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kan, poliarki (polyarchical) kekuasaan menyebar di berbagai institusi 
dengan beragam perbedaan kewenangan. Perbedaan sesungguhnya, 
menurut Dogan tergantung sistem politik yang dianut oleh negara 
itu sendiri. Namun, Dogan, menegaskan bahwa pada prinsipnya, 
elite merupakan populasi yang kecil dan pemegang kekuasaan 
untuk membedakan dengan populasi yang tidak memiliki ke
kuasaan relatif jumlah besar. 

Sejalan dengan Pareto dan Dogan, Gaetano Mosca,79 seorang 
teoritisi elite lainnya, mengatakan bahwa tiap masyarakat—entah 
suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil— 
selalu membentuk dua kelas utama: yang memimpin (a class that 
rules) dan yang dipimpin (a class that is ruled). Dalam hal ini, 
Mosca menjelaskan sebagai berikut:  

“The first class, always the less numerous, performs all political functions, 
monopolizes power and enjoys the advantages that power brings, 
whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled 
by the first, …”

Selanjutnya, Mosca menjelaskan hubungan dinamis antara 
elite dan massa. Dalam pandangannya, para elite berusaha bukan 
hanya mengangkat dirinya di atas anggota masyarakat lain, tetapi 
juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya, 
melalui para “sub-elite” yang terdiri dari kelompok besar dari 
“seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur pemerintahan, 
manager, administrator lainnya, ilmuwan—kaum intelektual 
lainnya.80 Setiap masyarakat di manapun berada akan selalu 
dipimpin oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa atas 
sejumlah besar anggota masyarakat lainnya, yang disebut massa, 
untuk tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya. Massa bersedia 

79	 Gaetano Mosca, Op.Cit. Hal. 50.
80	 Widjaya, Albert, (1988). Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: 

LP3ES. Hal. 64.
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untuk tunduk dan mentaati perintah-perintah tersebut karena 
pada diri elite terlekati kekuasaan yang jumlahnya lebih besar 
ketimbang yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kekuasaan yang ada dalam masyarakat tidak terdistribusikan 
secara merata. Terdapat sekelompok kecil individu dengan jumlah 
kekuasaan yang lebih besar dibandingkan sejumlah besar individu 
dengan kekuasaan yang sedikit atau bahkan tidak memiliki sama 
sekali.81 

Sementara itu, Laswell menegaskan bahwa ada kaitan antara 
elite dan kekuasaan.82 Menurutnya, suatu kelas terdiri dari mereka 
yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat, 
dalam arti bahwa nilai-nilai (values) yang mereka bentuk (ciptakan, 
hasilkan) mendapat penilaian tinggi dalam masyarakat yang 
bersangkutan. Nilai-nilai atau values tersebut, kata Laswell,  
mungkin dapat berwujud kekuasaan, kekayaan, kehormatan, 
pengetahuan. Laswell menjelaskan bahwa mereka yang berhasil 
memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut dalam jumlah 
yang banyak, pada gilirannya akan menduduki lapisan atas dari 
stratifikasi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Sebaliknya mereka yang kurang atau tidak berhasil sama sekali 
memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut akan berada pada 
lapisan bawah dari stratifikasi. Elite, menurut Laswell, adalah 
individu-individu yang berhasil memiliki sebagian terbanyak dari 
nilai-nilai, karena kecakapan-kecakapan serta sifat-sifat kepri
badian mereka. Laswell kemudian menegaskan pula bahwa dengan 
keunggulan yang melekat pada elite, maka elite dengan mudah 
terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan-keputusan.

81	 Haryanto, (2005). Kekuasaan Elit: Suatu Pembahasan Pengantar, Yogyakarta: 
Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Hal. 
125-126.

82	 Lihat Haryanto, (1991). Elit, Massa, dan Konflik Suatu Bahasan Awal, 
Yogyakarta: Pusat Antar Universitas (PAU)-Studi Sosial UGM. Hal. 16.
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Dengan demikian secara dialektis elite di dalam masyarakat 
juga beragam jenisnya dan keinginan untuk memiliki nilai-nilai 
(values) tersebut tergantung dari keragaman kepentingan yang 
dikehendakinya. Sehubungan hal ini, Keller83 mengatakan bahwa 
dalam masyarakat yang semakin kompleks (masyarakat dengan 
solidaritas organik menurut versi Durkheim) muncul kelompok 
yang dikenal dengan sebutan “elite strategis”. Elite dari berbagai 
ragam jenisnya tersebut dan dengan  keunggulan yang melekat 
pada dirinya dapat ikut serta terlibat dalam proses pengambilan 
dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang berlaku di masyarakat. 

Sejalan dengan pandangan Laswell dan Keller, Putnam 
menyatakan bahwa di kalangan kelompok yang berkuasa (elite) 
sebenarnya hanya terdapat beberapa individu di antara mereka 
saja yang secara langsung dapat memutuskan kebijakan. Putnam 
secara tidak langsung mengklasifikasi elite dalam dua kategori. 
Pertama, elite yang secara langsung terlibat dalam proses peng
ambilan keputusan atau kebijakan dan ikut dalam menentukan 
kebijakan final. Kedua, elite yang mempunyai pengaruh tidak 
langsung dalam proses kebijakan karena elite tersebut meman
faatkan elite lainnya sebagai pihak perantara dalam merumuskan, 
memutuskan proses pembuatan kebijaksanaan.84 Berkaitan dengan 
elite yang memiliki atau tidak memiliki kekuasaan, Putnam 
menawarkan setidaknya ada tiga strategi untuk mengidentifikasi 
elite politik (elite dan kekuasaan). Tiga strategi itu adalah analisa 
posisi, analisa reputasi, dan analisa keputusan. Pertama, analisa 
posisi mempunyai suatu anggapan bahwa lembaga atau struktur 
pemerintah formal mempunyai suatu peta hubungan kekuasaan 
yang bisa dipakai untuk menganalisa siapa yang berkuasa di antara 
para elite, dan bahwa pejabat-pejabat yang menduduki posisi-
posisi puncak dalam lembaga-lembaga tersebut cenderung secara 
politis berkuasa. Kedua, analisa reputasi mendasarkan pada reputasi 

83	 Dalam Haryanto, 1991. Ibid. 
84	 Ibid. Hal. 1991.
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kekuasaan secara informal yang dimiliki para elite. Dalam hal ini 
elite dapat dilihat sejauh mana partisipasinya dalam sistem politik 
untuk mengetahui keterlibatannya dalam proses pembuatan 
kebijakan. Ketiga, analisa keputusan merupakan cara untuk 
mengetahui siapakah di antara para elite yang berkuasa dengan 
mempelajari proses pembuatan keputusan-keputusan tertentu. 
Dalam konteks ini, sesungguhnya yang mendapat perhatian 
penting adalah dari pihak siapakah sebetulnya yang berhasil 
mengajukan inisiatif pembuatan keputusan, dan pihak siapakah 
yang menentang keputusan tersebut.85 Penggabungan beberapa 
teori elite dan kaitannya dengan kekuasaan atau nilai-nilai (values) 
di atas, menurut hemat peneliti adalah sangat relevan untuk 
menjelaskan karakteristik elite politik lokal yang berada di 
Kabupaten Morowali. Pada umumnya elite politik lokal yang 
terlibat dalam konflik pemekaran wilayah memiliki pengaruh 
kekuasaan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, 
baik secara langsung, maupun tidak langsung. 

C. Dari Politisasi ke Sekuritisasi
Dalam teori sekuritisasi yang diperkenalkan oleh Barry 

Buzan86 dalam bukunya, Security: A New Framework for Analysis 
(1998), bahwa security adalah tipe khusus yang dapat diterapkan 
dalam ilmu politik dengan mengembangkan isu-isu yang skala 
kecil menjadi yang lebih besar (luas). Hal ini juga menawarkan 
sebuah metode konstruksi operasional untuk membedakan proses 
dari politisasi ke sekuritisasi—untuk memahami siapa securitized 
dan dalam kondisi apa.87 Menurut Buzan, sekuritisasi juga dapat 
menklasifikasikan sebuah isu sekuriti atau bukan. Dalam konteks 
ini menjelaskan bahwa isu-isu bisa menjadi sekuriti (securitized) 

85	 Ibid. Hal. 20-21.
86	 Barry Buzan, Ole Waever dan Wilde de Jaap, (1998). Security A New Framework 

for Analysis, Lynne Rienner Publishers, Inc. The United States of America. 
87	 Ibid. Hal. vii.
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yang dapat berkembang dari skala kecil menjadi besar berlangsung 
secara dinamis. Bahkan dalam perspektif lokasi (wilayah) isu-isu 
itu dapat berkembang dari lokal, regional hingga global.88 Oleh 
karena itu, securitization merupakan studi wacana (discourse) yang 
diletakkan pada posisi netral, tergantung perspektif aktor (tokoh) 
dalam memandangnya berdasarkan kepentingan yang ingin 
dicapai. Bahkan Buzan, menekankan bahwa secara intelektual 
dan politik keadaan akan berbahaya jika kata “security” diarahkan 
isu-isu itu menjadi lebih besar (dibesar-besarkan). Pada intinya 
adalah siapakah sesungguhnya yang menjadi aktor yang paling 
berperan membesar-besarkan isu-isu itu, dan sejauh dapat me
mengaruhi massa (referent object) untuk mengikutinya. Dengan 
proses eskploitasi massa melalui isu-isu sensitif, oleh para aktor 
(elites) melakukan tahapan politisasi isu-isu dan kondisi dimana 
keadaan kemasyarakatan menjadi realitas konflik, situasi sepertinya 
inilah yang disebut oleh Buzan sebagai politisasi aktor (elites). 
Oleh karena itu, konsep sekuritisasi merupakan proses politisasi 
dari aktor tersebut (securitizing actor) tatkala eksistensinya meng
alami ancaman. Bahkan, para aktor dapat berbuat apa saja di luar 
dari norma hukum yang berlaku.89 Jadi, secara tepat, definisi dan 
kriteria securitization merupakan pandangan intersubjektivitas 
mengenai ancaman eksistensi yang lebih menonjol dari dampak 
politik secara subtansial. Buzan, kemudian menekankan bahwa 
studi sekuritisasi adalah studi wacana (discourse) dan konstalasi 
politik (political constellation). Hal ini menunjukkan bahwa kapan 
argumentasi dengan retorika khusus dan struktur semiotika akan 
lebih cukup efektif membuat orang yang mendengarkan akan 
terpengaruh secara toleransi melakukan tindakan kekerasan 
terhadap sasaran. Jika, argumentasi itu dimaknai sebuah ancaman 
eksistensi yang urgen dan prioritas, maka securitizing actor dapat 
secara bebas melakukan tindakan apa saja di luar dari prosedur 

88	 Ibid. Hal. 1.
89	 Ibid. Hal. 4-6.
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yang berlaku.90 Dengan demikian, sekuritisasi adalah studi yang 
berkaitan dengan eksplorasi ancaman eksistensi terhadap securitizing 
actor yang kemudian memblowup isu-isu yang sensitif untuk 
dapat memengaruhi massa (referent object), dalam melakukan 
suatu tindakan. Bahkan Buzan, dengan dalil ancaman eksistensi, 
maka para securitizing actor dapat menjustifikasi dan melegitimasi 
tindakan itu. 

Buzan menjelaskan bahwa dalam proses sekuritisasi terdapat 
beberapa aktor penting, tahapan-tahapan dan unit-unit dalam 
konflik kepentingan yang saling terkait, yakni: Securitizing Actors 
(SA) adalah merupakan seorang figur atau kelompok orang yang 
memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan 
kebijakan publik (elite politik); Logic of Threat (LoT) adalah 
argumentasi (isu) atau logika yang digunakan dalam melakukan 
mobilisasi massa (the client); dan Referent Object (RO) adalah 
massa (the client) yang memiliki ikatan emosional terhadap elite 
politik (aktor).91 Buzan kemudian menjabarkan unit-unit tersebut 
ke dalam sub-sub unit yang lebih terinci dalam kurun waktu dan 
tempat yang berbeda di mana peran aktor-aktor konflik serta 
relasinya dengan  massa (the client) ke arah  perjuangan kepentingan 
kekuasaan (struggle for power). Dalam logika Buzan, kekuasaan  
(power) merupakan resource yang diperebutkan oleh aktor-aktor 
politik (elite politik), karena kekuasaan yang dapat personifikasikan 
dengan jabatan dan kedudukan yang amat terbatas jumlahnya. 
Dengan keberhasilan aktor merebut atau mendapatkan resource 
politik, maka  resource ekonomi dan resources lainnya dapat diperoleh 
dengan mudah. Buzan,92 dalam konteks ini menekankan bahwa 
faktor penting dalam sekuritisasi (securitization) adalah proses 
penguasaan resources yang menjadi faktor utama dalam menyela
matkan diri dari ancaman (threat) menuju ke arah kehidupan 

90	 Ibid. Hal. 25.
91	 Ibid. Hal. 36.
92	 Ibid. Hal. 37.
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yang lebih baik (survival). Selanjutnya Buzan kemudian menun
jukkan bahwa sekuritisasi merupakan alternatif perjuangan bagi 
kelompok yang merasakan ketidakadilan (grievance) ke arah 
menempuh hidup yang lebih baik (survival) dalam lingkungannya. 

Secara kontekstual dan faktual, konflik elite politik lokal dalam 
pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali saat ini masih ber
langsung. Konflik pemekaran di Kabupaten Morowali sesung
guhnya merupakan “problem” yang berskala kecil karena isunya 
berkaitan dengan pro-kontra dan tarik menarik penempatan ibu 
kota definitif Kabupaten Morowali. Padahal penentuan dan 
penempatan ibu kota definitif tersebut telah ditetapkan secara 
yuridis formal melalui Undang-undang No 51 Tahun 1999. 
Penetapan undang-undang tersebut telah melalui proses panjang 
yang disertai kesepakatan bersama warga masyarakat Kabupaten 
Morowali. Tetapi, mengapa elite politik lokal mempersoalkan hal 
itu terlalu jauh atau dibesar-besarkan menjadi sebuah “ruang 
konflik kepentingan politik”? dan mengapa gubernur dan elite 
pusat (Mendagri dan anggota DPR-RI serta anggota DPD asal 
Sulteng) tidak tegas melakukan intervensi politik untuk menyele
saikan hal itu secara efektif, namun, ironisnya, justru elite politik 
Provinsi Sulawesi Tengah dan elite Pusat masuk ke pusaran domain 
konflik kepentingan elite politik lokal Kabupaten Morowali? 

Konflik elite politik lokal ini semakin menjalar ke wilayah 
konflik antarmasyarakat (etnis Bungku dan etnis Mori/Bugis), 
yang disebut dalam disertasi ini adalah kubu Bungku dan kubu 
Kolonodale. Konflik ini semakin melebar dan akut ketika para 
elite politik lokal melakukan politisasi pemekaran wilayah dan 
melakukan eksplorasi massa dalam wacana membenturkan etnis 
secara kultural (perbedaan etnis dan agama). Isu-isu perbedaan 
kultural semakin menggelinding dan memanas ketika para elite 
politik lokal mempolitisasi isu-isu tersebut masuk ke ranah 
pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Dengan demi
kian, menurut hemat peneliti, teori securitization yang dikemukakan 
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oleh Barry Buzan93 adalah relevan sebagai kerangka teoritis untuk 
penelitian disertasi ini. Di samping itu, sisi yang menarik dalam 
teori ini adalah bahwa teori ini bisa menjelaskan peran aktor 
dalam melakukan politisasi pemekaran dan merinci aktor-aktor 
yang berperan utama dalam situasi konflik dan relasinya dengan 
massa, serta dilengkapi dengan situasi dan tipologi konflik. Teori 
ini juga mencakup di dalamnya penjabaran sub-sub unit secara 
detail sebagai variabel analisis. Sub-sub unit atau variable analisis 
adalah who securities, on what issues (threat), the client (massa), 
result conflict (tipologi konflik), and what condition? Secara faktual, 
konflik elite politik lokal di Kabupaten Morowali memunculkan  
dua kubu yang saling berhadapan, yaitu kubu Zainal Abidin Ishak 
(Ketua DPRD Morowali) versus kubu Andi Muhammad AB, 
masing-masing merepresentasikan sebagai patron politik dari 
etnis Bungku (kubu Bungku) dan etnis Mori-Kolonodale (Kubu 
Kolonodale). Perseteruan mereka dilandasi oleh kepentingan 
politik (jabatan) dalam konteks pemekaran wilayah. 

Pertarungan kepentingan politik elite politik lokal dalam 
pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali dibagi dalam dua 
tahap: Pertama, konflik berkaitan dengan isu pemindahan ibu 
kota Kabupaten Morowali yang definitif. Konflik berlangsung 
dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Konflik ini kemudian 
dimenangkan oleh kubu Zainan Abidin Ishak (Ketua DPRD 
Morowali). Kubu ini berhasil memindahkan ibu kota ke Bungku. 
Sementara itu, kubu Andi Muhammad (mantan Bupati Morowali) 
mengalami kekalahan. Kemudian kubu ini melakukan rekayasa 
dan mobilisasi massa untuk berjuang melakukan pemekaran 
Kabupaten Morowali (pembentukan Kabupaten Morowali Utara) 
dengan menebarkan isu-isu primordialisme dan kebijakan pem
bangunan yang diskriminatif yang tidak saja bisa merugikan 
warga masyarakat Kolonodale dan Mori, tetapi juga bisa  meng
ancam eksistensinya. Kedua, konflik elite dalam pemekaran 

93	 Ibid.
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Kabupaten Morowali atau pembentukan Kabupaten Morowali 
Utara yang diprakarsai oleh kubu Andi Muhammad berlangsung 
dari tahun 2006 hingga sekarang. Perjuangan pemekaran ini 
merupakan alternatif perjuangan untuk survive. Selanjutnya, kubu 
ini melakukan gerakan politisasi pada level elite lokal dan melaku
kan mobilisasi masyarakat grass root dengan isu-isu primodialisme. 
Akibatnya, konflik antara masyarakat Bungku dan masyarakat 
Mori (termasuk etnis Bugis) tidak terhindarkan. Malahan konflik 
ini berlangsung secara anarkis, disertai pemblokiran jalan, penu
tupan kantor-kantor di masing-masing wilayah,dan pembakaran 
mobil dinas pemerintah daerah kabupaten Morowali. 

Untuk itulah, Barry Buzan (1998: vii), memandang bahwa 
pendekatan sekuritisasi tidak hanya dapat digunakan dalam studi 
militer saja, tetapi telah merambah ke bidang-bidang lain, seperti 
politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Buzan menegaskan bahwa 
konflik kepentingan dalam konteks pertarungan dan perebutan 
sumber-sumber daya yang langka, bukan hanya berlaku pada segi 
militer saja, tetapi juga terjadi di sektor lain utamanya politik. 
Pada sektor politik, kekuasaan merupakan resource yang paling 
diminati oleh banyak orang dan pada dasarnya yang terlibat 
memperebutkannya adalah para elite politik. Buzan kemudian 
menjelaskan bahwa konflik bisa terjadi jika eksistensi seseorang 
atau kelompok menghadapi ancaman (threat) dari orang atau 
kelompok lain. Oleh karena itu, seseorang atau mereka mau tidak 
mau harus melakukan perlawanan sebagai sekuritisasi, paling 
tidak untuk menciptakan lahan baru sebagai langkah strategis 
untuk survive. Konflik tentunya tidak bisa dihindari,  dan malahan 
terus berlangsung karena setiap kelompok tidak ada yang merasa 
terkalahkan, dan dalam kondisi tertentu akan melibatkan massa 
sebagai justifikasi tindakannya. 
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Buzan94 menekankan bahwa pada dasarnya sekuritisasi 
(securitization) adalah mempertahankan kelangsungan hidup 
(survival) dari ancaman kelompok lain. Untuk menjaga kelang
sungan hidup yang lebih baik, seseorang/kelompok (aktor) ber
upaya mendapatkan recources, dan pada gilirannya resources itu 
harus dipertahankan dari berbagai ancaman. Di pihak lain, tentu 
saja suatu kelompok juga memiliki hasrat untuk memperoleh 
recources itu dengan beragam cara. Perebutan recources inilah 
sebagai langkah menuju ke arah proses politisasi (politization) 
oleh aktor untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari massa 
(the client). Dengan strategi politisasi yang dilakukan oleh aktor 
(elite politik lokal) dalam mengelola isu dan massa, aktor politik 
lainnya  melakukan perlawanan terhadap aktor (elite politik lokal) 
yang telah berhasil menguasai resources tersebut. Sejalan dengan 
pandangan Buzan, Maswadi Rauf95 mengatakan bahwa konflik 
elite politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya 
dan posisi (resources and positions). Semakin tinggi tingkat kelang
kaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup, maka  
semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik politik. 
Buzan96 kemudian menekankan bahwa securitization dan politization 
merupakan faktor penting dalam konflik kepentingan para aktor, 
karena keduanya saling terkait dan saling memengaruhi. Seorang 
aktor (individu dan kelompok) dalam melakukan proses sekuritisasi 
kepentingan harus didukung oleh kemampuannya dalam melaku
kan politisasi situasi,  yaitu menciptakan kondisi dan lingkungan 
di mana ia mendapatkan dukungan,  baik dari elite lain, maupun 
dari masyarakat sebagai modal justifikasi perjuangan untuk 
mencapai tujuan bersama. 

94	 Ibid. Hal. 21.
95	 Rauf, Op.Cit. Hal. 26.
96	 Buzan, Op.Cit. 1998. Hal 30.
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Maswadi Rauf97 mengidentifikasi daya tarik posisi politik 
(jabatan politik) sebagai penyebab terjadinya pertarungan elite. 
Pertama, tingginya penghargaan yang melekat pada jabatan-
jabatan politik. Jabatan politik memungkinkan elite politik mem
punyai kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan-
keputusan penting menyangkut kepentingan rakyat banyak. Di 
samping itu, yang bisa menduduki jabatan tersebut bukanlah 
sembarang orang, tapi orang-orang yang dianggap mempunyai 
kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan orang kebanyakan. 
Oleh karena itu, keinginan menjadi orang dihargai dan dihormati 
oleh rakyat merupakan salah satu alasan utama daya tarik posisi 
politik. Kedua, terbukanya kesempatan yang lebar untuk menguasai 
sumber-sumber daya yang langka. Tidak heran bila dikatakan 
bahwa kekuasaan sangat dekat dengan kekayaan. Kekuasaan yang 
dimiliki  para pejabat politik untuk mengalokasikan nilai-nilai 
dalam masyarakat menyebabkan masyarakat tergantung pada 
penguasa politik (pejabat publik). Posisi politik juga membuka 
peluang bagi elite politik untuk memenuhi dan mewujudkan 
kepentingan dan aspirasinya. Penguasa politik dapat memenuhi 
kepentingannya melalui kebijakan-kebijakan politik yang dibuat
nya, karena ia menentukan kebijakan. Ketiga, adanya prinsip 
kesenangan yang menjadi salah satu tujuan terpenting dari 
manusia. Kecenderungan ini dikemukakan secara gamblang oleh 
Thomas Hobbes, bahwa manusia dikendalikan oleh keinginan 
untuk meningkatkan kesenangan (pleasure) dan kenikmatan hidup 
dan sebaliknya menjauhi penderitaan (pains). 

Kecenderungan penguasa politik untuk mempertahankan 
kenikmatan hidup yang sudah diperolehnya diwujudkan dengan 
mempertahankan posisi politik yang dimilikinya. Ia membela 
diri dengan menyerang dan menyalahkan pihak yang menggugat 
sebagai penguasa politik. Sikap seperti ini menghasilkan konflik 
politik antara penguasa politik dan pihak-pihak yang menentang

97	 Rauf, Op.Cit. Hal. 26-29.



52

nya atau pihak-pihak yang memiliki pertentangan kepentingan. 
Dengan demikian, konflik elite politik lokal (aktor) dalam mem
perebutkan resources itu merupakan sekutitisasi kepentingan 
(pengamanan kepentingan) yang pragmatis. Dalam konteks 
sekuritisasi ini, konflik kepentingan antar aktor (elite politik lokal) 
akan terus berlangsung tanpa penyelesaian, karena konflik itu 
dilandasi oleh kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek 
(pragmatisme).

D. Kerangka Analisis Sekuritisasi
Menurut Buzan98 dalam studi sekutisasi, untuk lebih mening

katkan pemahamannya perlunya memahami siapa securitizing, 
isunya apa yang menjadi ancaman (threats), untuk siapa (referent 
objects), mengapa, hasilnya apa, dan dalam kondisi bagaimana? 
Hal ini dapat dijelaskan poin tersebut sebagai berikut:

1. Securitizing Actors (SA) 

Securitizing Actors adalah seorang figur atau sekelompok orang 
yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan 
dan kebijakan publik. Pertama, orang ini biasanya berasal dari 
partai politik (politisi), birokrasi (government), dan kelompok-
kelompok penekan (pressure groups). Kedua, orang  ini memiliki 
kedudukan dan jabatan politik yang dapat memengaruhi kebijakan 
pemerintah, baik secara langsung, maupun tidak langsung, serta 
memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, dan mampu meme
ngaruhi massa dalam isu-isu tertentu untuk mencapai kepenting
annya. Dalam situasi tertentu, ia dapat memengaruhi masyarakat 
sebagai justifikasi dalam melakukan tindakan, berupa gerakan 
sosial (perlawanan) terhadap kelompok lain  untuk memperoleh 
dan mempertahankan kepentingannya. Hal ini disebut oleh 
Buzan99 sebagai langkah proses sekuritisasi dalam mengamankan 

98	 Buzan, Op.Cit. Hal 32.
99	 Ibid.
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kepentingan oleh masing-masing aktor (securitizing actors). 
Pengertian aktor dapat dimaknai sebagai orang atau kelompok 
orang yang memainkan peran penting (utama) dalam sebuah 
“panggung” ataupun insiden. Istilah “aktor kerusuhan”, “aktor 
politik”, ”aktor intelektual’ dan sebagainya, cukup sering dipakai 
orang  untuk membahas orang-orang yang memiliki pengaruh 
dalam masyarakat dan menjadi kunci dari suatu kejadian, peristiwa 
sosial dan politik.100 Arief Budiman menjelaskan bahwa aktor 
adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan 
yang secara langsung atau tidak langsung,101 — biasanya para 
aktor adalah elite yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan 
kebijakan publik. 

Para teoritisi elite yang menempatkan elite dalam posisi puncak 
piramida struktur masyarakat karena memiliki pengaruh kekuasaan 
dan kelebihan sosial, ekonomi ketimbang masyarakat pada umum
nya adalah Vilfredo Pareto (1848-1923), Gaetano Mosca (1858-
1941), Robert Michels (1876-1936) dan C. Wright Mills (1916-
1962). Para ahli ini, menekankan bahwa setiap masyarakat (bersifat 
alamiah) selalu dipimpin oleh sekelompok kecil individu yang 
berkuasa atas sejumlah besar warga masyarakat lainnya. Mereka 
yang berkuasa ini disebut dengan istilah elite. Elite dengan 
kekuasaannya dapat memaksakan (mobilisasi) anggota-anggota 
masyarakat atau yang biasa disebut massa, untuk tunduk dan 
patuh serta mentaati perintah-perintahnya. Massa tunduk dan 
ikut keinginan elite, karena pada elite melekat pengaruh kekuasaan 
dan kelebihan-kelebihan sosial dan ekonomi yang dimilikinya. 
Harold Laswell102 mengatakan bahwa elite yang berkuasa merupa

100	 Fadillah Putra, dkk. (2006). Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan 
dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia, PLaCID’s dan Averroes Press, 
Malang. Hal. 19.

101	 Arief Budiman dan Olle Tornquist, (2001). Aktor Demokrasi: Catatan 
Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia, Institut Studi Arus Informasi, 
Jakarta. Hal. xxii.

102	 Dalam Haryanto, Op.Cit. 2005. Hal. 126.
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kan suatu kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil menempati 
kedudukan dominasi dalam masyarakat, dalam arti bahwa nilai-
nilai (values) yang mereka bentuk (ciptakan, hasilkan) mendapat 
penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai 
(values) tersebut mungkin dapat berwujud kekuasaan, kekayaan, 
kehormatan, pengetahuan, dan lain-lainnya. Dengan keunggulan 
yang dimiliki oleh elite, maka elite dengan mudah memberikan 
daya tarik kepada massa bahkan melakukan pemaksaan (mobilisasi) 
agar supaya massa dapat ikut dan patuh pada keinginannya. 

Seperti diulas sebelumnya, bahwa keberadaan elite dalam 
sistem politik tidak lepas dari dukungan massa. Massa sebagai 
penyokong kekuatan elite merupakan hubungan saling meng
untungkan. Hubungan elite dengan massa bukan hanya diikat 
oleh adanya  keterkaitan kekuasaan dan ekonomi, namun dibalik  
itu, massa mendukung elite karena adanya ikatan pertalian nilai 
yang bersifat patrimonialistik yang disebut patron–klien. Hubung
an patrimonialistik yang didasarkan dengan ikatan kesamaan ras, 
budaya, agama dan etnis. Scott mendefinisikan kelompok patron-
klien sebagai hubungan dyadic (dua orang) yang terdiri dari 
seorang dengan status sosioekonomi yang lebih tinggi (patron) 
yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber kebutuhan 
hidup (resources) yang dimilikinya untuk memberi perlindungan 
dan keuntungan bagi orang lain (klien) yang membalasnya dengan 
memberikan dukungan dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi, 
bagi patron.103 Menurut Scott, faktor penting dalam kelompok 
patron—klien adalah hubungan kekuasaan. Patron adalah orang 
yang mempunyai kekuasaan terhadap klien karena ia mempunyai 
kelebihan dalam hal kemampuan dibandingkan dengan para 
kliennya. Kemampuan tersebut, kata Scott merupakan pengaruh 
dan sumber-sumber kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena 
itu, patron adalah seseorang yang mempunyai kedudukan yang 
tinggi dan terpandang dalam masyarakat dan pemerintahan 

103	 Maswadi Rauf, Op.Cit. Hal. 99.
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(jabatan politik) sehingga mempunyai pengaruh terhadap sejumlah 
besar orang lain dalam masyarakat. Dan sebaliknya, para klien 
membalas pemberian patron dengan memberikan dukungan dan 
pelayanan terhadap patron.

Seperti yang dipaparkan diatas, bahwa pemikiran  patron-
klien berhubungan erat dengan patrimonialisme (patrimonialism) 
yakni faham yang menyatakan bahwa ada seorang patron yang 
menjadi pemimpin kelompok. Adanya kelompok klien dan patron 
didasarkan pada solidaritas etnis, ras, budaya, agama dan asal 
daerah. Clifford Geertz104 mengartikan kelompok primordial 
sebagai sekumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan budaya, 
etnis, agama dan ras dengan solidaritas yang tinggi terhadap 
kelompoknya. Ikatan primordial adalah keterikatan seseorang 
terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang given 
(pembauran secara alamiah tanpa ada rekayasa) yang disebabkan 
hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, 
asal daerah, dan adat istiadat. 

Hubungan patron–klien antara elite politik lokal (securities) 
dengan massa pendukung (the client) di Kabupaten Morowali 
didasarkan pada solidaritas primordialisme yang kemudian ber
evolusi masuk ke dalam domain politik dan ekonomi. Dua 
kelompok etnis budaya dan agama yang berbeda baik terhadap 
elite politik lokal maupun masyarakat di Kabupaten Morowali 
menjadi sumber konflik dan mewarnai dua perbedaan kelompok 
masyarakat secara mencolok 

Pertarungan kepentingan politik elite politik lokal dalam 
kasus pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali terpola dalam 
dua kubu. Pertama, kubu Bupati Morowali (sekarang mantan 

104	 Clifford Geerzt (ed) (1963). “The Integrative Revolution. Patrimonial 
Sentiments and Civil Politics in the New States” dalam Old Societies and 
New States. The Ques for Modernity in Asia and Africa. London: The Free 
Press. Hal. 109-110.
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bupati), Andi Muhammad105 (the securitizing actor) yang mendapat 
dukungan massa etnis Mori dan Bugis (referent object/the client). 
Kedua, kubu Ketua DPRD Kabupaten Morowali Zainal Abidin 
Ishak (the securitizing actor) dengan dukungan fanatik dari etnis 
Bungku (referent object/the client). Pertarungan mereka bermuara 
pada pengamanan kepentingan (jabatan politik) yang berlangsung 
hingga kini, paling tidak dua hal yang menyebabkan: Pertama, 
setelah ibu kota berhasil dipindahkan ke Kecamatan Bungku,  
kepentingan kubu Bupati Andi Muhammad mengalami ancaman 
(threat). Kedua, dengan adanya ancaman ini, mereka berjuang 
untuk melakukan pemekaran Kabupaten Morowali (yaitu pem
bentukan Kabupaten Morowali Utara) yang hingga kini perjuangan 
terus berlangsung sebagai langkah pengamanan kepentingan 
(securitizing).

2. Logic of Threat (LoT)
Logic of Threat adalah argumen atau logika yang digunakan 

untuk memobilisasi referent object (RO) atau massa (the client). 
Argumen ini biasanya berupa isu-isu sensitive yang dapat me
mancing emosi massa untuk terlibat dalam konflik. Isu-isu tersebut 
pada umumnya bernuansa SARA (suku, agama, dan ras) yang 
bersifat primordialistik. Keterlibatan massa sebagai pendukung 
salah satu individu atau kelompok (securitizing actors) merupakan 
simbol perlawanan terhadap individu atau kelompok lain. Perla
wanan ini sebagai tindakan pengamanan kepentingan (interest 
security) untuk survive dalam menjalani kehidupan selanjutnya. 
Dalam konteks politik lokal, argumen yang dilontarkan oleh para 
elite politik lokal merupakan politisasi massa untuk mendapatkan 
simpati dan dukungan dari massa dalam melakukan tindakan 

105	 Semasa Andi Muhammad menjabat sebagai Bupati Kabupaten Morowali 
konflik elite politik berlangsung bahkan intensitas dinamika konflik meng
alami ketegangan tinggi yang diwarnai dengan tindakan anarkisme massa 
serta polemik antar elite politik lokal baik melalui media cetak maupun 
pidato-pidato politik. 
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destruktif terhadap lingkungan sosial karena eksistensinya merasa 
mengalami ancaman. Untuk itu, Logic of Threat merupakan tindakan 
emergency elite politik lokal dengan melakukan propaganda isu 
dalam menyusun strategi kekuatan dengan jalan politisisasi isu-
isu dalam menjaring massa melakukan perlawanan terhadap 
individu atau kelompok lain dianggap rivalnya.  

Politisisasi isu-isu yang bernuansa primodialisme yang diman
faatkan oleh elite politik lokal dalam suatu peristiwa atau moment 
politik tertentu untuk menarik massa sebagai basis dukungan 
dalam meraih kepentingan politik dan ekonomi amat efektif dan 
memiliki potensi konflik horizontal. Hal ini disebabkan oleh 
ikatan primodialisme dengan pola hubungan patron-klien bagi 
elite politik dan massa amat efektif dalam memperkeruh situasi. 
Massa yang paling efektif untuk dimobilisasi adalah komunitas 
massa pada level grass root. Mereka pada umumnya  memiliki 
pengetahuan politik dan tingkat pendidikan formal yang rendah 
serta tidak mendapatkan akses informasi sebagai sarana trans
formasi sosial. Massa ini juga yang paling rentan terhadap kemis
kinan, kebodohan dan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. 
Pada umumnya mereka berdomisili di pelosok pedesaan yang 
terpencil.  Dalam komunitas massa seperti ini oleh Almond dan 
Verba106 menyebutnya sebagai masyarakat yang tergolong  memiliki 
budaya politik parochial (parochial political culture). Mereka dengan 
mudah dimobilisasi dengan beragam isu-isu primordialisme oleh 
para elite politik lokal. Politisisasi isu pada dasarnya adalah sebuah 
strategi yang dilakukan oleh elite politik lokal (securities) dalam 
mengamankan kepentingannya. Dukungan massa oleh Buzan, 
menyebutnya referent object (RO), yang memiliki posisi penting 
sebagai justifikasi tindakan elite politik lokal (actor) dan kekuatan 
moral dalam melakukan pengamanan kepentingan (interest 
securitizing).

106	 Gabriel Almond dan Sidney Verba. (1963). The Civic Culture, Princenton 
N.J: Princento University Press. 



58

Dalam konflik elite politik lokal di Kabupaten Morowali 
selama ini, elite politik lokal kerap mengedepankan isu-isu SARA 
(suku, agama dan ras) termasuk isu daerahisme (selanjutnya 
dikatakan pendatang). Masyarakat Morowali secara umum terbagi 
ke dalm dua kelompok komunitas dengan perbedaan etnis, agama 
dan budaya. Kedua komunitas etnis tersebut adalah etnis Bungku 
yang beragama Islam dan etnis Mori yang beragama Kristen. 
Kedua kelompok komunitas tersebut kerap menjadi ajang objek 
eksploitasi dari elite politik lokal yang kerap mengedepankan 
isu-isu SARA. Karakter masyarakat Kabupaten Morowali yang 
primordialistik memudahkan elite politik lokal melakukan politi
sisasi massa dalam melakukan tindakan perlawanan terhadap 
kelompok (kubu) elite politik lokal lainnya yang kerap mengancam  
kepentingannya. 

Dalam kondisi di mana konflik elite politik lokal semakin 
tak terkendalikan, masyarakatlah yang paling merasakan dampak
nya karena elite politik lokal terus melakukan penggalangan massa 
dengan berbagai cara dan metode. Bahkan dengan memperguna
kan isu-isu etnis (primordialisme) dan politik kerap kali dilancarkan 
masing-masing elite. Seperti halnya pemilihan kepala daerah 
(Pilkada) dan politisasi birokrasi. Menurut Paul Collier107 isu 
etnis adalah yang paling mudah dimanipulasi oleh para elite 
dalam menarik dan menjaring massa sebagai basis dukungannya. 
Dan bagi elite, basis etnis merupakan modal utama dalam meng
gerakkan dan memotivasi massa dalam melakukan tindakan 
kekerasan.108 

107	 Paul Collier, Op.Cit. Hal. 58-59.
108	 Hardin, R. (1995). One for All: The Logic of Group Conflict, Princeton,N.J: 

Princeton University Press. Lihat Brass, P. (1997). Theft of an Idol. Princeton, 
N.J: Princeton University Press. Lihat juga Gurr, (1998). Minorities at Risk:A 
Global View of Ethnopolitical Conflict, Washinton C.D: United State Institute 
of Peace Press. 
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 Dalam pertarungan antara kubu Bupati Andi Muhammad 
dengan kubu Ketua DPRD Morowali Zainal Abidin Ishak,  
masing-masing kubu berupaya mendapatkan dukungan massa 
sebagai basis kekuatan dalam melakukan perlawanan (konflik). 
Kubu Andi Muhammad mendapatkan dukungan dari etnis Mori 
dan etnis Bugis, sedangkan kubu Zainal Abidin Ishak didukung 
oleh komunitas etnis Bungku. Isu-isu yang kerap muncul adalah 
solidaritas etnis, agama, latar belakang sejarah dan asal daerah 
(putra daerah). Konflik kepentingan kedua kubu elite politik lokal 
tersebut berlangsung dalam dua episode konflik, yaitu konflik 
penetapan ibu kota definitif dan pemekaran Morowali (pem
bentukan Kabupaten Morowali Utara). Dalam pertarungan 
kepentingan antara dua kubu ini menimbulkan  akibat masyarakat 
Morowali terbelah ke dalam dua kelompok masyarakat, yaitu 
masyarakat  Bungku (Islam) dan masyarakat Mori (Kristen) yang 
hingga saat ini mengalami gap dan saling menutup diri dalam 
berinteraksi.

3. Referent Object (RO)
Referent Object (RO) adalah massa (the client) yang memiliki 

ikatan emosional terhadap elite politik (actor) yang disebabkan 
adanya pengaruh isu (Logic of Threat) yang mengandung nilai-
nilai dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya 
(survive). Hubungan ikatan emosional antara the securitizing actor 
dan referent object adalah didasarkan dengan nilai agama, budaya, 
etnis dan asal daerah. Hubungan keduanya memiliki tujuan dan 
kepentingan bersama (collective goal). Menurut Ted Gurr109 tujuan 
dan kepentingan bersama keduanya adalah politik dan ekonomi, 
karena politik dan ekonomi merupakan basic need untuk kelang
sungan hidup (survive).  

109	 Ted Gurr, Op.Cit. Hal. 123.
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Dalam konteks ini, Amita Etzioni,110 melakukan kategorisasi 
massa berdasarkan tingkat kepentingannya. (1) massa moral; (2) 
massa kalkulatif; dan (3) massa alienatif. Massa moral merupakan 
massa yang potensial terikat secara politik pada suatu partai politik 
karena loyalitas normatif yang dimilikinya. Massa moral bersifat 
tradisional, cenderung kurang atau tidak kritis terhadap krisis-
krisis empirik dan hubungannya dengan elite bersifat primor
dialisme. Massa kalkulatif adalah massa yang memiliki sifat-sifat 
yang amat peduli dan kritis terhadap krisis-krisis empirik yang 
dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Massa ini akrab dengan 
modernitas, sebagian besar menempati lapisan tengah masyarakat, 
memiliki sifat kosmopolit dan penuh perhitungan untung-rugi 
(kalkulatif ) dalam berinteraksi. Massa alienatif adalah massa yang 
teralienasi (tersingkirkan) dan pasrah mobilitas politik, dan pada 
saat yang sama tidak menyadari sepenuhnya akibat-akibat mobilisasi 
politik yang terjadi padanya. 

Hubungan yang didasarkan dengan nilai primodialisme dan 
pola patron klien yang paling mudah dan efektif melakukan 
mobilisasi massa (the client) oleh elite politik lokal untuk melakukan 
gerakan sosial (social movement) baik bersifat konstruktif maupun 
destruktif.111 Gurr, mengatakan bahwa identitas etnis dapat 
menjadi konsumsi politik bagi para pemimpin untuk menarik 
dukungan massa. Dan etnopolitik merupakan yang paling mudah 
mengikat massa dengan melalui metode mobilisasi untuk mela
kukan perlawanan terhadap suatu kelompok yang mengancam 
jati dirinya (eksistensi). 

110	 Amita Etzioni, (1961). A Comparative Analysis of Complex Organization, 
New York: Free Press.

111	 Clifford Geerzt, Op.Cit.: James C.Scott, (1972).“Patron-Client Politics and 
Political Change in Southeast Asia” dalam The American Political Science 
Review. Vol.LXVI. Maret No.1.Hal. 91-113. Scott, merumuskan teori 
“patron-client relationship” ingin menunjukkan bahwa konflik akan dapat 
lebih dipahami jika diketahui kelompok patron-klien mereka terlibat konflik.  
Lihat Ted Gurr, Op.Cit.
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Gurr112 mengartikan mobilisasi (mobilization) adalah the 
extent to which group members are prepared to commit their energies 
and resources to collective action on behalf of their common interests. 
Jadi suatu gerakan massa (kelompok) yang terencana memiliki 
komitmen dalam mencapai kepentingan bersama. Kelompok 
massa yang dimobilisasi tersebut terdiri dari individu-individu 
yang memiliki kesamaan nilai, budaya, etnis, agama dan asal 
daerah. Kelompok ini menurut Gurr113 kerapkali menjadi obyek 
eksploitasi oleh elite politik dan yang paling mudah digerakkan 
untuk dibenturkan dengan kelompok primodialisme lainnya. 
Dengan demikian, peran massa kadang-kadang dimanipulasi 
untuk tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kepentingan elitenya. 
Malahan sesungguhnya mereka seringkali  hanya sebatas sebagai 
massa yang dimobilisasi melalui manipulasi simbol oleh elite agar 
secara politik elite yang bersangkutan merasa mendapat dukungan 
kekuatan massa yang lebih banyak sebagai justifikasi melakukan 
tindakan-tindakan politik.

Baik Buzan maupun Gurr memiliki kesamaan pandangan 
bahwa secara subtantif konflik bisa terjadi, jika eksistensi dan 
kepentingan seseorang atau kelompok mengalami  ancaman dari 
orang atau kelompok lain. Dan setiap insan berkeinginan untuk 
menikmati hidup yang lebih layak serta memiliki naluri untuk 
menguasai dan mendapatkan sumber-sumber kehidupan politik 
dan ekonomi (resources) dalam mempertahankan kelangsungan 
hidupnya (survive). Pada prinsipnya manusia mempertahankan 
kepentingannya untuk menjaga agar supaya tetap eksis dalam 
lingkungannya. 

Namun, dalam hubungan antara securitizing actor (elite) 
dengan referent object (massa) terdapat elemen masyarakat yang 
menjadi perantara yang memiliki pengaruh terhadap kedua belah 

112	 Ted Gurr, Ibid. Hal. 127.
113	 Ibid.
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pihak untuk mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan 
mereka. Elemen masyarakat ini lebih dekat dengan elite politik 
lokal dan menyatu dengan masyarakat tingkat bawah (grass root). 
Elemen masyarakat ini biasanya mendapatkan imbalan politik 
dan ekonomi dari elite politik lokal yang sukses mendapatkan 
jabatan, bahkan membantu melakukan pengamanan kepentingan, 
oleh Buzan114 disebut sebagai the functional actors dan Mosca115 
menyebutnya sebagai “social force”, yaitu aktor atau elite di luar 
struktur pemerintahan namun memiliki pengaruh terhadap 
masyarakat dan didengar oleh pihak elite politik lokal. Dalam 
dinamika demikian inilah, pemekaran wilayah merupakan arena 
tempat bertemunya gerakan politik dan gerakan sosial,116 dalam 
bentuk solidaritas sosial yang berdasarkan ikatan primordialisme.
Di Kabupaten Morowali telah dibentuk organisasi masyarakat, 
yang terdiri dari kedua kelompok etnis (Bungku dan Mori), yaitu 
KKB (Kerukunan Keluarga Bungku), Forbers (Forum Bersama 
Masyarakat Bungku) dari pihak komunitas etnis Bungku (baca: 
kubu Bungku) dan FPPKM (Forum Percepatan Pemekaran 
Kabupaten Morowali) dan FPIK (Forum Pembela ibu kota 
Kolonedale) dari pihak kelompok etnis Mori dan etnis Bugis 
(baca: kubu Kolonodale). Elemen-elemen kekuatan masyarakat 
inilah yang paling dinamis dalam konflik elite politik lokal dalam 
pemekaran di Kabupaten Morowali. Ini disebabkan oleh adanya 
faktor kepentingan politik dan ekonomi secara timbal balik (jasa 
politik) dari elite politik lokal yang sukses mempertahankan atau 
menggapai jabatan politik. 

Dalam pertarungan kepentingan politik elite politik di 
Kabupaten Morowali selama ini isu yang acapkali muncul adalah 
pemekaran yang didasarkan pada komunitas etnis dan agama 
(primordialisme). Polarisasi masyarakat Kabupaten Morowali 

114	 Lihat Barry Buzan, Op.Cit. Hal. 36.
115	 Mosca,Op-cit. Hal. 105.
116	 Sebagaimana di kutip oleh Paskarina dan Mariana, Op.Cit. Hal. 2.
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terbentuk dalam dua kelompok, sebagai akibat dari dampak 
konflik elite politik yang berlarut-larut tanpa adanya titik terang 
penyelesaian: kelompok etnis Bungku yang beragama Islam versus  
kelompok etnis Mori yang beragama Kristen (termasuk etnis 
Bugis). Beberapa faktor penting lain penyebab konflik kedua 
komunitas etnis tersebut adalah  di samping perbedaan agama 
dan kultural, tetapi juga perbedaan latar belakang sejarah kerajaan 
dan leluhur (homeland).117 

Teori sekuriti dan kerangka sekuritisasi Buzan ini sesung
guhnya memiliki beberapa titik kelemahan: Pertama, teori ini 
tidak menjelaskan adanya variabel ekstrenal, yaitu kekuatan 
pengaruh elite politik pusat yang memberikan peluang dan ruang 
fragmentasi pertarungan kepentingan elite politik lokal di 
Kabupaten Morowali. Dukungan politik dari elite pusat yang 
menjadi semangat para aktor (elite politik lokal) untuk lebih eksis, 
bahkan konflik semakin dinamis di berbagai level kelas masyarakat. 
Kedua, teori ini Buzan lebih menyuguhkan struktur aktor sebagai 
pemain yang lebih statis. Padahal, situasi konflik dapat men
dinamisasi berbagai aktor sebagai pemain dalam lakon “pertarungan 
kepentingan politik”. Hubungan antara securitizing actor (SA) 
dan referent object (RO) saling menguntungkan. Securitizing actor 
tidak dapat eksis tanpa dukungan dari referent object, demikian 
pula sebaliknya. Namun disisi lain, keunggulan teori ini, Buzan 
memunculkan variabel Logic of Threat (LoT) yang menjadi bagian 

117	 Lihat Poelinggomang, (2008). Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah, 
Jakarta, Komunitas Bambu. “Konflik antara Raja Bungku dan Raja Mori 
telah Berlangsung Sejak Abad ke-18”; Baca, Dokumen, “Kajian Daerah 
Terhadap Aspek Teknis Pemekaran Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi 
Tengah, 2006”, sejarah mencatat bahwa Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku 
adalah dua kerajaan yang selalu berperang, yaitu “Perang Ensa Ondau”, dan 
melahirkan perjanjian Tompira serta perjanjian Kanta dan Kondonge. 
Kendati perang antara kedua kerajaan etnis ini berhenti setelah era pendu
dukan Belanda, Raja Mori, Marunduh tidak pernah menyebutkan To 
Bungku sebagai kawan. Lihat juga, Kruyt, Alb.C. (1979). Kerajaan Mori, 
Jakarta: PT. Inti Idayu Press, Hal. 21. Hingga kini kedua masyarakat yang 
memiliki perbedaan kultural dan agama mengalami “social gap”. 
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dari “amunisi” permainan dari elite politik, yaitu mengkonstruksi 
isu-isu kecil (sepele) menjadi isu primordial, ketidakadilan dan 
marjinalisasi politik yang berskala yang lebih besar. Logic of Threat 
(LoT) ini juga menjadi konstruksi logika elite politik dalam 
mengambil tindakan destruktif, ketika eksistensi mereka meng
alami ancaman. Kenyataan inilah yang terjadi di Kabupaten 
Morowali. Konflik kepentingan elite politik lokal tersebut diawali 
dengan isu-isu “pemindahan ibu kota definitif ” dan “pemekaran 
wilayah” kemudian dikembangkan menjadi isu marjinalisasi etnis 
dan agama serta isu politik (perebutan jabatan).

E. Gerakan Sosial (Social Movement)
Secara sosilogis, gerakan sosial diklasifikasikan sebagai suatu 

bentuk perilaku kolektif. Para ahli sosiologi, seperti, Giddens,118 
Horton dan Hunt,119 Kornblum, Light, Keller dan Calhoum,120 
menekankan bahwa gerakan sosial lebih pada bentuk tindakan 
kolektif (collection action), termasuk memiliki unsur kesengajaan, 
dalam bentuk organisasi dan berkesinambungan. Jary dan Jary,121 
mendefinisikan gerakan sosial sebagai bentuk suatu aliansi sosial 
dari sejumlah besar orang yang berserikat (associated) untuk 
mendorong ataupun menghambat suatu bentuk perubahan sosial 
dalam suatu masyarakat. 

Kemudian, Sidney Tarrow122 dalam perspektif pergerakan 
politik (power and movement) menyatakan bahwa gerakan sosial 
merupakan politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa 

118	 Lihat Anthony Giddens, (1989). Sociology, Cambridge, Oxford: Polity Press.
119	 Paul B Horton dan Chelster L Hunt, (1984). Sociology. Edisi Keenam. 

International Student Edition. Tokyo: Mc Grwa-Hill.
120	 Lihat juga, Light Donald, Suzzane Keller dan Craig Clhoum, Sociology. 

Edisi Kelima. New York: Alfred A.Knopf. 
121	 David Jary dan Julia Jary. Collins, (1995). Dictionary of Sociology. Eedisi 

Kedua, Clasgow: Harper Collins. Hal. 614-615.
122	 Lihat Sidney Tarrow, (1996). Power in Movements: Social movements, collective 

action and politics, Cambridge University Press, New York. Hal. 1.
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(grass root)—yang bergabung dengan para kelompok masyarakat 
yang lebih berpengaruh—menggalang kekuatan untuk melawan 
para elite, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. 
Tarrow, menegaskan bahwa ketika perlawanan tersebut mendapat 
dukungan oleh jaringan sosial (social network) yang kuat, dan 
digaungkan oleh isu-isu kultural dan simbol-simbol aksi, maka 
politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan 
dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya dinyatakan sebuah 
gerakan sosial (a social movement). Sejalan dengan Tarrow, David 
West dalam artikelnya yang dirilisnya awal 2004, yang berjudul 
”New Social Movements (NSMs)” mengatakan bahwa dalam 
perspektif gerakan sosial baru isu-isunya tidak terfokus pada isu 
pertentangan kelas, tetapi lebih pada isu-isu keinginan terciptanya 
lingkungan dunia yang lebih damai dan tentram. Isu-isu yang 
biasanya yang digelindingkan oleh para aktivis dalam kategori 
perdamaian dan gerakan anti nuklir, lingkungan, ekologi atau 
gerakan penghijauan, kebebasan para lesbian dan gay, gelombang 
kedua feminisme, anti-rasis dan alternatif gerakan sosial lainnya.123 

Dewasa ini, studi gerakan sosial (social movements study) kian 
menarik minat dari berbagai kalangan. Meskipun, studi ini 
mengalami perkembangan sejak tahun 1960-an, dan memasuki 
ambang abad ke-21, studi ini kian menarik dan diminati oleh 
para pemerhati konflik sosial di negara-negara Asia, termasuk di 
Indonesia yang terus dirundung konflik komunal. Dinamika 
konflik di Indonesia yang selalu melibatkan massa secara kolosal 
tampak kian vulgar sejak kejatuhan rezim Orde Baru. Pergerakan 
massa, mengalami pergeseran nilai ideologis dari perjuangan 
kepentingan keutuhan bangsa dan negara bergeser ke arah per
juangan kepentingan yang lebih pragmatis. Misalnya saja, 
pergerakan massa pendukung salah satu figur (kandidat) dalam 

123	 Lihat David West, (2004). “New Social Movements”, dalam Handbook of 
Political Theory, (ed). Gerald F.Gaus & Chandran Kukathas, London-
Thousand Oaks- New Delhi, SAGE Publication, First Published, Hal. 265. 
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pemilihan kepala daerah untuk melawan ketidakadilan dan 
pergerakan massa (mobilisasi massa) dalam mendukung pemekaran 
wilayah dan lain sebagainya. McAdam, Tarrow, dan Tilly124 dalam 
bukunya Dynamics of Contention, menggambarkan keadaan ter
sebut, bahwa gerakan sosial konduksif terjadi pada masyarakat 
yang sedang mengalami perubahan, transisional menuju perubahan 
sosial. Sebab, pada situasi transisional seperti itu akan menyebabkan 
semakin terbukanya kesempatan para aktor (elite) merespons, 
memobilisasi struktur-struktur sosial dan budaya yang ada sehingga 
memungkinkan dilakukannya komunikasi, koordinasi, dan komit
men di antara para aktor menghasilkan kesamaan pemahaman 
tentang persepsi, dan situasi, sehingga memunculkan kesadaran 
bersama tentang apa yang sedang terjadi. 

Di tengah proses perubahan sosial, pertikaian (contention) 
biasanya meningkat, terutama apabila ada sumber daya eksternal 
dan ada kesempatan politik (political opportunity) yang bisa 
dimanfaatkan. Kecenderungan ini terjadi dan akan terus ber
langsung ketika situasi kehidupan semakin menekan melampaui 
batas toleransi. Ketika akses kelembagaan terbuka, dan di kalangan 
elite terjadi perpecahan, kedudukan negara sebagai pemegang 
kontrol sosial (represi) akan menurun, maka muncullah aliansi-
aliansi sehingga masyarakat yang sebelumnya melakukan per
lawanan berpeluang melancarkan tuntutan-tuntutannya.125 

Untuk menjelaskan beberapa kejadian bentuk gerakan sosial 
baik yang pernah terjadi di Amerika Utara maupun di jazirah 
Eropa pada dekade tahun 1960-an, termasuk peristiwa gerakan 
sosial di Indonesia baik berskala nasional maupun lokal. McAdam, 
McCarthy dan Zald,126 memformulasikan perangkat teoritisasi 

124	 McAdam, (2001). Sidney Tarrow dan Charles Tilly, Dynamics of Contention, 
New York: Cambridge University Press. 

125	 Mustain, (2007). Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni 
Negara, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta. Hal. 28.

126 Doug McAdam, John D.McCarthy, dan Mayer N. Zald (ed), (2004).
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sebagai alat analisis yang lebih simpel dalam menjelaskan fenomena 
kejadian atau peristiwa gerakan sosial. McAdam cs, mengatakan 
bahwa untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa gerakan sosial 
setidaknya dapat dianalisis melalui variabel: Political Opportunities, 
Mobilizing Structures, and Cultural Framings, ketiganya bisa secara 
parsial maupun dilakukan secara integral (penggabungan), ter
gantung pada konteks permasalahannya. 

1. Political Opportunity Structure

Political Opportunity Structure, POS (struktur kesempatan 
politik) yaitu sebuah mekanisme yang berupaya menjelaskan 
bahwa sesungguhnya gerakan sosial (social movements) bisa terjadi 
karena disebabkan adanya perubahan dalam struktur politik. 
Perubahan ini dipandang sebagai peluang dan kesempatan yang 
longgar dalam melakukan suatu aktivitas bersama (collective action). 
McAdam127 dan Tarrow,128 merumuskan mekanisme POS secara 
gamblang serta mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan 
dalam mengkaji gerakan sosial. Sehubungan dengan hal itu dapat 
dijelaskan bahwa: Pertama, gerakan sosial muncul ketika tingkat 
akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. 
Kedua, ketika keseimbangan politik sedang mulai mengalami 
polarisasi dan perpecahan internal, sementara keseimbangan 
politik baru belum terbentuk, dalam situasi ini mengalami intabilitas 
politik. Ketiga, ketika para elite politik mengalami konflik besar 
dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai 
ruang peluang dan kesempatan. Keempat, ketika para pelaku 
perubahan (actors) digandeng oleh para elite politik yang berada 
di dalam sistem kekuasaan untuk melakukan perubahan. Oleh 

Comparative Perspektives on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing 
Structures, and Cultural Framings, Cambridge University Press. Hal. 1- 19.

127	 Doug McAdam, Ibid. 
128	 Sydney Tarrow, (1998). Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy 

1965-1975, Oxford, England, Clarendon Press. 
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Tarrow, menyebutnya sebagai afiliasi kekuatan atau mobilisasi 
sumber daya eksternal. 

Tarrow, kemudian menekankan bahwa bentuk-bentuk kete
gangan politik (political contention) mengalami peningkatan ketika 
para aktor perubahan mendapatkan dukungan sumber daya 
eksternal untuk keluar dari masalah atau mencapai tujuan yang 
mereka inginkan. Oleh karena itu, menurut Tarrow129 bahwa 
political opportunity selalu berhubungan dengan sumber daya 
eksternal. Sumber daya ini dimanfaatkan oleh para aktor pelaku 
perubahan melalui terbukanya akses kepada kelembagaan politik 
dan perpecahan di tubuh para elite politik. Dengan perpecahan 
ini kemudian, para aktor perubahan dengan berbagai cara dan 
strategi untuk melakukan mobilisasi massa melalui framing sosial 
dan kultural kepada masyarakat bawah.130 

Untuk mempertajam analisis McAdam dan Tarrow, Hanspeter 
Krisei,131 menyatakan bahwa dalam menganalisis gerakan sosial 
dalam pendekatan atau memakai variabel political opportunity 
tidak cukup atau kurang tajam, tanpa dilengkapi dengan pende
katan struktur kelembagaan baik secara formal maupun informal. 
Kesempatan dan peluang politik yang dimainkan oleh para aktor 
(elite politik) dalam melakukan perubahan mempergunakan 
berbagai model dan strategi, bisa saja mereka melakukan konso
lidasi internal dalam menyumbat atau memblok peluang bagi 
elite baru untuk memasuki sistem itu. Sehingga dua hal kemung
kinan bisa terjadi secara dramatisasi, yaitu pertama, boleh jadi 
terjadi koalisi kekuatan antara elite lama dan elite baru, kedua, 

129	 Lihat, Sydney Tarrow, (1998). Power in Movement Social Movement and 
Contentious Politics, Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 20.

130	 Lihat juga, McAdam, McCarthy, dan Zald, Op.Cit. Hal. 261.
131	 Lihat, Hanspeter Kriesi, “The Organizational Structure of new social 

movements in a political context”, dalam McAdam, McCarthy, dan Zald 
(ed), (2004). Comparative Perspectives on Social Movements: Political 
Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge: 
Cambridge University Press. Hal. 152. 
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bisa jadi terjadi pertentangan (konflik) antara elite politik lama 
(status quo) dan elite politik baru yang menginginkan terjadinya 
perubahan. Senada dengan Krisei, Davis132 mengungkapkan 
bahwa untuk memahami lebih jauh tentang gerakan sosial, peranan 
elite politik sangat menentukan, peranan mereka tidak hanya 
bermain pada posisi sistem kelembagaan formal juga mampu 
bermain pada lini kelembagaan informal. 

Gerald F Davis menekankan bahwa dalam konteks politik 
dan mobilisasi, pada dasarnya lebih menyoroti aktivitas pergerakan 
secara multi level dan menggambarkan bagaimana permainan 
itu di luar sistem formal. Studi ini lebih memberikan prototipe 
gerakan sosial yang berkaitan dengan perjuangan (struggles) antara 
para elite yang memiliki fasilitas kekuasaan negara dan para 
penantangnya dengan membatasi akses hubungan formal untuk 
melakukan perubahan politik.133 Bahkan menurut Davis, gerakan 
sosial merupakan bagian dari hasil rekayasa elite politik yang 
memiliki kekuasaan atau mendapatkan hubungan kepada para 
elite pemegang kekuasaan itu.134 Sehingga hal ini memudahkan 
elite politik dalam memainkan isu-isu sensitif (baca: SARA) 
dalam mengobarkan semangat perlawanan massa kepada lawannya 
itu. 

Variabel political opportunity structure dapat menjelaskan 
konflik kepentingan elite politik lokal di Kabupaten Morowali. 
Pemekaran Kabupaten Morowali terjadi seiring dengan lahirnya 
era reformasi yang memberikan ruang politik yang longgar kepada 
masyarakat lokal merespons kesempatan politik tersebut yang 

132	 Lihat, Gerald F.Davis, Doug McAdam, William Richard, Scott Mayer & 
Nathan Zald (eds), (2005). Social Movements and Organization Theory, 
Cambridge, Cambridge University Press.

133	 Ibid. Hal. xv.
134	 Lihat, Timothy F Vogus dan Gerald F. Davis, “Elite Mobilization for 

Antitakeover Legislation, 1982-1990”, dalam Social Movements and 
Organization Theory, (2005). Gerald F Davis dkk (eds). Hal 1, dan lihat 
juga hal. 96. 



70

sebelumnya dimasa orde baru tidak terjadi. Peluang politik (political 
opportunity) ini, walaupun secara nasional berlaku, tetapi masya
rakat lokal memanfaatkan secara eforia, termasuk para elite politik 
di daerah ini. 

Kurang lebih dua tahun usia Kabupaten Morowali, para elite 
politik lokal, baik di pemerintahan maupun di DPRD terjadi 
perpecahan atau gesekan konflik kepentingan. Perpecahan internal 
di DPRD Kabupaten Morowali, dan terjadinya ketidak harmonisan 
hubungan ketua DPRD dan Bupati Morowali serta terjadinya 
pembangkangan pejabat birokrasi pemerintahan terhadap kebijak
an Bupati Andi Muhammad, membuka ruang politik (political 
space) bagi aktor-aktor politik (elite politik) di Partai Politik dan 
elite sosial untuk masuk ke sistem politik untuk melakukan 
penekanan politik terhadap dua kepentingan, yaitu isu pemindahan 
ibu kota dan pemekaran wilayah. Aktor lain (elite sosial) yang 
terdiri dari berbagai lembaga sosial dan kultural memanfaatkan 
ketegangan politik antar elite politik lokal ini untuk melakukan 
memobilisasi massa di tingkat masyarakat akar rumput (grass 
root), sehingga terjadi sebuah akumulasi kekuatan massa (collective 
action) yang diwujudkan bentuk gerakan sosial. 

Dalam pertarungan kepentingan politik elite politik lokal di 
Kabupaten Morowali terbentuk dua kubu (kelompok), yaitu kubu 
Kolonodale yang menjadi patronnya adalah Bupati Andi 
Muhammad dan kubu Bungku yang dipantroni oleh Ketua 
DPRD Zainal Abidin Ishak. Kedua kubu ini memiliki kekuatan 
pendukung yang disebut elite sosial (social elite) serta memiliki 
basis massa yang berdimensi kultural (etnis dan agama), yaitu 
etnis Bungku (Islam) dan etnis Mori (Kristen). 

Kedua kubu tersebut melakukan gerakan sosial dengan pola 
dan strategi yang berbeda. Kubu Bungku melakukan gerakan 
sosial dengan  pola menyerang menuntut pemindahan ibu kota 
definitif Kabupaten Morowali dari Kolonodale ke Bungku. 
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Sementara, kubu Kolonodale melakukan  pergerakan massa 
dengan menerapkan pola dan sistem bertahan di wilayahnya 
untuk mempertahankan Kolonodale tetap menjadi ibu kota 
Kabupaten Morowali. Kejadian ini melahirkan tindakan anarkis 
dengan pembakaran mobil dinas, memblokir jalan dan penutupan 
kantor dinas secara paksa. 

2. Mobilizing Structures

Para akademisi pemerhati gerakan sosial bersepakat bahwa 
variabel struktur mobilisasi (mobilizing structures variable) penting 
dalam menjelaskan gerakan sosial. Misalnya saja, McAdam, 
McCarthy dan Zald,135 menyatakan bahwa sebuah sistem politik 
yang terlembaga merangsang terbentuknya prospek membangun 
aksi-aksi koletif (collectives action) dan pilihan bentuk gerakan. 
McAdam Cs, mendefinisikan struktur mobilisasi sebagai ken
daraan kolektif baik formal maupun informal. Melalui kendaraan 
ini, masyarakat memobilisasi dan berbaur dalam aksi bersama. 
Hal ini lebih memfokuskan kepada pola jaringan informal 
(informal networks), organisasi gerakan sosial dan kelompok-
kelompok meso (the meso-level groups).136 Dalam perspektif ini, 
sumber daya yang paling mudah untuk dimobilisasi adalah massa 
(masyarakat) yang sedang mengalami ketidakadilan (grievance), 
baik dilakukan secara informal maupun melalui organisasi formal. 

John D. McCarthy137 dalam artikelnya, Constraints and 
opportunities in adopting, adapting, and inventing, menyatakan 
bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara dan strategi 
kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk 

135	  McAdam, McCarthy dan Zald, Op.Cit. Hal. 3.	
136	 Ibid. Hal. 3.
137	 John D.McCarhty, “Constraints and opportunities in adopting, adapting, 

and inventing”, dalam Comparative Perspective on Social Movements 
Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, ed. 
Doug McAdam, John D. McCarthy dan Mayer N.Zald, Cambridge:Cambridge 
University Press, 2004, hal. 141. 
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di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. 
Selanjutnya, McCarthy, menjelaskan bahwa struktur mobilisasi 
juga memasukkan serangkaian unit-unit sosial dalam kehidupan 
sehari-hari dalam struktur mobilisasi mikro (micromobilization 
structural). Tujuannya adalah mencari lokasi-lokasi di dalam 
masyarakat untuk dapat dimobilisasi. Yang dimaksud dengan 
lokasi-lokasi atau kantong-kantong komunitas masyarakat adalah 
unit-unit keluarga, jaringan pertemanan (friendship networks), 
asosiasi tenaga sukarela, unit-unit tempat kerja dan elemen-elemen 
negara itu sendiri.138 Ruang lingkup mekanisme struktur mobilisasi 
bisa mencakup beragam konfigurasi institusional. Hubungan 
antara variabel political opportunity structures, framing processes dan 
mobilization structure sesungguhnya saling menguntungkan dan 
melengkapinya dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial. 

Berdasarkan definisi McCarthy, kita juga mampu menentukan 
dua kategori yang membuat struktur mobilisasi, yaitu struktur 
formal dan informal. Could, sebagai contoh, berpendapat bahwa 
untuk memahami mobilisasi komune Paris pada 1871, kita harus 
mempertimbangkan peranan jaringan struktur mobilisasi informal. 
Snow dan Eklund-Oslond mendukung gagasan tersebut. Mobilisasi 
terjadi karena organisasi informal seperti jaringan kekerabatan 
dan persaudaraan menjadi dasar rekruitmen gerakan. Lebih jauh, 
seperti McCarthy dan Wolfson menunjukkan bahwa struktur 
informal menjadi kontributor penting munculnya gerakan-gerakan 
sosial.139

Variabel struktur mobilisasi cocok untuk menjelaskan pene
litian ini, konflik kepentingan elite politik lokal di Kabupaten 
Morowali disertai dengan gerakan sosial. Aksi-aksi gerakan sosial 
sebagai sarana melakukan pressure terhadap pemerintah, bahkan 
kerap terjadi saling berhadapan antara dua kubu. Aksi-aksi gerakan 

138	 Ibid. Hal. 141.
139	 Abdul Wahid Situmorang, (2007). Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa 

Perlawanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal. 8.
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sosial yang melibatkan berbagai elemen kekuatan masyarakat 
secara informal berlangsung kurang lebih 15 kali dari dua kubu 
yang bertikai. Para anggota (massa) direkrut secara informal 
berdasarkan solidaritas sesama etnis, agama, kekeluargaan, dan 
pertemanan. Namun, gerakan ini sulit dikatakan bahwa sebuah 
gerakan sosial yang bersifat spontanitas, karena mereka memiliki 
lembaga dan pimpinan serta perencanaan yang matang. Lembaga 
tersebut terbentuk dengan dasar kultural dan momen secara 
faktual. Misalnya saja, organisasi dari kubu Bungku yaitu Kerukunan 
Keluarga Bungku (KKB) berpusat di Kota Palu dan memiliki 
pengurus cabang di berbagai daerah, bahkan di Jakarta. Mereka 
ini memiliki ketua dan sekretaris (susunan pengurus) di samping 
itu terdapat  beberapa lembaga-lembaga yang berbasis solidaritas 
kultural yang tergabung dalam kubu Bungku. Demikian pula 
terjadi pada kubu Kolonodale, yaitu Forum Masyarakat Memper
tahankan Ibu kota Kolonodale (FMMIK) yang anggotanya dari 
masyarakat lokal yang berbasis kultural etnis Mori dan Bugis. 
Mereka ini memiliki susunan pengurus, ketua dan sekretaris. Di 
bawah kubu Kolonodale, terdapat beberapa organisasi serupa 
yang bergabung dengan dasar solidaritas kultural, sesama etnis, 
agama, kekeluargaan dan pertemanan. 

3. Framing Processes

Selain variabel political oppotunity structures dan mobilization 
structures, variabel framing processes juga sering dipakai oleh para 
ilmuwan dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial. Mayer N. 
Zald, dalam artikelnya, “Culture, Ideology, and Strategic framing”,140 
mengawali statemennya, bahwa strategi framing lebih memfokus
kan pada persoalan ketidakadilan dan keluhan-keluhan (grievances), 
yang penyebab, memotivasi dan terbentuknya suatu kelompok 

140	 Mayer N.Zald, “Culture, Ideology, and Strategic Framing”, dalam, Comparative 
Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, 
and Cultural Framing, (ed), (2004). Doug McAdam, John D.McCarthy, 
dan Mayer N.Zald, Cambridge: Cambridge University Press. Hal 261.
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untuk melakukan tindakan aksi bersama (collective action). Hal 
inilah yang menjadi pusat perhatian penting dan menjadi elemen 
kekuatan dalam melakukan partisipasi dalam gerakan sosial dan 
framing peluang politik. 

Zald, kemudian berupaya memberikan pemahaman bagaimana 
peran penting dalam proses framing ke arah menjadi gerakan 
sosial, paling tidak memotivasi masyarakat melakukan tindakan 
bersama. Oleh karena itu, ia mencoba mamaparkan beberapa 
topik penting yang tidak hanya berkaitan dengan proses framing 
tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk framing. 
Menurut Zald,141 topik kontradiksi budaya dan alur sejarah 
merupakan salah satu sumber dasar framing. Dalam kesempatan 
politik dan mobilisasi, senantiasa terbangun melalui adanya 
ketegangan budaya dan kontradiksi yang telah berlangsung lama, 
kemudian muncul menjadi unsur proses framing, seperti halnya 
adanya ketidakadilan dan keluhan, sehingga memungkinkan 
terjadinya tindakan bersama atau aksi kolektif (collective action). 
Zald, menekankan bahwa aksi kolektif masyarakat karena adanya 
potensi perbedaan budaya yang saling menunjukkan hegemoninya 
atau perbedaannya itu sebagian masyarakat tidak mau menerima
nya sebagai bagian dari perubahan karena dapat merugikan 
kelompoknya. Sebagai contoh, terjadinya kontradiksi antara 
demokrasi dan rasisme di dalam negeri Amerika, kedudukan 
kaum perempuan di dalam masyarakat memfasilitasi kelompok-
kelompok gerakan sosial merumuskan framing dalam gerakan 
hak asasi manusia dan anti perang pada dekade 1960-an dan 
perjuangan penegakan hak-hak asasi,142 —kontradiksi kultural 
dan pengungkapan sejarah masa lalu juga menjadi potensi konflik 
masyarakat lokal di Indonesia yang memiliki beragam perbedaan 
kultural dan sejarah konflik antar kerajaan. 

141	 Ibid. Hal 261.
142	 Ibid. Hal. 268.
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Zald143 mengatakan bahwa selain kontradiksi budaya dan alur 
perjalanan sejarah, aktivitas strategi juga termasuk proses framing 
yang menyediakan sebuah interprestasi makna dan simbol, dan 
pedefinisian ideologi serta memaknai peristiwa-peristiwa yang 
menjadi ikon oleh para pengusaha moral (moral entrepreneurs). 
Menurutnya, para pengusaha moral ini bisa dari kalangan aktivis 
maupun dari kalangan di luar aktivis. Mereka juga bisa berasal 
dari profesi jurnalis, masyarakat, perkumpulan pemimpin, politisi 
dan penulis memiliki kontribusi dalam menentukan pilihan 
strategi framing dalam gerakan sosial (framing of social movements).

Zald144 dalam konteks kemampuan aktor (elite) melakukan 
framing tidak hanya ditentukan kemampuan individual, tetapi 
tergantung efektifitas sarana yang dipergunakan. Menurut Zald, 
sarana media yang paling berperan dalam memframing sebuah 
isu-isu menjadi sesuatu memengaruhi orang banyak bergabung 
bersama untuk melakukan aksi bersama (collective action). Aktor 
(elite) dalam mencapai sasaran yang diinginkan harus mempunyai 
sarana atau alat yang dipergunakannya dalam menjalankan framing. 
Sarana atau alat framing yang dimaksud adalah media. Zald, 
menjelaskan bahwa pengkonteksan framing terjadi dalam interaksi 
yang saling berhadap-hadapan (in face-to- face) serta melalui 
beragam media cetak, elektronik, buku, pamflet. Para aktivis 
gerakan sosial memanfaatkan kedai kopi, cafe dan ruang-ruang 
pertemuan sebagai sarana media berdebat untuk mensosialisasikan 
isu-isu tertentu sehingga kelompok masyarakat berkeinginan 
untuk terlibat dalam gerakan sosial yang telah dirancang sebelum
nya.145 

143	 Ibid. Hal 269.
144	 Lihat, Mayer N Zasld, Ibid. Hal. 270.
145	 Ibid. Hal. 270.
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Baik McCarthy, Smith maupun Zlad,146 sepakat bahwa media 
merupakan target utama dan penting bagi upaya melakukan 
proses framing dalam gerakan sosial. Hal itu, dapat memengaruhi 
pemerintah secara langsung, pemilihan umum serta agenda-agenda 
publik lainnya yang menjadi sasaran agenda gerakan sosial. 
Gerakan sosial melakukan penetrasi yang memengaruhi persepsi 
dan perilaku kelompok sasaran dengan mengkomunikasikan serta 
mensosialisasikan framing garakan. Agen-agen (kelompok-kelom
pok) gerakan berupaya menggiring isu mereka ke dalam kelompok 
sasaran yang beragama, seperti halnya media, partai politik, pejabat 
parlemen dan pemerintah. Oleh karena itu, media amat penting 
perannya dalam memframing isu-isu tertentu dalam memengaruhi 
individu maupun kelompok massa menjadi sebuah gerakan sosial, 
karena media menyodorkan sebuah informasi, simbol-simbol 
yang sarat dengan arti, jadi tergantung agen-agen perubahan itu 
memaknai simbol-simbol tersebut. Untuk itu, McCarthy, Smith 
dan Zald, menekankan bahwa gerakan sosial amat terkait dengan 
pertarungan “pemaknaan” sebuah arti simbol-simbol untuk me
mengaruhi kebijakan publik, apakah itu sebuah masalah sosial, 
ketidakadilan dan keluhan-keluhan sosial lainnya.147 

Variabel framing proses yang menjelaskan peranan media 
dalam membentuk mind set seseorang atau sekumpulan orang 
untuk menjadi sebuah kelompok gerakan sosial, memiliki titik 
kelemahan, karena tidak semua daerah di Indonesia masyarakat 
mendapatkan media cetak maupun elektronik sebagai bahan 
bacaan. Demikian pula masyarakat Indonesia yang bertempat 
tinggal di pelosok desa pada umum memiliki tingkat pendidikan 
rendah, bahkan masih banyak yang buta huruf. Sehingga media 

146	 Lihat, John D. McCarthy, Jackie Smith, dan Mayer N. Zald (ed), “Accesing 
Public, Media, Electoral, and Governmental Agendas,” dalam Doug McAdam, 
John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald (ed), (2004). Comparative Perspectives 
on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and 
Cultural Framings, Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 291.

147	 Ibid. Hal 291. 
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cetak dan elektronik bukanlah satu-satunya alat sarana memframing 
orang atau kelompok masuk ke dalam domain gerakan sosial. 

Di Kabupaten Morowali merupakan hasil pemekaran Kabu
paten Poso yang berusia kurang lebih 12 tahun, terletak paling 
ujung bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah dan kurang lebih 
600 km dari Kota Palu dengan keadaan geografis, pegunungan, 
perbukitan, dan hutan belantara serta separuh wilayahnya pulau-
pulau kecil. Kondisi demikian inilah yang membuat salah satu 
faktor kendala masyarakat mendapatkan media cetak, elektronik 
dan akses internet. Namun demikian, teori framing sebagaimana 
di paparkan di atas, tidak sekaku yang diduga, tetapi juga mena
warkan, aktor (individu), spanduk, warung kopi sebagai tempat 
pertemuan sebagai sarana atau alat framing dalam pembentukan 
gerakan sosial. 

Di Kabupaten Morowali, dengan cara-cara konvensional 
tersebut paling efektif dalam memengaruhi orang atau sekelompok 
massa masuk ke domain gerakan sosial. Kubu Bungku melakukan 
gerakan sosial untuk merebut ibu kota definitif dari Kolonodale 
dipindahkan ke Bungku. Sementara, kubu Kolonodale melakukan 
gerakan sosial dengan strategi bertahan untuk mempertahankan 
ibu kota definitif tersebut tetap di Kolonodale. Kedua kubu ini 
melakukan framing yang bersifat interpersonal, face-to-face, panflet, 
brosur, spanduk, warung kopi, dan tempat pertemuan balai desa, 
termasuk di tempat ibadah. 

Dengan demikian, baik teori Political Opportunity Structures, 
Mobilizing Structures dan Cultural Framings agak relevan untuk 
menjelaskan konflik kepentingan elite politik lokal dalam pemekar
an wilayah di Kabupaten Morowali, yang hingga saat ini masih 
berlangsung secara laten, setelah pernah mengalami fragmentasi 
konflik yang tinggi yang berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, 
sejak tahun 2001 hingga medio 2006. Kemudian, konflik ber
langsung dari tahun 2006 hingga saat ini dengan peralihan isu 
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dari isu “pemindahan ibu kota” bergeser “pemekaran kabupaten 
Morowali”, pada episode ini eskalasi konflik kian menurun bahkan 
para elite dan massa melakukan colling down, untuk menunggu 
momen yang tepat. Dalam kurung waktu saat ini, inilah yang 
sebut sebagai konflik yang bersifat laten, karena konsolidasi 
kultural baik di tingkat elite politik, elite sosial dan masyarakat 
menengah belum tercipta, sehingga keadaan ini mereka masih 
terdapat sikap saling curiga dari dua kubu tersebut. 
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BAB III
MOZAIK KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK 

MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI

A. Keadaan Geografis
Kabupaten Morowali merupakan hasil pemekaran Kabupaten 

Poso berdasarkan dengan Undang-undang No. 51 tahun 1999. 
Pada umumnya masyarakat Kabupaten Morowali berasal dari 
Kabupaten Poso, bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Politisi, 
Pejabat birokrat, dan pengusaha pernah berkarier dan beradu 
nasib di sana. Hal inilah sehingga di kalangan masyarakat umum 
berkembang istilah, transfer pejabat, politisi dan PNS. Realitas 
sosial dan politik di lapangan, pada saat transisi, banyak pejabat 
karier dari daerah lain menduduki jabatan, termasuk pejabat 
Bupati Drs. H. Tato Masyituju berasal dari etnis Kaili dan berkarier 
sebagai PNS di Kota Palu. 

Kabupaten Morowali secara geografis, terdapat Kecamatan 
Mamosalato dan Bungku Utara, di bagian paling selatan wilayah 
Kecamatan Menui Kepulauan yang mencakup pulau-pulau besar 
dan kecil. Di bagian timur perairan Teluk Tolok serta bagian 
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paling Barat wilayah Kecamatan Mori Atas. Kabupaten Morowali 
memiliki posisi permukaan bumi, pesisir pantai di perairan Teluk 
Tomori dan Teluk Tolok, dan kawasan lainnya masuk kawasan 
hutan dan lembah pegunungan. Pada belahan Utara terdapat 
Kecamatan Mamosalato, Bungku Utara, Petasia dan Soyo Jaya 
serta di bagian arah selatan terdapat Kecamatan Menui Kepulauan, 
Bungku Selatan, dan Bahodopi. Kecamatan Lembo dan Mori 
Atas berada pada belahan barat. Sedangkan Kecamatan Bungku 
Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya dan Wita Ponda beberapa 
pada belahan timur. 

Kabupaten Morowali memiliki luas daratan diperkirakan 
kurang lebih 15.490,12 km² atau sekitar 22,77 % dari luas daratan 
Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terdapat 13 
kecamatan, Kecamatan Mori Atas adalah wilayah terluas daratan
nya dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Data tahun 2008, 
terdapat 240 desa dengan topografi 169 desa/kelurahan berupa 
tanah datar dan 71 desa/kelurahan berupa perbukitan, dan 132 
desa yang berbatasan dengan pantai, 14 desa terletak di sekitar 
daerah aliran sungai/lembah, 29 desa berada di daerah perbukitan 
/lereng dan 69 desa lainnya terletak di daerah daratan.148 

Kabupaten Morowali pada tahun 2004 mengalami pemekaran 
kecamatan, sehingga dari jumlah 10 kecamatan menjadi 13 
kecamatan. Wilayah yang mengalami pemekaran adalah Kecamat
an Bungku Utara dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu 
Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Kemudian, Kecamatan 
Bungku Barat dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu Bungku 
Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda. Pemekaran kecamatan ini 
terjadi ketika eskalasi konflik “pro-kontra” kedudukan ibu kota 
definitif Kabupaten Morowali. Hal ini, salah agenda skenario 
elite politik lokal akan melakukan rekayasa pemekaran Kabupaten 

148	 Kabupaten Morowali Dalam Angka tahun 2005 (BPS Kabupaten Morowali).
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Morowali, jika betul-betul terjadi pemindahan ibu kota definitif 
Kabupaten Morowali dari Kolonodale ke Bungku.149 

B. Penduduk
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Morowali tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Morowali 
sebanyak 166.477 jiwa. Bila angka itu dibagi berdasarkan rencana 
pemekaran Kabupaten Morowali (baca: Pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara), maka Kabupaten Morowali Utara memiliki 
jumlah penduduk 81.056 jiwa. Penduduk ini tersebar di 6 
kecamatan, yaitu: Kecamatan Petasia 26.219 jiwa, Lembo 16.302 
jiwa, Mori Atas 14.096 jiwa, Soyo Jaya 6.219 jiwa, Bungku Utara 
10.928 jiwa. 

Sedangkan Kabupaten Morowali sebagai kabupaten induk 
(residu) memiliki jumlah penduduk sebanyak 85.421 jiwa dengan 
komposisi pada masing-masing dari 7 kacamatan, yaitu: Kecamatan 
Bungku Tengah 19.927 jiwa, Menui Kepulauan 12.166 jiwa, 
Bungku Selatan 15.624 jiwa, Bahodopi 5.487 jiwa, Bungku Barat 
7.789 jiwa, Bumi Raya 10.213 jiwa, Witaponda 14.215 dan 
Bahodopi 5.487 jiwa. Menurut pengakuan salah seorang anggota 
Tim Panitia Pemekaran Kabupaten Morowali, “hal ini meng
gambarkan dari sisi komposisi jumlah penduduk yang di tinjau 
dari penyebarannya lebih banyak di Kabupaten Induk daripada 
kabupaten yang rencana dibentuk. Jika terjadi pemekaran maka 
dari sisi jumlah penduduk, Kabupaten Morowali Utara memenuhi 
syarat untuk menjadi sebuah kabupaten baru, yaitu Kabupaten 
Morowali Utara”.150

149	 Wawancara dengan Ramadhan, Ketua LSM Simpati, tanggal 29 November 
2009.

150	  Lihat “Dokumen Kajian Daerah Terhadap Aspek Teknis Pemekaran Kabupaten 
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah”. Dikeluarkan oleh Panitia Pemekaran 
Kabupaten Morowali, Agustus 2006. Hal. 35.
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Kabupaten Morowali termasuk memiliki karakteristik sosial 
dan budaya yang heterogen. Heterogenitas penduduknya meliputi 
beragam etnis, yaitu etnis Bungku, Mori, Bugis, Kaili, Jawa, 
Banggai, Kendari, Gorontalo dan Kendari serta Bali. Namun, 
Bungku dan Mori sebagai etnis pribumi yang memiliki jumlah 
yang lebih besar (mayoritas) dibandingkan dengan etnis lainnya 
tersebut. Kedua etnis pribumi tersebut memiliki perbedaan kultural 
dan agama. Etnis Bungku yang beragama Islam dan etnis Mori-
Pamona yang beragama Kristen. Sedangkan yang lainnya, jumlah 
lebih kecil dan tersebar di berbagai daerah wilayah kecamatan 
dan mereka diklaim sebagai etnis “pendatang”. Tetapi, etnis 
minoritas ini, termasuk bagian dari dua kubu yang berkonflik 
(kubu Kolonodale dan kubu Bungku). 

C. Tinjauan Historis 
Kabupaten Morowali sebelum menjadi daerah otonomi baru, 

merupakan bagian dari Kabupaten Poso. Kabupaten Morowali 
merupakan wilayah di ujung bagian timur dan selatan yang kurang 
mendapatkan perhatian porsi anggaran pembangunan secara 
proporsional dibandingkan dengan wilayah Tojo Una-una dan 
Tentena. Namun, nama Morowali memiliki nilai sejarah kerajaan      
konflik kekuasaan. Demikian pula, Kolonodale yang dikenal bekas 
benteng pertahanan dan sekaligus tempat perdagangan laut bagi 
kolonial Belanda. Sehingga, pelabuhan Kolonodale termasuk 
pelabuhan tertua di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, 
Kabupaten Morowali termasuk memiliki jalur perdagangan laut 
dan darat yang strategis, karena melintasi segitiga daerah, yaitu 
Kendari, Makassar dan Gorontalo. Dengan demikian, Masyarakat 
Morowali memiliki hubungan kedekatan perdagangan tradisional 
dengan masyarakat ketiga daerah tersebut hingga kini.

Pada akhir tahun 1990-an, di Kabupaten Morowali ditemukan 
sumber tambang batu bara, minyak, dan kelapa sawit. Sumber 
minyak mentah terdapat di Desa Tiaka Kabupaten Morowali. 
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Eskplorasi minyak mentah ini dilakukan pertama kali oleh PT 
Medco ENP (Medco E dan P Indonesia). Pengapalan pertama 
di lakukan pada tanggal 12 Januari 2006, dengan tujuan ke PT 
Pertamina unit pengelolaan III Plaju Sumatera Selatan. Produksi 
minyak mentah Tiaka Morowali dari bulan ke bulan terus me
ningkat. Pada Agustus 2005 mencapai 26.109 barel, kemudian 
September 2005 sebesar 21.524 barel, hingga Desember telah 
mencapai 52.118 barel. Dengan demikian, dapat menggenjot 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali. 

1. Pra Kemerdekaan

Di masa sebelum bercokolnya Belanda di kawasan Provinsi 
Sulawesi Tengah, di wilayah Telok Tolo sudah terdapat kerajaan 
(chiefdom) yang berdaulat secara de facto terhadap wilayah-wilayah 
kerajaannya. Dua kerajaan yang eksis kala itu yang tidak pernah 
akur bahkan membawa bendera etnis masing-masing. Kedua 
kerajaan tersebut adalah raja Bungku dan raja Mori. Keduanya 
memiliki beberapa tribe yang secara dejure tunduk dalam ceng
keraman kekuasaannya. 

Sebelumnya, Negarakertagama tahun 1365 (Abad XIV) baik 
Kerajaan Bungku maupun Kerajaan Mori berafiliasi dalam 
Kerajaan Banggai dan Luwu. Di akhir abad VIII, Kerajaan Bungku 
kemudian dikuasai oleh Sultan Ternate, sementara Kerajaan Mori 
lebih memilih menjadi bagian dari Palili, yaitu Kerajaan Luwu, 
Sulawesi Selatan terutama dalam memperoleh akses pada jalur 
perdagangan. Pada masa itu, Kolonodale menjadi bagian dari 
Kerajaan Mori berdasarkan peta dari Ian Cadwell (1997) yang 
dikutip dari Krijt (1945) menjadi sentral perdagangan kawasan 
wilayah Sulawesi Tengah di bagian timur menuju ke beberapa 
pelabuhan penting, seperti Gowa, Ternate, Buton, Jawa dan 
beberapa wilayah penting lainnya.151 

151	 Lihat Dokumen Kajian Daerah Terhadap Aspek Teknis Pemekaran Kabupaten 
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Agustus 2006. Hal. 13.
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Menurut Kruyt (1979:21), antara kerajaan Mori dan kerajaan 
Bungku tidak pernah damai, bahkan selalu berperang. Kedua 
kerajaan melahirkan tiga pakta perjanjian, yaitu perjanjian Tompira, 
Kanta dan Kondonge. Dalam perjanjian Tompira152 tersebut 
termuat empat kesepakatan, sebagai berikut:
1.	 Masing-masing  pihak (pemerintah Hindia Belanda, penguasa 

Mori dan penguasa Bungku) berjanji menghentikan permusuh­
an di antara mereka dan menjalin hubungan perdamaian yang 
kokoh.

2.	 Apabila salah satu dari dua kerajaan bertetangga itu mengawali 
melakukan penyerangan terhadap kerajaan lainnya, maka 
kerajaan itu dipandang sebagai musuh pemerintah Hindia 
Belanda.

3.	 Batas wilayah kekuasaan antara Kerajaan Mori dengan Kerajaan 
Bungku tetap pada batas wilayah yang selama ini telah diakui 
oleh dua kerajaan itu, yaitu pada daerah Bahambelu dan 
Tanjung Poso (Tondo Poso).

4.	 Para pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan di 
Kerajaan Mori wajib membayar pajak perdagangan kepada 
pemerintah Hindia Belanda.

Kedua belah pihak masing-masing mendapatkan salinan 
naskah pakta perjanjian tersebut. Untuk mengabadikan perdamaian 
itu, oleh kedua belah pihak melakukan pertukaran simbol kerajaan 
sebagai wujud perdamaian. Raja Bungku menyerahkan sebilah 
pedang kepada Raja Mori, sementara Raja Mori menyerahkan 
sebuah tempat rokok dari batu pemantik api (pongtiku) kepada 
Raja Bungku. Pada akhir prosesi itu, pihak pemerintah Hindia 
Belanda yang diwakili oleh Residen Ternate menyerahkan kepada 
kedua belah pihak kerajaan tersebut satu bendera putih, pada 
waktu upacara penutupan perundingan perdamaian.

152	 Lihat Edward L Poelinggomang, (2008). Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi 
Tengah, Komunitas Bambu, Jakarta. Hal. 115.
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Meskipun perang antarkedua suku ini telah berhenti setelah 
pendudukan Belanda, raja Mori, Marunduh tidak pernah menye
butnya To Bungku sebagai kawan. Menurut pengakuan tokoh 
adat Mori, sejarah antara kedua suku ini juga menuliskan selalu 
menangnya To Mori terhadap To Bungku meskipun pada zaman 
penjajahan To Bungku sempat dibantu oleh raja Ternate.153 Menurut 
Edward, padahal kedua kerajaan ini memiliki hubungan etnologi, 
penduduk kerajaan Mori memiliki hubungan geneologis dengan 
penduduk Kerajaan Bungku, yang berada di bagian selatan kerajaan 
ini pada pesisir timur jazirah tenggara Pulau Sulawesi.154 Christian 
Pelras, menjustifikasi hal ini, mengatakan bahwa dari analisis 
linguisik menunjukkan bahwa penghuni Austronesia pertama di 
Sulawesi Selatan memiliki hubungan dengan mereka yang saat 
ini menghuni bagian tengah dan tenggara Sulawesi. Mereka ini 
menggunakan bahasa yang tergolong ke dalam kelompok bahasa: 
Kaili Pamona, Mori-Bungku, dan Muna-Buton.155 Peperangan 
kedua kerajaan ini terjadi karena dalam tiga. Pertama, politik adu 
domba Hindia Belanda untuk melemahkan posisi konsolidasi 
kultural masyarakat Bungku dan Mori. Dalam posisi demikian, 
kolonial belanda kemudian dengan mudah menguasai sumber 
daya alam dan jalur perdagangan di pelabuhan Kolonodale. Kedua, 
kedua kerajaan ini memiliki perbedaan afiliasi kerajaan. Kerajaan 
Bungku didukung oleh kerajaan Ternate, sedangkan Kerajaan 
Mori didukung oleh Kerajaan Luwu. Ketiga, kedua kerajaan 
memiliki perbedaan kultural dan agama. Kerajaan Bungku yang 
beragama Islam sementara Kerajaan Mori beragama Kristen. 

Pada periode Belanda menginjakkan kakinya di bumi 
Morowali, struktur pemerintahan mengalami perubahan. Wilayah 
Onder Afdeeling Kolonodale yang terdiri dari Mori—Bungku 
sebagai wilayahnya dan dipimpin oleh Onder Afdeeling Hoofd 

153	 Ibid. 
154	 Edward, Op.Cit, Hal. 17.
155	 Ibid. Hal. 17.
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(controleur). Kemudian, berdasarkan peraturan pembentukan 
Negara Indonesia Timur (Stb.1946 No. 143) dan Beslit Gubernemen 
Tanggal 14 September 1938 (Stbl. N.1. Nomor 529) serta 9 April 
1946 (Stbl.N.1.No.27), maka Onder Afdeeling Kolonodale 
dimasukkan dalam Sulawesi Tengah yang bernaung di bawah 
Negara Indonesia Timur. Selanjutnya, perkembangan dinamika 
sistem pemerintahan masa itu, pada tanggal 27 s/d 30 November 
1948 raja-raja di seluruh Sulawesi Tengah melakukan pertemuan 
di Parigi dan berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 
Sulawesi Tengah yang kemudian disahkan oleh Residen Manado, 
tanggal 25 Januari 1949 No.R.21/1/4. Pada pertemuan tersebut 
yang menjadi agenda utama yang paling alot diperdebatkan adalah 
ibu kota. Namun demikian, pada akhirnya para raja-raja tersebut 
menyepakatinya bahwa Poso sebagai ibu kota dan menobatkan 
R.M.Pusadan selaku Kepala Daerah Sulawesi Tengah yang 
pertama. R.M Pusadan merupakan pelanjut raja Bungku. 

2. Pasca Kemerdekaan

Kurang lebih lima tahun pasca kemerdekaan, pemerintah 
Indonesia melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) No.33 Tahun 
1952 yang mengatur tentang adanya pembagian daerah. Peraturan 
Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa untuk memenuhi 
keinginan rakyat dan untuk mengadakan perbaikan dalam susunan 
alat-alat dan penyelenggaraan pemerintahan sambil menunggu 
adanya suatu peraturan mengenai daerah-daerah swatantra (otonomi) 
yang uniform. Berdasarkan peraturan tersebut, maka segera 
membubarkan daerah Sulawesi Tengah dan membagi wilayahnya 
dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. Pembagian daerah tersebut dimaksudkan dalam 
PP No 33 Tahun 1952, sebagai berikut:

1.	 Daerah Donggala yang meliputi daerah administratif Donggala 
sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi, tertanggal 25 
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Oktober 1951 No. 633 yang mengalami perubahan pada 
tanggal 30 April 1952 dengan kedudukan Pemerintah Daerah 
adalah Palu. 

2.	 Daerah Poso yang meliputi daerah Kabupaten Morowali 
sekarang dan juga meliputi eks onder afdeeling Banggai.

Perkembangan selanjutnya, dengan berdasarkan Surat Kepu
tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah 
Nomor: 122/162, tanggal 28 Februari 1962, Daerah Tingkat II 
Kabupaten Poso mempunyai empat wilayah administrasi kewedanan, 
yaitu: Kewedanan Poso/Lore, Kewedanan Tojo/Una-Una, 
Kewedanan Kolonodale, dan Kewedanan Bungku. Kurang lebih 
empat tahun, tepatnya pada tahun 1966, berdasarkan resolusi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi 
Sulawesi Tengah,—yang berasal dari Laporan Panitia khusus 
Pemekaran Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah Provinsi 
Sulawesi Tengah pada tanggal 16 Februari 1966 disebutkan bahwa 
Kabupaten Bungku—Mori meliputi Kecamatan: Bungku Utara, 
Bungku Tengah, Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Mori Atas, 
Mori Tengah, dan Mori Bawah. Surat Keputusan ini kemudian 
menegaskan kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 16 Desember 1964 bahwa ibu 
kota Kabupaten ini adalah Kolonodale. Hal inilah salah satu yang 
medasari bahwa Kolonodale memiliki nilai historis yang perlu 
dilestarikan sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kolonial 
Belanda. 

D. Faktor Sosial Kemasyarakatan Masyarakat 
Secara umum, bangsa Indonesia memiliki beragam corak 

karakteristik sosial dan budaya sebagai identitas etnis. Kabupaten 
Morowali, sebagaimana daerah lainnya, memiliki karakteristik 
masyarakat yang heterogen. Heterogenitas tersebut dalam wujud 
agama, kultural dan etnis. Namun, heterogentas yang dimaksud 
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itu, lebih menonjol perbedaannya dalam dua komunitas etnis 
yang dahulu mereka bersatu dan kemudian terbelah menjadi dua 
kelompok komunitas. Perbedaan yang mencolok tersebut kedua 
etnis tersebut lebih pada penekanan agama dan kultural. Komu
nitas etnis Bungku yang mayoritas beragama Islam, sementara 
komunitas etnis Mori pada umumnya beragama Kristen. 

Menurut Christian Pelras,156 bahwa dari analisis linguistik 
menunjukkan bahwa penghuni Austronesia pertama di Sulawesi 
Selatan memiliki hubungan dengan mereka yang saat ini menghuni 
bagian tengah dan tenggara Sulawesi. Mereka ini menggunakan 
bahasa yang tergolong ke dalam kelompok bahasa: Kaili Pamona, 
Mori-Bungku dan Muna-Buton. Sementara, Syakir Mahid dalam 
penelitiannya, mengatakan bahwa dalam sisi sejarah dan antropo
logi, etnis Bungku merupakan pencampuran dari etnis Tolaki 
dan etnis Bugis. Menurutnya, ini dapat dibuktikanya dengan 
adanya kesamaan-kesamaan ciri-ciri budaya seperti pergaulan, 
cara bermasyarakat, bentuk-bentuk rumah, bahasa dan agama.157 
Hubungan rumpun sosial kultural kedua etnis yang masih relatif 
kurang jelas kebenarannya, kembali dimunculkan oleh pihak kubu 
Kolonodale,158 sebagai bagian dari pembenaran untuk melakukan 
pembentukan Kabupaten Morowali yang kini tengah mengalami 
proses. 

1. Kehidupan Sosial-Politik To Bungku

Kehidupan sosial masyarakat Bungku amat menjunjung 
tinggi solidaritas sesama manusia. Solidaritas sesama manusia 
diwujudkan dalam bentuk gotong royong. Masyarakat Bungku, 
menurut Syahir Mahid (2010), dapat dikategorikan dalam dua 
sifat, yaitu bersifat tanpa pamrih dan pamrih. Pertama, sifat pamrih 

156	 Edward, Op.Cit. Hal. 17.
157	 Syakir Mahid, Op.Cit. Hal. 52-53.
158	 Lihat dokumen Kajian Analisis Terhadap Aspek Teknis Pemekaran Kabupaten 

Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Agustus 2006. Hal. 14.



89

dikenal dalam bahasa Bungku adalah metapoko-pokofali atau 
metatulungi. Metapoko-pokofali berasal dari kata “pokofali” artinya 
“bantu”. Sementara, metatulungi, asal kata dari tulungi, maknanya 
“tolong”. Penggabungan kedua asal kata tersebut berarti saling 
menolong. Kedua, pamrih, dalam bahasa Bungku dikenal istilah 
kata mefalo-falo atau mo’ala-oleo. Mo’ala-oleo, asal kata mo’ala dan 
oleo. Mo’ala maknanya mengambil dan oleo berarti hari jadi. 
Dengan demikian, mo’ala oleo sama dengan mengambil hari.Jadi 
mo’ala oleo, seseorang membantu orang lain dengan harapan 
bantuannya, akan dikembalikan pada kesempatan lain sesuai 
dengan jumlah hari yang telah diberikan pada orang yang dibantu
nya. 

Metapoko-pokofali dan mefalo-falo sebagai simbol solidaritas 
tinggi pada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan 
terhadap gangguan dari luar. Kedua kata tersebut, memiliki makna 
filosofis yang dalam, menyiratkan bahwa orang Bungku (To 
Bungku) amat kental ikatan kekeluargaan dalam mempertahankan 
eksistensinya dari ancaman pihak lain. Oleh karena itu, To Bungku 
amat mempertahankan keutuhannya sebagai komunitas yang 
eksis baik di lingkungan dalam maupun luar. 

Kepemimpinan masyarakat Bungku dikenal dua tipe pemimpin, 
yaitu pimpinan formal dan pimpinan non formal.159 Pertama, 
pimpinan formal berada pada sistem struktural pemerintahan 
daerah Republik Indonesia. Masyarakat Bungku mengenal nama
nya Kampu (Desa) yang dikepalai Sangaji (Kepala Desa). Seorang 
bergelar sangaji yang dinobatkan secara formal sebagai kepala 
Kampu dibantu oleh seorang sekretaris yang disebut juru tulis. 
Juru tulis kemudian dan dibantu tiga orang perangkat desa. Ketiga 
perangkat tersebut adalah kaur umum, kaur pembangunan dan 
kaur keuangan. Sangaji dalam menjalankan tugas keagamaan 
dibantu oleh imamu (imam masjid). Imamu ini memiliki pendam

159	 Lihat Syakir Mahid, Op.Cit. Hal. 93-94.
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ping sebagai asisten yang disebut Hatibi (hatib) dan moji (modim). 
Dalam konteks ini, hatib dalam lingkungan masyarakat Bungku 
berbeda dengan pengertian hatib secara umum. Hatib di sini 
bukan pembaca khotbah pada hari Jum’at, melainkan pengurus 
masjid (pegawai syarah).

Kedua, pimpinan formal yang dikenal dengan istilah mia-mia 
motu’a (orang-orang yang dituakan), pemuka-pemuka agama, 
tukang, dan sando (dukun). Seorang yang dinobatkan sebagai mia 
matu’a sosok figur yang memiliki kharismatik dan kemampuan 
intelektual terutama pengetahuan agama yang mendalam. Seorang 
sando memiliki keahlian mengobati penyakit dan bahkan kerap 
dianggap sebagai ahli doti (tenung).

Dalam sistem kepemimpinan masyarakat etnis Bungku 
mengenal adanya pemisahan pimpinan pemerintahan dan pim
pinan agama. Pimpinan pemerintahan disebut babatu junia,- 
jabatan tertinggi disebut Pau (raja). Pimpinan agama disebut 
bobatu akherati, yaitu pimpinan tertinggi disebut Lakino agama. 
Bidang lainnya juga memiliki istilah pimpinan, misalnya saja di 
bidang kehidupan pertanian, pemimpinnya disebut Tadulako, 
bidang perikanan Parika, pelayaran disebut Juraga/Ponggawa, 
pimpinan perang disebut Pongkiari/Kapita dan pimpinan persilatan 
disebut Pandegara. Dengan demikian, tingkat solidaritas masyakat 
Bungku terhadap sesama etnis amat mendalam. Masyarakat 
Bungku amat menjunjung tinggi seorang pimpinan.

2. Kehidupan Sosial-Politik To Mori

To Mori (Orang Mori) diidentifikasi sebagai penduduk 
Kerajaan Mori yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi 
Tengah, tepatnya disekitar Teluk Tomori atau juga lazim disebut 
Teluk Tolok.160 Pendekatan kultural, wilayah Kerajaan ini pada 
masa lampau diklasifikasikan dalam tiga bagian sub etnis, yaitu 

160	 Peolinggomang, Kerajaan Mori, Op.Cit. Hal. 17.
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pertama, Mori Atas (Boven Mori) adalah daerah pemukiman 
orang Mori di bagian barat, yang berbatasan langsung dengan 
daerah kekuasaan Kerajaan Poso. Kedua, wilayah Mori Bawah 
(Beneden Mori) yang wilayahnya terbentang dari daratan pada 
bagian timur dan tenggara. Ketiga, wilayah pegunungan di bagian 
selatan yang disebut daerah Danau Malili, atau yang dikenal 
dengan daerah Nuha. 

Wilayah kerajaan Mori ini berbatasan dengan wilayah Kerajaan 
Poso dan Tojo dibagian utara. Pada bagian Barat berbatasan 
dengan wilayah pemukiman kelompok suku Pasa (To Pasa), 
Lamusa (To Lamusa), dan Palande (To Palande). Pada bagian 
selatan terdapat wilayah kerajaan Luwu dan kerajaan Bungku, 
serta di bagian Utara berbatasan dengan Teluk Tomori (Teluk 
Tolo). 

Komunitas kerajaan Mori ini bersifat heterogen dan multi 
kultural. Albert Cristian Kruyt (1895)161 mengkalisifiasi penduduk 
kerajaan dalam dua kategori. Kategori pertama adalah penduduk 
pribumi (inheemsche bevolking), yaitu mereka yang telah lama 
menetap dan telah menjadi warga Kerajaan Mori. Kemudian, 
Kruyt, merinci penduduk pribumi ini dalam tiga golongan, yaitu 
orang Mori asli, penduduk asli bukan orang Mori (suku-suku 
lain) yang mendiami wilayah kerajaan, dan penduduk suku-suku 
yang berasal dari daerah lain dan sejak berabad-abad yang lalu 
melakukan eksodus dan menetap di wilayah kerajaan Mori. 

Kruyt, menambahkan bahwa orang Mori asli masih dikate
gorikan atas orang Mori Atas dan orang Mori Bawah. Pengka
tegorian ini berdasarkan keadaan geografis, yaitu wilayah pemu
kiman mereka disebut orang Mori Atas yang umumnya menetap 
pada daerah pegunungan. Mereka ini dikenal sebagai orang Mori 
Gunung. Sementara, orang yang menempati wilayah daratan 
disebut orang Mori Bawah. Namun, realitasnya mereka ini 

161	 Yang dikutip oleh Poelinggomang, Op.Cit. Hal. 22.
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memiliki kesamaan sosial, budaya dan bahasa, sehingga dapat 
dikatakan komunitas etnis Mori. 

Kedua, penduduk asli bukan orang Mori terdiri dari beberapa 
kelompok etnis. Etnis Moiki mendiami sebagian daerah Mori 
Bawah, antara Togo dan Tompira. Kelompok etnis ini memiliki 
kontribusi penting dalam proses pembentukan kerajaan sehingga 
tidak dipandang sebagai daerah taklukan (paili). Kepala suku 
komunitas ini diberikan kedudukan sebagai karua. Karua ini 
merupakan jabatan tinggi kerajaan yang mengurus persoalan 
pergantian pimpinan kerajaan dan pejabat-pejabat daerah, meng
urus perbendaharaan kerajaan, melaksanakan tugas kerajaan dalam 
hubungan dengan daerah kekuasaan, dan dalam keadaan darurat 
perang bertindak sebagai panglima perang.162 Kepala peme
rintahannya disebut Karua Moiki. 

Etnis Wotu yang mendiami tiga wilayah pemukiman yaitu 
Lembo, Baturede dan Malupu. Hal itulah, sehingga mereka 
mengidentifikasi dirinya sebagai orang Wotu Lembo, orang Wotu 
Baturede dan orang Wotu Malupu. Etnis lainnya adalah orang 
Molongkumi, Uluuwoi, dan Lasi. Etnis Lasi sesungguhnya terdiri 
dari tiga kelompok suku, yaitu suku Lasi, Mobahono, dan Reai. 
Dengan demikian, kelompok etnis yang dianggap bukan Mori 
asli bergabung dalam pemerintahan Kerajaan Mori, karena mereka 
mendiami wilayah kedaulatan Mori dan ditaklukan. Oleh karena 
itu wilayah kelompok etnis tersebut berkedudukan sebagai daerah 
palili,—dan masih banyak kelompok-kelompok sub etnis lainnya, 
namun, mereka pada umumnya memiliki kesamaan budaya, agama 
dan latar sejarah kerajaan. Ketiga faktor tersebut menjadi perekat 
dalam memperkokoh kesatuan mereka sebagai To Mori.

To Mori, pada umumnya bermata pencaharian, sebagai petani, 
berkebun.To Mori memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki 
tingkat solidaritas yang tinggi, sehingga mereka dapat lebih 

162	 Di kutip berdasarkan penjelasan, Poelinggomang, Ibid. Hal. 23.
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memperkokoh persatuan dan kemadirian sebagai komunitas etnis 
yang eksis di Kabupaten Morowali. Dalam pandangan hidupnya, 
bekerja keras dengan menghasilkan hasil yang maksimal merupa
kan bagian dari pengabdian kepada Tuhan Maha Esa. 

Pembentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat Mori 
berkaitan erat dengan legenda mereka tentang pemimpin yang 
diturunkan ke bumi, yang memiliki kewenangan untuk memegang 
kendali politik dan memiliki kemampuan untuk menguasai dan 
memerintah rakyat.163 Muasal raja Mori, dimulai suatu kisah 
legenda bahwa seorang putra yang diturunkan ke bumi oleh Sang 
Pencipta, untuk ditakdirkan menjadi penguasa yang bijak dan 
adil atas mereka sehingga mereka menyebutnya mokole. Kemudian, 
tempat dimana ia sang bayi tersebut diturunkan adalah di Moiki, 
sehingga si bocah  tersebut diberi predikat sebagai Mokole Moiki. 
Dalam perkembangannya, sang anak itu tumbuh dewasa dan 
mempersunting gadis pujaannya yang memil derajat kebangsa
wanan yang sama. Gadis pilihannya itu bernama Mokole Mohainga. 
Keturunan dari perkawinan inilah yang membentuk satu kelompok 
strata bangsawan, yang dalam masyarakat Mori disebut strata 
mokole.

Strata bangsawan mokole ini terbagi atas dua kategori, yaitu 
mokole motaha dan anamo mokole. Mokole motaha adalah keturunan 
mokole yang lahir dari ayah dan ibu yang berdarah murni mokole, 
atau antara ayah yang berdarah murni mokole dengan ibu yang 
memiliki jalinan darah murni bonto. Kelompok strata ini yang 
dipandang menjadi pewaris sah kedudukan mokole, atau Raja 
Mori. Kedua, anano mokole merupakan keturunan mokole yang 
lahir dari ayah seorang bangsawan mokole yang berdarah murni 
dengan perempuan dari strata yang lebih rendah, dengan kata 
lain ibunya dari keturunan kepala suku (mia mota’u), rakyat biasa 
atau seorang budak. Oleh karena itu, dalam penataan strata 

163	 Ibid. Hal. 31.
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kebangsawanan mokole ini erat kaitannya dengan penataan 
kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kerajaan. Menurut 
Poelenggomang, secara konvensional ketetapan ini terus diper
tahankan dan diakui bahwa kelompok yang berada pada strata 
yang lebih rendah tidak diperkenankan memerintah dan melak
sanakan kekuasaan terhadap mereka yang berada pada strata yang 
lebih tinggi. Dalam hubungan inilah, kata Poelenggomang, pilihan 
utama untuk menjadi raja atau mokole haruslah dari mereka yang 
berdarah mokole motaha. Ia mencontohkan, ketika Raja Mori 
XIII Mokole Owolu Marunduh menunjuk Pirau Marunduh 
sebagai Putra Mahkota yang tergolong mokole motaha yang 
secara tradisional akan menjadi pewaris tahta kerajaan untuk 
menggantikannya kelak. Ketiga, kelompok bangsawan yang lebih 
rendah dari strata mokole adalah keturunan bonto. Keturunan ini 
sesungguhnya adalah keturunan dari seorang kepala Suku Maruruno, 
akan tetapi pada periode pemerintahan Raja Mori IV, Sungkawawo 
(1680-1720), ia mengangkat kepala suku itu sebagai pejabat bonto, 
panglima perang kerajaan, dan menetap dekat istana kerajaan.164  

To Mori amat menghormati nilai-nilai leluhurnya, sehingga 
nilai kejayaan sejarah kerajaan yang penuh dengan mozaik 
legendaris dijadikan simbol hegemoni sosial politik terhadap 
etnis lain. Kejayaan para Raja Mori dijadikan simbol kekuatan 
politik masa lalu yang hendak di pelihara, setidanya dijadikan 
bagian dari strata sosial dengan etnis lainnya. Hal inilah yang 
membuat To Mori amat mempertahankan eksistensinya di tengah 
pluralisme suku bangsa yang ada di Kabupaten Morowali. Nilai 
kejayaan kerajaan setiap etnis merupakan kebanggaan sejarah 
bagi etnis yang bersangkutan, tetapi bisa menjadi bagian konstelasi 
konflik, karena setiap etnis akan mengungkap sejarah masalah 
sebagai simbol perlawanan dan prestise politik masa lalu yang 
hendak dilestarikan. Etnis Mori dan etnis Bungku masing-masing 

164	 Ibid. Hal. 33.
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telah mengungkit sejarah konflik kerajaannya sebagai pembenaran 
dalam memisahkan diri atau melakukan pemekaran Kabupaten 
Morowali saat ini. 

E. Prakondisi Menjelang Pembentukan Kabupaten 
Morowali

1.Kebijakan Otonomi Daerah

Pasca rezim Orde Baru, kemudian disusul kelahiran restorasi 
politik nasional yang dikenal dengan nama orde Reformasi pada 
awal tahun 1999. Pada momentum politik ini setidaknya melahir
kan dua peluang politik (political opportunity) bagi masyarakat 
lokal sebagai pencerahan demokratisasi pada aras politik lokal. 
Pertama, melahirkan undang-undang otonomi daerah no 22 
tahun 1999 (revisi UU No 32 Tahun 2004), yang memberikan 
ruang politik yang longgar pada masyarakat lokal  dalam melaku
kan partisipasi politik. Kebijakan otonomi daerah yang demikian 
ini secara subtantif, yaitu pemberdayaan politik masyarakat lokal 
dalam menentukan arah kebijakan yang dirumuskan secara bottom 
up. Salah satu kebijakan yang dirumuskan secara bottom up 
berdasarkan aspirasi masyarakat lokal adalah pemekaran wilayah. 

Kedua, memberikan ruang politik (political space) yang longgar 
bagi masyarakat lokal dalam melakukan partisipasi politik dalam 
menentukan pemimpinnya, melalui pemilihan kepala daerah. 
Kedua momentum politik lokal tersebut yang melibatkan partisi
pasi politik secara kolosal yang tidak pernah dijumpai sejak 
kepemimpinan Presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun. 
Harapan untuk mewujudkan penguatan politik, pemberdayaan 
masyarakat secara ekonomi, kultural dan budaya dapat dipetik 
hasilnya oleh rakyat di tingkat daerah. Namun, secara realitas, 
momentum politik tersebut, justru dimanfaatkan baik elite politik 
pusat maupun lokal dalam membangun jaringan konspirasi politik 
dalam melanggengkan kekuasaannya dan mengeruk dana APBN 
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dan APBD. Hal ini menunjukkan, bahwa beberapa tahun silam, 
tersiar diberbagai media massa, adanya kasus “korupsi berjamaah” 
di badan legislatif (DPRD), dan beberapa kepala daerah berhasil 
masuk buih.165 

Pemekaran wilayah dan pemilihan kepala daerah merupakan 
proyek politik ekonomi bagi elite politik lokal yang menjanjikan 
harapan-harapan politik. Harapan politik dalam konteks proyek 
pemekaran wilayah, seperti tersedianya jabatan Bupati, Ketua 
DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 
melahirkan politisi-politisi baru dalam institusi partai politik, 
bahkan termasuk lahirnya para kontraktor-kontrator, pengusaha-
pengusaha lokal.166

Para elite politik lokal di Kabupaten Poso asal daerah Keca
matan Morowali memanfaatkan peluang politik ini untuk lebih 
aktif berjuang mencanangkan pemekaran Kabupaten Poso, yaitu 
pembentukan Kabupaten Morowali. Para elite politik lokal tersebut 
memiliki jaringan politik yang kuat di Pusat. Salah satu tokoh 
sentral yang memiliki kedekatan para pejabat semasa Orde Baru 
adalah Andi Muhammad AB. Ia lahir di Kolonodale, kecamatan 
Morowali kemudian hijrah ke Jakarta dan berkiprah dalam dunia 
politik, sebagai anggota DPR RI dan pengurus DPP Partai Golkar. 

Andi Muhammad AB yang berjuang di Jakarta, kemudian 
pada elite politik lokal menghimpun kekuatan aspirasi massa 
untuk persiapan deklarasi pembentukan Kabupaten Morowali. 
Pada tanggal 2 Mei 1999 Kabupaten Morowali resmi menjadi 
daerah otonomi baru bersamaan dengan Kabupaten Banggai 
Kepulauan dan Kabupaten Buol, berdasarkan Undang-undang 

165	 Lihat, Radar Sulteng, 3 Mei 2006. Termasuk Bupati Morowali Andi  
Muhammad AB terdakwa kasus korupsi dana pemekaran Morowali oleh 
jaksa penuntut umum, R O Marunduh, SH yang memberikan tuntutan 5 
tahun penjara.

166	 Lihat Buzan, Op.Cit. Menyebutnya sebagai “securitizing” dalam konteks 
konflik kepentingan elite politik lokal.
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No 51 Tahun 1999. Namun demikian, rakyat Kabupaten Morowali 
kurang lebih 3 tahun menikmati ketentraman. 

Pasca kepemimpinan pejabat Bupati Morowali Drs. H. Tato 
Masituju, kemudian pasangan Andi Muhammad dan Datlin 
Tamalagi terpilih menjadi Bupati Morowali periode 2002-2007 
(waktu itu masih dipilih oleh anggota DPRD Morowali). Setahun, 
masa kepemimpinan Bupati Andi Muhammad, sekitar akhir 
tahun 2003, massa Bungku menuntut pemindahan ibu kota ke 
Bungku, hingga kini konflik pun masih berlanjut”.167

2. Konflik Sosial di Kabupaten Poso

Masyarakat Kabupaten Morowali merupakan bagian integral  
masyarakat Kabupaten Poso, karena Kabupaten Morowali adalah 
pemekaran Kabupaten Poso. Hubungan sosial dan politik masya
rakat Poso dengan Morowali amat erat hubungannya. Kabupaten 
Poso sebagai induk memberikan dampak kepada Kabupaten 
Morowali. Untuk itu, pada umumnya para elite politik, elite sosial 
dan masyarakat umum pernah menjadi masyarakat Poso. 

Kabupaten Poso yang tengah dilanda tragedi kemanusian 
dalam konflik sosial antar umat Islam dan Kristiani menjadi salah 
satu alasan bagi masyarakat yang berdomisili di Kecamatan 
Morowali dan sekitarnya untuk melepaskan dari Kabupaten Poso. 
Seiring dengan peluang politik yang terbuka lebar pasca rezim 
Orde Baru, masyarakat dari berbagai elemen kekuatan dari wilayah 
Morowali bersatu padu berjuang untuk membentuk wilayah 
otonomi sendiri, yaitu pembentukan Kabupaten Morowali. 

Konflik sosial di Kabupaten Poso dimulai sejak tahun 1992  
dan tahun 1995 yang bersifat sporadis yang melibatkan kelompok 
kecil dengan jumlah massa sedikit dan relatif terkendalikan. 
Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1998, situasi dan kondisi 
Kota Poso semakin mencekam dengan timbulnya kerusuhan 

167	 Wawancara dengan Ramadhan, pada tanggal 29 November 2009.
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dengan pergerakan massa kedua kelompok agama yang berbeda 
dengan jumlah yang banyak.168 Kondisi demikian ini, masyarakat 
di wilayah Morowali yang meliputi beberapa kecamatan di 
dalamnya diantaranya, Bungku, Petasia, Mori Atas dan Menui 
Kepulauan melakukan konsolidasi sosial untuk terus berjuang 
terbentuknya Kabupaten Morowali. Situasi sosial kemasyarakatan 
di Kabupaten Poso selama kurang lebih lima tahun, menjadi salah 
satu faktor alasan kuat masyarakat yang berada di wilayah 
Kecamatan Morowali untuk membentuk kabupaten sendiri.

Pada medio Mei 1999, Kabupaten Morowali terbentuk berkat 
perjuangan para elite politik lokal, elite sosial dan masyarakat 
secara umum. Kabupaten Morowali diawal terbentuknya, beberapa 
pejabat dari Kabupaten Poso asal kecamatan Bungku, Kolonodale, 
Mori, Beteleme pindah bertugas di Kabupaten Morowali. Para 
elite politik lokal dan para pejabat birokrat mulai membagi-bagi 
kue jabatan, bahkan ada yang memproklamirkan dirinya sebagai 
pahlawan pemekaran Morowali dan ada pula yang menjadi 
pahlawan kesiangan meminta jabatan sebagai kompensasi.169 Hal 
inilah salah satu yang membuat keruh kondisi sosial masyarakat 
Morowali pada masa-masa pembenahan pemerintahan. 

Elite politik lokal asal Morowali yang berada di DPRD Poso 
berjumlah sekitar 19 orang dan para birokrat 18 orang yang 
mendapatkan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah 
Poso.170 Mereka inilah sesungguhnya sebagian besar berebut 
jabatan politik di Kabupaten Morowali. Di samping itu, beberapa 
elite sosial yang tidak mendapat jabatan di Poso, kemudian menjadi 
camat dan ketua partai politik di daerah tersebut. 

168	 Lihat, Darwis, (2002). Penelitian Respon Militer Terhadap Konflik Sosial di 
Poso, di Terbitkan Yayasan Bina Warga (YBW) Sulawesi Tengah. 

169	 Wawancara dengan Hermansyah, aktivis LSM di Kabupaten Morowali, 
awal tahun 2008.

170	 Lihat Darwis, Op.Cit. Hal. 144-152. “Komposisi Perimbangan Jabatan 
Strategis di Kabupaten  Poso Tahun 1989-1999”.
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Realitas sosial kemasyarakatan di Kabupaten Morowali pada 
awal transisi, energi politik para elite politik lokal lebih banyak 
menaruh perhatian, siapa yang mendapatkan apa, dan bagaimana 
cara mendapatkannya. Menurut, Ramadhan, Konflik kepentingan 
elite politik lokal di Kabupaten Morowali tidak dapat dilepaskan 
kondisi konflik sosial di Poso.171 Hampir semua pejabat dan politisi 
dari Poso, di awal terbentuknya Kabupaten Morowali mendapatkan 
jabatan strategis dan bahkan menjabat ketua dan wakil ketua 
DPRD Kabupaten Morowali. Demikian pula beberapa yang 
menjadi ketua partai politik serta camat-camat yang dipaksakan 
untuk memegang jabatan. Inilah potret pemerintahan daerah 
Kabupaten Morowali sebagai peninggalan masa lalu yang di 
format serba mendadak berdasarkan sistem kroni pejabat.

171	 Wawancara dengan Ramadhan, tanggal 29 November 2009.
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BAB  IV
KONFLIK PEMINDAHAN IBU KOTA 

KABUPATEN MOROWALI
DARI KOLONODALE KE BUNGKU

Pergerakan172 perjuangan pemindahan ibu kota definitif Kabu
paten Morowali dari ibu kota sementara di Kolonodale ke 

Bungku telah berlangsung kurang lebih lima tahun yang diwarnai 
dengan mobilisasi massa oleh kubu elite politik lokal Bungku. 
Sementara itu, kubu Kolonodale memakai istilah formulasi kekuatan 
untuk mempertahankan Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten 
Morowali. Kedua kubu tersebut saling berkonflik berlangsung sejak 
2001 hingga 2006 dengan intensitas yang tinggi dan kemudian 
berlanjut pada episode berikutnya pada medio 2006 setelah berhenti 
kurang lebih sebulan.

Peta konflik elite politik lokal di Kabupaten Morowali secara 
umum dapat dikelompokkan dalam dua kubu, yaitu kubu Kolo
nodale dan kubu Bungku. Kedua kubu tersebut, secara internal 
memiliki tiga kelompok kekuatan yang terintegrasi satu dengan 

172	 Istilah “Pergerakan” yang dipakai oleh para elite kubu Bungku dalam berjuang 
untuk memindahkan ibu kota definitif Kabupaten Morowali dari Kolonodale 
(ibu kota sementara) ke Bungku (sebagai ibu kota definitif ), sebagaimana 
yang diamanatkan dalam undang-undang No 51 Tahun 1999. 
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yang lainnya. Ketiga kelompok kekuatan yang dimaksud adalah 
pertama, kelompok Elite Politik Lokal (EPL) atau yang disebut, 
Securitizing Actors (SA),173 yaitu elite atau aktor yang memiliki 
jabatan dalam birokrasi, dan politisi yang memiliki akses secara 
langsung dalam pengambilan keputusan serta dapat memengaruhi 
suatu perubahan kebijakan. Kedua,  elite sosial (ES) atau Functional 
Actors (FA)  dan oleh Mosca174 menyebutnya kelompok “social 
force”, yaitu sekumpulan aktor yang berasal dari komunitas masya
rakat berdasarkan ikatan primordialisme (etnis, kultural dan 
agama) yang secara stimultan menjadi motor dan motivator 
penggerak dalam melakukan mobilisasi massa. Elite sosial ini 
berasal dari beragam latar belakang status sosial dan karier 
(pekerjaan), seperti Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa 
(BPD), Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), 
Aparat Kecamatan, dan Tokoh Agama. Kelompok ini kemudian 
membentuk kelompok solidaritas perjuangan yang didasarkan 
preferensi etnis, kultural dan agama. Mereka memiliki kekuatan 
dan pengaruh untuk melakukan political pressure kepada pemerintah 
daerah dan lembaga legislatif (DPRD) dalam memengaruhi 
suatu kebijakan publik (public policy). Mereka memiliki akses yang 
kuat terhadap rakyat (grass root) dan dapat menjadi mediasi 
kepentingan elite politik lokal dengan masyarakat di wilayah 
perjuangannya. 

Ketiga, kelompok masyarakat kelas menengah yang secara 
ekslusif berdasarkan wilayah etnis, kultural, agama dan status 
sosial yang menjadi basis dukungan massa (the client) atau oleh 
Buzan menyebutnya sebagai Referent Object (RO). Mereka ini 
berlatar belakang status sosial yang berbeda dan memiliki tingkat 
pendidikan relatif rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
keatas yang berdomisili di ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan 
dan desa yang dekat dengan pusat kota kabupaten. Mereka ini 

173	  Lihat Barry Buzan, Op.Cit. Hal. 20.
174	  Lihat Mosca, Op.Cit. 1939.
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memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi atau budaya politik 
subjet (subject political culture). Keempat, komunitas masyarakat 
kelas bawah (grass root) yang pasrah menerima keadaan situasi 
politik. Mereka ini berada pada level budaya politik parochial 
(Parochial Political Culture) yang rata-rata memiliki tingkat 
pendidikan Sekolah Dasar (SD) bahkan pada umumnya masih 
taraf buta huruf. Mereka pada umumnya tinggal di pedesaan 
terpencil jauh dari pengaruh transformasi sosial dan memiliki 
mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Klasifikasi struktur 
sosial kelompok masyarakat tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut:

Gambar Kelompok Masyarakat Kab. Morowali

Elite Politik 
Lokal

Elite Sosial

Masy. Kelas Menengah

Masy. Bawah (Grass Root)

Para elite politik lokal dan elite sosial senantiasa mengem
bangkan isu-isu yang bersifat primordialisme yang bernuasa 
SARA (Suku, Agama, Ras) dalam mengobarkan rasa kebencian 
dan dendam terhadap kelompok lawannya. Isu ini pula menjadi 
modal (social capital) dalam menjaring dukungan massa, dalam 
konteks ini oleh Buzan menyebutnya sebagai Logic of Threat (LoT). 

Dalam Bab V ini menyoroti dan difokuskan pada pola dan 
strategi pergerakan elite politik lokal untuk berjuang dalam 
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merebut “status ibu kota definitif ” sebagaimana yang diamanatkan 
oleh Undang-undang No 51 Tahun 1999.175 Demikian pula kubu 
Kolonodale dalam melakukan formulasi kekuatan untuk memper
tahankan Kolonodale tetap menjadi ibu kota Morowali. Dalam 
kubu Bungku terdiri dari tiga kelompok yang dapat diklasifikasi
kan, yaitu elite politik lokal (EPL), elite sosial (ES),176 dan 
masyarakat. Ketiga kelompok tersebut bersinergi dan memiliki 
pola perjuangan yang berbeda tergantung dari kepentingan dan 
momen politik sebagai peluang dan kesempatan dalam meraih 
kepentingannya.

Kubu Bungku, elite politik lokal (EPL) (securitizing actors) 
yang dimotori oleh H. Zainal Abidin Ishak (Ketua DPRD 
Morowali), Chaeruddin Zen (Sekretaris Kabupaten Morowali), 
12 anggota DPRD Kabupaten Morowali dari daerah pemilihan 
wilayah Bungku dan sekitarnya. Mereka ini mendapat dukungan 
dari Aminuddin Ponulele (Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua 
DPW Partai Golkar Sulawesi Tengah) serta mendapat dukungan 
politik dari Menteri Dalam Negeri. Dan kelompok kedua adalah 
elite sosial (ES) (functional actors) yang dimotori oleh Ramadhan, 
Burhan Hamading (Keduanya Pegawai Negeri Sipil di Palu) dan 
anggota KKB (Kerukunan Keluarga Bungku),  Rasyid Pusadan, 
dan Asmar Hamiri serta Hasyim Sunaro (Ketua Ikatan Persau

175	  Dalam undang-undang ini pada Bab V ketentuan peralihan pasal 22 ayat 
(1) berbunyi: Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang 
memadai bagi ibu kota Kabupaten Morowali, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) ibu kota sementara ditetapkan di Kolonodale”. Selanjutnya 
ayat (2) menyebutkan: “selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun 
ibu kota, Kabupaten Morowali yang definitif difungsikan”. Kemudian dalam 
penjelasan Pasal 10 ayat (2) dijelaskan: “yang dimaksud dengan Bungku 
sebagai ibu kota Kabupaten Morowali adalah sebagai wilayah yang berada 
di Kecamatan Bungku Tengah”. 

176 Elite Sosial dalam kubu Bungku kurang lebih 900-an aktor yang menanda
tangani “pernyataan” dukungan dalam “pergerakan” Bungku menjadi ibu 
kota definitif Kabupaten Morowali. (Lihat Dokumen Polemik Pemfungsian 
ibu kota Kebupaten Morowali Definitif di Bungku Sesuai UU Nomor 51 
Tahun 1999).
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daraan Masyarakat Bungku, IPMB). Kelompok ketiga adalah 
masyarakat (etnis) Bungku sebagai pendukung (referent object). 
Mereka mengklaim wilayahnya, terdiri dari Kecamatan Bungku 
Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Utara, 
Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan 
Menuai Kepulauan. Pada umumnya masyarakat di enam kecamat
an tersebut berasal dari etnis Bungku dan mayoritas beragama 
Islam. 

Logic of Threat (LoT)  atau isu yang dikembangkan oleh para 
elite politik lokal bahwa selama lima tahun ibu kota yang berstatus 
“sementara” berada di Kolonodale, Bungku yang ditetapkan sebagai 
ibu kota definitif oleh Undang-undang No 5 Tahun 1999 tidak 
mendapatkan porsi anggaran yang proporsional bahkan terkesan 
terjadi kesenjangan pembangunan dan diskriminatif kebijakan 
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Para elite politik 
lokal asal Bungku juga mengalami diskriminatif dalam pendistri
busian jabatan strategis di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. 
Masyarakat Bungku selama ini mengalami keterpurukan ekonomi 
dan meningkatnya tingkat buta huruf karena terbatasnya jumlah 
sarana pendidikan formal. Bahkan populasi masyarakat miskin 
jumlahnya semakin meningkat tanpa perhatian khusus oleh pihak 
pemerintah dalam hal ini Bupati Andi Muhammad. Oleh karena 
itu, komunitas etnis selama itu mengalami ketidakadilan pem
bangunan, bahkan etnis Bungku terancam termarjinal dalam 
lingkungan masyarakat Morowali secara umum. Demikian pula 
para kontraktor mengalami diskriminatif dalam pembagian proyek. 

Sementara itu, di pihak kubu Kolonodale juga memiliki tiga 
klasifikasi kelompok, yaitu kelompok elite politik lokal (EPL) 
(securitizing actors), yang dimotori oleh Bupati Andi Muhammad, 
Said Unok (Asisten III Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali), 
HM Badudin (Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali), 
Idris Abdul Kadir (Ketua DPC PBB Kabupaten Morowali), 12 
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kolonodale dan sekitarnya. 
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Mereka juga mendapat dukungan politik dari Jakarta, seperti, 
Rober Tobigo (Anggota DPD asal Provinsi Sulawesi Tengah), 
dan Laode Jenis (Anggota DPR-RI Komisi II). 

Kelompok kedua adalah elite sosial (ES) (functional actors)177 
atau (Social force) tokoh-tokohnya terdiri dari Ferry D Simbo, 
Ketua FPIK (Forum Pembela Ibu Kota Kolonodale, Yusril Ibrahim, 
Ketua FPPKM (Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten 
Morowali) dan para inisiator Pembentukan Kabupaten Morowali 
Utara. Kelompok ketiga adalah komunitas masyarakat etnis Mori 
yang mayoritas penganut agama Kristen serta Bugis, Jawa dan 
Kaili yang berdomisili di Kecamatan Kolonodale yang mayoritas 
beragama Islam (referent object). Para elite politik lokal dan elite 
sosial  mengklaim mendapatkan dukungan dari etnis Mori dan 
Bugis, Jawa dan Kaili serta mengklaim wilayahnya mencakup 
Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas, 
Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan 
Mamosalato,178 yang akan dipersiapkan menjadi Kabupaten 
Morowali Utara.

Logic of Threat (LoT) atau isu yang mereka kembangkan 
adalah jika ibu kota definitif pindah ke Bungku, maka eskalasi 

177	 Elite Sosial (ES) dalam kubu Kolonodale terdapat kurang lebih 500-an 
aktor yang melakukan penandatanganan “pernyataan sikap” mendukung 
dalam mempertahankan Kolonodale “tetap” sebagai ibu kota Kabupaten 
Morowali dan memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara 
(Pemekaran Kabupaten Morowali) sebagai solusi. (Lihat: Dokumen Surat 
Dukungan dan Pernyataan Sikap Masyarakat dalam Rangka Percepatan 
Proses Pemekaran Kabupaten Morowali, Forum Peduli Masyarakat Morowali, 
Oktober 2004).

178	 Kecamatan Mamosalato hasil Pemekaran Kacamatan Bungku Utara pada 
periode Bupati Andi Muhammad dengan tujuan untuk mencukupi jumlah 
kuantitas kecamatan sebagai persyaratan terbentuknya Kabupaten Morowali 
Utara yang menjadi bakal Pemekaran Kabupaten Morowali. Namun, 
Menurut salah seorang informan, Ramadhan, bahwa Kecamatan Bungku 
Utara dan Kecamatan Mamosalato akan menjadi “persoalan baru” jika 
terbentuknya Kabupaten Morowali Utara nanti, karena akan mendapat 
tantangan dan penolakan dari etnis Bungku. 
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pembangunan di Kolonodale mengalami “stagnasi” yang dapat 
berakibat terjadinya peningkatan kemiskinan dan kemelaratan 
yang dialami oleh etnis Mori dan Bugis. Mereka kwatir mengalami 
marjinalisasi politik dan ekonomi, terutama dalam penentuan 
porsi kebijakan pembangunan. Bahkan para elite politik lokalnya 
pun terancam tidak mendapatkan jabatan baik Bupati maupun 
ketua DPRD serta kepala dinas (SKPD), dan akan dikuasai oleh 
para elite politik lokal Bungku. Hal ini akan membahayakan 
eksistensinya. Oleh karena itu, menurutnya, Kolonodale harus 
dipertahankan tetap menjadi ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali apapun resikonya. 

Kedua kubu yang bersebrangan ini masing-masing mem
pertahankan sikap dan karakter egonya dengan segala agrumentasi 
dan asumsinya bahwa berjuang demi kepentingan rakyat dan 
kemajuan pembangunan daerah, tetapi dibalik itu, para elite 
politik lokal memiliki agenda besar yang terselubung yang tak 
terjangkau oleh logika politik masyarakat bawah. Agenda politik 
para elite politik lokal sesungguhnya adalah memperebutkan 
jabatan politik dan sumber daya (ekonomi). 

A. Pergerakan Pemindahan Ibu Kota Definitif  
Kabupaten Morowali ke Bungku
Sejak peresmian Kabupaten Morowali pada tanggal 12 

Oktober 1999 yang dilandasi dengan Undang-undang No 51 
Tahun 1999. Kemudian Menteri Dalam Negeri mengangkat Drs. 
H. Tato Masyituju sebagai pejabat Bupati Kabupaten Morowali 
atas usulan Gubernur Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele. 
Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah No 22 Tahun 
1999, pejabat Bupati selama menjabat memiliki tugas membentuk 
tiga perangkat pemerintah daerah, yaitu membentuk perangkat 
organisasi pemerintahan daerah, membentuk DPRD dan mem
fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Bupati). Di samping itu juga, 
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Pejabat Bupati dapat membangun fasilitas perkantoran dan 
sarana-sarana jalan di Bungku sebagai ibu kota definitif. 

Periode kepemimpinan Bupati Tato Masyituju kehidupan 
sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Morowali relatif stabil 
dan rukun, karena Tato Masyituju dalam posisi netral. Tato 
Masyituju berasal dari etnis Kaili179 yang beragama Islam. Namun, 
kondisi ini hanya berjalan singkat. Menurut pengakuan, Ramadhan, 
“Bupati Tato Masyituju dalam menjalankan fungsi dan tanggung
jawabnya sebagai kepala daerah berdasarkan perintah undang-
undang No 51 Tahun 1999. Bahkan beliau itu termasuk peletak 
batu pertama pembangunan MTQ di Bungku sehingga ada 
bangunan baru yang tampak”.180 Tetapi, pasca Tato Masyituju, 
dan beberapa bulan  kemudian pemilihan Bupati definitif periode 
2002-2007 (waktu itu masih dipilih oleh anggota dewan). Pemilihan 
Bupati tersebut diikuti oleh dua paket kandidat, dan dimenangkan 
oleh pasangan Andi Muhammad dan Datlin Tamalagi yang 
diusung partai Golkar. Di awal periode Bupati Andi Muhammad 
telah mulai nampak silang pendapat para elite politik lokal di 
Kabupaten Morowali, terutama berkaitan dengan pendistribusian 
jabatan publik (kepala Dinas/SKPD), yang kemudian merabah 
masuk ke wilayah isu-isu  status lokasi ibu kota dan pemekaran 
wilayah. 

Kepemimpinan Bupati Andi Muhammad dan Datlin Tamalagi 
berjalan kurang lebih satu tahun, oleh pihak kubu Bungku 
memandang bahwa tidak ada indikasi kebijakan pembangunan 
diarahkan ke Bungku sebagai ibu kota definitif. Padahal undang-

179	 Etnis Kaili merupakan suku bangsa asli (putra daerah) Provinsi Sulawesi 
Tengah dan memiliki tingkat populasi yang tinggi dibandingkan dengan 
etnis lainnya. Mereka pada umumnya bertebaran di berbagai daerah 
(kabupaten) di Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka lebih banyak berdomisili 
di Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Palu (Lihat Provinsi Sulawesi Tengah 
Dalam Angka Tahun 2009).

180	 Wawancara dengan Ramadhan Ketua Lembaga Lentera Bangsa dan Anggota 
Kerukunan Keluarga Bungku (KKB) pada tanggal 21 November 2009.



109

undang No 51 Tahun 1999 mengamanatkan kepada pemerintah 
daerah untuk pembangunan berbagai fasilitas perkatoran dan 
sarana transportasi dalam rangka persiapan pemindahan ibu kota 
definitif di Bungku. Malah sebaliknya, anggaran pembangunan 
setiap tahunnya lebih dikosentrasikan di Kolonodale sementara 
Kolonodale hanya merupakan ibu kota sementara. Hal inilah 
yang membuat kecewa oleh para elite sosial (social elites) kubu 
Bungku sehingga melakukan protes terhadap kebijakan Bupati 
Andi Muhammad. Elite Sosial (ES) ini kemudian menebar isu-
isu ketidakadilan pembangunan dan diskriminatif kebijakan yang 
dialami masyarakat Bungku sebagai langkah strategi dalam 
menggalang massa bawah (grass root). Strategi ini pun amat efektif 
dan berhasil melakukan mobilisasi massa. Mobilisasi massa yang 
militansi dan radikal ini mereka menyebutnya sebagai “pergerakan” 
untuk merebut ibu kota definitif untuk dipindahkan ke Bungku 
dan difungsikannya berdasarkan undang-undang No 51 Tahun 
1999. Aksi-aksi mobilisasi massa secara kolosal yang dilakukan 
oleh elite sosial Bungku menjadikan argumentasi yuridiksi sebagai 
tamen politik dalam melakukan manuver-manuver dalam mem
perjuangkan kepentingan politiknya. Justifikasi hukum tersebut 
lebih realistis dan rasional serta mudah diterima oleh berbagai 
elemen kekuatan etnis Bungku dalam berjuang merebut ibu kota 
tersebut.

Kubu Bungku terdiri dari tiga lapisan kelompok yang ter
integrasi satu dengan lainnya. Lapisan pertama adalah kelompok 
Elite Politik Lokal (EPL). Mereka yang masuk dalam kategori 
ini adalah politisi dan pejabat (birokrat) baik pada level lokal 
maupun di tingkat pusat, yang memiliki kekuasaan dalam peng
ambil keputusan dan kebijakan publik. Sementara lapisan kedua 
adalah kelompok Elite Sosial (ES) yang terdiri dari anggotanya 
berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) golongan III ke bawah serta pengusaha (kontraktor).
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Dan lapisan ketiga adalah kelompok masyarakat sebagai basis 
massa etnik pendukung yang fanatik terhadap Elite Politik Lokal 
(EPL) dan Elite Sosial (ES). 

Kelompok lapisan pertama Elite Politik Lokal (EPL) dalam 
kubu Bungku terdiri dari Zainal Abidin Ishak (Ketua DPRD 
Kabupaten Morowali) berasal dari etnis Toraja, Provinsi Sulawesi 
Selatan dan beragama Islam. Tapi ia telah lama berdomisili dan 
berkecimpung sebagai pengusaha dan politisi di Bungku. Istrinya 
merupakan masih memiliki hubungan geneologis etnis Bungku. 
Chaeruddin Zen memegang jabatan selaku Sekretaris Kabupaten 
Morowali, etnis Bungku dan beragama Islam. Abudin Halilu, 
wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali, etnis Bungku dan 
penganut agama Islam. Datlin Tamalagi181 Wakil Bupati Morowali, 
etnis Mori dan beragama Kristen. Aminuddin Ponulele, Gubernur 
Provinsi Sulawesi Tengah, etnis Kaili, Islam memegang jabatan 
Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah memiliki hubungan 
struktural kepartaian dengan Zainal Abidin Ishak selaku Ketua 
DPD Partai Golkar Kabupaten Morowali. Murad U. Nasir, Ketua 
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Wakil Ketua DPD Partai 
Golkar Provinsi Sulawesi Tengah, etnis Banggai, Islam. Dan 11 
anggota DPRD Morowali yang berasal dari daerah pemilihan 
wilayah Bungku sekitarnya. 

Lapisan kedua adalah kelompok Elite Sosial (ES) yang ter
masuk anggotanya terdiri dari: (KKB) Kerukunan Keluarga 
Bungku Palu (Drs. Asmar Amiri, Drs. Muhammad Nur Taha, 
Ramadhan, S.Sos, dan Burhan Hamading), Lentera Bangsa 

181	 Datlin Tamalagi sebelumnya pro dengan Bupati Andi Muhammad. Namun 
dalam perkembangan situasi politik dan kemasyarakatan di Morowali, Andi 
Muhammad dalam posisi terjepit karena menjadi tersangka dugaan korupsi 
dana pemekaran Morowali dan memiliki indikasi kuat akan dinonaktifkan 
selaku Bupati Morowali. Kemudian Datlin Tamalagi selaku wakil Bupati 
Morowali memanfaatkan momen politik untuk masuk ke kubu Bungku 
dengan harapan Gubernur Aminuddin Ponulele akan melantik menjadi 
Plt. Bupati Morowali untuk menggantikan sementara Andi Muhammad. 
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(Ramadhan, S.Sos, Ketua), (PPPMIB) Persatuan Pemuda Pelajar 
dan Mahasiswa Indonesia Bungku, (IPMB) Ikatan Persaudaraan 
Masyarakat Bungku (Hasyim Sonaro, Ketua), (FMM) Forum 
Mahasiswa Morowali (Kuswandi Usman, Koordiantor), (PPPMM) 
Pengurus Pusat Persatuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa 
Morowali, (FMPM) Forum Mahasiswa Pelajar Morowali, Ahmad 
S Tokoh (Tokoh Masyarakat Bungku), H.Alie B Ointu (Tokoh 
Masyarakat Bungku), M. Syahrul Rone (Tokoh Pemuda), Alimudin 
(Mahasiswa), Ir. Rasyid Pusadan (Anggota KKB Palu) dan 47 
PNS yang melakukan pembangkangan terhadap Bupati Andi 
Muhammad dan berkantor di Bungku serta berasal dari etnis 
Bungku. 

Lapisan ketiga, adalah masyarakat etnis Bungku yang mayoritas 
beragama Islam sebagai basis massa pendukung yang fanatik 
dalam pergerakan berjuang merebut ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali. Kubu ini kemudian mengklaim enam kecamatan 
sebagai wilayahnya, terdiri dari: Kecamatan Bungku Tengah, 
Bungku Utara, Bungku Barat, Bungku Selatan, Kepulauan Menui 
dan Bahodopi. 

Pergerakan untuk memindahkan ibu kota dari Kolonodale 
ke Bungku diwujudkan dengan unjuk rasa yang dihadiri ribuan 
masyarakat Bungku pada akhir September 2001.182 Mereka 
menuntut Bupati Andi Muhammad dapat merealisasikan amanat 
undang-undang No 51 Tahun 1999 yaitu memfungsikan Bungku 
sebagai ibu kota definitif Kabupaten Morowali. Ramadhan, Ketua 
LSM Lentera Bangsa dan tokoh pemuda Bungku mengatakan 
bahwa secara realitas Bungku Tengah sebenarnya layak ditunjuk 
sebagai ibu kota Kabupaten, selain lokasinya memungkinkan 

182	 Lihat, “Dokumen Kajian Daerah Terhadap Aspek Teknis Pemekaran 
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah”, tentang unjuk rasa masya
rakat Bungku di Kolonodale yang dimotori oleh kelompok  “elite menengah” 
berlangsung dua kali selama bulan September 2001. Namun, mereka tidak 
mendapat tanggapan dari Bupati Andi Muhammad. 
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basis penduduk dan potensi sumber dayanya juga memadai. 
Sedangkan untuk lokasi eks pembangunan gedung MTQ dapat 
digunakan sebagai lokasi perkatoran sementara, sambil menunggu 
penyelesaian pembangunan kantor.183 Namun kenyataannya, sikap 
Bupati Andi Muhammad seolah-olah tidak memperhatikan 
keinginan masyarakat Bungku selama ini. Bupati lebih mem
fokuskan kegiatannya di Kolonodale sehingga kestabilan proses 
pemerintahan semakin tidak jelas dan pelayanan kepada masyara
katpun semakin tidak maksimal. Dirinya khawatir kalau keadaan 
seperti itu dibiarkan berlarut-larut akan dijadikan komoditi politik 
kelompok tertentu. Apalagi menjelang pemilihan umum (baca: 
pemilihan legislatif 2004) nanti akan terjadi tarik menarik kepen
tingan antara satu kubu dengan kubu lain akibatnya yang rugi 
justru masyarakat, sebab baik Bupati, wakil bupati maupun sekda 
Morowali masing-masing memiliki kepentingan dalam hal 
penetapan ibu kota Kabupaten Morowali.184 Ramadhan mene
gaskan bahwa, “kalau pemerintah tetap seperti ini, jangan ber
mimpi Kabupaten Morowali akan sejajar dengan daerah-daerah 
lain. Lebih baik Bupati Andi Muhammad mundur daripada 
menyengsarakan rakyat banyak”. Pembentukan Kabupaten 
Morowali berdasarkan dengan UU Nomor 51 Tahun 1999 
bersamaan dengan Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai 
Kepulauan. Kedua Kabupaten tersebut relatif maju dan stabil 
dibandingkan dengan Kabupaten Morowali.

1. Rapat Akbar Strategi Mobilisasi Massa

Rapat akbar masyarakat Bungku merupakan perwujudan 
kekecewaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali 
yang dipimpin oleh Bupati Andi Muhammad. Rapat akbar 
berlangsung di Bungku pada hari Minggu, 14 September 2003 
yang diprakarsai oleh kelompok Elite Sosial (ES). Representasi 

183	 Lihat Radar Palu, Rabu 11 Juni 2003.
184	 Ibid. 
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dari kelompok menengah ini masing-masing mewakili setiap 
kecamatan dan lembaga-lembaga sosial yang berada di wilayah 
Bungku. Mereka itu adalah Hasyim Sonaru (Ketua IPMB: Ikatan 
Persaudaraan Masyarakat Bungku), Rasyid Pusadan (KKB: 
Kerukunan Keluarga Bungku Palu), Syarifuddin Hadie (KKB: 
Kerukunan Keluarga Bungku Makassar), Ahmadi (KKB: Kerukunan 
Keluarga Bungku Luwuk), Sofyan Mamang (Kecamatan Menui 
Kepulauan), Sudirman AR (Kecamatan Bungku Selatan), Sidik 
Djanudin (Kecamatan Bahodopi), Sukban Laonu (Kecamatan 
Bungku Tengah), Taslim (Kecamatan Bungku Barat), Mujahid 
(Kecamatan Bungku Utara), Subhan Matoran (Tokoh Mahasiswa), 
dan Marwiah (Tokoh Perempuan). Mereka ini memiliki pengaruh 
kuat terhadap elite politik lokal (EPL) serta mampu menggerakkan 
massa bawah (mobilisasi) untuk melakukan gerakan tekanan 
politik terhadap elite politik lokal. Elite sosial (ES) ini mampu 
menjembatani kepentingan elite politik lokal dalam political event, 
seperti halnya pemilihan legislatif daerah (anggota DPRD), 
pemilihan kepala daerah (Bupati dan Gubernur).

Warga Bungku Kabupaten Morowali mengancam akan 
mendeklarasikan realisasi Undang-undang No 51 Pasal 10 dan 
Undang-undang No 52 Pasal 1 mengenai ibu kota Kabupaten 
Morowali. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa 
Bungku adalah ibu kota Kabupaten Morowali. Menurut Ramadhan, 
Pengurus Ikatan Persaudaraan Masyarakat Bungku (IKMB), 
“Kolonodale itu hanya ibu kota kabupaten yang bersifat sementara 
saja sembari menunggu dibangunnya sarana dan prasarana untuk 
mendukung penempatan ibu kota Morowali”.185 Ancaman itu, 
katanya, disepakati bersama dalam Pertemuan Akbar Masyarakat 
Bungku yang dihadiri oleh warga dari enam kecamatan, yaitu 
Kecamatan Menui Kepulauan, Bungku Selatan, Bungku Utara, 
Bungku Barat, Bahodopi, dan Bungku Tengah. 

185	 Lihat Radar Sulteng, Sabtu 20 September 2003.
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Mencermati pelaksanaan UU Nomor 51 Tahun 1999 Pasal 
10 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang telah berjalan selama 
4 tahun, nampaknya belum ada langkah-langkah konkrit dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk merealisasikan 
amanat undang-undang tersebut walaupun telah mendapat 
penegasan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 
135/115/OTDA Tanggal 12 Februari 2002 perihal langkah-
langkah persiapan atau progres pelaksanaan pemindahan, dan 
juga Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor 
135/0656/RO.PEM.G.ST Tanggal 17 April 2002 perihal untuk 
segera memindahkan ibu kota kabupaten. Namun, sampai saat 
ini baik eksekutif maupun legislatif belum mengambil langkah-
langkah konkrit untuk pemfungsian ibu kota Kabupaten Morowali 
yang definitif di Bungku, bahkan dalam pelaksanaan kegiatan 
pembangunan telah diarahkan ke ibu kota sementara di Kolonodale, 
dan perkembangan terakhir Bupati Morowali Andi Muhammad 
telah melakukan upaya pemekaran yang nota bene melanggar 
undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 
karena tidak melaporkan kepada Gubernur, sementara ibu kota 
Kabupaten definitif belum difungsikan. 

Pertemuan akbar tersebut, menurut Ramadhan, anggota 
Kerukunan Keluarga Bungku (KKB), pertemuan akbar itu juga 
dihadiri oleh Kerukunan Keluarga Bungku (KKB) Palu, KKB 
dan Mahasiswa Bungku di Makassar, KKB Banggai dan KKB 
Poso. “Semua hadir itu menyetujui kesepakatan yang dilahirkan 
dalam pertemuan tersebut”.186 Empat poin penting yang menjadi 
kesepakatan bersama dalam rapat akbar tersebut, sebagai berikut:

1.	 Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Legislatif 
dan Eksekutif ) untuk segera mengfungsikan ibu kota Kabupaten 
Morowali definitif di Bungku, paling lambat tanggal 15 
Oktober 2003 dengan alasan prasarana dan sarana sudah siap.

186	 Wawancara dengan Ramadhan, 25 November 2009.
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2.	 Mendesak DPRD Kabupaten Morowali untuk merevisi kembali 
APBD Kabupaten Morowali 2003 agar pembangunan sarana 
kepamongprajaan dan kantorr DPRD diarahkan ke Bungku 
sebagai ibu kota Kabupaten Morowali definitif.

3.	 Mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemerintah dalam 
merealisasikan pemfungsian ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali.

4.	 Apabila Pemda Kabupaten Morowali tidak mengindahkan 
poin 1 di atas maka masyarakat Bungku di 6 Wilayah Kecamatan 
sepakat mendeklarasikan Kabupaten Morowali di Bungku 
pada tanggal 20 Oktober 2003.187 

Masyarakat Bungku dengan semangat dan harapan besar 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, terutama 
kepada Bupati Andi Muhammad untuk mematuhi hasil kese
pakatan dalam rapat akbar yang lalu. Namun, jika hal itu tidak 
diindahkan oleh Bupati Andi Muhammad akan menjadi risiko 
sosial politik. Masyarakat Bungku akan melaksanakan tindakan 
menurut dirinya sendiri. Pernyataan, salah seorang tokoh pemuda 
Bungku, Ramadhan, bahwa, “kalau sampai deadline yang kami 
berikan sampai tanggal 15 Oktober lantas tidak diindahkan, maka 
jangan salahkan warga Bungku kalau pada tanggal 20 Oktober 
akan mendekralarasikan pemfungsian ibu kota”, bahkan menurut
nya, sikap Bupati Morowali Andi Muhammad yang menyurat 
langsung ke Mendagri untuk memekarkan Kebupaten Morowali 
menjadi Kabupaten Bungku dan Kolonodale, bukan merupakan 
jalan keluar dari pemfungsian ibu kota  Kabupaten dan menunjuk
kan sikap panik bupati atas persoalan tersebut”.188 Manuver politik 

187	 Lihat Dokumen Kerukunan Keluarga Bungku (KKB) Palu dan Radar 
Sulteng, 20 September 2003. Dalam dokumen pernyataan tersebut, tertera 
kurang lebih 600 masyarakat yang menandatangani sebagai dukungan 
moral. 

188	 Radar Sulteng, 20 September 2003 dan Kolaborasi hasil wawancara dengan 
Ramadhan. 
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Bupati Andi Muhammad membangun konsesi politik dengan 
anggota DPR RI Komisi II merupakan indikasi kuat betapa dia 
lebih mementingkan kepentingan pragmatisme politik dengan 
tetap ingin mempertahankan kekuasaannya, tanpa concern terhadap 
tuntutan masyarakat Bungku. 

Dengan kenyataan sosial politik yang kian memanas, Ramadhan, 
menghimbau kepada anggota DPRD Kabupaten Morowali agar 
memberikan dukungan politisnya atas realisasi undang-undang 
pemekaran itu, dan khususnya kepada Hims Larope Ketua Komisi 
C DPRD Kabupaten Morowali agar puasa bicara hal-hal yang 
keluar dari makna dan maksud undang-undang pemekaran itu. 
“Kami khawatir, akibat pernyataan anggota dewan yang tidak 
sesuai dengan undang-undang pemekaran, justru akan berdampak 
pada terjadinya benturan antar masyarakat. Maka saya sepakat 
dengan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Zainal Abidin Ishak 
bahwa jangan membenturkan kepentingan masyarakat Morowali”.189 

Manuver politik yang dilakukan oleh kubu Bungku yang 
dimotori oleh Ramadhan untuk mendapatkan dukungan publik 
yang lebih luas terutama dalam memengaruhi Pemerintah Daerah 
dan sebagian masyarakat Kolonodale tidak semulus yang di
harapkannya. Ini terbukti adanya tantangan dari Ferry Siombo, 
Sekretaris Forum Peduli Masyarakat Morowali (FPMM). Dalam 
pernyataannya, menyatakan bahwa, “Bungku belum memiliki 
fasilitas memadai untuk mendukung kelancaran roda pemerintah
an, sehingga belum tepat untuk difungsikan sebagai ibu kota 
definitif Kabupaten Morowali”.190 Pada kesempatan yang sama, 
Ramadhan, tokoh pergerakan Bungku merebut ibu kota Bungku 
menanggapi pernyataan, Ferry Siombo itu. Ia menyatakan bahwa 
pernyataan Ferry Siombo semakin membuktikan bahwa yang 
bersangkutan justru tidak mengetahui persoalan sebenarnya dari 

189	 Lihat Radar Sulteng, 20 September 2009. 
190	 Lihat Radar Sulteng, 7 November 2003.
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tuntutan masyarakat Bungku untuk merealisasikan pemfungsian 
ibu kota Kabupaten Morowali. 

“Ferry itu tidak tahu subtansi masalah yang sebenarnya. Nah, 
karena dia tidak tahu menahu soal masalah ibu kota Morowali 
maka sebaiknya diam saja dan tidak usah beri pernyataan yang 
kemudian menjadi bias.” Ramadhan pun dengan nada kesal 
dengan mimik yang emosional, melontarkan pernyataan bahwa 
pernyataan Ferry Siombo itu sangat tidak menyentuh pada 
persoalan sesungguhnya dan dikhawatirkan pernyataan itu bisa 
menyulut terjadinya konflik horizontal antar masyarakat. Sebab, 
masyarakat dari enam kecamatan di Bungku sudah sepakat dalam 
mendeklarasi untuk memfungsikan Bungku sebagai ibu kota 
Morowali”.191 Menurutnya, bahwa:

“Pemfungsian Bungku sebagai Ibu kota Morowali itu bukan tanpa 
alasan dan bukan semata-mata karena atas keinginan masyarakat 
Bungku semata, tetapi pemfungsian itu karena tuntutan undang-
undang No 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten 
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 
Dalam Pasal 10 ayat 2 UU Nomor 51 Tahun 1999 itu disebutkan 
bahwa ibu kota Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku. 
Kemudian, pada Pasal 22 ayat 1, disebutkan bahwa sementara 
menunggu kesiapan prasarana yang memadai bagi ibu kota 
Kabupaten Morowali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
2, ibu kota sementara ditetapkan di Kolonodale.192 

Argumentasi kubu Bungku menekankan bahwa legalitas 
pemfungsian Bungku sebagai ibu kota definitif tidak hanya 
ditekankan pada Undang-undang No 51 Tahun 1999, tetapi 
dijelaskan juga pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/115/

191	 Radar Sulteng, 7 November 2003.
192	 Wawancara dengan Ramadhan (Ketua LSM Lentora Bangsan dan Pengurus 

Kerukunan Keluarga Bungku), 25 November 2009 dan lihat juga Radar 
Sulteng, 7 November 2003.
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OTDA, tanggal 12 Februari 2002, yang ditujukan kepada 
Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati Morowali. Dalam surat 
tersebut menekankan bahwa Menteri Dalam Negeri meminta 
agar Bupati Morowali, Andi Muhamma AB segera menginfor
masikan langkah-langkah persiapan dan/atau progress pelaksanaan 
pemindahan ibu kota Morowali dari Kolonodale ke Bungku di 
Kecamatan Bungku Tengah. 

Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti lagi dengan surat 
Gubernur Sulteng, Aminuddin Ponulele bernomor 135/0656/
R0.PEM-GST, tanggal 17 April 2002, yang ditujukan kepada 
Bupati Morowali, Andi Muhammad AB. Selanjutnya, Gubernur 
Sulawesi Tengah kembali menyurati Bupati Banggai Kepulauan, 
dan Morowali mengenai ibu kota Kabupaten berdasarkan Undang-
undang Nomor 51 Tahun 1999 itu. Kemudian, DPRD Kabupaten 
Morowali mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 03/DPRD/2003, 
tanggal 17 Oktober 2003. 

Berdasarkan atas semua aturan tertulis itu, masyarakat Bungku 
kemudian menyikapinya dengan melakukan pertemuan yang 
melahirkan dekralasi Bungku. Deklarasi itu melahirkan beberapa 
penekanan, yang antara lain, bahwa tanggal 20 Oktober 2003, 
ibu kota Kabupaten Morowali definitif difungsikan di Bungku. 
Deklrasai itu ditandatangani oleh perwakilan enam kecamatan 
di Bungku. Sehari setelah itu, ditetapkan jadwal tahapan pelaksana
an aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Morowali 
di Bungku. Tahap I delapan instansi sudah harus berkantor di 
Bungku, yaitu kantor Bupati Morowali, kantor Sekretariat DPRD 
Morowali, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Permukiman dan Prasarana 
Wilayah, Dinas Pendapatan dan Dinas Nakertrans. 

Pada tahap II, sejak tanggal 1 Desember 2003 adalah Bappeda, 
Dinas Pertanian, BPMD dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran. 
Kemudian tahap III, dimulai 1 Maret 2004 adalah Dinas Kelautan 
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dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan 
Energi serta Badan Kesbang dan Linmas. Tahap IV dimulai, 1 
Juli 2004, adalah Dinas Sosial, Bawasda, Badan Diklat, Badan 
Pengelola Rumah Sakit, BKKBN dan BPS. 

Penetapan jadwal tahapan ini ditandatangani oleh Wakil 
Bupati, Drs. Datlin Tamalagi,193 disaksikan oleh 10 orang anggota 
DPRD Kabupaten Morowali, Kerukunan Keluarga Bungku 
(KKB), Ikatan Pelajar Mahasiswa Bungku (IPMB), Mahasiswa 
Bungku dan Tokoh masyarakat. Penetapan tahapan itu ditem
buskan kepada Presiden RI, Ketua MPR-RI, Ketua DPR-RI, 
Mendagri, Gubernur Sulteng dan Ketua DPRD Sulteng. 

Tindakan politik dan kebijakan yang dilakukan oleh Datlin 
Tamalagi selaku Wakil Bupati Kabupaten Morowali merupakan 
“starting point” muncul indikasi terjadinya konflik kepentingan 
politik elite politik dalam domain pemekaran wilayah di Kabupaten 
Morowali. Pemindahan ibu kota dari Kolonodale ke Bungku 
hanya merupakan bagian dari skenario para elite politik untuk 
memecah belah masyarakat Morowali untuk mendapatkan dukung
an politik menuju Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2007 dan 
Pemilihan Legislatif 2004. Namun, sebelumnya kebekuan hubungan 
politik dengan Ketua DPRD Morowali Zainal Abidin Ishak dan 
Bupati Andi Muhammad telah terjadi yang disebabkan Ketua 
DPRD, Zainal Abidin Ishak mengeluarkan rekomendasi atas 

193	 Penandatanganan oleh Wakil Bupati, Drs. Datlin Tamalagi tanpa persetujuan 
Bupati Morowali, Andi Muhammad AB, waktu itu berada di Jakarta. Wakil 
Bupati Datlin Tamalagi menandatangani dengan terpaksa karena mendapat 
tekanan dari Warga Bungku di Kecamatan Bungku Tengah. Menurut 
beberapa Informan, ini merupakan awal momentum perpecahan kongsi 
politik antara Bupati Andi Muhammad dengan Wakil Bupati Datlin Tamalagi. 
Bupati Andi Muhammad AB memandang bahwa kebijakan politik yang 
lakukan oleh Wakil Bupati Datlin Tamalagi adalah tindakan “menikam dari 
belakang”. Hal inilah awal dari konflik kepentingan politik dari elite politik 
dalam pemekaran wilayah kabupaten Morowali. Tindakan politik dan 
kebijakan yang dilakukan oleh Datlin Tamalagi mendapat dukungan politik 
dari Gubernur Sulteng, Aminuddin Ponulele. 
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nama DPRD Kabupaten Morowali Nomor:03/DPRD/2003 
perihal tentang Pemfungsian ibu kota definitif Kabupaten Morowali 
di Bungku. Hal ini mendapat tantangan serius dari Bupati Andi 
Muhammad AB mengatakan bahwa walaupun apa yang terjadi 
tidak akan memindahkan ibu kota dari Kolonodale ke Bungku.194  

Maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh kedua pihak, 
yaitu kubu masyarakat Bungku yang terus berjuang dengan segala 
langkah strategis baik manuver politik melalui tekanan terhadap 
elite politik maupun mobilisasi massa agar supaya Pemerintah 
Daerah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Andi Muhammad 
dapat segera memindahkan ibu kota definitif ke Bungku. Semen
tara itu, kubu masyarakat Kolonodale tetap bertahan untuk 
mempertahankan ibu kota Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten 
Morowali. Hal inilah yang membuat Ketua DPRD Kabupaten 
Morowali terpaksa melontarkan statemen bahwa “jangan bentur
kan kepentingan masyarakat”.195 Selanjutnya ia menyatakan 
bahwa, “pada prinsipnya komitmen dengan Undang-undang 
Nomor 51 Tahun 1999, tentang penetapan Kabupaten Morowali, 
khususnya soal penempatan ibu kota Kabupaten”.196

Soal pemindahan (pemfungsian) ibu kota yang ditetapkan 
di wilayah Bungku, lembaga Wakil Rakyat berjanji tidak akan 
membenturkan kepentingan masyarakat. “Kita tetap komit dengan 
undang-undang tersebut dan dewan tidak akan membenturkan 
kepentingan masyarakat”, kata Zainal Abidin Ishak. Menurut 
Ketua DPRD Kabupaten Morowali itu, langkah awal soal desakan 
pemindahan ibu kota yang menurut rencana ditetapkan di dua 
wilayah, yakni Kolonodale dan Bungku. Selaku pimpinan di 
lembaga itu pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada 
komisi-komisi di dewan, khususnya yang membidangi peme

194	 Wawancara dengan Burhan Hamadin, Pengurus Kerukunan Keluarga 
Bungku (KKB) pada tanggal 17 Desember 2009. 

195	 Lihat Radar Sulteng, 19 September 2003.
196	  Ibid.
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rintahan dan pembangunan untuk segera menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat yang masuk ke dewan”.197 Memang Zainal kala itu 
membangun citra politik untuk tidak mau gegabah dalam meng
ambil keputusan politik karena ia memposisikan dirinya sebagai 
wakil rakyat. Hal ini kemudian, Zainal gerah terhadap tekanan 
dan cercaan dari masyarakat Kolonodale, maka Zainal kemudian 
mengambil sikap politik, yaitu mendukung perjuangan masyarakat 
Bungku dan bahkan menentang rencana Bupati Andi Muhammad 
yaitu keinginan “mementahkan” amanat UU No 51 Tahun 1999 
itu. Menurut Ramadhan, inilah awal “retaknya” hubungan kedua 
elite politik lokal di Kabupaten Morowali.198

Zainal yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten 
Morowali mengatakan, rencana dua ibu kota di wilayah hasil 
pemekaran ini, yakni konsekuensi membutuhkan perjuangan 
yang berat. “Ibu kota pindah saja sangat berat apalagi kalau 
menempatkan di Kolonodale dan di Bungku ini membutuhkan 
perjuangan yang panjang”. Namun,Masyarakat Bungku tetap 
melancarkan desakannya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten 
Morowali. Salah satu serpihan dari kelompok Elite Sosial (ES) 
kubu Bungku, yaitu Forum Mahasiswa Peduli Morowali (FMPM) 
melalui ketuanya, Kuswandi Usman, mendesak Pemerintah 
Daerah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Andi 
Muhammad untuk memfungsikan ibu kota Kabupaten Morowali 
definitif Bungku paling lambat 15 Oktober 2003. 

Sekretaris Forum Mahasiswa Peduli Morowali (FMPM), 
Rifai Sanusi, mengatakan bahwa baik eksekutif maupun legislatif 
untuk tidak berjalan pada keinginannya sendiri. Artinya harus 
berjalan pada aturan yang berlaku, yakni UU Nomor 51 Tahun 
1999, sebab itulah merupakan aturan yang harus dilaksanakan 
tanpa ada tawaran lagi, karena sudah sangat tegas (pasal 10 ayat 

197	  Ibid.
198	 Wawancara dengan Ramadhan, tanggal 27 November 2009.
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2) bahwa ibu kota Kabupaten Morowali di Bungku.199 Ia menam
bahkan bahwa UU Nomor 51 Tahun 1999 sudah tidak bisa 
“dipolitisir” dan sebaiknya tidak bikin pembohongan publik”. 
“Masyarakat Morowali sudah tahu kalau ibu kota Kabupaten 
Morowali di Bungku”.200 Indikasi mempolitisir subtansi undang-
undang No 51 Tahun 1999 oleh pihak kubu Bupati Andi 
Muhammad, yaitu upaya keinginan untuk merubah makna isi 
dari Undang-undang tersebut bahwa sebagai solusi dari konflik 
masyarakat Morowali hendaknya diupayakan Kolonodale dijadikan 
sebagai ibu kota Kabupaten Morowali dan Bungku di Mekarkan 
menjadi Kabupaten tersendiri. Wacana ini pun kian bergulir dan 
merambah masyarakat level bawah yang membuatnya masyarakat 
Morowali terpecah dalam dua komunitas besara yaitu etnis 
Bungku201 dan Mori. Kedua komunitas etnis tersebut hingga kini 
dalam kondisi sosial kemasyarakatan terjadi saling curiga yang 
sebelumnya tidak pernah terjadi. 

2. Kubu Bungku Menggelar Aksi Massa

Elite Sosial (ES) Bungku dan Masyarakat Bungku merasa 
kecewa karena tidak ada tindakan konkrit (political will) dari 
Bupati Andi Muhammad untuk memenuhi tuntutan mereka 
untuk memindahkan ibu kota ke Bungku. Kekecewaan ini kemu
dian diwujudkan dalam bentuk ancaman aksi besar-besaran yang 
dilakukan oleh massa Bungku. Kubu Bungku yang dikawal oleh 
Forum Rakyat Bersatu (FORBES) yang dikoordinir oleh Kuswandi 
akan melakukan aksi besar-besaran yang melibatkan segenap 
elemen kekuatan masyarakat Bungku. 

199	 Lihat Radar Sulteng, 3 Oktober 2003.
200	 Ibid.
201	 Etnis Bungku pendukung untuk pemindahan ibu kota definitif ke Bungku 

dan etnis Mori mendukung Bupati Andi Muhammad untuk tetap mem
pertahankan ibu kota Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali, 
bahkan mendukung agar supaya Kabupaten Morowali dijadikan dua 
Kabupaten, yaitu Kabupaten Labuha dan Kabupaten Morowali Utara.
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FORBES (Forum Rakyat Bersatu) menggelar aksi massa 
pada tanggal 5 Agustus 2003 melibatkan massa kurang lebih 
1500-an orang yang terdiri dari elemen masyarakat Bungku 
termasuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bungku.202 Aksi 
massa tersebut dipusatkan di perbatasan antara wilayah Malino. 
Dari keterangan Kuswandi, jika dalam aksi tidak mendapat 
respons pemerintah kabupaten Morowali, aksi tersebut berlanjut 
ke Kolonodale.203 

Diperbatasan, Kuswandi, hanya untuk konsentrasi massa, 
sambil melakukan mobilisasi massa setiap saat.”Aksi tersebut 
sebagai protes masyarakat Bungku terhadap kebijakan Bupati 
Morowali Andi Muhammad yang hanya memfungsikan tujuh 
kantor instansi Pemkab Morowali di Bungku”.204 Sementara itu, 
Sahrul Rone, salah seorang tokoh pemuda Bungku, mengatakan,” 
aksi tanggal 5 Agustus merupakan pressure seluruh masyarakat 
Bungku dan dimotori oleh seluruh komponen pergerakan di 
Bungku. “Ketika sampai tanggal tersebut, tidak ada langkah 
konkrit Bupati, berarti Bupati tidak memiliki kemampuan politik 
untuk melaksanakan perintah Mendagri”.205 Menanggapi aksi 
penyegelan kantor oleh kubu FPIK, Sahrul Rone menilai tindakan 
tersebut sebagai sikap arogan yang berlebihan dan tidak memahami 
pesan yang terkandung dalam UU Nomor 51 Tahun 1999 dan 
juga surat Mendagri”.Termasuk rekomendasi Ketua DPRD 
Morowali, Zainal Abidin Ishak tidak di patuhinya. 

Kosentrasi massa kedua kubu, yaitu kubu Bungku dan kubu 
Kolonodale semakin memperlihatkan adanya indikasi kearah 
potensi terjadinya konflik horizontal. Pihak kubu Bungku ber
keinginan merebut ibu kota dengan melakukan pemaksaan 

202	 Lihat Info Baru, 3 Agustus 2005.
203	 Ibid.
204	 Ibid.
205	 Ibid
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terhadap elite pemerintahan dalam koalisi Bupati Andi Muhammad. 
Sementara, di pihak kubu Kolonodale sendiri berkeinginan 
mempertahankan ibu kota tetap berada di Kolonodale. Pergerakan 
massa kedua belah pihak sesungguhnya merupakan ketidak 
konsistensinya elite politik lokal dalam menentukan sikap politik 
terhadap persoalan pemindahan ibu kota tersebut. Elite politik 
baik pada level daerah maupun pusat kerap menafikan aspirasi 
masyarakat. Mereka lebih pada keinginan mementingkan kepen
tingannya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sikap Bupati 
Andi Muhammad Cs lebih banyak bertandang di Jakarta mela
kukan lobi-lobi politik untuk memaksakan skenarionya, yaitu 
memekarkan Kabupaten Morowali menjadi dua daerah otonomi, 
padahal hal itu bertentangan dengan undang-undang No 51 
Tahun 1999. Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Morowali 
Zainal Abidin Ishak Cs lebih banyak melakukan manuver politik 
“pencintraan” menjelang pemilihan legislatif. 

Massa kedua kubu tersebut melakukan demonstrasi di wilayah
nya masing-masing sehingga benturan secara fisik dapat dicegah 
dan diantisipasi sedini mungkin. Namun, para motivator mereka 
telah melontarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif. Me
nyikapi hal itu, Bupati Kabupaten Morowali, Andi Muhammad 
AB melalui surat tertanggal 27 Juli 2005 Nomor 18885/0885/ 
Umum/2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten 
Morowali, Chaeruddin Zen mewakili Bupati mengingstruksikan 
kepada para kepala Dinas, kepala Badan, Kepala Satuan Kerja 
dan para Kepala Bagian untuk tidak meninggalkan tempat tanpa 
izin/persetujuan dari Bupati Morowali.206 Dalam kondisi politik 
saat itu masih terkendali dan para elite politik dalam taraf 
konsolidasi karena, pengaruh Andi Muhammad selaku Bupati 
Morowali kondisi kokoh dan mampu mengendalikan bawahannya 
jika ada yang terindikasi “membangkang”. 

206	 Wawancara dengan Burhan Hamading, 29 November 2009.
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Instruksi Bupati Andi Muhammad tersebut juga dalam rangka 
menjaga tata tertib dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 
Kabupaten Morowali. Selain itu, surat instruksi Bupati tersebut 
ditujukan untuk seluruh camat di Kabupaten Morowali. Hal itu 
mendapat respons positif dari berbagai kalangan, namun dugaan 
jika Bupati Andi Muhammad mengeluarkan surat instruksi 
tersebut, dihimpun hendaknya Bupati Andi Muhammad tidak 
meninggalkan tempat, apalagi dalam kondisi politik Kabupaten 
Morowali yang saat ini sedang panas, dan mencekam soal polemik 
ibu kota. Salah seorang informan, mengatakan bahwa”, sudah 
menjadi fenomena biasa jika pejabat Pemerinta Daerah Kabupaten 
Morowali sering sekali meninggalkan tempat tugas dengan tujuan 
yang tidak jelas apalagi jika Bupati juga tidak berada di tempat 
(di Kabupaten Morowali). Hal ini sudah berlangsung lama 
sejak pak Andi Muhammad AB menjabat Bupati Kabupaten 
Morowali”.207 Salah satu strategi politik Andi Muhammad 
membangun koalisi elite politik pusat dalam menyusun kekuatan 
“penyeimbang” untuk melawan kekuatan kubu Bungku yang 
mendapat dukungan politik dari Mendagri, gubernur  Sulawesi 
Tengah Aminuddin Ponulele dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi 
Tengah Murad U Nasir.

Pada kesempatan yang sama, dalam surat Mendagri 30 Juni 
2005, yang isinya antara lain memerintahkan kepada Bupati 
Kabupaten Morowali agar dalam waktu 1 bulan memfungsikan 
Bungku sebagai ibu kota definitif Kabupaten Morowali melalui 
SK. No 135.52/197/ROPEM-GST/2005 tertanggal 18 Juli 2005, 
yang intinya menyebutkan tugas dan tanggungjawab tim pemantau 
antara lain: Pertama, memantau hasil sosialisasi pemfungsian ibu 
kota Kabupaten Morowali di Bungku. Kedua, melakukan koordi
nasi dengan pemerintah Kabupaten Morowali dan tokoh masya
rakat serta tokoh agama untuk kelancaran dalam pemfungsian 

207	 Wawancara dengan informan, di Kecamatan Wita Ponda, Kab. Morwali 1 
September 2009.



126

tersebut. Ketiga, memfasilitasi pemfungsian Bungku sebagai ibu 
kota definitif Kabupaten Morowali. Dan keempat, melaporkan 
hasilnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah.208

Di lain pihak, keluarnya surat Mendagri tersebut dan SK (Surat 
Keputusan) Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele, 
dan Surat Bupati tentang pemindahan 7 kantor instansi ke Bungku 
menuai protes keras dari kubu Kolonodale. FP3KM yang dikoor
dinir oleh camat Petasia, Jibrail Hi. Kadir dan Guslan Toelu, 
FPIK di koordinir oleh Ferry Siombo dan Yusran Zainuddin 
secara simultan menggelar aksi unjuk rasa. Unjuk rasa ini juga 
turut bergabung adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen 
(GAMKI), melalui ketua umumnya Faris Salu, mengatakan Surat 
Mendagri bukan merupakan produk hukum, sehingga semestinya 
Bupati Morowali tidak melaksanakan perintah Mendagri ter
sebut.209 Soalnya pemindahan dan pemfungsian ibu kota, kata 
Faris merupakan dua hal yang berbeda subtansinya. Pemindahan 
ibu kota telah diatur dalam undang-undang No 31 Pasal 7. 
Sementara, soal pemfungsian ibu kota definitif dalam undang-
undang No 51 Tahun 1999 tidak disebutkan bahwa Bungku 
adalah ibu kota definitif Kabupaten Morowali berkedudukan di 
Bungku. Pasal 22 ayat (1) sementara menunggu kesiapan sarana 
dan prasarana yang memadai. Ibu kota sementara di Kolonodale 
yang disebutkan dalam undang-undang No 51 Tahun 1999 Pasal 
22 ayat (2), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun ibu 
kota definitif dapat difungsikan. Faris Salu kemudian menjelaskan, 
bahwa Kolonodale sebagai ibu kota sementara setelah 5 tahun 
dapat ditetapkan sebagai ibu kota definitif mengingat sarana dan 
prasarana telah terbangun dan tersedia. Oleh sebab itu menurutnya, 
pemindahan atau pemfungsian 7 kantor instansi ke Bungku 

208	 Lihat Dokumen Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang No. 51 
Tahun 1999 di semua kecamatan. Serta lihat juga Info Baru, 2 April 2005.

209	 Lihat Info Baru, 4 November 2005. 
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melanggar undang-undang.210 Faris Salu ini merupakan bagian 
dari kekuatan elite sosial dari kubu Kolonodale dan pendukung 
Andi Muhammad yang memiliki obsesi, Kolonodale tetap menjadi 
ibu kota Kabupaten Morowali atau pemekaran Kabupaten 
Morowali menjadi dua daerah otonomi sebagai alternatif solutif 
politik yang dapat mengakomodasi baik aspirasi pihak Kolonodale 
maupun Bungku. Jika hal itu memang terwujud, dua daerah 
otonomi baru tersebut akan menyediakan beragam fasilitas politik 
dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tentu saja elite politik 
lokal selama ini mengalami skeptis takut akan kehilangan jabatan 
akan menadapatkan jabatan atau kekuasaan politik baru. Faris 
menyebutnya, win-win solution sebagai langkah strategis dalam 
menyelesaikan persoalan konflik kepentingan elite politik lokal 
di daerah ini. Gagasan akomodatif Faris tersebut, apa pihak kubu 
Bungku mau menerimanya?, sementara perjuangan pihak Bungku 
pada taraf titik kulminasi. 

Polemik tentang pemindahan ibu kota definitif ke Bungku 
tidak hanya pada tataran tingkat elite, tetapi telah berimplikasi 
pada masyarakat bawah (grass root). Situasinya semakin memanas, 
dan membuat masyarakat terbelah dua yang saling curiga satu 
dengan lainnya. Kondisi demikian ini yang membuat prihatin 
seluruh kalangan masyarakat, termasuk Ramadhan, tokoh masya
rakat Bungku dan anggota KKB di Palu yang kini mendirikan 
LSM Simpati, yang beberapa waktu lalu juga terlibat sebagai 
anggota tim sosialisasi UU No 51 Tahun 1999 tentang pemfungsian 
ibu kota di Bungku yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Morowali atas perintah Mendagri. Ramadhan me
nanggapi ide Faris Salu tersebut, gagasan Faris itu merupakan 
tindakan tidak masuk akal dan tidak realistis serta melanggar 
konstitusi. Gagasan jelas merupakan rekayasa dalam membentuk 
opini publik, tetapi kami masyarakat Bungku tetap solid dan 

210	 Wawancara dengan Faris Salu, tokoh pemuda Kolonodale, di Palu, 7 Agustus 
2009.
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kokoh tetap dalam pendirian, bahwa pemindahan ibu kota ke 
Bungku adalah perintah konstitusi, rasional dan realistis. Oleh 
karena itu, elite politik yang ada di Kabupaten Morowali sebaiknya 
jangan seenaknya melontarkan mood-mood politik yang dapat 
memancing emosi rakyat, apalagi situasi politik menjelang pemi
lihan legislatif tahun 2004. Berdasarkan pengamatan penulis, 
dalam kondisi kala itu, banyak bermunculan individu-individu 
memanfaatkan kesempatan melakukan aktualisasi diri di tengah 
masyarakat sebagai elite yang pada akhirnya menjadi elite politik 
lokal. Momen politik pada era itu, banyak partai kecil menawarkan 
untuk menjadi pengurus partai tanpa persyaratan yang ketat.

Ramadhan atas nama Ketua LSM Simpati, mengatakan, 
“sudah saatnya kini polemik pemindahan ibu kota dari Kolonodale 
ke Bungku diakhiri, saat ini bukan waktunya lagi untuk terus 
berpolemik untuk itu dirinya meminta baik legislatif maupun 
eksekutif dapat berjalan bersinergi”.211 Ia juga menghimbau agar 
masyarakat tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh dengan 
ajakan-ajakan yang keliru. Ramadhan memiliki hubungan emosio
nal dengan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Zainal Abidin 
Ishak karena memiliki kesamaan etnis, yaitu etnis Toraja, Sulawesi 
Selatan. Ramadhan juga salah satu tokoh penting dalam kubu 
Bungku dan memiliki peran penting dan besar dalam kelompok 
Elite Sosial (ES) yang berjuang untuk merebut ibu kota definitif 
ke Bungku. Ia tokoh pemuda yang kharismatik dan mampu 
menggerakkan massa yang amat efektif. Ia berjanji akan terus 
berjuang untuk memindahkan ibu kota ke Bungku berdasarkan 
amanat undang-undang No 51 Tahun 1999.212

Pada tanggal 3 Desember 2003, kubu Kolonodale dan kubu 
Bungku melakukan unjuk rasa di wilayah Kolonodale, kecamatan 
Petasia. Mereka saling berhadapan dan melontarkan isu-isu 

211	 Wawancara dengan Ramadhan, Ketua LSM Simpati, dan Tokoh Penting 
kubu Bungku, pada tanggal 25 November 2009.

212	 Ibid.
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sensitif seperti etnis, agama dan diskriminatif pembangunan. 
Walaupun pada intinya mereka tetap pada perjuangannya, yaitu 
kubu Kolonodale meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Morowali Bupati Andi Muhammad untuk tetap mempertahankan 
ibu kota Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali. Dilain 
pihak, kubu Bungku juga tetap berjuang untuk merebut ibu kota 
untuk dipindahkan ke Bungku sebagai ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali. Kemudian kedua kubu merangsek ke gedung DPRD 
Kabupaten Morowali di Kolonodale untuk menuntut hal yang 
sama. Menurut Umar, salah satu tokoh Bugis yang tinggal di 
Kolonodale, dan termasuk bagian dari pengunjuk rasa dari kubu 
Kolonodale, menuturkan, bahwa, “kosentrasi massa kubu 
Kolonodale memang tampak sejak selasa malam, tuntutannya 
meminta kepada dewan agar tetap mempertahankan ibu kota 
Kabupaten Morowali di Kolonodale. Sementara itu, massa dari 
pihak kubu Bungku yang juga mencapai sekitar 300-an orang 
yang berorasi di halaman gedung Morokoa menuntut realisasi 
pemfungsian ibu kota Kabupaten Morowali definitif di Bungku”.213 

Dua kelompok massa yang melakukan unjuk rasa di Dewan 
Morowali dengan isu yang berbeda itu, jelas cukup memprihatin
kan, sebab bisa memancing terjadinya konflik di lapangan, meski 
kedua kubu yang menggerakkan ratusan massa pendukung fanatik 
berjanji akan menghindari konflik dengan tidak mengorbankan 
masyarakat daerah. Dalam kondisi demikian itu, puluhan aparat 
keamanan baik Polri maupun TNI dilibatkan untuk mengamankan 
situasi, khususnya di sekitar tempat berunjuk rasa tersebut.

Aparat keamanan melakukan negosiasi dengan para pengunjuk 
rasa, maka disepakati bahwa sebanyak 25 orang delegasi dari 
Bungku diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali Zainal 
Abidin Ishak di kediamannya. Setelah memberikan pengarahan 

213	 Wawancara Umar, Salah seorang tokoh masyarakat Bugis dan termasuk 
salah seorang demonstran yang membela penetapan ibu kota tetap di 
Kolonodale, pada tanggal 10 Desember 2003. 
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yang cukup menyejukkan akhirnya massa dari Bungku meninggal
kan kota Kolonodale dengan tertib dengan menggunakan satu 
unit truk dan lima bus. Usai menerima delegasi warga Bungku, 
giliran Ketua DPRD Morowali, H. Zainal Abidin Ishak menerima 
ratusan massa dari kubu Kolonodale, di halaman kediamannya 
sampai pukul 17.30 Wita.214

Ketua DPRD Kabupaten Morowali, H. Zainal Abidin Ishak, 
yang dikonfirmasi menyangkut tuntutan dua kubu tersebut 
mengatakan, “sikap dewan sudah jelas, dengan mengeluarkan dua 
rekomendasi tentang pemfungsian ibu kota secara bertahap sampai 
batas undang-undang yang ditetapkan dan rekomendasi pemekaran 
Kabupaten Morowali”. Ia pun menambahkannya, “kedua rekomen
dasi dewan harus dijalankan secara bersamaan baik pemfungsian 
ibu kota maupun pemekaran Kabupaten Morowali”.215 

Ketua DPRD Kabupaten Morowali, H. Zainal Abidin Ishak, 
mengakui bahwa menyangkut pemekaran Kabupaten Morowali 
kini dalam proses di Komisi II DPR-RI, sementara pemfungsian 
ibu kota tinggal menunggu adanya kemauan politik dari peme
rintah daerah dalam hal ini Bupati Andi Muhammad, sehingga 
pihak dewan akan melakukan pertemuan dengan Bupati Morowali 
itu, pada tanggal 5 Desember 2003 untuk membahas masalah 
tersebut”.216 Melunaknya, sikap Ketua DPRD Kabupaten Morowali 
Zainal Abidin Ishak, karena kondisi dan situasi sosial politik di 
Kabupaten Morowali kian tak terkendalikan, terindikasikan 
adanya potensi konflik horizontal. Elite Politik Lokal (EPL) di 

214	 Lihat Radar Sulteng, 3 Desember 2003. Dan hasil Wawancara dengan Abdul 
Kadir, tokoh kubu Kolonodale, pada tanggal 11 Desember 2003 di Kampung 
Bugis, Kabupaten Morowali. Ia mengakui bahwa penyelesaian tentang tarik 
menarik ibu kota definitif yang demikian rumit karena telah dimasuki 
“muatan politik”. Elite politik memiliki kepentingan yang dominan untuk 
memperoleh jabatan politik. Inilah yang membuat penyelesaian status ibu 
kota semakin rumit dan akut.

215	 Ibid. 
216	 Ibid. 
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Morowali mulai terpecah menjadi dua kubu. Ada yang pro dengan 
kubu Kolonodale, yaitu Bupati Andi Muhammad Cs dan Ketua 
DPRD Morowali Zainal Abidin Ishak sendiri pro terhadap kubu 
Bungku.

Sikap politik, Ketua DPRD Morowali H.Zainal Abidin 
Ishak cenderung berpihak kepada kubu Bungku dan memilih 
akses ke Kelompok Elite Sosial (ES) yang dipelopori oleh 
Ramadhan. Demikian pula, Bupati Andi Muhammad AB Cs 
berpihak kepada Elite Sosial (ES) kubu Kolonodale yang dimotori 
oleh Ferry Siombo. Perpecahan di tingkat elite politik lokal itu 
merupakan desakan situasi dan kondisi politik yang  mendesaknya 
untuk menentukan sikap. Menurut, Ramadhan salah seorang 
tokoh penggerak kelompok Elite Sosial (ES), bahwa. 

“Elite politik lokal di Kabupaten Morowali terpecah. Ibaratnya 
kapal, dalam perjalanan berlayar di suatu pulau, tiba-tiba di tengah 
jalan mengalami bocor terhadap lambungnya sehingga meng­
akibatkan kemasukan air. Pada saat kapal itu oleng dan tak terken­
dalikan, maka masing-masing penumpangnya menyelamatkan 
dirinya. Jadi tinggal Andi Muhammad yang terus menakhodai 
kapal itu hingga tiba di tujuan, walaupun dalam perjalannya meng­
alami berbagai rintangan,”217

Peran kelompok Elite Sosial (ES) kedua kubu (Kolonodale 
dan Bungku) amat besar dan penting dalam konstelasi politik di 
wilayah pemekaran Kabupaten Morowali. Elite Sosial (ES) dapat 
bermain di dua lini, yaitu lini kelompok Elite Politik Lokal (EPL) 
dan dapat menggerakkan massa di level bawah (grass root). Perpe
cahan kedua kelompok Elite Politik Lokal (EPL) itu merupakan 
kemampuan Elite Sosial (ES) memengaruhi kebijakan dan 
keputusan politik Elite Politik lokal. Hal ini diakui oleh Ketua 

217	 Wawancara dengan Ramadhan, salah seorang tokoh Kelompok Elite 
Menengah (EM), pada tanggal 30 November 2009. 
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DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Murad U Nasir, bahwa 
“dengan model kepemimpinan yang ada sekarang ini cenderung 
membenturkan aspirasi dari ketiga kelompok tersebut”.218 Oleh 
karena itu, elite sosial menjadi rebutan dari elite politik lokal 
dalam mem-beckup skenario untuk meraih kepentingan politiknya. 
Elite politik lokal amat hati-hati dalam memainkan perannya 
karena takut tidak memiliki legitimasi sosial di masyarakat. 

Sikap politik Ketua DPRD Kabupaten Morowali Zainal 
Abidin Ishak yang bersifat ganda paling tidak mencerminkan 
tiga hal. Pertama, salah satu strategi politik Zainal Abidin Ishak 
untuk merangkul kedua massa etnis itu guna mendapatkan 
dukungan politik pada pemilu legislatif dan pemilihan Bupati 
kedepan. Kedua, ketidak konsistensi dalam menentukan sikap 
politik, sehingga cenderung berpotensi membenturkan kedua 
kelompok komunitas etnis tersebut. Ketiga, mengulur waktu 
untuk membaca arah situasi politik untuk menguntungkan 
pihaknya, artinya jabatan ketua DPRD Kabupaten Morowali 
tetap dalam genggamannya. Indikasi ancaman ini munculnya 
intervensi politik Andi Muhammad di internal anggota dewan 
melalui fraksi PDIP. Andi Muhammad memiliki kedekatan kuat 
dan emosional dengan PDIP. Fraksi PDIP yang mengusungnya 
dalam pemilihan Bupati periode 2002-2007 melalui pemilihan 
internal dewan. 

3. Sikap Dewan atas Tuntutan Warga Bungku

Warga Bungku dari berbagai elemen kekuatan yang telah 
lama berjuang untuk memindahkan ibu kota definitif ke Bungku 
tanpa ada realisasi sikap baik dari Bupati Morowali Andi 
Muhammad membuat warga Bungku semakin kecewa yang tak 
terbendung. Tuntutan masyarakat Bungku untuk segera mem
fungsikan ibu kota definitif Kabupaten Morowali di Bungku, 
hingga menargetkan untuk mendatangi DPRD Kabupaten 

218	 Lihat Radar Sulteng, 4 Desember 2003. 
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Morowali di Kolonodale mendapat perhatian DPRD Provinsi 
Sulawesi Tengah. Setidaknya, anggota Ketua DPRD Provinsi 
Sulawesi Tengah H.Murad U Nasir, pengurus DPD Partai Golkar 
dan sekaligus kolegial politik Gubernur Aminuddin Ponulele 
dukungan politik masyarakat Bungku untuk tetap bertahan pada 
pendiriannya dalam menuntut pemindahan ibu kota ke Bungku 
berdasarkan amanat Undang-undang No 51 Tahun 1999. Sebalik
nya, ia menekankan kepada elite politik lokal yang tetap memper
tahankan Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali 
sebagai tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, Murad menya
rankan, situasi konflik elite politik yang mengarah terindikasi 
terjadinya konflik sosial antar dua masyarakat yang berbeda etnis 
itu, sebaiknya diselesaikan secara arif dan bijak melalui ”kompromi 
politik”. 

Anggota dewan yang paling tegas mengusulkan agar pimpinan 
dewan menyikapi kondisi Kabupaten Morowali tersebut, adalah 
anggota Komisi A, Said Husen. “Gerakan menggiring massa ke 
Kolonodale harus disikapi dengan bijak dan arif, guna mengeliminir 
kemungkinan terjadinya konflik horizontal”.219 Pandangan anggota 
Fraksi Partai Golkar itu, cukup logis sebab seperti diketahui 
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso merupakan daerah 
konflik, masyarakatnya memiliki hubungan emosional dengan 
masyarakat induknya, yaitu Kabupaten Poso. Kabupaten Poso 
yang dikenal bekas daerah konflik sosial yang berdimensi agama 
(konflik antar masyarakat Islam dan Kristen). Tragedi kemanusiaan 
yang berlangsung sejak tahun 2000 yang melibatkan elite politik 
lokal dengan konflik kepentingan politik memiliki “luka lama” 
sebagian besar masyarakat Kabupaten Morowali. Untuk itulah, 
sehingga bahagian politisi menghendakinya adanya kompromi 
politik sebagai penyelesaian yang solutif di Kabupaten Morowali. 
Gagasan ini mengakomodasi kepentingan elite politik lokal 

219	 Lihat Radar Sulteng, 3 Desember 2003.
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berdasarkan struktur kuantitas agama, etnis serta konsistensi 
menjalankan undang-undang.

Murad U Nasir, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 
menanggapi hal itu, bahwa “solusi terbaik memang haruslah 
Pemerintah Kabupaten Morowali memberlakukan Undang-undang 
No 51 Tahun 1999, yang memfungsikan ibu kota Morowali yang 
definitif di Bungku”. Ia pun menambahkannya, “kalau menurut 
saya, solusi yang paling tepat dan terbaik adalah memberlakukan 
UU Nomor 51 Tahun 1999 tersebut”. Murad yang kembali 
meminta kepada Said Husen untuk mengajukan secara tertulis 
langkah-langkah yang tepat untuk penyelesaian di Kabupaten 
Morowali tersebut.220 Setelah merealisasikan undang-undang 
tersebut, kemudian beralih ke langkah selanjutnya, yaitu meme
karkan Kabupaten Morowali dengan pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara. Oleh karena itu, masyarakat Bungku hendaknya 
merelakan dan mendukung upaya-upaya perjuangan masyarakat 
Kolonodale. Namun, tentu saja hal itu akan memunculkan masalah 
baru yang bermuara berpotensi munculnya konflik baru, karena 
adanya kesan bahwa kubu Kolonodale dalam pembentukan 
Kabupaten Morowali Utara memaksakan untuk menggenapkan 
jumlah enam kecamatan sebagai persyaratan terbentuknya sebuah 
Kabupaten baru. Diantara enam kecamatan tersebut terdapat dua 
kecamatan bagian dari wilayah Bungku, yaitu Bungku Utara dan 
Mamosalato. Menurut Ramadhan, kedua kecamatan tersebut 
memiliki hubungan emosional geneologi etnis, kultural dan agama 
dengan masyarakat etnis Bungku. Di sisi lain, dapat mengurangi 
potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk. Oleh karena 
itu, kami tetap menuntut agar supaya Bupati Andi Muhammad 
merelakan ibu kota definitif Kabupaten Morowali di pindahkan 

220	 Lihat Radar Sulteng, 3 Desember 2003. Dan hasil wawancara dengan salah 
satu anggota dewan Morowali, Waris Kandori, SH. Yang prihatin adanya 
konflik pemekaran di Kabupaten Morowali yang baru berusia kurang lebih 
5 tahun. 
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ke Bungku. Hal itu, berdasarkan instruksi undang-undang No 
51 Tahun 1999.221 

Para pemuda dan mahasiswa asal Bungku, merencanakan 
akan melakukan pressure (desakan) kepada Pemkab Morowali.222 
Menurut Ramadhan, Pengurus Kerukunan Keluarga Bungku 
(KKB) Palu, aksi yang dilakukan itu merupakan gelombang 
pertama yang melibatkan sekitar 200-an massa. Dan gelombang 
keduanya kami melibatkan massa yang lebih banyak yang terdiri 
dari mahasiswa, pemuda dan masyarakat dari enam kecamatan 
yang berada di wilayah Bungku. 

Menurut Ketua LSM Lentera Bangsa ini, bahwa dalam aksi 
tersebut pihaknya tetap mengacu pada aturan ketentuan yang 
berlaku, dan mengedepankan cara cerdas dan intelek dan meng
hindari terjadinya chaos. ”Karena ini bukan aksi sporadis, makanya 
yang kita kedepankan adalah cara-cara yang cerdas”.223 Untuk 
itu, dia berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak 
menutup mata dan telinga untuk menyikapi pemfungsian ibu 
kota Kabupaten Morowali di Bungku berdasarkan Undang-
undang Nomor 51 Tahun 1999. “Artinya Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah harus mendesak Pemerintah Kabupaten Morowali 
untuk secepatnya merealisasikan undang-undang tersebut”. Jika 
itu tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi benturan antar 
masyarakat di Kabupaten Morowali”.224 Benturan akan terjadi 
antara etnis Bungku dan etnis Mori yang memiliki perbedaan 
agama dan kultural. 

221	 Wawancara dengan Ramadhan, tokoh demonstran dari kubu Bungku, 
tanggal 29 November 2009.

222	 Unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh kubu Bungku berlangsung 
kurang lebih 10 kali.

223	 Wawancara dengan Ramadhan, pada tanggal 29 November 2009. Dan lihat 
juga Radar Sulteng, 3 Desember 2003. 

224	 Ibid. 
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Mahasiswa asal Bungku ternyata membuktikan ancamannya 
untuk menduduki gedung DPRD Kabupaten Morowali. Mereka 
menuntut Pemerintah Kabupaten Morowali, Bupati Andi Muham
mad secepatnya merealisasikan pemindahan ibu kota definitif di 
Bungku. Mahasiswa yang berunjuk rasa dan menduduki gedung 
dewan Morowali dengan tuntutan agar dewan segera menggelar 
sidang paripurna khusus tentang evaluasi kinerja Bupati Morowali, 
Andi Muhammad serta menolak Pemekaran Kabupaten Morowali 
dengan menjadikan Kabupaten Morowali dua kabupaten, yaitu 
Kabupaten Morowali ibu kotanya Kolonodale dan Kabupaten 
Labua ibu kotanya Bungku. Menurut pandangan Burhan Hamading, 
langkah ini merupakan rekayasa politisasi pemekaran wilayah 
yang dilakukan oleh Andi Muhammad yang dapat melukai 
perasaan masyarakat Bungku yang selama ini mengorbankan 
jiwa, raga dan materi untuk pemfungsian ibu kota definitif di 
Bungku. Kemudian kubu Kolonodale melakukan pemutarbalikkan 
fakta dan realitas obyektif masyarakat Morowali saat itu.225

Menyikapi tuntutan massa pengunjuk rasa itu, Ketua DPRD 
Kabupaten Morowali, H. Zainal Abidin Ishak menyatakan, waktu 
saya langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut ke eksekutif. 
Dikatakannya, dewan telah mengeluarkan dua rekomendasi 
tentang pemfungsian ibu kota secara bertahap dan keputusan 
tentang pemekaran Kabupaten Morowali”.226 Sikap politik ganda 
yang dilakonkan baik Zainal maupun Andi Muhammad membuat 
semakin jelas konspirasi elite politik lokal memperebutkan jabatan 
politik (Bupati) pada pemilihan kepala daerah periode berikutnya. 

Akumulasi kekecewaan kubu Bungku terhadap tidak terwu
judnya realisasi pemfungsian ibu kota definitif di Bungku oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Bupati Andi Muhammad 
tidak meresponsnya, bahkan justru Bupati Andi Muhammad 

225	 Wawancara dengan Burhan Hamading, tokoh elite sosial Bungku, tanggal 
21 Desember 2009.

226	 Lihat Radar Sulteng, 3 Desember 2003.
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membangun isu-isu yang berlawanan kehendak warga Bungku, 
yaitu ingin memekarkan Kabupaten Morowali menjadi dua 
Kabupaten. Hal inilah yang membuat kubu Bungku semakin 
melakukan tindakan anarkis. Aksi anarkis warga Bungku yang 
membakar mobil dinas (Mobnas) Pemerintah Daerah Kabupaten 
Morowali, sehingga DPRD Kabupaten Morowali meminta 
pelakunya tindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku.227 
Data di Mapolres Kabupaten Morowali menunjukkan, tiga Mobil 
Dinas masing-masing DN 35 G, DN 45 G dan DN 48 G, diambil 
paksa dari pemiliknya dan dibakar secara beramai-ramai oleh 
massa di dermaga tiga, Kecamatan Bungku Tengah. Sedangkan 
mobil DN 25 G diambil paksa oleh massa dan dibakar di lapangan 
sepak bola Marsaole, Kecamatan Bungku Tengah.228

Jamil Manan, anggota DPRD Kabupaten Morowali mengaku 
bahwa,”aksi pembakaran mobil dinas Pemda Morowali secara 
beruntun yang dilakukan warga Bungku, memang terkait masalah 
politik, yakni tuntutan warga Bungku yang menuntut pemfungsian 
ibu kota yang belum tereaisasi”.229 Pembakaran mobil dinas itu, 
telah digiring ke isu etnis. Memang salah satu pemilik mobil 
dinas yang dibakar oleh warga Bungku adalah Kepala Dinas 
Kesejahteraan Sosial yang berasal dari etnis Bugis, Ir. Ilyas Makka. 
Kasus anarkis warga Bungku telah masuk ke domain “konflik 
antar etnis”. Sehingga akan dapat membahayakan tatanan sosial 
politik di Kabupaten Morowali yang baru saja memulai derap 
langkah pembangunan.

227	 Lihat Radar Sulteng, 10 Desember 2003, empat (4) Mobila Dinas yang 
bakar massa Bungku, yaitu: Mobil Dinas Deperindag DN 25 G, Kabag 
Tapem DN 35 G. Staf Ahli DN 45 G dan Kabag Infokom DN 48 G. 

228	 Lihat Radar Sulteng, 10 Desember 2003. Dan wawancara dengan Burhan 
Hamading, Salah seorang tokoh Bungku dan termasuk tokoh penting dalam 
“Kelompok Elite Menengah” di kubu Bungku, pada tanggal 29 September 
2009. 

229	 Lihat Radar Sulteng, 11 Desember 2003.
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Ahmad H. Ali, Wakil Ketua Partai Golkar Kabupaten 
Morowali, menegaskan bahwa, “persoalan masyarakat Bungku 
yang ingin menegakkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, 
sebab Pemda Morowali yang tidak patuh pada undang-undang 
tersebut membuat warga masyarakat Bungku bertindak anarkis. 
“Jadi sebaiknya masyakatat pendatang, khususnya warga Kerukunan 
Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Morowali jangan melibatkan 
diri, apalagi mengadakan pembelaan yang berlebihan, karena 
akhirnya akan menggiring permasalahan tersebut menjadi sen
timen etnis”.230 Kenyataannya, warga KKSS yang berada di 
Kabupaten Morowali melakukan razia Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) terhadap warga Bungku untuk mencari pelaku pembakaran 
mobil dinas Kesejahteraan Sosial Morowali. Bagi Ahmad, tak 
mempermasalahkan soal keinginan warga KKSS membantu 
aparat untuk mencari pelaku pembakaran Mobil Dinas, tapi tidak 
mesti harus menggeneralisasir secara umum dengan melakukan 
razia KTP yang masuk ke wilayahnya, sebab yang bertugas 
melakukan hal tersebut adalah aparat.231

Andi Tajuddin, Ketua KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi 
Selatan), menanggapi pernyataan Ahmad H Ali, bahwa razia 
KTP yang kebetulan dilakukan oleh warga Bugis sehari setelah 
dilakukannya pembakaran mobil adalah reaksi yang lahir secara 
spontan dari orang Bugis. Hal ini katanya lahir karena kebetulan 
pada saat mobil dinas Kesejahteraan Sosial di bakar, di sana ada 
ketua KKSS, Andi Tajuddin dan Wakil Ketua KKSS Morowali, 
yang juga kepala Dinas Sosial. “Jadi kami tidak ada niat meng
arahkan masalah ini ke sentimen etnis. Itu sama sekali tidak ada. 
Kami sadar benar, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung”.232 
Realitas kemasyarakatan di Kabupaten Morowali, etnis Bugis 

230	 Ibid.
231	 Ibid.
232	 Wawancara dengan Ketua KKSS di Morowali pada tanggal 25 Desember 

2003. Dan lihat juga. Radar Sulteng, 12 Desember 2003.
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yang lebih banyak berdomisili di Kolonodale dan bagian dari 
kubu Kolonodale. Bupati Morowali Andi Muhammad keturunan 
Bugis dan Ilyas Makkah menjabat Kepala Dinas Kehutanan 
berasal dari etnis Bugis. Namun, keberadaan etnis Bugis tetap 
dianggap sebagai “pendatang”, walaupun mereka telah puluhan 
tahun tinggal di Kabupaten Morowali (dulu Kecamatan Morowali), 
bahkan termasuk perintis membangun fondasi ekonomi daerah 
tersebut.

Oleh karena itu, anggota DPRD Kabupaten Morowali, dari 
daerah pemilihan wilayah Bungku berupaya maksimal memper
juangkan aspirasi warga Bungku sehingga terhindar dari tindakan 
yang tidak dikehendaki. Namun, mereka juga berharap Pemerintah 
daerah Morowali, Bupati Andi Muhammad lebih realistis dan 
rasional menyikapi tuntutan warga Bungku yang menghendaki 
pemindahan ibu kota definitif Kabupaten Morowali ke Bungku 
berdasarkan undang-undang dan rekomendasi Gubernur. Kondisi 
yang mecekam itu, memang ada kelompok yang menginginkan 
terjadinya suasana yang mencekam dan terjadi ketegangan antara 
kedua kubu Bungku dan kubu Kolonodale. 

Pada tanggal 31 Oktober 2004, Ketua DPRD Kabupaten 
Morowali H.Zainal Abidin Ishak, mendapat sorotan tajam bahkan 
perlawanan dari kubu Kolonodale, setelah mengeluarkan Surat 
Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 
2004, tentang pemfungsian ibu kota Kabupaten Morowali di 
Bungku. Bagi kubu Kolonodale melalui koordinatornya, Ferry 
Siombo dan Yusril Ibrahim menilai bahwa Ketua DPRD Kabupaten 
Morowali, H. Zainal Abidin Ishak tidak lagi netral dan cenderung 
berpihak kepada suatu kubu untuk meloloskan kepentingan 
politiknya menjelang Pemilihan Legislatif Tahun 2004 dan 
Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Morowali Tahun 
2007. 

Sementara pihak kubu Bungku, kecaman itu merupakan 
proses politisasi isu dalam mengalihkan perhatian publik, sehingga 
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pernyataan itu tidak rasional dan realistis. Hal itu, mereka menilai 
bahwa kubu Kolonodale juga berptaron kepada Bupati Morowali 
Andi Muhammad. Pengurus Kerukunan Keluarga Bungku (KKB) 
Pusat Palu, Ramadhan sangat menyesalkan upaya warga Kolonodale 
yang meminta Ketua DPRD Kabupaten Morowali H. Zainal 
Abidin Ishak mundur dari jabatannya karena hanya mengeluarkan 
Surat Keputusan itu.233 Upaya ini merupakan terobosan politik 
yang dilakukan oleh Zainal dalam menentukan sikap politik, pro 
terhadap perjuangan masyarakat Bungku yang dimotori oleh elite 
sosial. Sikap politik Zainal Abidin Ishak dilakukan setidaknya 
dua hal: Pertama, pasca keluarnya rekomendasi Surat Keputusan 
tersebut, masyarakat Kolonodale akan apriori terhadapnya. Seba
liknya, mendapatkan simpatisan dan dukungan politik dari warga 
Bungku, bahkan bisa dijadikan basis politik dalam pemilihan 
legislatif tahun 2004 dan pemilihan Bupati Morowali tahun 2007. 
Kedua, terjadinya retak afiliasi politik dengan Bupati Andi 
Muhammad karena berlawanan tujuan dan kepentingan politik. 

Menurut Ramdhan, Ketua LSM Lentora Bangsa, menyatakan 
bahwa Keputusan dewan kami nilai sudah melalui proses. Mereka 
sudah ketemu Gubernur, juga sudah ke Pusat. Berbagai upaya 
sudah ditempuh. Dan keputusan yang dikeluarkan dewan itu 
adalah keputusan final yang mendukung Undang-undang No 51 
Tahun  1999”.234 Ramdhan, Ketua Bidang Advokasi KKB Pusat 
Palu, menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh sejumlah orang 
terhadap keputusan DPRD tersebut sangat sarat  dengan kepen
tingan politik. Ia mengingatkan bahwa Ketua DPRD Kabupaten 
Morowali, H. Zainal Abidin Ishak tidak berdiri sendiri. Sehingga 
ia berharap jangan menghujat, apalagi kalau sampai menyinggung 

233	 Lihat 1 November 2004 dan Wawancara dengan Ramadhan, Ketua 
Kerukunan Keluarga Bungku (KKB) dan salah satu tokoh Elite Menengah 
(EM) dalam kubu Bungku. 

234	 Wawancara dengan Ramadhan, Ketua Advokasi KKB Pusat Palu, tanggal 
28 Oktober 2009.
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kepribadiannya”.235 Ramadhan membela Ketua DPRD Kabupaten 
Morowali, H. Zainal Abidin Ishak, yang memiliki etnis yang 
sama, yaitu etnis Tator dari Sulawesi Selatan (Sul-Sel), pada 
tanggal 31 Oktober 2004, mengatakan bahwa:

“Dia (baca: Zainal Abidin Ishak) pergi umroh itu bukan karena 
politik, tetapi karena niatan perintah agama. Dan saya ingatkan, 
jangan sekali-kali menghujat, karena pak Zainal itu tidak sendirian 
hidup. Kalau kita terus menghujat dan bicara soal massa. Kita juga 
orang Bungku bisa turunkan massa yang lebih besar. Ingat di 
belakang Zainal itu ribuan massa. Tapi kita tidak ingin itu. Kita 
inginkan menyelesaikan Bungku ini secara arif dan bijaksana. Kita 
tidak ingin orang Morowali jadi korban”.236 

Memang sebelumnya, kubu Kolonodale yang menentang 
perjuangan kubu Bungku untuk memindahkan ibu kota Kabupaten 
Morowali yang definitif ke Bungku. Pada tanggal 31 Oktober 
2004, kubu Kolonodale melalui tokoh penggeraknya, Ferry 
Siombo dan Yusril Ibrahim mengecam H. Zainal Abidin Ishak, 
Ketua DPRD Kabupaten Morowali karena mengeluarkan Surat 
Keputusan (SK) tentang rekomendasi pemindahan atau pem
fungsian ibu kota definitif di Bungku. 

Di pihak kubu Bungku, H. Zainal Abidin Ishak yang menjabat 
Ketua DPRD Kabupaten Morowali merupakan patron politik 
yang amat penting dan strategis dalam pola dan strategi perjuang
annya, karena hanya Zainal satu-satunya yang dapat mengimbangi 
kekuasaan Bupati Andi Muhammad. Sementara kubu Kolonodale, 
bupati Andi Muhammad merupakan patron politik dalam mem
pertahankan Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali 
termasuk langkah skenario politik pemekaran berikutnya.

235	 Wawancara dengan Ramadhan, tanggal 29 November 2009 dan Lihat juga 
Radar Sulteng 1 November 2004. 

236	 Ibid.
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4. Puncak Akumulasi Kekecewaan Warga Bungku

Reaksi kubu Bungku yang terdiri beragam kekuatan yang 
bergabung di dalamnya melakukan penyegelan fasilitas termasuk 
beberapa kantor camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 
Morowali merupakan puncak akumulasi kekecewaan terhadap 
sikap Pemerintah Kabupaten Morowali Bupati Andi Muhammad 
yang tidak mentaati anjuran Undang-undang Nomor 51 Tahun 
1999, mengenai pemindahan ibu kota definitif ke Bungku. 

Warga Bungku kembali melakukan tindakan, pada tanggal 
22 Desember 2003, yaitu melakukan penyegelan kantor camat 
Bungku Tengah dan aset pemerintah daerah yang berada di 
Bungku. Kekecewaan warga Bungku disebabkan ketidakhadirannya 
anggota DPR-RI Komisi II di Bungku, yang sebelumnya mereka 
merencanakan untuk melihat kondisi lingkungan wilayah Bungku 
sebagai persiapan menjadi ibu kota Kabupaten Morowali definitif 
di Bungku. Namun, kenyataannya, mereka justru singgah di 
Kolonodale. Warga Bungku memandang hal ini sebagai ketidak
adilan dan adanya konspirasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten 
Morowali dengan anggota DPR-RI dari Komisi II yang diketuai 
oleh Laode Jenis. 

Menurut pengakuan, Burhan Hamading, Pengurus KKB 
Palu, sebetulnya anggota DPR-RI Komisi II, Pak Laode Jenis 
sebagai ketua tim sedianya ke Bungku. Dan kita warga Bungku 
amat berharap agar supaya anggota dewan terhormat itu dapat 
melihat kenyataan ini yang sesungguhnya. Sehingga mereka dapat 
melahirkan kebijakan yang realistis dan bijaksana untuk kepen
tingan masyarakat Morowali secara keseluruhan. Tapi hal itu, 
diingkari oleh mereka. Hal ini yang membuat warga Bungku 
bertindak anarkis. “Kami sudah tidak dapat menahan kesabaran 
yang terus diombang-ambing oleh pemerintah daerah Morowali 
yang berpihak kepada kubu Kolonodale”.237

237	 Wawancara salah warga Bungku yang turut dalam unjuk rasa, 24 Desember 
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Menurut Laode Ahmad, Ketua Panitia Pemfungsian ibu kota 
Kabupaten Morowali yang definitif,  “bila kemudian Pemkab 
Morowali plus anggota tim Komisi II DPR-RI memaksakan 
terjadinya pemekaran kabupaten, sebelum dilakukannya pemfung
sian ibu kota Kabupaten Morowali yang didefinitif di Bungku, 
justru tidak akan menyelesaikan masalah”.238 Kemudian, Kapolres 
Kabupaten Morowali, Kompol Henny Sulistya, menanggapi 
fenomena kasus anarkis itu, “Masalah ini, kuat dengan muatan 
politik. Karenanya, kita berharap masyarakat tidak lagi melakukan 
aksi karena akan mengganggu aktivitas pemerintah yang ada di 
sana (Bungku Tengah)”.239 

Kisruh pemindahan ibu kota definitif Kabupaten Morowali 
di Bungku yang berlarut-larut dan akut yang berbuah tindakan 

2003 di Bungku. 
238	 Lihat Radar Sulteng, 27 Desember 2003.
239	 Ibid. 

Masyarakat Bungku melakukan aksi unjuk rasa menuntut segera pemindahan 
ibu kota definitif Kabupaten Morowali di Bungku berdasarkan UU No 51 
tahun 1999.
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anarkis warga Bungku merupakan fenomena sosial kemasyarakatan 
di daerah ini mulai dari level Elite Politik Lokal, Elite Sosial dan 
komunitas masyarakat yang ekslusif sebagai pendukung fanatik  
yang didasarkan dengan kesamaan etnis dan kultural telah mengi
kis rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Di lain pihak, 
elite politik puncak tidak memiliki kemauan politik yang baik 
lebih mematuhi undang-undang No 51 Tahun 1999. Demikian 
pula, kelompok Elite Menengah dengan cepat dan sigap melakukan 
mobilisasi massa. Komunitas massa bawah juga dengan mudah 
terpancing  digerakkan untuk melakukan tindakan anarkisme. 

Dengan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan kubu 
Bungku untuk memindahkan ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali di Bungku terus dilakukannya, walaupun harapan itu 
mendapatkan kendala-kendala politik untuk digapai karena 
pemerintah daerah Kabupaten Morowali yang dikomandoi oleh 
Bupati Andi Muhammad tidak merespons. Namun, justru kubu 
Bungku mendapat tantangan dari Bupati Andi Muhammad 
bahkan terbangun wacana pemekaran Kabupaten Morowali 
menjadi dua Kabupaten. Kolonodale ditetapkan sebagai ibu kota 
Kabupaten Morowali yang definitif dan kemudian Bungku 
menunggu pemekaran, yaitu pembentukan Kabupaten Labua. 

Strategi lain yang dilakukan oleh bupati Andi Muhammad, 
yaitu melakukan program sosialisasi tentang makna dan esensi 
dari Undang-undang No 51 Tahun 1999. Namun, tim sosialisasi 
bentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali itu tidak 
terlalu direspons oleh elite Bungku beserta pendukungnya. Ini 
terbukti, Forum Bersama Masyarakat Bungku (FORBES) yang 
dikoordinir oleh Kuswandhi yang getol menuntut difungsikannya 
Bungku sebagai ibu kota definitif Kabupaten Morowali terjadi 
perteruan dengan Forum Pembela ibu kota Kolonodale yang 
dipimpin oleh Ferry Siombo. 

Pada tanggal 13 Mei 2004, Ketua Forbes, Kuswandhi melapor
kan Ferry Siombo ke Polisi karena pernyataannya yang menyebut
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kan pemfungsian ibu kota di Bungku adalah penghinaan terhadap 
masyarakat Wita-Mori. Pernyataan Ferry Siombo itu, dinilai 
memprovokasi masyarakat Wita-Mori dan Bungku. “Pernyataan 
Ferry Siombo di depan anggota DPR-RI, pemfungsian ibu kota 
di Bungku merupakan penghinaan terhadap tanah Mori, bagi 
Forbes adalah upaya provokasi yang dilakukan Ferry Siombo 
untuk membenturkan masyarakat Bungku dengan Wita Mori. 
Ferry Siombo punya kepentingan kalau kondisi chaos”240. Pandangan 
Kuswandhi, tim sosialisasi tentang pemfungsian ibu kota, warga 
Bungku (kubu Bungku) yang terdiri dari 9 kecamatan akan 
menolak hal tersebut. Ia menegaskan bahwa keinginan warga 
Bungku sudah jelas, yakni ibu kota definitif berada di Bungku. 
“Tidak ada yang perlu disosialisasikan lagi, justru saya melihat 
ada maksud terselubung dari bupati Andi Muhammad dengan 
membentuk tim sosialisasi”.241 Pada tataran elite saling menuding 
satu dengan lainnya, seakan-akan tidak memperdulikan keten
traman masyarakat. Elite politik lokal kerap melontarkan isu-isu 
etnis dalam membakar emosi resistensi masyarakat terhadap 
warga lainnya untuk melakukan tindakan masif dan anarkisme. 

Adanya tindakan anarkisme warga Bungku dengan pembakar
an beberapa mobil dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali 
menciptakan indikasi-indikasi potensi konflik sosial di Kabupaten 
Morowali yang baru berusia kurang lebih lima tahun. Potensi 
konflik sosial antara warga itu yang sudah terbelah menjadi dua 
Kubu, yaitu kubu Bungku dan kubu Kolonodale yang berkaitan 
dengan tarik menariknya “status” dan “pemindahan” ibu kota 
definitif yang memicu munculnya elite politik tertentu meman
faatkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang demikian 
rapuh untuk masuk pada domain kepentingan politik pragmatisme. 

240	 Wawancara dengan informan, pada tanggal 29 November 2009. Dan lihat 
juga, Radar Sulteng, 13 Mei 2004. 

241	 Ibid.
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Hal inilah yang dikwatirkan oleh banyak pihak, terutama bagi 
pihak keamanan. 

A. Nasution, Wakil Ketua Tim Satgas Pemulihan Keamanan 
Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 21 Januari 2006 di Gedung 
Morokoa, Kolonodale, Kecamatan Petasia, melakukan pertemuan 
dan berdialog langsung dengan para pejabat Pemerintah Daerah 
Kabupaten Morowali dan jajarannya serta sejumlah tokoh masya
rakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dalam pertemuan itu, 
ia mengatakan bahwa mengaku kaget soal tarik menarik ibu kota 
Kabupaten Morowali. Persoalan ibu kota yang kini belum tuntas 
di daerah ini, bisa saja dijadikan sasaran sebagai daerah konflik. 
Menurutnya:

“Berdasarkan data intelijen kemungkinan bisa dijadikan daerah 
konflik. Meski Undang-undang No 51 Tahun 1999 bukan tugas 
pokok satgas, namun karena ini berpotensi mengarah ke gangguan 
stabilitas keamanan di sini kami mencoba menyampaikan kepada 
Gubernur terpilih untuk diselesaikan”.242 

Dalam pada kesempatan itu, masyarakat Kabupaten Morowali 
yang berada di Kolonodale dan sebagian anggota DPRD Kabu
paten Morowali menyampaikan unek-unek dan dampak konflik 
tarik-menarik ibu kota definitif selama ini. Salah satu dampak 
dari konflik adalah kinerja DPRD Kabupaten Morowali yang 
kian menurun dan terpecah dua kelompok, yaitu 12 berada pada 
pihak kubu Kolonodale dan 13 pro kubu Bungku, yang pada 
akhirnya rapat-rapat di dewan tidak pernah qorum, bahkan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 
2004 tidak dibahas di DPRD Kabupaten Morowali, akibatnya 
di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali langsung mengesah
kan melalui Menteri Dalam Negeri. 

242	 Lihat Radar Sulteng, 23 Januari 2006.
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Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Yanes K Mesepy, dari 
Daerah Pemilihan Mori Atas dan bagian dari kubu Kolonodale, 
mengakui bahwa tim satgas untuk membicarakan persoalan ibu 
kota Morowali dengan gubernur sangat positif sekali, bila kondisi 
ini dibiarkan bisa saja memicu masalah baru di Kabupaten 
Morowali”.243 Warga masyarakat dari ini termasuk kategori rawan 
konflik sosial, karena bagian dari warga Kabupaten Poso yang 
pernah diterpa tragedi kemanusiaan di awal tahun 2000-an. Warga 
Masyarakat Kabupaten Morowali yang heterogen, yang secara 
umum di terbelah dua etnis besar (Bungku dan Mori) dan dua 
perbedaan agama (Islam dan Kristen) serta latar belakang sejarah 
kerajaan yang memiliki “trauma konflik”. Dikotomi di atas amat 
mudah dan cepat terjadinya konflik sosial. Walaupun isu-isu 
pemekaran atau tarik menarik ibu kota definitif hanya bagian 
dari skenario politisasi pemekaran yang dilakonkan oleh aktor 
elite politik baik Pusat maupun lokal. Isu-isu itu kerap di hembus
kan oleh para Elite Politik Lokal (EPL) yang memiliki segala 
potensi, yaitu power, finasial, networking dan intelektual (kajian 
ini dibahas pada bab lainnya). 

5. Warga Bungku Membentuk Laskar

Warga Bungku setelah menanti selama kurang lebih empat 
tahun berjuang untuk merebut ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali untuk dipindahkan ke Bungku ternyata beragam 
rintangan dan tantangan sosial dan politik yang dialaminya. 
Walaupun demikian, kubu Bungku tidak mau kehabisan pola 
dan strategi dalam perjuangannya. Salah satu strategi pergerakan 
adalah membentuk laskar perjuangan. Laskar perjuangan ini 
merupakan sebuah forum yang bersifat spontanitas yang didasarkan 
oleh stimulus emosional yang tak terkendali untuk merebut sebuah 
cita-cita perjuangan, yaitu memindahkan ibu kota definitif 
Kabupaten Morowali ke Bungku. 

243	 Ibid. 
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Pada tanggal 1 November 2004, warga Bungku membentuk 
Laskar Gebrakan Percepatan Pemfungsian Ibu Kota Kabupaten 
Morowali (LGPPIKM). Laskar ini anggotanya terwakili sembilan 
Kecamatan di wilayah Bungku, yakni Kecamatan Menui Kepu
lauan, Bungku Selatan, Bungku Tengah, Bahodopi, Bungku Barat, 
Bumi Raya, Witaponda, Bungku Utara, dan Mamosalato. Menurut 
Ramadhan, salah seorang pendiri Laskar ini, Laskar tersebut 
bukan lembaga yang melawan terhadap aksi-aksi yang dilakukan 
pro ibu kota Kolonodale (baca: kubu Kolonodale). Tetapi Laskar 
tersebut hanya untuk menguatkan pikiran, pola dan strategi 
gerakan masyarakat Bungku agar tidak terprovokasi oleh kepen
tingan tertentu. Hal ini ada indikasi elite busuk mulai mencari 
momentum politik memboncengi isu pemekaran dalam merebut 
jabatan politik baik dalam pemilu maupun pemekaran wilayah 
kabupaten Morowali.244 

Reaksi keras yang dilakukan oleh kubu Bungku dalam 
membentuk Laskar merupakan respons dari adanya formulasi 
kekuatan yang dilakukan oleh kubu Kolonodale dan sikap arogansi 
kekuasaan Bupati Andi Muhammad yang tidak memenuhi 
tuntutan masyarakat Bungku. Namun, sebelum itu, beberapa hari 
lalu, warga pro ibu kota Kabupaten Kolonodale (baca: kubu 
Kolonodale) menggelar rapat akbar. Rapat akbar tersebut yang 
difasilitasi Forum Masyarakat Percepatan Pemekaran Kabupaten 
Morowali (FMPPKM) itu bertujuan akan melakukan perlawanan 
atas keputusan yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Morowali 
melalui ketuanya, H. Zainal Abidin Ishak. Mereka menganggap 
bahwa keputusan politik tersebut cenderung berpihak pada kubu 
Bungku, bahkan dapat merugikan kepentingan kubu Kolonodale 
yang selama ini telah melakukan konsolidasi kultural dan politik 
dalam perjuangannya, bahwa Kolonodale tetap menjadi ibu kota 

244	 Wawancara Ramadhan 29 November 2009 dan Lihat juga Radar Sulteng, 
1 November 2004. 
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Kabupaten Morowali dan Bungku sebagai ibu kota Kabupaten 
Labuah. 

Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh pemuda, tokoh masya
rakat dari berbagai penjuru wilayah Kecamatan Petasia, Mori 
Atas, Lembo, Soyo Jaya, Wanajaya dan lainnya melakukan ”Show 
of Force” ke DPRD Kabupaten Morowali dan miminta ketua 
DPRD Zainal Abidin Ishak mundur.245 Koordinator Masyarakat 
Mempertahankan Ibu Kota (MMI), Yusril Ibrahim,SE menyam
paikan hasil koordinasinya dengan tokoh masyarakat dan sesepuh 
baik dari warga Mori, Bugis, Bungku Utara, Beteleme dan Mori 
Atas, bahwa akan melakukan perlawanan bila ibu kota Kabupaten 
Morowali dari Kolonodale ke Bungku dengan segala konse
kuensinya”.246

Laskar Gebrakan Perjuangan warga Bungku dalam mem
fungsikan ibu kota definitif Kabupaten Morowali terus mendapat 
perlawanan dari Masyarakat Mempertahankan ibu kota Kolonodale 
(MMI) sehingga nyaris terjadi konflik horizontal yang melibatkan 
masing-masing komponen kekuatan. Buntut dari kejadian ini, 
kasus adu mulut antara Ketua DPRD Kabupaten Morowali, H. 
Zainal Abidin Ishak (Kubu Bungku) dengan Koordinator 
Percepatan Pemekaran Kabupaten Morowali (FPPKM) Yusril 
Ibrahim (dari kubu Kolonodale). Kejadian ini kemudian mendapat 
kecaman keras dari tokoh Laskar dan aktivis LSM Lentera 
Bangsa, Ramadhan dan Burham Hamading. Mereka meminta 
agar pendemo yang dipimpin Yusril Ibrahim itu tidak bermain 
api. “Kami masyarakat Bungku sudah cukup bersabar. Sekali lagi 
catat bahwa Ketua DPRD Morowali sebagai unsur pejabat negara, 

245	 Wawancara salah tokoh pemuda dari kubu Kolonodale. Lihat juga Radar 
Sulteng 1 November 2004.

246	 Lihat Radar Sulteng, 30 September 2004. Dan Wawancara dengan salah 
seorang tokoh masyarakat Bugis yang berada di Kolonodale, tanggal 15 
April 2008.
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karena itu mereka harus dihargai”.247 Dalam pandangan Yusril 
Ibrahim, Ketua DPRD Morowali, H. Zainal Abidin Ishak tidak 
netral dan cenderung berpihak kepada kubu Bungku mendapat 
tanggapan serius dan emosional dari Laskar sempalan dari kubu 
Bungku, melalui ketuanya Ramadhan bahwa kubu Kolonodale 
dan sempalannya itu juga tidak melakukan intropeksi, mereka 
juga punya Bupati Andi Muhammad dan beberapa anggota dewan 
serta birokrat yang mem-beckup segala gerakan dan perjuangannya 
dalam mempertahankan ibu kota Kolonodale selama ini.248 

Munculnya dua tokoh Elite Politik Lokal (EPL) yang berada 
di kabupaten Morowali, yaitu Bupati Morowali Andi Muhammad 
dan Ketua DPRD Kabupaten Morowali H. Zainal Abidin Ishak 
tak kala situasi sosial dan politik tengah “memanas” dan “men
cekam” yang diakibatkan terbangunnya “rivalitas” kekuatan dari 
kelompok Elite Sosial (ES) kedua kubu, yaitu kubu Bungku dan 
kubu Kolonodale. Situasi sosial dan politik yang tak terkendalikan 
itu, isu kepentingan politik “Pemilihan Legislatif ”, “Pilkada”, 
menjadi bola liar yang dimainkan oleh Elite Politik Lokal (EPL). 
Para Elite Politik Lokal (EPL) saling menyelamatkan diri, tak 
kala kapal politik mulai tenggelam dan hanyut di samudra konflik 
sosial di Kabupaten Morowali. 

247	 Wawancara dengan Ramadhan dan Burhan Hamading, tanggal 29 November 
2009. Lihat juga Radar Sulteng, 13 Januari 2005. Dalam kasus adu mulut 
antara Ketua DPRD Kab. Morowali, H. Zainal Abidin Ishak dengan 
Koordinator FPPKM, Yusril Ibrahim, SE nyaris terjadi “adu  jotos” keduanya. 
Akhirnya, Yusril Ibrahim mengambil mobil dinas DN 2 G. Kekecewaan 
kubu Kolonodale yang dipicu dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) 
DPRD Kab. Morowali tentang pemfungsian ibu kota definitif kabupaten 
Morowali di Bungku. SK tersebut ditandatangani oleh H. Zainal Abidin 
Ishak sebagai ketua DPRD Kab. Morowali. Yusril Ibrahim juga dalam 
wawancaranya, menganggap Ketua DPRD Morowali, H. Zainal Abidin 
Ishak sebagai wakil rakyat Morowali tidak netral.

248	 Wawancara dengan Ramadhan tokoh kubu Bungku dan Penulis juga 
mengkomfirmasi kepada salah seorang tokoh kubu Kolonodale, H. Idris 
Abdul Kadir, pada pertengahan bulan Desember 2008. 
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6. Bungku Akhirnya Ibu Kota Definitif Kabupaten Morowali

Setelah warga masyarakat Kabupaten Morowali tidak pernah 
merasakan hidup tentram dan menikmati kerukunan bermasyara
kat yang damai dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sejak 
Kabupaten Morowali di resmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 
selalu diliputi oleh konflik tentang “tarik-menariknya” ibu kota 
definitif. Pro-kontra ibu kota definitif yang melahirkan polarisasi 
masyarakat dan elite lokal tergantung dari kepentingannya. Situasi 
politik kian bergulir seiring dengan detak langkah waktu berganti 
Bupati Morowali Andi Muhammad AB akhirnya menjadi ter
sangka dugaan korupsi dana pemekaran dan pada saat yang sama 
atas usulan gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele ke 
Menteri Dalam Negeri untuk segera Andi Muhammad di non
aktifkan sebagai bupati Morowali. Dan yang menjadi penggantinya 
untuk diusulkan adalah Wakil bupati Datlin Tamalagi sebagai 
pejabat bupati Morowali. Drama konflik antara gubernur Sulawesi 
Tengah, Aminuddin Ponulele dan bupati Andi Muhammad  
berakhir, karena Andi Muhammad disamping dicopot dari 
jabatannya dan sedang menjalani proses hukum dengan dugaan 
korupsi dana pemekaran Morowali. Kedua persoalan tersebut 
membuat Andi Muhammad tidak berdaya melawan Aminuddin 
Ponulele. Tetapi, walaupun Andi Muhammad dalam posisi 
demikian, ia tetap memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat 
Kolonodale, bahkan satu-satunya tokoh politik sentral. Hal ini 
dibuktikannya rencana pemekaran Kabupaten Morowali masih 
terus berjalan dan para pengikutnya baik dijajaran pemerintahan, 
partai politik dan DPRD Morowali tetap eksis. 

Kondisi demikian di atas, maka cita-cita dan harapan warga 
Bungku (Kubu Bungku) selangkah lebih maju untuk merebut 
ibu kota definitif Kabupaten Morowali yang akan ditetapkan dan 
diresmikan di Bungku. Wakil Bupati Morowali Datlin Tamalagi 
merupakan bagian dari jaringan kubu Bungku yang kontra dengan 
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Andi Muhammad malah berbalik menjadi pendukung dan patuh 
terhadap perintah gubernur Aminuddin Ponulele. Kesuksesan 
Datlin Tamalagi menjabat selaku Plh bupati Morowali merupakan 
upaya dan ikhtiar dari Aminuddin Ponulele. Berbeda dengan 
Andi Muhammad selama menjadi Bupati tidak pernah rujuk 
bahkan selalu bertentangan dalam mengambil kebijakan yang 
berhubungan dengan “penetapan” ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali. Menurut Ramadhan, ”dampak dari konflik Aminuddin 
Ponulele dengan Andi Muhammad, anggaran dana perbaikan 
sarana jalan dari Tomata hingga Beteleme, Gubernur Aminuddin 
Ponulele mengalihkan ke Kabupaten Buol”.249

Pelantikan Wakil Bupati Datlin Tamalagi selaku pejabat 
Bupati Morowali oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Aminuddin 
Ponulele sebagai langkah strategis bagi Aminuddin Ponulele 
dalam memenangkan pemilihan gubernur periode 2006-2011. 
Ia membangun pencintraan di tengah masyarakat terutama bagi 
etnis Bungku. Datlin Tamalagi dapat mem-beckup-nya dalam 
menjaring suara dalam komunitas etnis Mori. 

Pemerintah Kabupaten Morowali di bawah kendali Bupati 
Plt, Datlin Tamalagi secara tegas akan tetap memindahkan ibu 
kota Kabupaten Morowali dari Kolonodale ke Bungku sebagai 
ibu kota definitif berdasarkan perintah Undang-undang No 51 
Tahun1999. Namun, keinginan keras Datlin Tamalagi itu, men
dapat kecaman keras dan penolakan dari Forum Pembela Ibu 
Kota Kolonodale (FPIK) yang diketuai oleh Ferry Siombo. 

Aksi unjuk rasa penolakan pemindahan ibu kota ke Bungku 
sebagai ibu kota definitif yang berlangsung di Kolonodale pada 
tanggal 2 Mei 2006. Massa yang difasilitasi Forum Pembela Ibu 
kota Kolonodale (FPIK) dan Masyarakat Peduli Morowali (MPM) 
itu, menyampaikan kekecewaanya atas tindakan Plt Bupati Morowali, 

249	 Wawancara dengan Ramadhan, tanggal 29 November 2009.
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Datlin Tamalagi yang memindahkan ibu kota  Morowali ke 
Bungku. FPIK melalui koordinatornya, Ferry Siombo, menyatakan 
bahwa “pihaknya akan tetap melakukan perlawanan terhadap 
pemindahan ibu kota Morowali tersebut ke Bungku. Selain itu, 
katanya, konsep pemekaran oleh Pemkab juga tidak jelas, sehingga 
pihaknya akan tetap melakukan aksi protes terhadap kebijakan 
tersebut”.250 

Medio tahun 2006, pasca pemilihan gubernur Provinsi 
Sulawesi Tengah, akhirnya pasangan H.B Palidju dan Achmad 
Yahya terpilih menjadi gubernur Sulawesi Tengah periode 2006-
2011. Harapan warga Bungku mengenai pemindahan ibu kota 
Morowali yang definitif ke Bungku dapat berjalan mulus. Demi
kian pula peresmian ibu kota Bungku dapat dilakukan oleh 
gubernur yang terpilih. 

Penantian lama warga Bungku agar supaya Bungku menjadi 
ibu kota definitif Kabupaten Morowali telah terealisasi. Bungku 
dengan segala keterbatasannya akhirnya bisa difungsikan sebagai 
ibu kota Kabupaten Morowali. Ribuan warga yang sejak pukul 
09.00 Wita berjubel di Kantor Bupati di Desa Bete-Bungku 
Tengah untuk menyambut detik-detik bersejarah yang sekaligus 
mengakhiri polemik panjang soal pro dan kontra ibu kota.

Plt Bupati Morowali, Drs.Datlin Tamalagi, dalam sambutan
nya mengemukakan, terwujudnya pemfungsian ibu kota Bungku 
tak terlepas dari kerjasama semua pihak di Kabupaten Morowali, 
sehingga penantian untuk terwujudnya ibu kota akhirnya terealisasi
kan. Datlin kemudian menegaskan bahwa pemerintah bertekad 
untuk menjadikan Bungku sebagai kota pusat kebudayaan, perda
gangan, dan pemerintahan. Ia berharap untuk mewujudkan 
harapan itu, diharapkan semua pihak dan masyarakat Morowali 

250	 Wawancara dengan Ferry Siombo dan Faris Sallu anggota Forum Pembela 
Ibu Kota Kolonodale (FPIK), tanggal 12 Desember 2008. Lihat juga Radar 
Sulteng, 3 Mei 2006.
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secara keseluruhan untuk turut berpartisipasi dalam membangun 
Kabupaten Morowali ke depan”.251

Pada kesempatan yang sama, Gubernur H.B Paliudju, menge
mukakan bahwa pemfungsian ibu kota ini tidak ada kaitannya 
dengan kontrak politik yang pernah diteken bersama pada saat 
dirinya melakukan kampanye di Morowali beberapa waktu lalu. 
Dalam kontrak politik itu, tercantum akan pasangan BP-AY 
hingga 90% suara. “Ini tidak ada kaitannya dengan itu, karena 
murni perintah undang-undang”.252 Peristiwa ini lanjut HB 
Paliudju, menjadi sangat bersejarah bagi masyarakat Kabupaten 
Morowali, sekaligus mengingatkan bahwa ketika dirinya menjadi 
gubernur periode 1996-2001 lalu telah merestui dan memper
juangkan pembentukan daerah otonomi bersama dengan Kabu
paten lainnya di Sulawesi Tengah. 

Menurut HB Paliudju, pemungsian ibu kota Kabupaten 
Morowali memakan waktu, rumit dan melelahkan, karena terjadi
nya tarik-menarik keinginan terhadap penetapan ibu kota antara 
Kolonodale dan Bungku. Namun, karena perintah undang-undang, 
maka ibu kota Kabupaten Morowali tidak bisa ditawar-tawar 
lagi, harus di Kota Bungku. Momen ini, kata dia, hendaknya 
menjadi entry point untuk membangun Kabupaten Morowali 
sejajar dengan daerah lainnya.253 Turut hadir dalam acara peresmian 
ibu kota definitif Kabupaten Morowali di Bungku adalah Kapolda 
Sulawesi Tengah Brigjen Pol Oegroseno, Danrem 132 Tadulako, 
Kol Inf Husen Malik dan Kajati Sulteng, Jahya Sibe, SH, MH 
serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

Namun demikian, kendati Bungku telah diresmikan menjadi 
ibu kota definitif Kabupaten Morowali dendam konflik telah 

251	 Lihat Radar Sulteng, 10 Mei 2008. Dan wawancara dengan Waris Kandori, 
salah seorang anggota dewan Morowali, November 2008.

252	 Ibid.
253	 Ibid.
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terhapus sama sekali. Tetapi dendam diantara para demonstran 
masih tetap tertanam di lubuk hati mereka. Kasus pemukulan 
Koordinator Forum Bersama (FORBES) Bungku, Kuswandi 
terhadap Ferry Siombo dan Anto Trisno, Ketua Forum Pembela 
Ibu Kota Kolonodale (FPIK) di Dinas Kimpraswil di Bungku 
membuat para kedua kubu kembali terjadi ketegangan. Beruntung 
kejadian tersebut tidak melebar menjadi konflik antar massa. Hal 
itu pihak keamanan langsung menangani  secara dini dan sigap. 

Menurut Hermansyah dan Ambo Rappe, salah seorang tokoh 
muda dan aktivis LSM Laskar Merah Putih, pemukulan itu 
dilatarbelakangi masalah perebutan ibu kota. Ferry Siombo, yang 
sering bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dalam 
unjuk rasa mempertahankan ibu kota Kolonodale. Sedangkan 
Kuswandi, juga melakukan demo meminta percepatan pemfungsian 
ibu kota di Bungku. Inilah yang menyebabkan kubu Kuswandi 
tidak menerima hingga berlanjut ke tindakan pemukulan.254 
Namun, di pihak kubu Ferry Siombo di Kolonodale tidak mau 
menerima penganiayaan itu. Sehingga terjadi ketegangan kembali 
kedua kubu, hampir jalan-jalan masuk daerah Kolonodale dijaga 
ketat oleh pendukung kubu Kolonodale. 

Dengan adanya kasus tersebut, justru memberikan semangat 
kepada kubu Kolonodale untuk melanjutkan perjuangan pemekar
an Kabupaten Morowali menjadi Kabupaten Morowali Utara. 
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara yang telah diwacanakan 
sejak 2003 lalu merupakan strategis “politisasi” oleh Bupati 
Morowali Andi Muhammad jika seandainya ibu kota Kabupaten 
Morowali terwujud pindah ke Bungku. Perjuangan kubu Kolonodale 
hingga kini masih terus berjuangan untuk pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara. Tentu saja hal itu, dilakukan adalah merupakan 
“penyelamatan” untuk survive bagi kubu Kolonodale. Hal itu, 

254	 Wawancara dengan Hermansyah dan Ambo Rappe dari LSM Laskar Merah 
Putih, tanggal 25 Juli 2007. Dan lihat juga Radar Sulteng, 11 Juli 2007
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karena kubu Kolonodale merasa terancam tidak mendapatkan 
peluang “proyek”, kekuasaan, dan ekonomi sejak ibu kota Kabupaten 
Morowali pindah ke Bungku. Demikian pula kota tua Kolonodale 
semakin sepi dan tidak ada lagi pembangunan gedung-gedung, 
sarana jalan dan perumahan. Bahkan pasar-pasar semakin sepi 
dan income perkapita masyarakat semakin menurut. Padahal ketika 
Kolonodale menjadi ibu kota penduduk di sana menikmati berbagai 
fasilitas, ramai dan perdagangan semakin lancar yang disebabkan 
arus perdagangan dari Sulawesi Selatan. Sementara, di Bungku 
pembangunan semakin pesat dan perekonomian semakin mening
kat seiring dengan meningkatnya income perkapitas masyarakat 
di Bungku. Fenomena ketimpangan pembangunan inilah yang 
membuat salah satu pemicu muncul gerakan “pemekaran” Kabu
paten Morowali atau Pembentukan Kabupaten Morowali Utara.255

B. Kubu Kolonodale Mempertahankan Ibu Kota 
Kabupaten Morowali Tetap di Kolonodale
“Apapun konsekwensinya kami akan mempertahankan 

Kolonodale tetap menjadi ibu kota Kabupaten Morowali,”256 
demikian pernyataan, Ferry Siombo salah seorang tokoh demons
tran yang paling radikal dan militan dalam mempertahankan ibu 
kota Kabupaten Morowali tetap di Kolonodale. Ferry Siombo 
merupakan koordinator Forum Pembela  ibu kota Kolonodale 
(FPIK) yang kerap menjadi aktor penting dan memiliki peran 
besar dalam melakukan mobilisasi massa di wilayah Kolonodale 
sekitarnya. Ferry Siombo bersama dengan kawan-kawan seper
juangannya merupakan lapisan kedua (Elite Sosial) dari kubu 
Kolonodale, setelah Elite Politik Lokal (EPL) dan lapisan terbawah 

255	 Perjuangan pemekaran Morowali Utara dilakukan sejak awal tahun 2003. 
Perkembangan selanjutnya telah di godok di Pusat. Namun demikian, 
pemekaran Kabupaten Morowali mendapat penolakan dan tantangan dari 
kubu Bungku. Mungkin inilah yang menjadi konflik babak baru dengan 
setting yang berbeda. 

256	 Lihat Info Baru, tanggal 15 Agustus 2003.
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adalah masyarakat Kolonodale dari 9 wilayah kecamatan yang 
bergabung. 

Kubu Kolonodale terdiri dari tiga lapisan, sebagaimana yang 
struktur kubu Bungku. Lapisan pertama, disebut kelompok Elite 
Politik Lokal (EPL) yang terdiri dari para politisi di legislatif 
dan pengurus partai politik, pejabat yang memegang jabatan 
strategis dalam lingkungan pemerintah daerah Morowali dan 
Provinsi Sulawesi Tengah serta aktor politik dari Jakarta. Lapisan 
kedua adalah kelompok menengah merupakan aktor-aktor lokal 
yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh 
agama, tokoh masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dari 
Golongan III ke bawah yang memiliki akses dalam memengaruhi 
pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Dan lapisan ketiga 
adalah komunitas etnis tertentu yang diklaim menjadi basis massa 
pendukung.

Kelompok lapisan pertama, yaitu Elite Politik Lokal (EPL) 
yang masuk dalam kategori ini adalah Bupati Andi Muhammad 
AB yang berasal dari etnis Bugis dan telah menjadi putra daerah 
Kolonodale. Andi Muhammad salah satu pengurus DPP Partai 
Golkar Jakarta, di bawah pimpinan Akbar Tanjung. Said Unok 
selaku pemegang jabatan asisten III Pemerintah Daerah Kabupaten 
Morowali berasal dari etnis Kolonodale, beragama Islam dan 
H.M. Badudin sebagai jabatan asisten I Pemerintah Daerah 
Kabupaten Morowali yang berasal dari etnis Kolonodale, beragama 
Islam. Keduanya merupakan pejabat eselon II dalam jajaran 
pemerintahan Bupati Andi Muhammad. 

H.Idris Abd. Kadir, Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) 
Kabupaten Morowali, etnis Bugis dan beragama Islam. Robert 
Tobigo, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Wilayah 
Provinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Kabupaten 
Morowali, etnis Mori yang beragama Kristen. Laode Jenis anggota 
DPR-RI Komisi II berasal dari Kendari, Provinsi Sulawesi 
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Tenggara, beragam Islam, dan 12 Anggota DPRD Kabupaten 
Morowali yang berasal dari 6 kecamatan (daerah pemilihan) yang 
berada pada posisi Kolonodale sekitarnya. Keenam wilayah daerah 
pemilihan 12 anggota Dewan tersebut adalah Kecamatan Petasia, 
Lembo, Mori Atas, Soyo Jaya, Mamosalato dan Bungku Utara.

Lapisan kedua, yaitu kelompok Elite Sosial (ES) yang ter
masuk anggotanya terdiri dari: (MMI) Masyarakat Mempertahan
kan Ibu kota (Ir. Yusril Ibrahim, Koordinator), (FPMM) Forum 
Peduli Masyarakat Morowali (Ir. Ferry Siombo, Sekretaris), 
(FPPKM) Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten Morowali 
(Ir. Yusril Ibrahim, Koordinator), (FP2M) Forum Peduli Masya
rakat Morowali (Yustril Ibrahim,SR, Koordinator): Dan para 
inisiator Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, sebagai 
berikut.

Tabel 01
Inisiator Pembentukan Kabupaten Morowali Utara

No. Elite Perwakilan Wilayah

1 A.R Lande Kel.Bahontula

2 Yusril Ibrahim  Kel. Kolonodale

3 R.Monsangi    Kel.Bahontula

4 Ajib J.Abd. Kadir Kel. Kolonodale

5 Jabar Hi.Lahaji   Kel. Bahontula

6 Syarifudin.S Kel. Kolonodale

7 Ferry Sombo Kel. Bahontula

8 Abd. Rahman Kel. Kolonodale

9 Suardi H.S Kel. Kolonodale
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10 Ambo Ellang Kel. Kolonodale

11 Nihaya Yunus Kel.Kolonodale

12 Habrin Moh. Saleh Kel. Kolonodale

13 Hi.Rahing Kel.Bahoue

14 Najemain.DJ Kel. Bahoue

15 Abdullah Hasan Kel. Kolonodale

16 Faris Salu Kel.Bahontula

17 Kamaruddin H.M Kel. Kolonodale

18 Hamka Hamade Kel. Kolonodale 

19 Baharuddin H.M Kel. Kolonodale

20 Jamaludin Musa Kel. Bahontula

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber dan dokumen, 2009

Lapisan Ketiga adalah kelompok komunitas warga masyarakat 
yang bergabung dalam kelompok etnis Kolonodale. Komunitas 
etni  s yang menjadi basis massa pendukung adalah Etnis Mori 
(mayoritas beragama Kristen), Etnis Bugis dan Etnis Kolonodale 
serta etnis Jawa, Kaili dan Gorontalo (mayoritas beragama Islam). 
Mereka dari kubu Kolonodale mengklaim wilayah basisnya secara 
defacto terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Kec. Petasia, Kec. Soyol 
Jaya,Kec. Lembo, Kec. Mori Atas, Kec. Bungku Utara, Kec. 
Menuai Kepulauan, Kec. Bungku Selatan, Kec. Bungku Barat, 
dan Kec. Bahodopi.257 

257	 Lihat Dokumen Surat Dukungan dan Pernyataan Sikap Masyarakat Dalam 
Rangka Percepatan Proses Pemekaran Kabupaten Morowali, diusulkan oleh 
Forum Peduli Masyarakat Morowali (FPRM), Oktober 2004. Dan wawancara 
dengan Charles, tokoh pemuda berasal dari etnis Mori, Juni 2008 di Palu. 
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1. FMMI Ibu Kota Morowali Tetap di Kolonodale

Yusril Ibrahim, koordinator Forum Mempertahankan Ibu 
Kota Kolonodale (FMMI) pada tanggal 2 Oktober 2004 di 
Wilayah Kolonodale mengajak seluruh elemen masyarakat di 
Kabupaten Morowali untuk tetap bersatu mempertahankan 
Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali.258 Namun 
sebelumnya, pada tanggal 22 dan 24 Oktober 2003, warga 
Kolonodale melakukan aksi damai untuk mempertahankan ibu 
kota Kabupaten Morowali tetap di Kolonodale dan mengusulkan 
kepada Pemerintah Pusat pemekaran Kabupaten Morowali 
menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Morowali ibu kotanya 
Kolonodale dan Kabupaten Labua ibu kotanya Bungku. Dan 
pada tanggal 14 sampai dengan 28 November 2004 masyarakat 
Kolonodale kembali melakukan unjuk rasa di Jakarta dengan 
mengirimkan delegasi sebanyak kurang lebih 200 orang dengan 
tujuan hal serupa.259 

Pada tanggal 28 September 2004, sejumlah warga Kolonodale 
dan sekitarnya heboh, menyusul beredarnya isu yang menyebutkan 
bahwa warga Bungku akan menyegel kantor-kantor pemerintah 
yang ada di Kolonodale. Disebutkan bahwa warga Bungku juga 
diberi waktu hingga tanggal 4 Oktober 2004 agar ibu kota 
Morowali segera dipindahkan dari Kolonodale ke Bungku. Isu-
isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat Kolonodale mem
buat sejumlah tokoh mudah (Elite Sosial) melakukan pertemuan 
sejak Senin malam di wilayah kampung Pisang, Kelurahan 
Kolonodale. Pertemuan itu  untuk mengantisipasi segala kemung

258	 Lihat Radar Sulteng, 3 Oktober 2004 dan wawancara dengan Ismail Hasan 
salah satu aktor demonstran dalam kubu Kolonodale, tanggal 21 Juni 2008 
di Wita Ponda. Ia pernah ditahan Polres Morowali karena demo mem
pertahankan Kolonodale sebagai ibu kota. Ibu kota tidak bisa dipindahkan 
kalau tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis. 

259	 Lihat Dokumen Kajian Daerah Terhadap Aspek Teknis Pemekaran Kabupaten 
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pemekaran Kabupaten Morowali, 
Agustus 2006.
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kinan yang terjadi baik deadline pemindahan ibu kota maupun 
adanya penyegelan kantor-kantor Pemerintah di Kolonodale.

Sehari setelah pertemuan, koordinator FMMI, Yusril Ibrahim 
menyampaikan hasilnya kepada tokoh masyarakat, elite masyarakat 
dan sesepuh warga Mori, Bugis, Bungku Utara, dan Beteleme, 
bahwa akan melakukan “perlawanan” bila ibu kota akan di pindah
kan ke Bungku dengan segala konsekwensinya260.Yusril mene
kankan bahwa, “bila ada upaya penyegelan kantor-kantor, akan 
berhadapan dengan masyarakat Kolonodale. Begitu juga soal 
deadline pemfungsian ibu kota, bila ibu kota akan diusik-usik atau 
dipindah kemana, kami dari warga Kolonodale akan melakukan 
perlawanan dengan segala resikonya”.261

Beredarnya isu tersebut yang dapat menjadi potensi konflik 
sosial di Kabupaten Morowali, Kapolres Kabupaten Morowali 
Kompol Hany Sulistya menanggapi secara serius. Hany meminta 
agar kedua belah pihak menahan diri dan menjaga stabilitas 
keamanan daerah. Hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Morowali asal daerah pemilihan (Dapil) Mori 
Atas, Hymans Larope, atas nama lembaga dewan, mengharapkan 
agar kedua belah pihak, kubu Kolonodale dan kubu Bungku, bisa 
mengutamakan dialog. Sebab melalui komunikasi yang baik, 
sedapat mungkin menghindari terjadinya benturan yang disebab
kan “pemindahan” ibu kota Kabupaten Morowali.262 

Sikap ambivalensi DPRD Kabupaten Morowali juga ditujukan 
kepada kubu Kolonodale dengan harapan bahwa keinginan kubu 
Kolonodale dan kubu Bungku dapat diakomodasi dengan menge
luarkan dua rekomendasi, yaitu pertama, agar pemerintah daerah 
memfungsikan ibu kota sesuai amanat Undang-undang No 51 

260	 Lihat Radar Sulteng, 29 September 2004 dan wawancara dengan Ambo 
Rappe aktivis LSM Laskar Merah Putih di Kecamatan Petasia, pada Medio 
Juli 2008.

261	 Ibid. 
262	 Lihat Radar Sulteng, 29 September 2004. 
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Tahun 1999 sampai batas waktu yang ditentukan. Kedua, men
dukung Pemerintah Daerah Bupati Andi Muhammad untuk 
melakukan pemekaran Kabupaten Morowali demi menghindari 
konflik di masyarakat. Manuver politik yang dijalankan elite 
politik lokal di lembaga dewan Morowali merupakan realitas 
politik menjelang menghadapi pemilihan umum, tahun 2004 dan 
berharap figur masing-masing kubu dapat mencalonkan sebagai 
kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah periode 2007-
2012. Kedua figur dari dua kubu masing-masing Bupati Andi 
Muhammad di kubu Kolonodale dan di pihak kubu Bungku 
dipresentasekan oleh Ketua DPRD Morowali, H. Zainal Abidin 
Ishak dan Sekretaris Kabupaten, H. Chaeruddin Zen. 

Saharuddin Latief, SH Ketua Lembaga Bantuan Hukum 
Perdana (LBHP) Kabupaten Morowali pada tanggal 13 Oktober 
2004, menyatakan bahwa Undang-undang No 51 Tahun 1999 
dibuat dengan tidak murni alias ditunggangi kepentingan-kepen
tingan politis tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat 
Morowali yang lebih besar. Menurutnya regulasi tersebut memiliki 
banyak kelemahan dan tidak efektif untuk menjadi dasar dalam 
mengayomi masyarakat Morowali. “Undang-undang itu mem
berikan peluang besar bagi terciptanya konflik horizontal bahkan 
konflik bernuansa SARA seperti yang terjadi di Kabupaten 
Poso”.263 Ia menilai, maraknya aksi unjuk rasa yang menuntut 
segera dilakukannya pemindahan ibu kota Morowali, justru juga 
berpeluang menyulut konflik yang lebih besar karena diduga telah 
banyak ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang punya 
tujuan tertentu pula di pemerintahan Kabupaten Morowali”.264

Pada tanggal 14 Oktober 2004, Koordinator Forum Masyarakat 
Mempertahankan Ibu Kota (FMMI), Ferry Siombo menuduh 
Ketua DPRD Kabupaten Morowali, H.Zainal Abidin Ishak 

263	 Lihat Radar Sulteng, 14 Oktober 2004
264	 Ibid.
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bergerilya ke Mendagri di Jakarta untuk memperoleh surat pene
tapan pemfungsian ibu kota Morowali di Bungku. Ia mengatakan 
bahwa pak ketua dewan sengaja mengaburkan persoalan Morowali 
di Jakarta, sebab informasi yang kami peroleh di Jakarta, Ketua 
DPRD bergerilya untuk memperoleh surat pemfungsian ibu kota 
di Bungku. Padahal masyarakat di sini (Kolonodale dan sekitarnya) 
sudah mempercayakan penuh kepadanya untuk menjadi Ketua 
DPRD periode lima tahun, ternyata harapan masyarakat sudah 
kecewa”.265 Ferry Siombo koordinator FMMI yang memiliki 
pengaruh besar dalam komunitas masyarakat Kolonodale dan 
Mori terus melakukan mobilisasi dan membakar semangat massa 
untuk tetap mempertahankan Kolonodale sebagai ibu kota 
Kabupaten Morowali. “Jadi rakyat Kolonodale dan sekitarnya 
menuntut hidup mati tetap mempertahankan ibu kota Morowali 
di Kolonodale, bila memang ibu kota pindah di Bungku, seluruh 
masyarakat Kolonodale dan sekitarnya akan terus melakukan 
protes dan reaksi keras, bahkan akan memblokir jalan menuju ke 
Poso”. Jalan Kabupaten Poso merupakan satu-satunya jalur darat 
yang lebih efektif menuju Kota Palu sebagai pusat ekonomi.

Ferry Siombo terus mengobarkan jiwa semangat dan meng
gugah perasaan publik mengenai realitas sesungguhnya adanya 
politisasi pemekaran di Kabupaten Morowali. Ia mengatakan 
bahwa kalau Kolonodale sebagai ibu kota selama ini telah terjadi 
pengaburan, manipulasi data, soal infrastruktur yang sudah 
memadai di Kolonodale sebagai ibu kota Morowali. Menurutnya, 
Kolonodale telah lengkap dengan sarana yang ada seperti, PLN, 
Depot Pertamina, dan sarana pemerintahan lainnya, kompi 
Brimob, Polres yang sedang dibangun. Untuk itu, Kolonodale 
layak menjadi ibu kota Morowali. 

FMMI salah satu wadah perjuangan para kelompok lapisan  
Elite Sosial (ES) dalam tubuh kubu Kolonodale juga menuduh 

265	 Wawancara dengan Ferry Siombo pada tanggal 16 Oktober 2004. Lihat 
juga Radar Sulteng 15 Oktober 2004. 
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keras Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele 
dan kelompoknya bermain dalam persoalan di Kabupaten Morowali. 
Sementara Kolonodale sebagaimana hasil penelitian Balitbang 
Pusat dan DPR-RI sangat layak sebagai ibu kota kembali diper
soalkan Pusat, bahkan menafikan data-data yang dihasilkan 
Balitbang Pusat. Hal inilah yang melemahkan posisi politik kubu 
Kolonodale di tingkat Pusat. Kemudian di lain kesempatan, 
Koordinator FMMI, Yusril Ibrahim, di hadapan wakil rakyat 
yang pro dengan kubu Kolonodale, meminta masyarakat bersatu 
padu, kalau ibu kota Morowali pindah ke Bungku adalah persoalan 
harga diri. Oleh karenanya warga Kolonodale tidak pernah setuju 
jika Kolonodale nantinya menjadi kecamatan. “Jadi tolong wakil 
rakyat agar mengambil keputusan yang baik, ribuan masyarakat 
Kolonodale siap mendukung di belakang bapak-bapak”.266 Realitas 
konflik pemekaran saat itu, telah masuk pada domain pertarungan 
“prestise” etnis. Masing-masing etnis menjaga agar tetap eksis. 

Ratusan warga Bungku, pada 14 Oktober 2004 melakukan 
aksi unjuk rasa di Kolonodale. Kuswandi salah seorang tokoh 
muda yang militan dan paling vokal terus menggelorakan agar 
masyarakat Kolonodale terus melakukan tindakan mempertahan
kan Kolonodale sebagai ibu kota Morowali. Kuswandi yang 
melakukan orasi di atas mobil pick-up, meminta delapan anggota 
dewan untuk menyampaikan sikap dan komitmennya tentang 
penetapan ibu kota hari Kamis, 14 Oktober 2004 untuk tidak 
dipindahkan ke Bungku. 

Mitanis Tulaka juga menyampaikan sikap dewan tetap sama, 
tidak ada keputusan hari ini pimpinan komisi masih berada di 
Jakarta untuk melakukan lobi perihal tuntutan masyarakat baik 
dari Bungku maupun Kolonodale. Dalam kesempatan itu, warga 
Bungku mengajak lima anggota dewan asal Dapil I dan II mewakili 
Bungku untuk mengikuti mereka pulang ke Bungku, sebagai 

266	 Lihat Radar Sulteng, 15 Oktober 2004.
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komitmen mereka akan berkantor di Bungku. Kelima anggota 
dewan masing-masing Sukran, Aslan, Sofyan dan Sudirman dari 
Dapil I dan Idhar Rone dari Dapil II.  

Lima anggota DPRD Kabupaten Morowali lain yang be
rangkat ke Bungku mendapat sorotan dan kecaman, mereka akan 
melaporkan ke KPUD Morowali untuk segera diganti karena 
mereka mewakili masyarakat Morowali secara keseluruhan yang 
duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat periode lima tahun. “Jadi 
kelima anggota dewan ini akan kita laporkan ke KPUD untuk 
segera diganti”, tegas Yusril Ibrahim, Koordinator FMMI dan 
tokoh Elite Menengah (EM) dalam kubu Kolonodale. 

Menguatnya Elite Sosial (ES) dalam kubu Kolonodale yang 
terus mempertahankan ibu kota Kabupaten Morowali di Kolonodale, 
karena di-backup oleh Bupati Andi Muhammad sebagai top aktor 
penting Elite Politik Lokal (EPL) di Kolonodale dan sekitarnya. 
Andi Muhammad puluhan tahun berdomisili di Jakarta, dan 
masuk pengurus DPP Partai Golkar serta banyak mengenal dan 
dekat dengan para pejabat berpengaruh di Jakarta di zaman Orde 
Baru membuat tokoh-tokoh pejuang dalam kelompok Elite Sosial 
(ES) semakin kuat untuk melakukan manuver politik dalam 
mempertahankan ibu kota Morowali tetap di Kolonodale. Salah 
satu dalil mereka untuk mempertahankan Kolonodale sebagai 
ibu kota Morowali adalah undang-undang Nomor 51 Tahun 
1999 belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan 
juknis. Demikian pula, Kolonodale telah memiliki berbagai fasilitas 
yang memadai untuk bekerjanya roda pemerintahan secara efektif 
di bandingkan Bungku. 

2. Bupati Andi Muhammad AB Mempertahankan 
Kolonodale sebagai Ibu Kota Kabupaten Morowali

Setelah kubu Kolonodale terus mendapat tekanan dan desakan 
dari kubu Bungku tentang pemindahan ibu kota definitif 
Kabupaten Morowali pindah ke Bungku, memancing aktor utama 
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kubu Kolonodale untuk mersikap dan bahkan melakukan orasi 
dan unjuk kekuatan di wilayah Kolonodale sekitarnya. Bupati 
Andi Muhammad adalah aktor politik dan elite politik yang 
menjadi patron di kubu Kolonodale. Andi Muhammad memiliki 
andil sejarah yang paling menentukan dalam pembentukan 
Kabupaten Morowali. Ia memiliki akses politik di Jakarta dan 
memang lebih banyak berkarier di Jakarta sebagai politisi di 
lingkungan senayan dan termasuk petinggi partai politik Golkar. 
Ia merupakan satu-satunya tokoh penting dan putra daerah 
Morowali yang lahir di Kolonodale. Ia memiliki ikatan emosional 
lebih dekat dengan masyarakat Kolonodale di bandingkan dengan 
warga Bungku. 

Dengan demikian, Bupati Andi Muhammad yang memiliki 
kekuasaan dan kekuatan ekonomi serta akses politik dengan 
politisi di Jakarta sehingga dengan mudah dapat menjadi panutan 
warga Kolonodale. Warga Kolonodale pada khususnya mendaulat 
sebagai ”pembela” nasib warga Kolonodale karena ia terus berjuang 
untuk mempertahankan nasib warga, sehingga apapun sikapnya 
akan mendapat dukungan moril dari warga. Hal demikian itulah 
yang menjadi dorongan moril bagi Andi Muhammad dalam 
mempertahankan sikap politik untuk tetap mempertahankan 
Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali apapun resiko
nya, bahkan ia mampu merekayasa berbagai cara tentang pemekar
an wilayah menjadi sebuah isu-isu dalam perspektif sosial dan 
politik. Perspektif sosial misalnya lebih mengarahkan isu pada 
sisi dimensi primordialisme dengan jargon “marjinalisasi etnis 
Mori”. Sementara pada perspektif politik, pemekaran dipandang 
sebuah “pengambilalihan kekuasaan” oleh Datlin Tamalagi lewat 
rekayasa politik dari H.Zainal Abidin Ishak dan Aminuddin 
Ponulele. Kedua hal itu, yang menjadi dasar gerakan politik yang 
dilakoni oleh Andi Muhammad selama ini.

Menurut Ramli Abdul Karim juru bicara Pemerintah 
Kabupaten Morowali, bahwa Bupati Andi Muhammad AB tetap 
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bertahan pada pendapatnya, yakni tidak akan memindahkan ibu 
kota Morowali ke Bungku, sepanjang belum ada Peraturan 
Pemerintah (PP)”.267 Menurutnya, berkaitan dengan persoalan 
tarik menarik ibu kota definitif apakah di Kolonodale atau di 
Bungku, “Paling tidak ada kompromi antara dewan dan eksekutif. 
Jangan hanya unjuk gigi, sebab rakyat nantinya yang akan jadi 
korban. Apakah pak Ketua DPRD Morowali bisa memikirkan 
ekses nanti, beruntung masyarakat Kolonodale dan sekitarnya 
bisa menahan diri dengan dikeluarkannya keputusan dewan 
tersebut (baca: SK DPRD Morowali). Sebab rekomendasi yang 
dikeluarkan dewan pada tanggal 17 Oktober 2003 lalu, kita tahu 
bersama masyarakat di Bungku marah sampai 5 Mobil Dinas 
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dibakar. Apakah 
ini dewan tidak memikirkan”.268

Bupati Andi Muhammad AB walaupun mendapat desakan 
keras dan kecaman pedas dari baik dari anggota dewan yang pro 
dengan Bungku (dapil Bungku) maupun dari Elite Politik Lokal  
berasal dari Bungku tetap dalam sikapnya tidak akan memindahkan 
ibu kota definitif Morowali ke Bungku apapun resikonya. Hal 
ini dibuktikannya dengan melakukan konsolidasi berbagai elemen 
masyarakat yang masuk kategori pendukungnya. Pada tanggal 
27 Oktober 2004, Bupati Andi Muhammad, di kediamannya 
menerima massa dari Kolonodale, Beteleme, Mori Atas, Soyo 
Jaya, Porandaa yang meminta ketegasan Bupati Morowali untuk 
tidak memindahkan ibu kota ke Bungku”.269 Dalam kesempatan 
itu, Andi Muhammad menyampaikan dirinya juga sudah pernah 
menerima aspirasi dari masyarakat Bungku. Karena dia dipilih 

267	 Wawancara dengan Ramli Abdul Karim, 24 Oktober 2004 di Kolonodale. 
Lihat juga Radar Sulteng, 23 Oktober 2004.

268	 Ibid. 
269	 Wawancara dengan Raenold, tokoh pemuda dari Mori Atas, 29 Oktober 

2004. Menurut Raenol, suasana waktu itu di Kolonodale amat mencekam 
dan masyarakat di Kolonodale selalu cemas-dan khawatir adanya isu, 
masyarakat Bungku akan menyerang. Tetapi syukurlah tidak terjadi ada-apa. 



168

oleh seluruh rakyat dari Desa Tiwaa sampai Kecamatan Menui 
Kepulauan, maka dirinya tidak akan membeda-bedakan aspirasi 
yang diterima. Dan untuk ibu kota Morowali, dirinya tetap ber
pegang kepada peraturan pemerintah dan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 51 Tahun 1999 
Pasal 24. 

Dalam dialog yang dihadiri ratusan massa pendukungnya di 
bawah bendera Forum Masyarakat Percepatan Pemekaran 
Kabupaten Morowali (FMPPKM), bupati Andi Muhammad 
menyampaikan bahwa dirinya kerap menangis karena bagaimana
pun yang membuat Undang-undang No 51 Tahun1999 itu 
termasuk dirinya, ketika masih menjadi anggota DPR-RI. Untuk 
itu, dalam setiap rapat pembahasan tentang daerah pemekaran 
seperti Buol, Morowali dan Banggai, untuk Morowali saat itu 
sudah mau drop-out dan saya sangat keras, saya melakukan aksi 
melawan teman-teman di DPR dan MPR-RI jangan sampai 
Kabupaten Morowali hilang dari pemekaran, oleh karena tarik 
menarik, dan solusinya Undang-undang No 51 Tahun 1999. Dan 
Bupati Andi Muhammad mengaku sebenarnya Undang-undang 
No 51 Tahun 1999 adalah rahmat. Dengan kondisi seperti itu 
peluang untuk membentuk Kabupaten Baru, dan juga strategi 
yang dibedah oleh Ryaas Rasyid, Dirjen POD. Maka lahirlah 
Kabupaten Morowali dengan segala kekurangannya yang tertuang 
di dalam pasal, peralinea dan redaksional dari Undang-undang 
itu di-backup Pasal 24. Selama ini yang sering dimuat di koran-
koran hanya pasal 10, sementara pasal 24 tidak pernah disinggung.

Andi Muhammad tetap pada pendiriannya bahwa tidak 
akan memindahkan ibu kota definitif Kabupaten Morowali dari 
Kolonodale ke Bungku tanpa dasar pijakan petunjuk teknis seperti 
Peraturan Pemerintah (PP). “Prinsip ada peraturan pemerintah 
saya laksanakan, saya bukan membangkang, saya bicara normal, 
jernih otak saya, sehingga saya berani bicara. Soal surat Menteri 
Dalam Negeri sudah ketiga kalinya saya dengan, sayah tahu ini 
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skenario hao-hao, saya kana melakukan komunikasi dan membuat 
laporan khusus Menteri Dalam Negeri tentang Morowali dan 
tanggal 6 November 2004 saya akan bertemu dengan Sekjen, 
Dirjen Otonomi Daerah, Direktur Konflik  PUOD dan Peme
rintahan Umum”.270 Laporan tersebut lanjutnya, untuk menyampai
kan kondisi riil Kabupaten Morowali karena saat ini dirinya tidak 
mau diam. “Saya terlalu sakit, saya terlalu hina, saya siap dengan 
pendukung saya bukan di Morowali, saya punya massa resmi di 
Indonesia”.271

Reaksi keras bupati Andi Muhammad dalam mempertahankan 
ibu kota Kabupaten Morowali tetap di Kolonodale yang didukung 
oleh massa Kolonodale dan sekitarnya sebagai akibat dari keluarnya 
Surat Keputusan DPRD Kabupaten Morowali yang merekomen
dasikan agar supaya Pemerintah Daerah secepatnya “dilakukan 
pemindahan ibu kota definitif di Bungku”, oleh kubu Kolonodale 
tidak sah karena hanya ditandatangani oleh Ketuanya sendiri, 
yaitu H. Zainal Abidin Ishak. Sementara, di DPRD kepemimpinan 
bersifat kolektif. Artinya sahnya sebuah Surat Keputusan (SK) 
harus ditandatangi oleh semua unsur pimpinan DPRD. 

Reaksi keras dan kecaman dari pihak kubu Kolonodale 
diwujudkan dalam bentuk pergerakan massa. Ratusan massa dari 
berbagai wilayah di Kabupaten Morowali melakukan rapat akbar 
di gedung Morokoa di Kolonodale, pada tanggal 27 Oktober 
2004. Rapat tersebut difasilitasi oleh Forum Masyarakat Percepatan 
Pemekaran Kabupaten Morowali (FMPPKM) bertujuan melakukan 
perlawanan atas keputusan yang dikeluarkan DPRD Kabupaten 
Morowali. Pertemuan akbar tersebut dihadiri tokoh pemuda, 
tokoh masyarakat, dari berbagai penjuru wilayah Kecamatan 
Petasia, Mori Atas, Lembo, Soyo Jaya, Wanajaya dan lainnya. 

270	 Lihat Radar Sulteng, 29 Oktober 2004.
271	 Kolaborasi hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Bagenda saat pem

buatan Biografi anggota DPRD Kabupaten Morowali, dan rilis harian Radar 
Sulteng, 29 Oktober 2004
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Mereka melakukan “show of power”  yang dilaksanakan pada 
tanggal 30 Oktober 2004. Massa melawan Keputusan DPRD 
Morowali dan meminta dewan setempat untuk mempertahankan 
ibu kota Morowali tetap berkedudukan di Kolonodale.

Dalam pertemuan itu, FMPPKM menekan DPRD Morowali 
untuk membatalkan SK Ketua DPRD Kabupaten Morowali 
Nomor 11 Tahun 2004 tentang pemfungsian ibu kota Kabupaten 
Morowali yang definitif di Bungku. “Unjuk rasa damai ini kita 
lakukan untuk menghargai umat Muslim yang melakukan ibadah 
puasa. Waktu itu, kita turunkan massa dari berbagai wilayah untuk 
menekan DPRD agar supaya membatalkan SK DPRD tentang 
pemfungsian ibu kota dan mendesak DPRD mempertahankan 
ibu kota Kabupaten Morowali tetap berkedudukan di Kolono
dale”.272 Ferry Siombo dalam orasinya, menekankan juga bahwa 

272	 Wawancara dengan Ferry Siombo, Sekjen FMPPKM (Forum Masyarakat 
Percepatan Pemekaran Kabupaten Morowali), di Kolonodale, tanggal 30 

Ratusan massa yang bergabung dalam Forum Pembela Ibu Kota Kolonodale 
(FPIK) yang di Koordinir Feryy Siombo melakukan aksi tandingan untuk 
mempertahankan Kolonodale tetap menjadi ibu kota Kabupaten Morowali. 
(Foto Dokumen, Infor Baru, 2005)
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FMPPKM, meminta Ketua DPRD Kabupaten Morowali, H. 
Zainal Abidin Ishak mundur dari jabatannya. Ferry menganggap
nya bahwa Zainal selaku Ketua DPRD Morowali dalam menge
luarkan Surat Keputusan (SK) DPRD dinilai tidak mencerminkan 
kehendak masyarakat daerah ini. Ferry mengatakan:

“Yang bersangkutan (H.Zainal Abidin Ishak, red) sebelumnya 
mengeluarkan rekomendasi bahwa Kolonodale sebagai ibu kota 
“persiapan” pemekaran Kabupaten Morowali. Dan sehari setelah 
mengeluarkan SK, Ketua DPRD itu langsung angkat kaki. Sehingga 
sangat beralasan Ketua DPRD Morowali dipecat dan dikeluarkan 
dari wilayah Kolonodale karena tidak punya komitmen membangun 
daerah”.273

Dalam suasana hiruk-pikuknya aktivitas aksi dan rapat masya
rakat Bungku dan wilayah sekitarnya. Salah seorang anggota 
DPRD Kabupaten Morowali, Waris Kandori, dari daerah pemilih
an Mori Atas juga menanggapi keinginan masyarakat yang tetap 
mempertahankan Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali. 
Waris Kandori, mengatakan bahwa bila ibu kota dipindahkan ke 
Bungku, sikap Mori Atas akan bergabung dengan wilayah Kabu
paten Poso. Sikap ini tunjukkan dalam rapat-rapat terakhir di 
Mori Atas menyikapi SK Pemfungsian ibu kota yang dikeluarkan 
DPRD Morowali.274

Dalam kesempatan itu, Waris Kandori bersama dua rekannya 
anggota dewan Kabupaten Morowali dari daerah pemilihan Mori 
Atas dan Beteleme, yaitu Mitanis Tulaka dan Orleans Mangoli 

Oktober 2004 disela-sela kerumunan massa demonstran. Penulis waktu 
itu, sedang menulis buku “biografi” DPRD Kabupaten Morowali, periode 
2004-2009. 

273	 Ibid. 
274	 Lihat Radar Sulteng, 30 Oktober 2004 dan hasil wawancara pada tanggal 

27 November 2009 di Bungku. 
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memaparkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Sulawesi 
Tengah. Mereka diingatkan sebelum ke Jakarta anggota DPRD 
Kabupaten Morowali harus menyelesaikan masalah daerah dengan 
melibatkan eksekutif (Pemerintah Daerah). Waris kemudian me
nambahkan bahwa usai bertemu dengan Gubernur Sulteng, kami 
dari pihak dewan juga menemui Kapolda Sulawesi Tengah 
(Sulteng) di kediamannya. Waris dalam pengakuannya bahwa 
Kapolda mengaku pesimis kalau ibu kota Kabupaten Morowali 
pindah ke Bungku. 

Waris Kandori selain anggota DPRD Kabupaten Morowali 
juga tokoh masyarakat dari Mori Atas, mengakui saat di Jakarta 
berkunjung ke Depdagri. Mereka hanya diterima salah satu 
Direktur Otonomi Daerah (Otda). Dalam kesempatan itu, Waris 
Kandori mengaku agar “pemerintah pusat” tidak lagi membentur
kan rakyat dengan rakyat, sebab masyarakat Morowali tidak tahu 
apa-apa, pemerintah bertanggung jawab bila ada apa-apanya dan 
mereka menunggu surat dari Pusat”.275 Namun, apa yang terjadi 
di DPRD, katanya, dirinya dengan H. Idri Abd Kadir yang ngotot 
agar pembahasan soal ibu kota harus menunggu surat dari Pusat, 
dan juga Pemerintah Kabupaten Morowali”. Lalu Waris Kandori 
dalam penuturannya, dengan nada emosi dan mengecam:

”Rekan-rekan tahu persis Surat Keputusan (SK) langsung dikeluar­
kan. Mori Atas276 tidak tinggal diam, sampai titik darah penghabisan 
kami mempertahankan ibu kota Kolonodale. Mori Atas akan 
bergabung ke Poso bila kenyataannya nanti pindah dan penegasan 

275	 Lihat Radar Sulteng, 30 Oktober 2004.
276	 Salah satu komunitas Etnis yang bergabung dalam kubu Kolonodale dan 

pernah mengklaim bahwa jika ibu kota definitif Kabupaten Morowali 
pindah ke Bungku akan bergabung dengan Kabupaten Poso. Memang letak 
Kecamatan Mori Atas dengan Kabupaten Poso hanya dibatasi jalur perbatasan. 
Dan sebelumnya, Etnis Mori yang mayoritas beragama Kristen memiliki 
hubungan emosional dengan etnis Pamona yang menjadi putra daerah 
Kabupaten Poso. 
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ketiga bahwa wilayah Mori Atas masih mempertahankan kepe­
mimpinan Andi Muhammad”.277

Usai dialog, ratusan massa langsung mendatangi kediaman 
Bupati Morowali Andi Muhammad AB. Mereka mendukung 
kepemimpinan Andi Muhammad dan meminta ketegasan Bupati 
untuk tidak memindahkan ibu kota Morowali ke Bungku. Kondisi 
sosial politik Kabupaten Morowali saat itu, terindikasi muncul 
keretakan di tingkat level Elite Politik (EPL), yaitu terjadinya 
perpecahan internal anggota DPRD Kabupaten Morowali. 
Demikian pula terjadi perselisihan antara Ketua DPRD dan 
Bupati Morowali. Nampaknya, kedua elite politik turut bermain 
mendapat sokongan politik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah dan Pemerintah Pusat. Mereka saling melakukan manuver 
politik di tingkat Pusat dan melakukan mobilisasi massa di tingkat 
bawah (grass root).

Sikap Bupati Morowali Andi Muhammad yang ngotot mem
pertahankan Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali 
mendapat sorotan. Dua anggaota DPRD Kabupaten Morowali 
Periode 2004-2009 dari wilayah daerah pemilihan Bungku, Ir. 
Sukban Laonu dan Ir. Moh Idhar Rone menilai alasan Bupati 
Andi Muhammad untuk mempertahankan ibu kota Morowali 
tidak berdasar. Pasalnya undang-undang No 51 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Morowali sudah sangat jelas 
diatur letak ibu kota Kabupaten Morowali yakni di Bungku. 

Moh Idhar Rone, anggota DPRD Morowali dari Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), pada tanggal 30 Oktober 2004, 
mengatakan bahwa Bupati Andi Muhammad menjadikan pasal 
24 Undang-undang No 51 Tahun 1999 sebagai alasan untuk 
tidak memfungsikan ibu kota Morowali definitif di Bungku sangat 

277	 Lihat Radar Sulteng, 30 Oktober 2004 dan hasil wawancara dengan Waris 
Kandori, Desember 2009 di Bungku. 
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tidak mendasar, karena subtansi dari undang-undang No 51 
Tahun 1999 tersebut adalah Pasal 10”.278 Idhar Rone kemudian 
menjelaskan bahwa pasal 24 yang dijadikan dasar hukum oleh 
Andi Muhammad, bahwa segala sesuatu yang tidak jelas dalam 
Undang-undang tersebut (UU No 51 Tahun 1999, red) akan 
diatur dengan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi 
pertanyaan, kata Idhar, salah seorang tokoh muda Bungku ini, 
bahwa pasal yang mana yang dimaksud Andi Muhammad yang 
tidak jelas tersebut. Padahal, dalam pasal 10 ayat (1) Undang-
undang tersebut sudah sangat jelas disebutkan bahwa ibu kota 
Kabupaten Morowali adalah Bungku. Masih dalam ayat itu 
dijelaskan, sambil menunggu pembangunan sarana dan prasarana, 
untuk sementara ibu kota Kabupaten di tempatkan di Kolonodale. 
Sedangkan pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan, selambat-
lambatnya 5 tahun ibu kota definitif harus difungsikan.

Senada dengan Idhar Rone, anggota DPRD Kabupaten 
Morowali dari Partai Bintang Reformasi (BPR), Ir. Sukban Laonu 
mengatakan, selain sudah ditegaskan dalam Undang-undang No 
51 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ter
tanggal 19 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Bupati Morowali, 
Andi Muhammad juga sangat jelas, menyatakan, bahwa pemin
dahan ibu kota Morowali dari Kolonodale ke Bungku tidak lagi 
memerlukan Peraturan Pemerintah (PP). Alasannya UU No 51 
Tahun 1999 sudah sangat jelas mengatur soal ibu kota Kabupaten 
Morowali. “Berdasarkan surat Mendagri yang kesekian kalinya 
serta surat dari Gubernur Sulteng itulah yang mendasari DPRD 
Morowali untuk mengeluarkan Keputusan memfungsikan ibu 
kota Morowali yang definitif di Bungku”.279 Manurut Sukban 
Laonu, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Bungku ini, 
bahwa keputusan DPRD Kabupaten Morowali tersebut merupa

278	 Wawancara dengan Idhar Rone awal Desember 2009. Dan lihat juga Radar 
Sulteng, 1 November 2004.

279	 Ibid.
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kan solusi terbaik bagi pro-kontra soal ibu kota tersebut. Pasalnya 
dalam keputusan dewan itu juga menyatakan bahwa Kolonodale 
disiapkan sebagai ibu kota persiapan pemekaran. Ia kemudian 
menegaskan bahwa terjadinya konflik ibu kota di daerah peme
karan Morowali saat ini yang sudah lama berlangsung, karena 
ini hanya kepentingan-kepentingan segelintir orang sehingga 
menimbulkan keresahan di masyarakat. Padahal dalam keputusan 
dewan itu sudah sangat jelas menyatakan bahwa Kolonodale akan 
dijadikan sebagai ibu kota kabupaten pemekaran. Itu artinya 
dewan sudah sangat merespons keinginan masyarakat untuk 
pemekaran kabupaten. Hanya saja pemekaran itu baru bisa 
dilakukan jika ibu kota Morowali yang definitif sudah difungsikan 
di Bungku”.

Sukban maupun Idhar keduanya anggota DPRD Morowali 
dari daerah pemilihan Bungku sepakat bahwa Keputusan DPRD 
Morowali tersebut harus tetap dilaksanakan. “Kalau Bupati 
Morowali, Andi Muhammad AB tidak mau melaksanakan 
perintah Undang-undang No 51 Tahun 1999 terserah dia, namun 
DPRD akan tetap melaksanakan tahapan-tahapan politik pemin
dahan ibu kota kabupaten”.280 Idhar Rone, pada kesempatan yang 
sama menegaskan bahwa keputusan DPRD tersebut memang 
hanya ditandatangani oleh Ketua Dewan. Berbeda halnya jika 
itu keputusan pimpinan dewan selain ketua juga akan ditandatangi 
oleh wakil ketua.281 Kedua wakil rakyat tersebut, menanggapi 
balik pihak kubu Kolonodale yang menyoroti Ketua DPRD 
Morowali bergerilya ke Jakarta sebagai bagian dari manuver 

280	 Wawancara dengan Idrah Rone dan Sukban Laonu, awal Desember 2009. 
Lihat juga Radar Sulteng, 1 November 2004. 

281	 Idhar Rone dan Sukban Laonu, menanggapi pihak kubu Kolonodale yang 
menyoroti status legalitas keputusan DPRD Kabupaten Morowali yang 
hanya ditandatangi oleh Ketua DPRD H. Zainal Abidin Ishak. Kubu 
Kolonodale, sebelumnya menolak Surat Keputusan  (SK) karena mestinya 
Keputusan dewan harus ditandatangi oleh semua unsur pimpinan, karena 
“kepemimpinan” di dewan bersifat kolektif. 
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politik untuk memindahkan ibu kota ke Bungku. Baik Idhar 
maupun Sukban, menyatakan bahwa Ketua DPRD Morowali, 
Zainal Abidin Ishak bukannya melarikan diri atau sengaja meng
hilang dari Morowali, tapi yang bersangkutan saat ini tengah 
menjalankan ibadah umroh. Namun demikian, sorotan dan 
kecamatan dari pihak kubu Bungku terhadap Bupati Morowali 
Andi Muhammad AB perihal sikapnya terus mempertahankan 
ibu kota Morowali tetap di Kolonodale. Andi Muhammad bahkan 
telah mendapat “moral supporting” dari pendukungnya dari 
berbagai wilayah. Kubu Bungku mengklaim terdapat 9 kecamatan 
yang menjadi basis pendukungnya. Demikian pula, pihak Ketua 
DPRD Morowali, H.Zainal Abidin Ishak mendapat dukungan 
moral dari berbagai elemen masyarakat Bungku. Dalam situasi 
dan kondisi kemasyarakatan di Kabupaten Morowali sebagai 
tahapan awal munculnya konflik antar Elite Politik Lokal (EPL), 
yang semakin menciptakan “spektrum” konflik kepentingan di 
Kabupaten hasil Pemekaran Poso yang baru berusia kurang lebih 
4 tahun. 

3. Bupati Andi Muhammad Mendapat Dukungan Elite 
Sosial (ES)

Pro-kontra “pemindahan” ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali ke Bungku yang melahirkan berbagai implikasi sosial 
dan politik. Tindakan anarkisme yang dilakukan oleh kubu Bungku 
untuk memaksa dan mendesak Bupati Andi Muhammad untuk 
segera memindahkan ibu kota Kabupaten Morowali dari 
Kolonodale ke Bungku mendapat “kecaman” dari sebagian elite 
sosial di berbagai kecamatan di Kabupaten Morowali, bahkan 
ironisnya terdapat beberapa kecamatan atau wilayah yang berada 
di Bungku, yang diklaim oleh kubu Bungku sebagai basis du
kungannya. Wilayah tersebut adalah Kecamatan Bungku Barat, 
Bungku Utara dan Kecamatan Menui Kepulauan. 
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Tasrik Dg. Malureng dan Amirdin Idris, penanggung jawab 
atas nama Masyarakat Bungku Utara, pada tanggal 7 Oktober 
2003 memberikan dukungannya kepada Bupati Morowali Andi 
Muhammad dalam menyikapi perkembangan dinamika konflik 
antarelite maupun antarmasyarakat yang tak terkendali. Kecamatan 
yang terletak di ujung paling Utara Kabupaten Morowali. Area 
Cagar Alam Morowali berada di wilayah Kecamatan Bungku 
Utara, yang menjadi sebuah nama kebanggaan Kabupaten, dengan 
dasar ini kami berhak segera menentukan sikap kepada bapak 
bupati, tentang penempatan ibu kota yang direncanakan oleh 
masyarakat Bungku Tengah akan dipindahkan di Bungku, dan 
apabila rencana ini terlaksana maka kami sebagai pemilik nama 
wilayah, yang dipakai di Kabupaten Morowali tidak menyetujui 
dan pada prinsipnya menolak penempatan ibu kota tersebut di 
Bungku dan kami tetap mendukung Kolonodale sebagai ibu kota 
definitif. Mereka kemudian memberikan penegasan dukungan 
terhadap Bupati Andi Muhammad bahwa apabila Bungku menjadi 
ibu kota Kabupaten Morowali, maka kami atas nama seluruh 
masyarakat Kecamatan Bungku Utara, akan memisahkan diri 
dari Kabupaten Morowali dan bergabung dengan “Kabupaten 
Luwuk Banggai”. Adapun alasan penolakan tersebut sebagai 
berikut: Pertama, jangkauan lebih dekat Kolonodale dibading 
setelah ibu kota pindah ke Bungku Tengah. Kedua, Bungku Utara 
masih berbatasan langsung dengan wilayah Kolonodale. Ketiga, 
Segala urusan ekonomi dan pemerintahan, Kolonodale lebih 
mudah dijangkau dibading dengan Bungku Tengah. Keempat, 
Adapun utusan Bungku Utara yang mengikuti Deklarasi Bungku 
Tengah pada tanggal 14 September 2003 di Bungku, bukan 
aspirasi murni masyarakat Bungku Utara”.282

Ironisnya, pewaris raja Bungku bernama Ahmad Hadie, 
mempresentasekan dirinya sebagai wakil dari keluarga besar raja 

282	 Dikutip dari Dokumen Surat Dukungan dan Pernyataan Sikap Masyarakat 
Dalam Rangka Percepatan Proses Pemekaran Kabupaten Morowali, oleh 
Forum Peduli Masyarakat Morowali (FP2M), Oktober 2004.
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Bungku untuk memberikan dukungan kepada Bupati Andi 
Muhammad untuk tetap memperjuangkan “Kolonodale” sebagai 
ibu kota Kabupaten Morowali. Pada tanggal 18 Oktober 2003, 
Hj. Chaerani Nufus Hadie, mewakili Keluarga Besar Raja Bungku 
Ahmad Hadie, mengatakan, bahwa “Sehubungan dengan terpilih
nya bapak Andi Muhammad AB sebagai Bupati definitif Kabupaten 
Morowali masa bakti tahun 2002-2007 oleh DPRD Kabupaten 
Morowali, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pem
bangunan ekonomi, sosial, politik, budaya serta tugas-tugas 
kemasyarakatan lainnya. Maka perlu mendapatkan dukungan 
komponen masyarakat Kabupaten Morowali sebagai wujud betapa 
besarnya perhatian masyarakat atas kepercayaan yang diberikan 
kepada bapak bupati untuk membangun Kabupaten Morowali 
menuju kepada kemandirian lokal. Namun, sejalan dengan adanya 
rencana pemerintah serta menyikapi aspirasi dan keinginan yang 
berkembang pada masyarakat Kabupaten Morowali untuk meme
karkan Kabupaten Morowali menjadi dua Kabupaten, sebagai 
salah satu solusi yang terbaik terhadap hasil pertemuan TIM 
KOMISI II DPR-RI yang berkunjung ke Poso Bupati Kabupaten 
Morowali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dengan 
Ketua/Wakil Ketua dan beberapa anggota DPRD Kabupaten 
Morowali bersama tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Morowali. 
Untuk maksud tersebut keluarga besar Raja Bungku, Ahmad 
Hadie, yang adalah keluarga besar masyarakat Bungku dan 
merupakan bagian komponen masyarakat Kabupaten Morowali, 
dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya Bupati Morowali 
Andi Muhammad AB bersama jajarannya serta DPRD Kabupaten 
Morowali untuk menindak lanjuti hasil dari pertemuan Poso 
tanggal 14 Oktober 2003 melalui satu surat keputusan dari DPRD 
Kabupaten Morowali dan selanjutnya direkomendir oleh Bupati 
Kabupaten Morowali”.283

283	 Ibid.
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Pernyataan sikap yang lebih ekstrim adalah dari perwakilan 
masyarakat Mori Atas, ingin keluar dari Kabupaten Morowali 
dan bergaung dengan Kabupaten Poso, jika ibu kota definitif 
pindah ke Bungku. K Tadene, BA, FY.Tumimomor dan DJ.
Pehopu ketiganya tokoh masyarakat etnis Mori merupakan 
representase dari masyarakat Mori Atas, memberikan dukungan 
moral kepada Bupati Morowali Andi Muhammad untuk tetap 
mempertahankan, “Kolonodale” sebagai ibu kota Kabupaten 
Morowali. Tepatnya di Tomata pada tanggal, 17 Oktober 2003 
menyatakan sikap sebagai berikut:

“Menyikapi situasi yang berkembang tentang kedudukan ibu kota 
Kabupaten Morowali pada akhir-akhir ini, kami sebagai salah satu 
wilayah kecamatan yang terletak di bagian paling Barat Kabupaten 
Morowali yang berbatasan dengan Kacamatan Pamona Selatan 
dan Pamona Timur yang merupakan wilayah Kabupaten Poso, 
dengan ini menyatakan sikap, sebagai berikut: 

1.	 Kami sangat mendukung apabila ada kebijakan yang menetapkan 
bahwa Kabupaten Morowali tetap berkedudukan di Kolonodale, 
tidak dipindahkan dimanapun.

2.	 Apabila ibu kota Kabupaten Morowali dipindahkan di wilayah 
Bungku, maka kami masyarakat Kecamatan Mori Atas menya­
takan untuk kembali bergabung dengan Kabupaten Poso.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk bahan pertimbangan Bapak 
Bupati, olehnya diucapkan terima kasih”.284

Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya bersama para Kepala Desa 
yang berada dalam wilayah tersebut melakukan ultimatum atas 
penolakan terhadap pemindahan ibu kota Kabupaten Morowali 
ke Bungku dan mempertahankan Kolonodale tetap menjadi 
ibukoat Kabupaten Morowali. Ultimatun tersebut bahwa Peme
rintah Kecamatan Soyo Jaya dan para Kepala Desa serta komponen 

284	 Ibid.



180

masyarakat lebih memilih memisahkan diri dari Kabupaten 
Morowali dan bergabung dengan Kabupaten Poso atau Kabupaten 
Tojo-Una-Una, jika ibu kota Morowali “pindah” ke Bungku. 
Camat Soyo Jaya, Abd. Kadir dan Sekretaris Kecamatan, R. 
Lambautoh, mewakili masyarakat di wilayahnya menyatakan 
sikap dan dukungannya terhadap Bupati Morowali Andi Muhammad 
untuk tetap mempertahankan “Kolonodale” sebagai ibu kota 
Kabupaten Morowali. “Setelah mempelajari dan mencermati 
situasi dan kondisi akhir-akhir ini di Kabupaten Morowali 
khususnya di Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali, 
dimana adanya unjuk rasa menuntut untuk memindahkan ibu 
kota Kolonodale ke Bungku Tengah yang dilaksanakan pada 
tanggal 16 dan 18 Oktober 2003, maka kami: “selaku Pemerintah 
Kecamatan Soyo Jaya, dan para Kepala Desa bersama elemen 
masyarakatnya menyatakan sikap menolak dengan tegas tuntutan 
pemindahan ibu kota kabupaten tersebut, dan tetap konsisten 
dengan Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Morowali, sejak 
berdirinya Kabupaten Morowali, sekarang, hingga yang akan 
datang”.

Abd. Kadir dan R. Lambautoh sebagai juru bicara, menegas
kan bahwa apabila Bungku Tengah dipaksakan menjadi ibu kota 
Kabupaten Morowali oleh sekelompok orang tanpa melalui 
mekanisme Peraturan Pemerintah (PP) dan ditindak lanjuti 
dengan KEPPRES berdasarkan Peraturan Undang-undang yang 
berlaku, maka Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya dan para kepala 
desa bersama komponen masyarakat lebih memilih memisahkan 
diri dari Kabupaten Morowali dan bergabung dengan Kabupaten 
Poso atau Kabupaten Tojo-Una-Una, dengan berbagai pertim
bangan, antara lain: Pertama, Wilayah Kecamatan Soyo Jaya 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten 
Tojo-Una-Una. Dengan demikian kelancaran perekonomian dan 
pembangunan Kecamatan Soyo Jaya akan lebih terjamin meng
ingat jarak antara Soyo Jaya dan Kabupaten Poso atau Kabupaten 
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Tojo-Una-Una lebih dekat dibadingkan dengan ke Bungku 
Tengah. Kedua, hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan dan 
peternakan Kecamatan Soyo jaya lebih banyak terakses ke Kabu
paten Poso dan Kabupaten Tojo-Una-Una disebabkan sarana 
jalan dan transportasi lebih baik dan lebih dekat dibandingkan 
ke Bungku Tengah. Ketiga, Mendukung konsep Bupati Morowali 
Bapak Andi Muhammad AB dan DPRD Kabupaten Morowali 
tentang pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua Kabu
paten”.285 Hal yang sama dilakukan oleh komunitas masyarakat 
Beteleme (bagian dari pihak kubu Kolonodale) dengan keras 
mengecam tindakan anarkisme yang dilakukan oleh kubu Bungku 
terhadap pembakaran beberapa mobil dinas Pemerintah Daerah 
Kabupaten Morowali. Sejumlah 45 orang (elite sosial) dari 
komponen kekuatan masyarakat Beteleme yang berasala dari 
etnis Mori (Kristen), pada tanggal 6 Desember 2003, menyatakan 
bahwa:

”Sehubungan telah terjadinya insiden pembakaran fasilitas peme­
rintah Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh sekelompok 
masyarakat Bungku yang menginginkan “pemfungsian” ibu kota 
Kabupaten Morowali di Bungku, maka kami masyarakat Kecamatan 
Lembo Kabupaten Morowali, menyatakan bahwa insiden tersebut 
telah membuktikan bahwa kelompok masyarakat Bungku dalam 
menyatakan sikapnya tidak lagi mencerminkan nilai-nilai budaya 
dalam masyarakat Bungku itu sendiri, terlebih lagi sudah tidak 
menghargai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Morowali dan DPRD Kabupaten Morowali untuk mencari solusi 
yang terbaik untuk kepentingan seluruh masyarakat Morowali”.

Dengan demikian, kami masyarakat Kecamatan Lembo 
Kabupaten Morowali, menyatakan sikap, bahwa: Pertama, me
ngutuk keras tindakan kelompok masyarakat Bungku yang telah 

285	 Ibid.
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berbuat anarkis dan mengharapkan kepada Bapak Bupati untuk 
memerintahkan kepada Kapolres Morowali menangkap pelaku 
anarkis tersebut. Kedua, mendukung sepenuhnya upaya untuk 
menjadikan Kolonodale sebagai ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali. Ketiga, mendukung upaya yang dilakukan oleh Peme
rintah Kabupaten Morowali dalam upaya untuk memekarkan 
Kabupaten Morowali menjadi dua Kabupaten”.286 Yang menarik 
dalam konteks ini adalah sikap Forum Solidaritas Masyarakat 
Menui Kepulauan (FSMMK) melalui ketuanya, Muh. Thaha 
Bachmid, SE  mengeluarkan pernyataan sikap keras dan mem
protes tindakan anarkisme kubu Bungku, padahal FSMMK 
merupakan bagian dari komunitas etnis Bungku dan termasuk 
wilayah (Kecamatan) yang diklaim oleh kubu Bungku sebagai 
bagian dari kekuatannya untuk melawan kubu Kolonodale. Pada 
tanggal 23 Oktober 2003, FSMMK, menyatakan, bahwa:

“Mencermati perkembangan yang terjadi sekitar polemik pemin­
dahan/pemfungsian ibu kota Kabupaten Morowali sesuai UU No 
51 Tahun 1999 telah menimbulkan pro-kontra masyarakat, tentu 
dengan sudut pandang yang berbeda. 

Pemfungsian Ibu kota Kabupaten Morowali di Bungku sebagai­
mana tersebut dalam pasal 10 (ayat 2) bukan satu-satunya dasar 
untuk memfungsikan/memindahkan, akan tetapi lebih bijaksana 
jika dilihat dari beberapa faktor pendekatan yang utuh dan kompre­
hensif seperti; historis, budaya, sosial, ekonomi, sosiologis, geografis 
dan ikatan bathin antar masyarakat di suatu daerah berbeda.

Desakan yang begitu kuat dengan spektrum yang luas, memaksa 
DPRD Kabupaten Morowali mengeluarkan rekomendasi Nomor: 
03/DPRD/2003. Tanggal 17 Oktober 2003 (terlampir). Sebagai 
akibat dari “Rekomendasi” tersebut, masyarakat Bungku merasa 
diakomodasi kehendaknya, yang mencapai puncaknya dengan 
berbuat perilaku yang tidak mencerminkan budaya masyarakat 
Bungku pada umumnya dan berdampak negatif terhadap peme­

286	 Ibid.
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rintah dan DPRD Kabupaten Morowali pada hari selasa, 21 
Oktober 2003, yang sehari sebelumnya pada hari Senin, 20 Oktober 
2003 Masyarakat Bungku secara sepihak mendeklarasikan pemin­
dahan Ibu kota Kabupaten di Bungku”. 

Untuk itu, FSMMK sebagai salah satu pilar kekuatan (elite 
sosial) dalam kubu Kolonodale menyatakan sikap: Pertama, Per

soalan ibu kota Kabupaten Morowali sudah sangat jelas sebagai
mana tersebut pasal 22 UU Nomor 51 Tahun 1999, yang merupakan 
produk hukum yang harus ditaati, oleh seluruh elemen masyarakat. 
Kedua, bila terjadi pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua 
Kabupaten, masyarakat Menui Kepulauan tetap menginginkan 
bergabung dengan masyarakat Kolonodale. Ketiga,menyesalkan 
atas tindakan masyarakat Bungku yang menahan para Kepala 
Desa se-Kecamatan Menui Kepulauan yang hendak mengikuti 
rapat kerja dengan Bupati Morowali tanggal 18 Oktober 2003 
(Laporan Camat Menui Kepulauan ke Bupati).”287 Sembilan 
Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Soyo Jaya yang turut 
menandatangani surat penyataan sikap tersebut, yakni Hendra 
Barabba Kepala Desa Malino Jaya, S Mbirongi Kepala Desa 
Malino, Kieman Abd Rahman Kepala Desa Tandayondo, Arman 
Bulage Kepala Desa Tambayoli, Jariah Ar Kepala Desa Panca 
Makmur, R Pangkubeo Kepala Desa Bau, Asri Dg Maturu Kepala 
Desa Lembah Sumara, Abdullah Harate, SE Kepala Desa 
Tamainusi, dan Abd. Rahman Kepala Desa Sumara Jaya. 

Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Andi 
Tadjudin Nur Wawo dan Sekretaris Ahmad Badwi, S.Sg. dan 
tokoh masyarakat Kecamatan Bahodopi memberikan dukungan 
moral serta sikap politik terhadap Bupati Morowali Andi Muham
mad untuk tetap mempertahankan “Kolonodale” sebagai ibu kota 
definitif Kabupaten Morowali. Demikian pula, Bupati Andi 
Muhammad tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban 

287 Ibid. 
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masyarakat Morowali untuk menghindari terjadinya konflik 
horizontal yang terindikasi adanya potensi ke arah itu. Oleh karena 
itu, kompromi politik antara Bupati Andi Muhammad dan Ketua 
DPRD Morowali, H.Zainal Abidin Ishak dalam menyikapi 
fenomena sosial politik yang terindikasi terjadinya terpecah belah 
dua masyarakat Morowali, yaitu kubu Kolonodale dan kubu 
Bungku. Dampak perpecahannya ini merupakan salah satu akibat 
dari adanya konflik kepentingan politik para elite politik lokal 
dan intervensi kekuatan elite pusat. Kepentingan politik elite 
politik lebih mengarah kepada perebutan kekuasaan Bupati dan 
proses pemilihan legislatif serta pemilihan Kepala Daerah. 

C. Konflik Internal Anggota DPRD Kabupaten Morowali

Tarik menarik ibu kota definitif Kabupaten Morowali tidak 
hanya berdampak terjadinya pembelahan dua kelompok komunitas 
masyarakat Kabupaten Morowali, yaitu komunitas masyarakat 
Bungku dan komunitas masyarakat Mori (gabungan etnis Bugis), 
tetapi telah memasuki ranah konflik kepentingan para politisi di 
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali. 
Para anggota dewan yang berjumlah 35 orang periode 2004-2009 
makin terikat dengan hubungan emosional konstituen masing-
masing (daerah pemilihan). Polarisasi ini merupakan strategi 
untuk mendapat simpati dan berharap tetap mendapat dukungan 
politik pada pemilihan legislatif periode 2009-2014. 

Realitas politik, anggota DPRD berjumlah 35 orang, perban
dingannya: 12 orang  yang masuk dalam kubu Kolonodale dan 
13 orang kubu Bungku. Perbandingan jumlah anggota dewan 
inilah yang membuat sering kali sidang dan rapat di DPRD tidak 
pernah qorum sehingga kinerja DPRD Morowali mengalami 
stagnasi, bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
Morowali Tahun 2005 tidak dibahas. Pembahasan beberapa 
rancangan Peraturan daerah (Reperda) yang telah diajukan 
Pemerintah Kabupaten Morowali ke DPRD Morowali mengalami 
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penundaan. Pasalnya, di tingkat internal dewan belum dibicarakan, 
baik pembahasan raperda dan rencana peninjauan hasil pelaksana
an proyek-proyek tahun 2005 lalu ke seluruh wilayah kecamatan. 

Meski Ketua DPRD Morowali, Zainal Abidin Ishak sudah 
melayangkan surat ketigakalinya untuk menggelar rapat koordinasi 
di lembaga tersebut, tapi surat tersebut ternyata belum direspons 
12 anggota dewan yang selama ini berkantor di Kolonodale karena 
mereka enggan ke Bungku. Anggota dewan dari daerah pemilihan 
wilayah Kolonodale sekitarnya “takut” ke Bungku untuk mengikuti 
sidang dan rapat sebagai respons Surat Ketua DPRD untuk 
membahas agenda dewan tanpa ada jaminan bagi konstituennya 
di Kolonodale”.288 Salah seorang anggota dewan dari kubu 
Kolonodale, Yanes K Mesepy, mengatakan bahwa: 

“Memang sudah tiga kali Pak Ketua DPRD Morowali menyurat 
untuk rapat koordinasi di Bungku dan selalu batal. Kalau kami 
yang berjumlah 12 orang ke Bungku otomatis kita melegitimasi 
Bungku. Nah, kalau kamu kembali dari Bungku pasti kita dikecam 
dan dituduh pengkhianat dan tuduhan lainnya. Bila kami ke sana 
konstituen kami tidak terima. Sebab solusi penyelesaian Kabupaten 
Morowali melalui jalan pemekaran, masyarakat di Kolonodale 
selama ini dibelakangi. Sehingga kita terpaksa tidak ke Bungku”.289

Senada Yanes K Mesepey, Hyms Larope anggota dewan 
Morowali dari daerah pemilihan Mori Atas dari kubu Kolonodale, 
pihaknya sangat memahami soal undang-undang No 51 Tahun 
1999. Tapi pihaknya juga mempertanyakan ke lembaga tersebut, 
apakah jaminan pemekaran ini dibicarakan bersamaan difungsi
kannya Bungku sebagai ibu kota Kabupaten Morowali? “Selama 
aspirasi masyarakat Kolonodale dan sekitarnya yang meminta 

288	 Wawancara dengan Ramadan, tanggal 29 November 2009. Lihat juga Radar 
Sulteng, 24 Januari 2006.

289	 Lihat Radar Sulteng, 24 Januari 2006.
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pemekaran terus dibelakangi sangat sulit kami lakukan. Jadi kita 
tidak mungkin ke sana. Dan solusi terbaik perlu kompromi, yakni 
membicarakan, diselesaikan sampai ketingkat Pemerintah Pusat 
yang difasilitasi DPRD Kabupaten Morowali”.290

Situasi perpecahan internal DPRD semakin menyingkap 
indikasinya, yaitu berkaitan dengan surat Ketua DPRD Morowali, 
H. Zainal Abidin Ishak yang meminta seluruh anggota DPRD 
dimanapun berada untuk mengikuti rapat. Ditanggapi serius oleh 
anggota DPRD dari kubu Kolonodale terutama, Mesepy dan 
Hymans Larope bahwa Ketua DPRD H. Zainal Abidin Isha 
tidak pernah mengkoordinasikan melalui tingkat pimpinan. 
Keduanya menyarankan agar pembahasan rancangan APBD 
Tahun Anggaran 2006 tidak molor, sebaiknya rapat tersebut 
dilaksanakan di daerah netral.291 Tabel 02 dan 03 menunjukkan 
dua pembelahan kubu anggota DPRD Morowali.

Data menunjukkan, secara kuantitas, kubu Bungku meme
nangkan keputusan politik jika setiap pengambilan keputusan 
bersifat voting. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan jumlah 
anggota DPRD Kabupaten Morowali dari pihak kubu Kolonodale 
berjumlah 12 orang sementara, kubu Bungku berjumlah 13 orang. 
Sedangkan secara kualitatif, keputusan DPRD yang bersifat 
keputusan unsur pimpinan juga diuntungkan pihak Bungku, 
karena Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD (H. Zainal Abidin 
Ishak dan Abudin Halilu) merupakan pihak Bungku. 

Keputusan politik yang diambil oleh DPRD Kabupaten 
Morowali adalah Surat Keputusan Ketua DPRD Morowali 
perihal pemindahan ibu kota Morowali dari Kolonodale ke 
Bungku.292 Kemudian pengambilan keputusan DPRD Morowali 

290	 Wawancara dengan Hyms Larope,bulan Desember 2009, di Bungku.
291	 Ibid..
292	 Lihat Dokumen, Rekomendasi Nomor:03/DPRD/2003 Tentang pem

fungsian ibu kota definitif Kabupaten Morowali di Bungku. Ditandatangani 
oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali, DR.(Hc).H.Zainal Abidin Ishak, 
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No Anggota DPRD (Elite 
Politik)

Kepentingan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Heymans Larope,SE
H.Moh.Idris Abd.Kadir
Rafiudin Tengko
Mitanis Tulaka, BA
Waris Kandori
Yasin Machmud
Munding Palega
Ten Marunduh, S.Sos
Regional W Botilangi
Hj. Andi Aena Natsir
Yanes K Mesepy
Sofyan M.Suma,SH

1. Mempertahankan ibu 
kota Kolonodale tetap 
menjadi ibu kota Kab. 
Morowali.

2. Pemekaran Morowali 
(Pembentukan Kab. 
Utara)

3. Terpilih kembali anggota 
DPRD Morowali Pemilu 
2009 - 2014

Tabel 02:
Deskripsi Anggota DPRD Kubu Kolonodale (Elite Politik 

Lokal) dan Kepentingannya

Sumber: Data di olah dari berbagai sumber, 2009.

tentang rapat Paripurna dalam menentukan keputusan politik 
tentang “pemekaran” Morowali dan Bungku menjadi ibu kota 
Kabupaten Morowali yang definitif kerap kali dihindari oleh 
pihak anggota DPRD dari pihak kubu Kolonodale. Sehingga, 
seringkali acara sidang atau rapat-rapat di DPRD Morowali tidak 
pernah qorum sebagai persyaratan pelaksanaan rapat atau sidang-
sidang. Akibatnya dari konflik internal anggota DPRD Morowali 
adalah APBD Tahun Anggaran 2005 tidak dibahas dan diputuskan 
oleh Menteri Dalam Negeri. Demikian pula, pembahasan APBD 

di Kolonodale, Tanggal 17 Oktober 2003.
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No
Anggota DPRD 
(Elite Politik)

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

H.Zainal Abidin Ishak
H.Abudin Halilu,SH
Baramuli Ridwan,S.Sos
H. Basir Salam,SH
H.Kahar Muzakkar
Abudin Sondeng,BBA
Kalvin Sulle
Sudirman AR, S.Pd
Aslam
Moh.Idhar Rone
H.Moh.Attas Asapa
Ir.Sukbhan Laonu
Hj. Sadariah

1.	 Memindahkan ibu kota ke 
Bungku sebagai ibu kota 
Morowali yang definitif 
berdasarkan UU No 51 
Tahun 1999.

2.	 Terpilih kembali menjadi 
anggota DPRD Morowali 
Periode 2009-2014.

Tabel 03
Deskripsi Anggota DPRD Kubu Bungku  
(Elite Politik Lokal) dan Kepentingannya

Sumber: Data di olah dari berbagai sumber, 2009.

Tahun Anggaran 2006 nyaris deadlock, sehingga memancing 
Gubernur HB. Palidju mengeluarkan “political warning”. Berlarut-
larutnya konflik internal anggota DPRD Morowali amat meme
ngaruhi tingkat eskalasi pembangunan Kabupaten Morowali, 
bahkan beberapa masalah-masalah korupsi yang ditemukan.293 

Konflik internal anggota DPRD Morowali berimplikasi pada 
terjadinya konflik elite politik lokal. Perang antara anggota DPRD 

293	 Lihat Radar Sulteng, “Pejabat Korupter di Morowali Perlu di Audit”, tanggal 
10 Februari 2003. 
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Kabupaten Morowali, Drs. Jhony Badu dan Wakil Ketua DPRD 
Partai Golkar Morowali, Ahmad H Ali. “Perang” itu diawali 
ketika Ahmad H Ali menyoroti DPRD Morowali bahwa DPRD 
Morowali bukan lagi sebagai lembaga rakyat tapi sudah menjadi 
alat kekuasaan pemerintah. Setelah menyatakan itu, anggota 
DPRD Morowali bahwa tidak benar DPRD sebagai alat kekuasa
an Bupati Andi Muhammad. 

Jhony Badu menyarankan agar Achmad Ali tidak memberikan 
komentar yang menyesatkan, tapi harus menyampaikan informasi 
yang menyejukan. Menurutnya, yang bersangkutan lebih banyak 
berada di luar Morowali, sementara tidak pernah melihat kondisi 
langsung di lapangan (Morowali, red). Kemudian, Achmad Ali 
menanggapi sorotan Jhoni Badu, bahwa justru Johni Badu yang 
menyesatkan masyarakat Morowali. Pertanyaan saya kepada Jhoni 
Badu, “apa dasar DPRD Morowali mensahkan anggaran pem
bangunan kantor Bupati dan kantor DPRD Morowali di Kolonodale 
dengan nilai anggaran puluhan miliar?”.294 Menurut Achmad Ali, 
pengesahan dewan itu tak lain disebabkan karena mengikuti 
kemauan Bupati Andi Muhammad, bahkan ia mendapatkan 
informasi itu dari anggota dewan yang tidak setuju dengan 
keputusan itu, tidak akan menerima honor sebesar Rp 25 juta. 

Menyinggung soal isu pemekaran wilayah di Morowali, 
Ahmad Ali mengatakan itu bukan menjadi kebutuhan masyarakat 
di sana (baca: Morowali), sebab kalau mau jujur, masyarakat mana 
yang memimnta wilayahnya dimekarkan. Bahkan katanya, Deklarasi 
Masyarakat Bungku tanggal 20 Oktober 2003 lalu, tidak boleh 
diterjemahkan oleh dewan sebagai suatu permintaan pemekaran. 
Menurutnya, “Deklrasai itu adalah pemfungsian ibu kota Kabu
paten Morowali berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 
1999. Jadi sangatlah keliru kalau kemudian pihak dewan mengang

294	 Lihat Radar Sulteng, 14 November 2003.



190

gap bahwa dekralasi itu untuk meminta pemekaran”.295 Dia juga 
menilai, pernyataan Jhoni Badu bahwa proses kelahiran Undang-
undang Nomor 51 Tahun 1999 itu adalah cacat, justru sangat 
sesat sekaligus memperlihatkan ketidakmampuannya selaku 
anggota DPRD Morowali, karena mereka sendiri yang membiar
kan pejabat Bupati Morowali, Tato Masituju sampai tiga tahun 
tanpa berbuat apa-apa, dan justru setiap tahun mereka mensahkan 
anggaran yang diajukan pejabat Bupati tersebut.”Menghadapi 
pejabat Bupati saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi 
menghadapi Bupati definitif ”.

Surat Keputusan yang dikeluarkan Ketua DPRD Morowali, 
H.Zainal Abidin Ishak, tanggal 6 Juni 2005 kepada Mendagri, 
M.Maruf menuai protes anggota dewan lainnya dari kubu 
Kolonodale. Pasalnya surat yang intinya melaporkan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Morowali menawarkan tiga opsi dalam 
sosialisasi UU No 51 Tahun 1999 tersebut hanya berdasarkan 
keinginan pribadi H.Zainal Abidin Ishak, bukan sebagai represen
tase dari lembaga dewan, sebab surat itu tidak pernah dibicarakan 
di lembaga ini (baca: DPRD Morowali). 

H. Idris Abdul Kadir, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa 
(FKB) di DPRD Morowali, menyatakan bahwa akibat surat yang 
dikeluarkan ketua DPRD tersebut, Mendagri, M.Maruf menge
luarkan surat kepada Bupati Morowali Andi Muhammad AB 
tanggal 30 Juni 2005 untuk memfungsikan Bungku sebagai ibu 
kota Kabupaten Morowali paling lambat tanggal 30 Agustus 
2005. Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Morowali 
dari kubu Kolonodale, Ahmad Yani Arisandi, mengingatkan 
bahwa surat Ketua DPRD tersebut adalah surat pribadi dan 
bukan mengatasnamakan lembaga DPRD Morowali, karena 
selama ini Ketua dewan tidak berkoordinasi dengan seluruh 
anggotanya.

295	  Ibid. 
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Menurut pengakuan, Ramadhan, anggota KKB Pusat Palu, 
sebetulnya masalah ibu kota merupakan persoalan simpel saja. 
Persoalan ini semakin rumit dan akut karena masuk ke ranah 
kepentingan politik. Para elite politik yang memiliki kekuasaan 
seperti anggota dewan dan para pejabat strategis di Pemerintahan 
Kabupaten Morowali menjadikan isu, “tarik menarik ibu kota 
definitif ” menjadi proses politisasi kepentingan. Hal ini nampak 
bahwa, anggota DPRD kerap menempatkan posisinya sebagai 
wakil komunitas tertentu daripada sebagai anggota DPRD 
Morowali. Anggota DPRD Morowali memang ketakutan kehi
langan dukungan dan simpatisan dari konstituennya. 

Konstelasi politik di Kabupaten Morowali dua even politik 
yang menyertai konflik elite politik. Pertama, menjelang pemilihan 
umum (Pemilihan Legislatif ) tahun 2004. Dan kedua, menjelang 
pemilihan kepala daerah (Bupati) tahun 2007. Bagi politisi dari 
anggota DPRD dan anggota partai politik menjadikan momen 
politik situasi konflik “tarik menarik” ibu kota definitif untuk 
mendapatkan simpatisan dan dukungan dari konstituennya untuk 
di pilih kembali pada pemilihan legislatif (Pemilu) tahun 2004. 
Sementara, para birokrat, pejabat dan Bupati “memanfaatkan” 
kondisi sosial kemasyarakatan Morowali sebagai “pahlawan” dalam 
memperjuangkan kepentingan masing-masing pendukungnya, 
dengan harapan mendapatkan dukungan politik  pada pemilihan 
Bupati Morowali periode 2007 – 2012. Kondisi demikian itu, 
amat efektif para elite politik melakukan politisisasi isu pemekaran 
di Morowali, karena domain isu pemekaran menempatkan posisi 
isu ikatan primordialisme (etnis dan agama) untuk memetakan 
konflik masyarakat Morowali yang terbelah dua, yaitu etnis Mori 
yang mayoritas beragama Kristen dan etnis Bungku pada umum
nya penganut agama Islam. Pemetaan konflik bagi elite politik 
merupakan strategi dalam merebut simpatik dan dukungan dari 
massa. 
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D. Konflik Bupati Andi Muhammad VS Ketua DPRD 
Morowali H. Zainal Abidin Ishak
Konflik antara Bupati Morowali Andi Muhammad dan Ketua 

DPRD Morowali, Zainal Abidin Ishak semakin meningkat 
setelah keluarnya Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Morowali Nomor:03/DPRD/2003 Tentang Pemfungsian 
Ibu kota Definitif Kabupaten Morowali di Bungku yang ditanda
tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Zainal Abidin 
Ishak yang ditetapkan di Kolonodale pada tanggal 17 Oktober 
2003 sebagai hasil  Rapat Paripurna Khusus kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Andi Muham
mad mengambil langkah-langkah, sebagai berikut:

1.	 Memfungsikan Bungku sebagai Ibu kota Definitif, sesuai 
undang-undang Nomor: 51 Tahun 1999 secara bertahap 
sampai dengan kurun waktu sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-undang Nomor: 51 Tahun 1999, sesuai Surat Menteri 
Dalam Negeri Nomor 135/115/OTDA tanggal 12 Februari 
2002 perihal pemindahan ibu kota Kabupaten Morowali 
tersebut, Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:135/0656/
RO.PEM-G.ST Tanggal 17 April 2002 perihal di atas.

2.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2003 akan ditinjau kembali pada Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2003 yang akan datang khusus mengenai 
sarana kepamongprajaan.

3.	 Mengingat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali agar 
dalam setiap pengambilan kebijakan, perlu memperhatikan 
terhadap pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999.296 

Rekomendasi tersebut mendapat dukungan politik dari 13 
orang anggota DPRD Kabupaten Morowali dari daerah pemilihan 

296	 Dokumen DPRD Kabupaten Morowali Tentang Rekomendasi Nomor:03/
DPRD/2003 Tentang Pemfungsian Ibu Kota Definitif Kabupaten Morowali 
di Bungku, Kolonodale, 17 Oktober 2003.
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(Dapil) Bungku dan sekitarnya. Para politisi, birokrat, LSM dan 
PNS yang berada pada pihak sikap politik Zainal Abidin Ishak, 
sebagai berikut:

a.	 Aminuddin Ponulele, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah, etnis 
Kaili yang beragama Islam dengan kepentingan untuk menjegal 
keinginan Bupati Andi Muhammad terpilih kembali menjadi 
Bupati Morowali periode 2007-2012. Selain itu, Aminuddin 
Ponulele untuk mendapatkan simpatisan masyarakat Morowali, 
khususnya etnis Bungku dalam pemilihan Gubernur periode 
2006 – 2011. 

b.	 H. Murad U Nasir, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, 
Unsur Ketua DPD Partai Golkar, etnis Banggai, beragama 
Islam,dengan kepentingan untuk membendung keinginan 
Andi Muhammad untuk mempertahankan Ibu Kota Kolonodale 
dan ingin mendapatkan simpatisan masyarakat Morowali 
dalam pemilihan legislatif untuk pemilihan anggota DPR RI.

c.	 Datlin Tamalagi, jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten 
Morowali, Ketua PDI-P Provinsi Sulawesi Tengah, etnis Mori 
Atas yang beragama Kristen dengan kepentingan untuk 
menjadi Bupati Morowali Periode 2007-2012.

d.	 H. Chaeruddin Zein, jabatan sebagai Sekretaris Daerah 
Kabupaten Morowali, etnis Bungku, beragama Islam, birokrat 
karier dengan kepentingan menjadi Bupati Kabupaten Morowali 
periode 2007-2012.

e.	 H. Zainal Abidin Ishak, ketua DPRD Kab. Morowali, etnis 
Tator Sulawesi Selatan (Isterinya berasal dari etnis Bungku), 
Islam, dengan kepentingan ingin menjadi Bupati Morowali 
periode 2007-2012.

f.	 H. Abudin Halilu, Wakil Ketua DPRD Kab. Morowali, etnis 
Bungku, Islam, dengan keinginan mendapatkan simpatisan 
masyarakat Bungku khususnya dalam pemilihan Legislatif 
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2009 – 2014 dan ingin menjadi Ketua DPRD Kabupaten 
Morowali.

g.	 Rasyid Pusadan, Ketua KKB (Kerukunan Keluarga Bungku), 
tokoh masyarakat, etnis Bungku, Islam dengan kepentingan 
untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali dan 
mendapatkan proyek.

h.	 Ramadhan dan Kuswandi, Koordinator Forbes (Forum Bersama 
Masyarakat Bungku), etnis Bungku, Islam, tokoh Pemuda 
dengan kepentingan ingin menjadi anggota DPRD Kabupaten  
Morowali untuk mereka berharap mendapatkan simpatisan 
dari masyarakat etnis Bungku dalam pemilu legislatif 2009 
– 2014. 

i.	 11 Anggota DPRD Kabupaten Morowali yang berasal dari 
daerah wilayah pemilihan (dapil) 6 kecamatan, yaitu: Menuai 
Kepulauan, Bungku Selatan, Bungku Tengah, Bungku Barat, 
Bahodopi, Bumi Raya, dan Witaponda dengan keinginan 
untuk tetapi terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten 
Morowali pada pemilihan legislatif periode 2009 – 2014

j.	 Sebanyak 47 staf pegawai negeri Pemerintah Daerah Kabupaten 
Morowali telah melakukan pembangkangan terhadap Bupati 
Andi Muhammad dan telah berkantor di Bungku. 

Argumen mereka adalah sejak Kabupaten Morowali terbentuk 
sebagai daerah otonom yang terpisah dengan Kabupaten Poso 
pada akhir tahun 1999 berdasarkan Undang-undang No 51 Tahun 
1999 dan dua kali pergantian Bupati, yaitu Bupati Tato Masyituju 
dan Bupati Andi Muhammad belum ada pembangunan fisik dan 
prasarana dan sarana infrastruktur pembangunan yang terbangun 
secara signifikan, padahal Bungku merupakan ibu kota definitif 
membutuhkan pembangunan dari segala bidang sebagai sarana 
berfungsinya manajemen pemerintahan dan pembangunan. Malah 
sebaliknya, justru pembangunan gedung baru DPRD dan kantor 
Bupati yang menelan biaya puluhan miliyar mendapatkan porsi 
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dalam APBD Tahun Anggaran 2002. Pembangunan jalan-jalan 
serta reklamasi pantai dengan ongkos yang tinggi di bangun di 
Kolonodale, padahal Kolonodale merupakan ibu kota sementara. 
Di samping itu, hampir jabatan-jabatan strategi eselon II ditempati 
oleh kroni Bupati Andi Muhammad yang berasal dari etnis 
Kolonodale, Mori dan Bugis. Demikian pula, para kontraktor 
didominasi oleh kubu Kolonodale. 

Bupati Andi Muhammad kemudian menentang rekomen
dasikan Surat Keputusan DPRD yang ditandatangani Ketua 
DPRD Morowali, Zainal Abidin Ishak dengan melakukan rapat 
di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk tidak 
merespons rekomendasi tersebut.297 Andi Muhammad bersama 
dengan pendukungnya melakukan manuver politik di Jakarta 
untuk lobi di DPR-RI Komisi  II untuk mendapatkan legitimasi 
politik dalam melakukan Pemekaran Kabupaten Morowali 

297	 Lihat Radar Sulteng, 20 April 2003, tiga kali Ketua DPRD Morowali Zainal 
Abidin Ishak mengeluarkan Surat Keputusan DPRD, tapi Bupati Andi 
Muhammad tidak meresponsnya.

Bupati Andi Muhammad AB (kiri) dan Ketua DPRD Morowali Ir.H.Zainal 
Abidin Ishak (kanan) ketika memimpin rapat paripurna  Di Gedung DPRD 
Morowali di Kolonodale.  (Foto Dokumen Radar Sulteng, 2003)
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(Kabupaten Morowali dijadikan dua Kabupaten), yaitu Kabupaten 
Morowali ibu kotanya Kolonodale dan Kabupaten Labuha ibu 
kotanya Bungku. 

Bupati Andi Muhammad mendapat dukungan politik dan 
moral dari para birokrat di jajarannya, 12 anggota DPRD Morowali, 
LSM (Social Force) dan tokoh masyarakat agar supaya tetap 
mempertahankan Kolonodale sebagai ibu kota Kabupaten Moro
wali. Keputusan Ketua DPRD Morowali yang ditandatangi oleh 
Ketua DPRD Morowali, Zainal Abidin Ishak merupakan penda
pat pribadi. Ahmad Yani Arisandi, anggota DPRD Morowali 
dari pihak pendukung Bupati Andi Muhammad, menyatakan 
bahwa Surat Ketua DPRD tersebur adalah surat pribadi dan 
bukan mengatasnamakan lembaga DPRD”298 Hal senada juga 
diutarakan oleh H. Idris Abd. Kadir, anggota DPRD Morowali 
dan Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB), pemekaran Kabu
paten Morowali merupakan solusi terbaik yang harus dilakukan, 
menyusul suhu politik di daerah pecahan Kabupaten Poso ini 
makin memanas akibat pro-kontra pemfungsian Bungku sebagai 
ibu kota definitif Morowali”.299

Para elite dalam kubu Kolonodale, sebagai berikut:

a)	 Andi Muhammad AB sebagai Bupati yang berasal dari etnis 
Bugis, beragama islam dan pengurus Partai Golkar Pusat. 
Namun, pada pemilihan Kepala Daerah (Bupati) yang masih 
dipilih oleh DPRD Kabupaten Morowali waktu itu diako­
modasi oleh DPC PDI-P Kabupaten Morowali, karena tidak 
mendapat restu politik dari Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi 
Tengah, Aminuddin Ponulele (waktu itu menjabat sebagai 
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah). Tetapi, justru Aminuddin 
Ponulele memberikan rekomendasi kepada Akram Kamaruddin 

298	 Lihat Radar Sulteng, 30 Juli 2005.
299	 Lihat Radar Sulteng, 2 Agustus 2005 dan wawancara pada akhir November 

2009.
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(ketua DPRD Poso yang etnis Bungku) yang menjadi rival 
Andi Muhammad pada Pemilihan Kepala Daerah secara 
keterwakilan. Jadi, kepentingan Andi Muhammad tetap ingin 
mempertahankan jabatan sebagai Bupati Kabupaten Morowali 
dengan strategi mendapatkan simpatisan masyarakat khususnya 
masyarakat wilayah Kolonodale dan sekitarnya. 

b)	 Said Unok jabatan asisten III Pemda. Kabupaten Morowali, 
etnis Kolonodale, beragama Islam dan birokrat karier yang 
memiliki kepentingan untuk menjadi Sekretaris Daerah 
Kabupaten Morowali.

c)	 H.M. Badudin, jabatan asisten I Pemda Kabupaten Morowali, 
etnis Kolonodale, beragama Islam dan birokrat karier yang 
memiliki kepentingan untuk mendapatkan jabatan setingkat 
Kepala Dinas.

d)	 H. Idris Abd. Kadir, Ketua DPC PBB Kabupaten Morowali, 
etnis Bugis, beragama Islam dengan kepentingan untuk tetap 
terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali

e)	 Ir. Yusril Ibrahim, Ketua FPPKM (Forum Percepatan Pemekaran 
Kab. Morowali), etnis Kokonodale, beragama Islam dengan 
kepentingan mendapatkan proyek 

f)	 Ir. Fery D Siombo, Ketua FPIK (Ketua Forum Pembela Ibu 
Kota Kolonodale), etnis Mori dan beragama Kristen dengan 
kepentingan untuk mendapatkan proyek.

g)	 12 Anggota DPRD Kabupaten Morowali yang berasal dari 
6 daerah wilayah pemilihan (dapil) yang berada pada posisi 
sekitar Kolonodale. Keenam wilayah kecamatan tersebut, yaitu: 
Petasia, Lembo, Mori Atas, Soyo Jaya, Mamosalato, dan 
Bungku Utara.

Argumentasi mereka adalah pemindahan ibu kota Kabupaten 
Morowali ke Kolonodale menunggu lahirnya Peraturan Pemerin
tah (PP) yang menjadi petunjuk teknis ( Juknis) dari Pemerintah 
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Pusat. Disamping itu, Kolonodale merupakan Kota yang memiliki 
nilai-nilai sejarah yang perlu mendapat perhatian khusus. Jika 
ibu kota dipindahkan ke Bungku para pegawai (PNS) yang sudah 
memiliki rumah mendapatkan kesulitan efektivitas kerja karena 
jarak antara Kolonodale dengan Bungku sekitar kurang lebih 135 
km. Untuk itulah, sebagai solusi keluar dari kemelut konflik di 
masyarakat Kabupaten Morowali yang sudah berlangsung kurang 
lebih 6 tahun perlunya win-win solution. Oleh karena itu, 
Kabupaten Morowali harus dibagi dua kabupaten, yaitu kabupaten 
Morowali ibu kotanya Kolonodale dan Kabupaten Labuha ibu 
kotanya Bungku. Menurut H.Idris Abd Kadir, anggota Dewan 
Morowali yang pro Kolonodale, bahwa memfungsikan Bungku 
sebagai ibu kota Morowali dengan mengabaikan Kolonodale 
sama dengan mengabaikan sejarah”.300 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Hymans Larope 
dari etnis Mori dan fraksi PDI-P menyarankan agar “kebuntuan” 
yang terjadi di DPRD Morowali segera diselesaikan. Hal itu bisa 
dilakukan jika Bupati Andi Muhammad dan Ketua DPRD H.
Zainal Abidi Ishak dipertemukan untuk membicarakan persoalan 
tersebut dengan baik-baik. Saat ini kata Hymans, publik di daerah 
itu menunggu kepastian dibahasnya RAPBD Tahun Anggaran 
2005 ini, sebab terkatung-katungnya pembahasan belanja daerah, 
bisa berdampak di seluruh sektor. “Sekarang banyak masyarakat 
mengeluh mulai dari kalangan bisnis, pedagang dan pelaku 
ekonomi, karena kurangnya perputaran uang. Apalagi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) naik, otomatis seluruh barang ikut bergerak 
naik, ini sangat terasa di masyarakat bawah khususnya (grass root). 
Jadi kita berharap agar Bupati Morowali dan Ketua Dewan Zainal 
Abidin Ishak, bisa dipertemukan untuk menjalin kembali hubung

300	 Wawancara dengan H.Idris Abd Kadir, etnis Bugis,  anggota DPRD 
Kabupaten Morowali periode 2004 – 2009 dan Ketua DPC Partai Bulan 
Bintang (PBB) Morowali yang paling vocal menantang kebijakan dan 
keputusan politik Ketua DPRD Morowali, H.Zainal Abidin Ishak.
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an yang lebih harmonis antara legislatif dan eksekutif, sebab 
setelah dikeluarkannya surat Keputusan DPRD tentang pemfung
sian ibu kota Morowali ke Bungku. Hubungan dengan eksekutif 
terputus”.301

Wakil Bupati Kabupaten Morowali Drs. Datlin Tamalagi 
mengupayakan untuk memfasilitasi “kebuntuan” di DPRD. Orang 
kedua di Morowali ini saat melakukan percakapan dengan 12 
anggota DPRD di gedung DPRD di Kolonodale, menilai lamban
nya pembahasan APBD di DPRD, karena terpecahnya anggota 
dewan, ada yang berkantor di Bungku dan sebagian berkantor di 
Kolonodale. “Kita harus berupaya mencari solusi terbaik, karena 
di lembaga ini kan kolektivitas kebersamaan, tidak terpecah seperti 
sekarang. Kalau memang dihendaki keadaan ini begini terus apa 
jadinya kita, yang korban masyarakat, karena lambannya pem
bahasannya APBD sekarang ini pemerintahan “stagnan”, saya 
berharap seluruh anggota DPRD bisa bersatu kembali”.

Menurut Rifai Labaso, koordinator divisi politik-hukum dan 
hak asasi manusia (HAM) Lembaga Peradilan Rakyat (The People 
Justice), konflik elite politik di Morowali sebetulnya berawal dari 
lahirnya Undang-undang No 51 Tahun 1999 itu, dengan tidak 
adanya kepastian hukum yang jelas, makanya berbagai macam 
penafsiran lahir dan pada akhirnya menebar konflik. “Klausul 
yang mengatakan bahwa ibu kota sementara berada di Kolonodale 
adalah sumber malapetaka. Selanjutnya, Labaso menegaskan 
bahwa kalimat seperti itu adalah bahasa yang sarat dan jauh dari 
nuansa hukum yang dibutuhkan adalah ketegasan, jika di Bungku, 
maka tidak perlu ada tetek bengek yang mengikuti kalimat itu. 
Jika pemerintah Pusat menilai Kolonodale lebih punya kesiapan 
untuk menjadi ibu kota sehingga ditempatkanlah ibu kota semen
tara di sana sambil menunggu kesiapan Bungku, maka kenapa 

301	 Lihat Radar Sulteng, 17 Maret 2005.
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tidak ditetapkan saja ibu kota definitif di Kolonodale.302 Oleh 
karena itu, menurut Rifai Labaso, tindakan pemerintah pusat 
yang harus segera dilakukan sebagai resolusi konflik, yakni dengan 
mengundang para elemen yang berkonflik untuk duduk bersama 
dalam rangka merumuskan penyelesaian yang tepat. Namun, 
pemerintah pusat, malah tidak menghiraukan dengan tidak ada 
ketegasan hukum dan politik. Seolah-olah keadaan seperti ini di 
Morowali semacam “pembiaran”. Tentu saja, semakin berlarutnya 
konflik dan semakin akutnya keadaan membuat para elite politik 
lokal seakan mendapat peluang untuk mendapatkan keuntungan 
dana pemekaran untuk dijadikan “ongkos lobi” di Jakarta. 

E. Konflik Gubernur Aminuddin Ponulele Versus 
Bupati Andi Muhammad AB  
Perseteruan antara Gubernur Sulawesi Tengan Aminuddin 

Ponulele dengan Bupati Morowali Andi Muhammad AB berawal 
menjelang pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Morowali 
Periode 2002 – 2007.303 Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin 
Ponulele sekaligus sebagai Ketua DPW Partai Golkar Provinsi 
Sulawesi Tengah semasa kepemimpinan Akbar Tanjung tidak 
memberikan restu politik kepada Andi Muhammad untuk me
makai Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya, padahal Andi 
Muhammad adalah kader Partai Golkar yang masuk struktur 
pengurus DPP Pusat. 

Perseteruan kedua politisi ini kemudian mengalami klimaks 
ketika pasangan Andi Muhammad dan Datlin Tamalagi menjelang 

302	 Sulawesi Pos, Minggu IV Maret 2006.
303	 Pemilihan Kepala Daerah Bupati Morowali Periode 2001-2006 menjalankan 

sistem keterwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Morowali. Kepala Daerah dipilih langsung oleh 25 anggota 
Dewan. Paket Andi Muhammad dan Datlin Tamalagi melalui PDI-P 
memenangkan Pemilihan Bupati Morowali. Mengalahkan paket Partai 
Golkar, Drs. H. Akram Kamaruddin dan Jhoni Tandu. 
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pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali 
Periode 2002-2007. Aminuddin Ponulele selaku Gubernur Sulawesi 
Tengah yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak 
mau melantik, bahkan pelantikan Bupati terpilih itu diserahkan 
kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rully Lamadjido. 
Konflik kedua tokoh politik dan pemerintahan berlangsung 
kurang lebih lima tahun, hingga masuk pada “domain” konflik 
perebutan ibu kota definitif Kabupaten Morowali antara pihak 
Kolonodale dan pihak Bungku. 

Salah satu pemicu “konflik” antara Aminuddin Ponulele 
dengan Andi Muhammad adalah saat DPRD Morowali meng
helat rapat paripurna khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Morowali, beberapa waktu silam. Ketika itu, Gubernur Sulteng 
Prof (Em) Aminuddin Ponulele lewat Wagub Rully Lamadjido, 
memberi warning agar rapat dimaksud ditunda sebab tidak 
mengikuti prosedur PP 151/1999.304 Namun peringatan tersebut 
tidak direspons oleh wakil rakyat Morowali dan tetap pada 
komitmennya bahwa Andi Muhammad dan Datlin Tamalagi 
terpilih menjadi Bupati Morowali. Kontroversi ini menjadikan 
Tato Masituju, menjadi pelaksana harian Bupati terlama, sekitar 
3 tahun. Terkatung-katungnya status Andi Muhammad selama 
kurang lebih 1 tahun karena Aminuddin Ponulele tidak mau 
melantiknya. 

Sejak itu, hubungan Gubernur Aminuddin Ponulele dan 
Bupati Andi Muhammad menjadi renggang bahkan kerap terjadi 
polemik. Keduanya pasang aksi dan melancarkan “perang dingin” 
yang tak pernah dijumpai sebelumnya. Andi Muhammad selaku 
Bupati tanpa harus melakukan “pamitan politik” kepada Gubernur 
Aminuddin Ponulele jika ingin ke Jakarta melakukan pengurusan 
pemerintahan daerah Morowali. Bupati Andi Muhammad show 
of force terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

304	 Lihat Tabloid Borgol, Edisi 49 Tahun IV 2004.
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dengan 11 kali surat Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin 
Ponulele tidak dijawab atau direspons.305 

Konflik kedua pucuk pimpinan pemerintahan lokal telah 
masuk pada ranah konflik pemekaran wilayah di Kabupaten 
Morowali. Isu-isu konflik keduanya adalah tarik-menarik status 
ibu kota definitif Morowali. Gubernur Aminuddin Ponulele 
memihak kepada kubu Bungku yang menghendaki agar supaya 
Bupati Andi Muhammad menuruti kehendak masyarakat Bungku 
bahwa ibu kota definitif Kabupaten Morowali berada di Bungku 
berdasarkan undang-undang No 51 Tahun 1999. Sementara, 
Bupati Andi Muhammad tetap dalam pendiriannya bahwa ia 
tetap mempertahankan Kolonodale menjadi ibu kota definitif 
Kabupaten Morowali karena undang-undang No 51 Tahun 1999 
belum terbit Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis 
pelaksana. Bahkan Andi Muhammad menawarkan solusi, yaitu 
Kabupaten Morowali dibagi 2 wilayah otonomi, yaitu Kebupaten 
Morowali ibu kotanya Kolonodale dan Kabupaten Labuah ibu 
kotanya Bungku. Sikap tegas Bupati Andi Muhammad ini terbukti 
pada statemennya, “Walaupun langit runtuh, ibu kota tidak akan 
saya pindahkan dari Kolonodale”.306 

Polemik soal pemekaran Kabupaten Morowali semakin 
menuju titik klimaks pada tanggal 16 Januari 2004, setelah Bupati 
Andi Muhamma melalui Kabag Infokom, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Morowali, Drs.Ramli Abdul Karim menuding Gubernur 
Aminuddin Ponulele tidak memahami aturan pemerintahan. 
Kemudian, Drs. Burhanuddin Maragau, Kepala Biro Infokom 
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menanggapi tudingan 
pihak Bupati Andi Muhammad, mengatakan, “justru pemerintah 
Kabupaten Morowali yang tidak paham peraturan perundang-

305	 Lihat Radar Sulteng, 18 Maret 2005.
306	 Wawancara dengan Ramadhan Ketua Kerukunan Keluarga Bungku (KKB) 

Palu dan Burhan Hamading tokoh elite politik Bungku, pada tanggal 27 
November 2009. Dan lihat juga Tabloid Borgol, Edisi 49 Tahun IV, 2004.
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undangan. Menurut Burhanuddin, justru Gubernur Aminuddin 
Ponulele sangat memahami subtansi Undang-undang Nomor 51 
Tahun 1999 tentang Pemekaran di Morowali”.307 Menurutnya, 
sampai saat ini pemerintah masih konsisten untuk menjalankan 
amanat undang-undang tersebut, yang di dalamnya juga merinci 
soal Bungku sebagai Ibu kota Kabupaten Morowali yang definitif. 
“Seharusnya saudara Ramli harus paham dulu undang-undang 
baru bicara. Jangan bicara seenaknya”.308

Ia juga menyoroti pernyataan Ramli yang dinilainya asal 
bunyi tidak mencerminkan sebagaimana pejabat pemerintah yang 
mempunyai wawasan di bidang pemerintahan. Dalam pernyataan 
Ramli mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Morowali yang 
terlalu luas sehingga perlu untuk dimekarkan lagi menjadi dua 
kabupaten. Kalau melihat peraturan perundang-undangan kata 
Burhanuddin, terutama yang menyangkut soal pemekaran wilayah, 
justru pernyataan Ramli tersebut mencerminkan bahwa yang 
bersangkutan tidak paham undang-undang. Pasalnya, untuk 
memekarkan suatu wilayah tidak hanya sekedar dilihat dari luas 
wilayahnya. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada yang berpan
dangan Gubernur Aminuddin Ponulele tidak paham soal dinamika 
dan aturan, seperti yang dikemukakan juru bicara Pemerintah 
Kabupaten Morowali, Drs. Ramli Abd Karim. Menurut Burhanud
din, justru Pemerintah Kabupaten Morowalilah yang tidak paham 
aturan. Sebab aturan sudah jelas-jelas mengatakan ibu kota 
Kabupaten Morowali yang definitif adalah Bungku, justru mereka 
bertahan di Kolonodale.

Gubernur Aminuddin Ponulele kemudian mendapat dukung
an dari Ramadhan salah seorang tokoh pergerakan kubu Bungku, 
mengecam Bupati Andi Muhammad “melecehkan” Gubernur 
Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele karena Bupati Andi 

307	 Lihat Radar Sulteng, 17 Januari 2004.
308	  Ibid.
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Muhammad tidak merespons surat Gubernur tentang perintah 
pemindahan ibu kota Morowali dari Kolonodale ke Bungku. 
“Kalau saya tidak keliru, Pak Gubernur sudah empat kali mengirim 
surat. Sehingga bukan Gubernur baru angkat bicara, justru mereka 
yang tidak punya kepedulian”.309 Dia malah mempertanyakan 
soal ancaman stabilitas yang disinggung Ramli Abd Karim. 
Ramadhan kemudian melihatnya adanya sebuah setting elite 
politik menjadikan isu pemekaran sebagai sarana “konflik”. “Jujur 
saja bahwa ini ada setting tertentu untuk merebut kekuasaan. Mereka 
tidak sadar kalau ini adalah pengkhianatan terhadap undang-
undang. Dia menegaskan, bahwa tanggal 4 Januari 2004 lalu, tim 
delegasi pemfungsian ibu kota Kabupaten Morowali definitif 
sebanyak 11 orang berdialog langsung dengan komisi II DPR-RI. 
Dalam dialog tersebut terungkap, ternyata wacana yang berkem
bang di Morowali bahwa sudah ada rancangan undang-undang 
Pemekaran Kabupaten Morowali tidak benar. Hal itu katanya 
hanyalah perang urat syaraf yang sengaja digelindingkan oleh 
oknum tertentu. Ramadhan mengatakan bahwa:

“Yang jelas apa yang berkembang bahwa sudah ada rancangan 
undang-undang pemekaran dan komisi II sudah membentuk 
pansus, malah ada yang bilang tinggal mau ditandatangani oleh 
gubernur ternyata hal itu tidak benar. Komisi II sendiri mengaku 
bahwa belum pernah mendengar apalagi melihat yang namanya 
rancangan undang-undang pemekaran Morowali itu”.310

Surat yang mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat 
Morowali (FRMM) tertanggal 29 Desember 2003 yang ditanda
tangani Yusril Ibrahim,SE. Ramadhan menilai surat tersebut 
sebagian penuh dengan rekayasa dan pembohongan publik. Setelah 
kami meneliti ihwal surat ini banyak yang direkayasa. Mereka 

309	 Ibid.
310	 Wawancara Ramadhan, tanggal 29 November 2009.
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mengklaim bahwa pemekaran itu telah didukung oleh 9 dari 10 
kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali. Tidak hanya itu, 
saya juga melihat bahwa yang bertanda tangan di situ adalah 
salah seorang pimpinan partai politik. Saya khawatir ini justru 
hanya akan menjadi komiditi politik oleh orang-orang tertentu.

Gubernur Aminuddin Ponulele terus mengecam Bupati Andi 
Muhammad yang terus melakukan berbagai langkah strategis 
politik dalam mempertahankan kekuasaannya walaupun terindikasi 
adanya dugaan korupsi penyalahgunaan dana pemekaran Kabupaten 
Morowali. Strategi politik yang gencarkan oleh Bupati Andi 
Muhammad dan kubunya adalah melakukan isunisasi tentang 
penting dilakukan pemekaran kabupaten Morowali sebagai 
alternatif solutif. Namun, Aminuddin Ponulele, menyikapi hal 
itu dengan menerbitkan Surat penolakan Pemekaran Kabupaten 
Morowali menjadi 2 Kabupaten tertanggal 8 Januari 2004 itu 
disampaikan langsung kepada Bupati Andi Muhammad. 

Melalui Surat Gubernur Aminuddin Ponulele No 135/12261/
Tapem tertanggal 23 Desember 2003 bermohon rekomendasi 
pemekaran daerah itu. Tapi sesuai Surat No 135/1682/RO.
PEM0G-ST yang berisi enam poin dengan jelas menolak permo
honan Bupati Andi Muhammad tentang Pemekaran Kabupaten 
Morowali. Surat penolakan Gubernur itu ditembuskan pada 
Ketua DPR-RI, Ketua Komisi II DPR-RI, Mendagri, Ketua 
DPRD Sulteng, Ketua DPRD Kabupaten Morowali, organisasi 
kerukunan masyarakat Bungku dan Kolonodale. 

Ditegaskan oleh Gubernur Aminuddin Ponulele bahwa 
kurang kondusifnya kondisi penyelenggaraan pemerintahan, 
pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali 
itu patut dijadikan pertimbangan dan perhatian bersama. Lebih 
tegas lagi, Aminuddin Ponulele menyatakan bahwa suatu praktek 
kebijakan dalam pemerintahan yang tidak lazim terjadi selama 
ini terutama di era Reformasi yang sedang kita jalani. Pemekaran 
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kabupaten dilakukan dalam kondisi kabupaten induknya belum 
sepenuhnya mampu menggerakkan roda pemerintahan, belum 
mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakatnya, belum 
mampu melaksanakan pembangunan secara optimal. Oleh karena 
itu, pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali sulit diwujudkan 
jika masalah “pro-kontra” pemindahan ibu kota belum terwujud 
dan kemudian kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat harus 
menjadi skala prioritas. Ramadhan, menegaskan konflik kepen
tingan politik kedua Kepala Daerah tersebut, merupakan “luka 
lama” yang terus berkembang masuk ke ranah perdebatan “pemin
dahan” ibu kota dan “pemekaran” Kabupaten Morowali.311 
Pertarungan kedua elite politik lokal tersebut lebih pada menjaga 
“prestise” kekuasaan di mata publik untuk mendapatkan simpatisan 
dan dukungan massa menjelang pemilihan Gubernur Sulteng 
tahun 2006 dan pemilihan Bupati Morowali tahun 2007. 

F. Elite Politik Lokal yang Opportunistis
Awal tahun pemerintahan dan kepemimpinan pasangan 

Bupati Andi Muhammad dan wakil Bupati Datlin Tamalagi 
berjalan dengan baik. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten 
Morowali terjalin mitra kerja sama yang konduksif, dari berbagai 
kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan diselesaikan 
melalui mekanisme konstitusional. Masyarakat Kabupaten Morowali 
nampaknya mengalami konsolidasi sosial dan kultural dengan 
menarik hikmah dari pengalaman terjadinya konflik sosial di 
Kabupaten Poso yang berlangsung sadis. Kehidupan kemasya
rakatan berlangsung normal, tidak ada tanda-tanda akan terjadinya 
konflik pro-kontra ibu kota definitif Kabupaten Morowali. Elite 
politik lokal bersatu dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten 
Morowali kedepan.

Di awal tahun 2003 dan tahun kedua kepemimpinan Bupati 
Andi Muhammad pemerataan pembangunan mengalami ketim

311	 Wawancara dengan Ramadhan, tanggal 27 November 2009.
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pangan atau gap antara porsi pembangunan di Kolonodale dengan 
Bungku. Bungku sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai ibu 
kota definitif berdasarkan undang-undang No 51 Tahun 1999 
tidak mendapatkan porsi anggaran pembangunan dalam setiap 
tahun anggaran APBD Kabupaten Morowali. Sementara wilayah 
Kolonodale sebagai ibu kota sementara sebagaimana yang ditetap
kan dalam undang-undang No 51 Tahun 1999 mengalami eskalasi 
pembangunan, seperti halnya reklamasi pantai dengan anggaran 
miliayaran rupiah, pembangunan jalan-jalan baru, pembangunan 
gedung DPRD dan Bupati yang menelan biaya yang cukup 
banyak. Hal inilah yang membuat salah satu pemicu munculnya 
resistensi dari masyarakat Bungku.312 

Sejak diresmikannya Kabupaten Morowali sebagai daerah 
otonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada paruh tahun 
1999 perkembangan pembangunan di wilayah Bungku tidak 
mengalami kemajuan secara signifikan. Interval waktu 5 tahun, 
Bungku mengalami diskriminatif pembangunan. Namun, para 
elite politik lokal yang berasal dari etnis Bungku maupun dari 
daerah pemilihan (Dapil) wilayah Bungku sekitarnya tidak dapat 
berjuang semaksimal mungkin. Kepiawan kepemimpinan sosok 
Andi Muhammad waktu itu memiliki power yang unggul diban
dingkan dengan politisi lokal. Andi Muhammad lama dan besar 
di Jakarta, bahkan salah satu tokoh Partai Golkar yang berpengaruh 
serta dekat dengan banyak pejabat semasa rezim Orde Baru. Figur 
Andi Muhammad tidak ada yang dapat menandingi “kualitas” 
jaringan politiknya di Kabupaten Morowali. Dengan powership 
yang dimiliki oleh Andi Muhammad mampu menaklukkan siapa 
saja yang berupaya melakukan resistensi politik. DPRD dan 
politisi lokal tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya “ABS” 
Asal Bapak Senang. 

312	 Wawancara dengan Ramadhan, tokoh pergerakan pemfungsian ibu kota 
definitif Kabupaten Morowali di Bungku, pada tanggal 28 November 2009. 
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Kepiawan kepemimpinan Bupati Andi Muhammad ternyata 
tidak mampu mengendalikan arus kelas menengah (Elite Sosial) 
yang selama kurang lebih tiga tahun melakukan gerakan-gerakan 
“sporadis”. Elite Sosial (ES) dari berbagai elemen masyarakat 
Bungku, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok 
kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat 
secara gradual melakukan “penggalangan” kekuatan dengan perekat 
primordialisme. 

Di awal tahun 2003, salah satu elemen kekuatan sosial etnis 
Bungku adalah KKB (Kerukunan Keluarga Bungku) melakukan 
penekanan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Morowali. 
Mereka menuntut agar pemerintah daerah melalui Bupati Andi 
Muhammad konsisten dalam menjalankan Undang-undang No 
51 Tahun 1999, yaitu memindahkan ibu kota Kabupaten Morowali 
yang definitif di Bungku.313 Di pihak tanggal 28 November 2004, 
masyarakat Kolonodale juga melakukan aksi untuk memperta
hankan ibu kota Kabupaten Morowali tetap di Kolonodale. Situasi 
politik di Kabupaten Morowali mengalami tak terkendalikan. 
Beberapa pejabat pemerintah daerah Kabupaten Morowali mulai 
melakukan pembangkangan terhadap Bupati Andi Muhammad. 
DPRD Kabupaten Morowali mengalami “konflik internal” antara 
dua kubu berdasarkan prefensi politik daerah pemilihan (Dapil) 
hasil pemilihan legislatif tahun 2004 -2009. 

Tak kala Bupati Andi Muhammad secara politik dan hukum 
terpojok, para kroninya menyelamatkan dirinya masing-masing 

313	 Tanggal 20 Oktober 2003 masyarakat Bungku mendeklarasikan difungsi
kannya Bungku sebagai ibu kota definitif. Dan tanggal 21 Oktober 2003, 
masyarakat Bungku dengan jumlah kurang lebih 3000 orang menuntut 
pengakuan pemerintah Kabupaten Morowali terhadap deklarasi tersebut. 
Pada saat itu juga, para elite politik lokal mulai mengalami “goncangan” 
dengan adanya desakan massa agar supaya para pejabat dan anggota DPRD 
asal atau etnis Bungku berjuang melawan “arogansi kekuasaan” Bupati Andi 
Muhammad dalam mempertahankan “Kolonodale” sebagai ibu kota Kabu
paten Morowali. 
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berdasarkan dua kekuatan massa yang berhadapan, yaitu kubu 
Kolonodale dan kubu Bungku. Wakil Bupati Datlin Tamalagi 
dan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali (Sekab) Chaeruddin 
Zen, Kabag Informasi dan Komunikasi (Infokom) Ramli Abd 
Karim membelok mendukung “pergerakan” kubu Bungku. Semen
tara, Asisten III Said Unok, HM Badudin (Asisten I) tetap setia 
kepada Bupati Andi Muhammad. 

Anggota DPRD Kabupaten Morowali yang berjumlah 25 
orang mengalami “perpecahan”, 12 orang yang pro terhadap 
Bupati Andi Muhammad dan 13 orang pro terhadap kubu Bungku. 
Perpecahan kedua kubu tersebut semakin “memanas” ketika Ketua 
DPRD Kabupaten Morowali, H.Zainal Abidin Ishak mengeluar
kan Surat Keputusan yang ditujukan kepada Mendagri M.Maruf 
tanggal 6 Juni 2005 yang menegaskan “pemimindahan atau 
pemfungsian” ibu kota definitif Kabupaten Morowali di Bungku 
paling lambat 30 Juni 2005. 

Bupati Andi Muhammad kemudian menghadapi persoalan 
hukum, yaitu dugaan terkait korupsi dana Pemekaran Morowali 
sebesar Rp 5 miliar,314 hingga Andi Muhammad dalam posisi tak 
berdaya secara politik dalam mengendalikan bawahannya maupun 
kolegial politiknya di DPRD Morowali. Dengan kedua persoalan 
tersebut, posisi kekuasaan Andi Muhammad terancam digantikan 
oleh Wakilnya sendiri, yaitu Datlin Tamalagi yang berasal dari 
etnis Mori. Etnis Mori ini merupakan basis pendukung massa 
fanatik Andi Muhammad dan Datlin Tamalagi menjelang pemi
lihan Bupati Morowali. Pasangan keduanya berdasarkan preferensi 
politik etnis, yaitu Andi Muhammad respresentase dari etnis 
Bugis (Islam) dan Datlin Tamalagi respresentase dari etnis Mori 
(Kristen). 

Datlin Tamalagi selaku Wakil Bupati melakukan manuver 
politik melakukan pendekatan terhadap elite politik asal Bungku, 

314	 Lihat Radar Sulteng, 26 dan 27 Agustus 2005.
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yaitu Ketua DPRD Morowali H.Zainal Abidin Ishak dan Sekab. 
Chaeruddin Zen sebagai bagian dari kubu Bungku. Hal itu 
dilakukan dengan harapan Datlin Tamalagi berdasarkan undang-
undang Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999 akan menggantikan 
Andi Muhammad selaku Bupati Morowali karena Andi Muham
mad telah dinonaktifkan untuk menjalani proses hukum. Datlin 
Tamalagi mendapat dukungan politik dari Gubernur Sulteng 
Aminuddin Ponulele dan Ketua DPRD Morowali Zainal Abidin 
Ishak. Pada tanggal 27 Desember 2005 Gubernur Sulteng 
Aminuddin Ponulele melantik Wakil Bupati Datlin Tamalagi 
sebagai pelaksana harian (PTH) Bupati Morowali. Pelantikan 
Datlin Tamalagi didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Mendagri 
Moh.Ma’ruf Nomor 131.52/1969/OTDA tanggal 23 Desember 
2005. Bahkan dalam situasi politik “genting”, ketua KKB Asamar 
Amiri mengusulkan kepada gubernur agar supaya Sekretaris 
Daerah Kabupaten Morowali (Sekab) Chaeruddin Zen untuk 
segera menjalankan roda pemerintahan yang selama ini diang
gapnya “vakum”.315 Situasi pemerintahan kala itu, terbagi dua 
lokasi atau dualisme wilayah pusat pemerintahan, yaitu di Kolono
dale dan Bungku. Pandangan seorang tokoh politik lokal, Bagenda 
Yusuf mengatakan bahwa beberapa elite politik lokal telah 
menampakkan sosoknya yang asli, yaitu picik, lihai dan pintar 
memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil ini untuk kepenting
an dirinya dan kelompoknya. Elite politik seperti ini dianggapnya 
politisi dan birokrat yang oppotunistis tidak memiliki konsistensi 
sikap yang konsekuen dan bertanggungjawab untuk kepentingan 
banyak orang.316 

Polarisasi elite politik di Kabupaten Morowali merupakan 
sebuah fenomena penyelamatan kepentingan (survival) tak kala 
situasi politik tidak menguntungkan dirinya. Pada awal perjuangan 

315	 Radar Sulteng, 30 November 2004.
316	 Wawancara dengan Bagenda Yusuf mantan anggota DPRD Kabupaten 

Morowali di Kolonodale, tanggal 21 November 2004.
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pergerakan kelompok elite menengah (social force) para elite politik 
lokal tidak ada yang berani menentukan sikap politiknya, apakah 
dia pro Bungku atau Kolonodale. Namun, dua tahun berjalan 
kepemimpinan Bupati Andi Muhammad mereka mengaku bagian 
dari kelompok Andi Muhammad. Tetapi tatkala, Andi Muhammad 
terpojok dan tidak memiliki kekuasaan, maka para elite politik 
kemudian menyelamatkan dirinya masuk salah satu kubu: kubu 
Kolonodale atau kubu Bungku.

Setelah perjuangan usai dan terwujudnya pemindahan ibu 
kota Kolonodale ke Bungku. Bungku kemudian diresmikan 
menjadi ibu kota definitif Kabupaten Morowali, maka para elite 
politik lokal bergegas “memproklamirkan” dirinya sebagai 
“pahlawan” pejuang ibu kota definitif, bahkan Ramadhan, tokoh 
pergerakan perjuangan pemfungsian ibu kota definitif Bungku 
dan ketua devisi Advokat KKB menyebutnya politisi yang opor
tunis itu sebagai “politisi busuk”. Ramadhan, mengatakan bahwa:

”...di ujung keberhasilan perjuangan pemfungsian ibu kota 
Kabupaten Morowali di Bungku, sudah mulai bergentayangan 
politisi busuk yang dulunya getol memperjuangkan pemekaran 
Kabupaten Morowali, sekarang justru berbalik arah mendukung 
pemfungsian ibu kota. Oknum-oknum tersebut sudah bergenta­
yangan dan menampakkan diri lalu mulai mengatur strategi untuk 
kepentingannya dan kelompoknya”.317

Menurut Ramadhan, upaya-upaya yang dilakukan oknum 
tertentu itu ingin tampil menjadi pahlawan kesiangan saat per
juangan pemfungsian ibu kota Bungku sudah di penghujung 
keberhasilan jauh dari perjuangan yang dilakukan KKB bersama 
mahasiswa selama ini. Subtansi perjuangan KKB dan mahasiswa 
itu ingin menegakkan supremasi hukum khususnya undang-

317	 Wawancara dengan Ramadhan tanggal 28 November 2009 dan lihat Radar 
Sulteng, 22 November 2004.
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undang No 51 Tahun 1999. Berkepanjangannya masalah pemfung
sian Ibu kota Kabupaten Bungku menurut Ramadhan, juga tidak 
terlepas dari peran para pembisik. Andaikan katanya para pembisik 
itu bekerja di atas kepentingan umum, masalah Morowali tidak 
akan berkepanjangan seperti saat ini. “Waktu pertemuan dengan 
Bupati Andi Muhammad di Hotel Yasmin lalu, saya bilang dengan 
Pak. Bupati, supaya para pembisik itu diseleksi, karena ini semua 
tidak terlepas dari peran pembisik. Mestinya kebijakan Bupati 
itu keliru, ya, pembisik harus beritahu bahwa langkah itu keliru”.318

Kekosongan kursi Bupati Morowali, setelah Andi Muhammad 
di nonaktifkan selaku Bupati dengan adanya dugaan korupsi dana 
pemekaran kurang lebih 5 miliar, beberap elite politik yang 
mengincarnya. Wakil Bupati Datlin Tamalagi secara konstitusional 
mendapatkan peluang untuk menggantikan sementara Andi 
Muhammad. Namun, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Bungku 
(KKB), Drs.H. Asmar Amiri mengusulkan Sekretaris Daerah 
Kabupaten (Sekab) Morowali, Drs.H. Chaeruddin Zen sebagai 
pelaksana tugas dalam menjalankan roda pemerintahan. Elite 
politik lain yang juga memanfaatkan “kevakuman” kekuasaan 
politik di Morowali adalah munculnya figur John Ridwan yang 
mengicar jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Morowali (Sekwan). 
John Ridwan diusulkan oleh Koordinator Forum Bersama (Forbes), 
Kuswandhi. Namun mendapat tantangan dari tokoh elite sosial, 
seperti Ramadhan dari Bungku, dan Ferry Siombo dari Kolonodale. 

Datlin Tamalagi, Chaeruddin Zen dan John Ridwan yang 
mengincar jabatan politik di tengah transisi dan kegaduhan politik 
di Kabupaten Morowali dipandang oleh banyak orang bahwa 
mereka itu memanfaatkan momen politik untuk menyelematkan 
kepentingannya pada saat Andi Muhammad menjadi pesakitan 
hukum. Ketiga elite politik tersebut telah memilih berpihak pada 

318	 Lihat Radar Sulteng, 22 November 2004.
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kubu Bungku, padahal sebelumnya mereka bagian dari “kroni” 
Bupati Andi Muhammad. Ramadhan, mendeskriptifkan kondisi 
tersebut bahwa ibarat kapal, Andi Muhammad menjadi nahkoda
nya, Datlin, Chaeruddin Zen, John Ridwan dan jajarannya sebagai 
perwira kapal. Pada saat kapal  karang dan mengalami kebocoran 
pada lambungnya. Kapal tersebut oleng dan terancam tenggelam. 
Dalam situasi seperti ini, para elite politik menyelamatkan diri 
masing-masing. Dan Andi Muhammad terus menahkodai kapal 
tersebut hingga tujuan apapun resikonya”.319 

Elite politik di Morowali dalam perjuangan baik memindahkan 
ibu kota ke Bungku maupun mempertahankan Kolonodale sebagai 
ibu kota Morowali dapat menentukan sikapnya pada saat menje
lang Andi Muhammad terpojok baik secara politik maupun 
hukum. Mereka terbelah dua, yaitu pro terhadap kubu Bungku 
maupun di kubu Kolonodale. Paling tidak beberapa hal yang 
menjadi pertimbangan strategis bagi para elite politik sehingga 
dapat menentukan sikapnya: Pertama, untuk mendapatkan du
kungan massa dalam mendapatkan jabatan strategis dalam jajaran 
pemerintahan daerah Kabupaten Morowali. Kedua, momontum 
politik Pemilihan Umum tahun 2004, Pemilihan Kepala Daerah 
tahun 2007. 

G. Ambivalensi Elite Politik Pusat
Konflik pemekaran di Kabupaten Morowali yang telah 

berlangsung sejak awal tahun 2003 hingga kini tidak terlepas 
dari keterkaitan kepentingan elite politik Pusat (Mendagri, anggota 
DPR-RI Komisi II dan anggota DPD asal Sulteng). Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) cenderung bersikap konsisten terhadap 
pelaksanaan undang-undang No 51 Tahun 1999. Untuk itu, 
Pemerintah Pusat melalui Mendagri kemudian melimpahkan 

319	 Wawancara dengan Ramadhan, Ketua LSM Lentera Bangsa dan Ketua 
KKB, tanggal 21 November 2009. 
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kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk 
mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Bupati Andi 
Muhammad untuk tetap menjalankan amanah undang-undang 
No 51 Tahun 1999, yaitu memindahkan ibu kota dari Kolonodale 
ke Bungku sebagai ibu kota definitif Kabupaten Morowali. Namun, 
hal itu tidak dipatuhi oleh Bupati Andi Muhammad sehingga 
mendapat perlawanan dari kubu Bungku. 

Secara struktural, Mendagri memerintahkan kepada Gubernur 
Sulawesi Tengah untuk mendesak Bupati Andi Muhammad 
untuk segera memindahkan ibu kota Morowali ke Bungku 
kemudian mendapat dukungan politik dari Ketua DPRD Sulteng, 
Murad U Nasir dan ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten 
Morowali dengan keluarnya Surat Rekomendasi. Sementara itu, 
Bupati Andi Muhammad mendapat dukungan politik dari anggota 
DPR-RI Komisi II Laode Jeni dan anggota DPD- asal Sulteng, 
Roger Tobigo dan Normawati Bantilan untuk melakukan peme
karan Kabupaten Morowali menjadi dua Kabupaten sebagai 
solusi, yaitu Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali 
Selatan atau Kabupaten Morowali ibu kotanya Kolonodale dan 
Kabupaten Labua ibu kotanya Bungku.

Ambivalensi sikap politik pemerintah pusat maupun anggota 
DPR-RI Komisi II di tengah konflik ibu kota di Kabupaten 
Morowali, ibarat menyiram bensin terhadap bara api yang tengah 
membara. Intensitas konflik kepentingan di Kabupaten Morowali 
cukup memprihatinkan oleh banyak pihak karena adanya potensi 
perbedaan kultural, etnis dan agama yang mencolok. Namun, 
pemerintah pusat dan anggota DPR-RI serta anggota DPD 
sebagai respresentase elite politik pusat tidak “membangun” situasi 
yang sejuk. Justru sebaliknya, mereka menjadi bagian dari aktor 
kepentingan. Kepentingan mereka adalah Pertama, menciptakan 
ivestasi sosial untuk mendapatkan dukungan politik dalam pemi
lihan legislatif tahun 2004. Kedua, mendapatkan fee sebagai pelicin 
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untuk memfasilitasi elite politik lokal dalam berjuang untuk 
meraih kepentingannya.320 

Pada tanggal 18 November 2003, Masyarakat Bungku melalui 
sejumlah tokohnya, kembali meminta ketegasan pemerintah pusat 
baik Departemen Dalam Negeri (Depdagri) maupun DPR-RI 
untuk segera menegaskan pemfungsian ibu kota Kabupaten 
Morowali sesuai undang-undang No 51 Tahun 1999. Ketegasan 
masyarakat Bungku tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah 
tokoh asal Bungku 10 November 2003 di Depdagri dan DPR 
RI. Ketua delegasi masyarakat Bungku, Ramadhan mengatakan 
bahwa ia bersama 4 orang rekannya, yakni Ketua Ikatan Persau
daraan Masyarakat Bungku (IPMB), Hasyim Sonaro, Burhan 
Hamading dan 2 orang lagi  yang sudah menetap di Jakarta, yakni 
Sanbalo dan Madu telah bertemu dengan Mendagri melalui 
Kepala Seksi Penataan Kabupaten se-Indonesia Depdagri, Ir. 
Edison Silaen. 

Pada tanggal 11 November 2003 delegasi bertemu lagi dengan 
Komisi II DPR RI. Mereka bertemu dengan Laode Jeni dan 
kawan-kawan yang membidangi pemekaran Kabupaten seluruh 
Indonesia. Dan pada hari yang bersamaan, delegasi juga ber
audience dengan Direktur Otonomi Daerah, Wahyu Moh Najib. 
Kami saat itu, menyerahkan sebundel dokumen yang menyangkut 
masalah ibu kota Kabupaten Morowali, bahkan kami juga menye
rahkan CD aksi yang menuntut pemfungsian ibu kota Kabupaten 
Morowali.321 Ramadhan kemudian bercerita tentang kisah peran 
pemerintah pusat dalam konflik pemekaran di Morowali. Ramadhan 
mengakui dua hari sebelum delegasi Bungku menghadap ke Kasi 
Penataan Kabupaten se-Indonesia Depdagri, Ir. Edison Silaen, 
sebanyak 28 orang terdiri dari anggota dewan bersama Wakil 
Bupati, Sekkab dan beberapa orang petinggi Pemerintah Daerah 

320	 Lihat Radar Sulteng, 19 November 2003, perihal 2 miliar yang digunakan 
melobi pemerintah pusat agar bisa keluar rekomendasi. 

321	 Lihat Radar Sulteng, 19 November 2009.
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Kabupaten Morowali telah menghadap ke beliau. Dalam kun
jungan itu, telah menghabiskan uang sebanyak Rp 2 miliar. “Ini 
saya tahu karena Pak Edison sendiri yang mengungkapkan. 
Mereka juga sudah ke Komisi II DPR RI dan ketemu Laode 
Jeni. Tapi menurut Laode, berkasnya tidak ada alasan yang 
mendasar. Menurut pak Laode, tutur Ramadhan, kalau mau 
pemekaran mestinya ada aspirasi dan melalui proses kompromi 
dengan Bungku. Intinya, kalau ada pemekaran, menurut Komisi 
II maka undang-undang No 51 Tahun 1999 harus diubah dulu. 
Lebih jauh, kata Laode Jeni, jika mau pemekaran maka harus 
ada rekomendasi dari Gubernur sebagai perpanjangan tangan 
pemerintah Pusat di daerah.322 

Menurut orang dekat Bupati Andi Muhammad, HM Badudin 
(Asisten I dan mantan Kepala Kesbang Linmas 2003-2004) 
mengatakan bahwa dana pemekaran yang miliaran jumlahnya  
dimanfaatkan untuk melobi ke Pemerintah Pusat, DPR RI. 
Bahkan dana pemekaran itu masih tersisa di kas daerah yang 
jumlah sekitar Rp 1 miliar. “Saya tahu persis kalau kegiatan 
pemekaran ini diurus selama dua tahun, terakhir yang untuk 
dipakai melobi ke Pusat. Jadi jangan menuduh Bupati korupsi 
dana tersebut. Apalagi sebesar Rp 5 miliar”.323 Menurut pengakuan, 
Badudin, “Bupati Andi Muhammad digiring ke hukum karena 
sebagian uang pemekaran nyantol di rekening Bupati. Ada pejabat 
yang mengarahkan Bupati, padahal sejauh ini masalah keuangan 
Bupati tidak tahun menahu”.

Badudin, kemudian menjelaskan peran Pemerintah Pusat, 
bahwa ada sinyal pihak DPR RI telah mengeluarkan hak inisiatif 
bahwa Morowali harus dimekarkan. Begitu juga sikap DPD RI 
yang kini telah menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) 

322	 Wawancara dengan Ramadhan, salah satu ketua tim delegasi kubu Bungku 
untuk memperjuangkan pemindahan ibu kota Morowali ke Bungku, pada 
tanggal 22 November 2009.

323	 Lihat Radar Sulteng, 19 November 2005.
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Pemekaran Kabupaten Morowali ke Komisi II untuk ditindaklan
juti.324 Bupati Andi Muhammad mendapat dukungan politik 
rencana pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten  
dari salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
asal Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Roger Tobigo. Pada tanggal 
30 Agustus 2005, Roger Tobigo menyampaikan PAH I ditugaskan 
pimpinan DPD RI ke PAH I untuk segera memproses pemben
tukan Kabupaten Labua sebagai pemekaran Kabupaten Morowali. 
Menurutnya, hal tersebut dilaksanakan sebagai solusi atas terjadi 
tarik menarik ibu kota Morowali akibat Undang-undang No 51 
Tahun 1999 yang menetapkan Bungku sebagai ibu kota definitif 
dan untuk sementara pusat pemerintahan berkedudukan di 
Kolonodale. 

Pemekaran Kabupaten Morowali perlu dipercepat mengingat 
stabilitas keamanan dan terjadinya gelombang demonstrasi yang 

324	  Lihat Radar Sulteng, 19 November 2005.

Panitia ad hoc (PAH) I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Roger Tobigo di 
sambut Bupati Morowali Andi Muhammad AB saat melakukan  kunjungan 
kerja ke Kabupaten Morowali. 

(Foto Dokumen, Radar Sulteng, 2005).
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dilaksanakan kedua kelompok (kubu) yang pro dan kontra 
pemfungsian ibu kota Morowali sesuai UU 51 Tahun 1999 
tersebut. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah dalam pengerahannya 
pada tanggal 26 Meni 2005 menyarankan agar pemekaran Kabu
paten Morowali sebaiknya dipercepat mengingat faktor keamanan 
yang sangat rawan.325 

Langkah perjuangan Bupati Andi Muhammad untuk melaku
kan pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten, 
walaupun mendapat dukungan dari elite politik pusat mendapat 
tantangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Hari Sabarno 
dalam suratnya menolak pemekaran tersebut. Surat tersebut 
sekaligus sebagai respons Mendagri terhadap Bupati Morowali 
Nomor 135/1378/Tapem/2003 tertanggal 3 November 2003. 

Surat yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Otonomi 
Daerah, Oentarto Sindung Mawardi, menyatakan ketidaksiapan 
Bungku menjadi ibu kota Kabupaten karena belum tersedianya 
sarana dan prasarana perkantoran tidak dapat terjadi alasan. 
Pasalnya, pembangunan sarana dan prasarana adalah tanggung
jawab sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten setempat dan 
waktu yang diberikan untuk mempersiapkan pembangunan di 
Bungku sudah cukup. 

Mendagri juga menyebutkan, dengan adanya surat tersebut 
hendaknya Bupati Morowali segera mengambil langkah-langkah 
persiapan untuk pelaksanaan pemindahan ibu kota kabupaten 
dari Kolonodale ke Bungku, ke kecamatan Bungku Tengah. 
Mendagri juga menilai keinginan pemerintah Morowali untuk 
memekarkan Kabupaten Morowali sebagai solusi penyelesaian 
masalah ibu kota bukan merupakan jalan keluar yang tepat. 
Mendagri beralasan, UU Nomor 51 Tahun 1999 belum dilaksana
kan sepenuhnya dan awal terjadinya masalah pemindahan ibu 

325	  Lihat Radar Sulteng, 1 September 2005.
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kota karena belum optimalnya pemerintah setempat melaksanakan 
undang-undang tersebut.326

Sejalan dengan Mendagri, pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan, Drs. Rais 
Lamangkona, menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah sesuai petunjuk dari Mendagri dalam Surat Nomor 
135/2853/SJ akan membentuk tim fasilitasi. Tim tersebut nantinya 
akan diketuai langsung oleh Sekda Provinsi, H. Gumyadi dan 
beranggotakan, Biro Tapem, Biro Hukum dan Kesbang. 

Terkait dengan wacana yang selalu dikembangkan oleh Bupati 
Andi Muhammad, Rais Lamangkona mengemukakan bahwa 
secara logika sangat tidak mungkin sebuah daerah yang baru saja 
dimekarkan lantas mau dimekarkan lagi. Apalagi berbagai sarana 
pendukung belum memungkinkan untuk terselenggaranya sebuah 
pemekaran. Morowali sendiri masih harus membenahi banyak 
hal, mulai dari struktur dan komposisi pemerintahan serta banyak 
hal lain berkaitan dengan fisik wilayah yang mesti dibenahi. 

Menurut Rais, yang harus ditekankan bahwa wacana peme
karan yang selalu digelindingkan oleh Bupati Morowali itu tidak 
lantas membatalkan rencana pemindahan ibu kota dari Kolonodale 
ke Bungku, karena Undang-undang No 51 Tahun 1999 secara 
tegas mengamanatkan pemindahan itu, bahkan pemerintah pusat 
telah empat kali menyurat kepada pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten yang bersangkutan namun tetap tidak ada 
realisasi. Selain itu, pemerintah provinsi tercatat sudah delapan 
kali melayangkan surat serupa namun selalu dianggap angin lalu 
oleh pemerintah setempat (baca: Bupati Andi Muhammad).327 
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Murad U Nasir melontar
kan gagasannya guna menyelesaikan polemik yang terjadi di 
Kabupaten Morowali, yaitu mengenai kedudukan ibu kota kabu

326	 Lihat Radar Sulteng, 4 Februari 2004.
327	 Lihat Radar Sulteng, 2 November 2004.
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paten dengan melakukan kompromi politik. Ide tersebut menurut
nya, sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan polemik yang 
berkepanjangan antara masyarakat Bungku dengan masyarakat 
Kolonodale.328

Sikap ambivalensi elite politik pusat merupakan sebuah 
strategi untuk membangun konflik elite politik lokal di Kabupaten 
Morowali yang dikemas dalam bungkusan isu-isu pro-kontra 
“ibu kota definitif ” dan “pemekaran Kabupaten Morowali”. 
Berlarut-larutnya konflik di Kabupaten Morowali yang melibatkan 
elemen kuatan sosial dan masyarakat itu sendiri adalah merupakan 
skenario yang dibangun oleh dua kutub kepentingan elite politik 
pusat dan elite politik yang saling terkait dengan menguntungkan 
satu dengan lainnya. Dalam logika kita, sederhana saja dalam 
menyelesaikan konflik di Kabupaten Morowali jika hanya perde
batannya pada “ranah” hukum, yaitu penerapan undang-undang 
No 51 Tahun 1999, yaitu otoritas kekuasaan politik pemerintah 
pusat melakukan intervensi politik dengan menegur secara tegas 
pada Bupati Andi Muhammad jika tetap tidak mematuhi perintah 
Undang-undang No 51 Tahun 1999 tersebut. 

Persoalan sepele saja bila dilihat dalam kerangka undang-
undang otonomi daerah No 22 Tahun 1999 yang kemudian 
mengalami revisi Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang 
memberikan porsi kewenangan hukum dan politik untuk meng
ambil alih kasus itu untuk memfasilitasi elite politik lokal dalam 
menyelesaikan konflik “ibu kota definitif ” Kabupaten Morowali. 
Hal ini terbukti, kurang lebih sebulan HB Palidju terpilih menjadi 
Gubernur Sulteng periode 2007-2012 dapat dengan mudah tanpa 
hambatan. 

H. Politisasi Birokrasi
Konflik elite politik lokal dalam pemekaran wilayah di 

Kabupaten Morowali berimplikasi pada terjadinya perpecahan 

328	 Lihat Mercusuar, 2 Maret 2006.
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dalam birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali. 
Perpecahan birokrasi secara umum terbagi dalam dua kubu, yaitu 
kubu Bupati Andi Muhammad dan kubu Wakil Bupati Datlin 
Tamalagi. Kubunisasi dalam birokrasi pemerintahan daerah 
Kabupaten Morowali merupakan bagian integral kubu Kolonodale 
dan kubu Bungku yang selama ini mengakomodasi berbagai 
elemen kekuatan sosial dan politik masyatakat Kabupaten Morowali. 

Perpecahan dalam birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Morowali dipicu munculnya perseteruan politik (jabatan) antara 
Bupati Andi Muhammad dan Wakil Bupati Datlin Tamalagi. 
Andi Muhammad selaku Bupati dipandang oleh Datlin Tamalagi 
selaku Bupati menjalankan kepemimpinan bersifat “otoriter” tidak 
melakukan pelimpahan wewenang kepada wakil bupati. Segala 
keputusan dan kebijakan publik diambil alih oleh Bupati Andi 
Muhammad. Jadi Wakil Bupati hanya sekedar “ban serep”. 
Sedangkan, pandangan kubu Bupati Andi Muhammad, Datlin 
Tamalagi telah melakukan manuver politik untuk menggulingkan 
dirinya dari jabatannya selaku Bupati Morowali dengan meng
galang kekuatan dukungan dari baik elite politik maupun kekuatan 
sosial. Salah indikasi ke arah itu adalah Wakil Bupati Datlin 
Tamalagi melakukan persetujuannya untuk menandatangani 
kesepakatan pemindahan beberapa kantor dinas berkantor di 
Bungku. Hal ini pandang kubu Andi Muhammad sebagai “perla
wanan” terhadap atasan. 

Perlawanan Datlin Tamalagi tersebut mendapat dukungan 
dari Gubernur Sulteng, Aminuddin Ponulele, Ketua DPRD 
Morowali serta Sekkab Morowali, Chaeruddin Zen. Kubu Bungku 
kemudian membeberkan segala dosa politik329 dan kasus dugaan 

329	 Lihat Info Baru, 9 November 2004.”47 Dosa Andi Muhammad” . Demontrasi 
dilakukan oleh Komite Bersama Pemuda Morowali (KBPM) di bawah 
kepemimpinan Kristo Tumakaka. Salah satu tuntutan mereka adalah 
pengusutan kasus penyimpangan pengadaan mobil Mercedez Benz DN 1 
G dengan biaya pembelian Rp 1 miliar. 
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korupsi dana Pemekaran330 Morowali Andi Muhammad selaku 
Bupati. Andi Muhammad kemudian meringkuk di tahanan Palu 
dan di non-aktifkan selaku Bupati Kabupaten Morowali. Kemudian, 
pada tanggal 27 Desember 2005, Gubernur Aminuddin Ponulele 
mengukuhkan Wakil Bupati Morowali, Drs. Datlin Tamalagi 
sebagai pelaksana tugas harian (PTH) Bupati Morowali untuk 
menjalankan tugas-tugas Bupati menggantikan posisi Andi 
Muhammad AB untuk sementara, karena Andi Muhammad 
menjalani proses hukum atas dugaan korupsi dana pemekaran.331 

Politisasi birokrasi secara struktural dalam pemerintahan 
daerah berlangsung pada level kepala kecamatan dan kepala dinas 
(SKPD). Penempatan dan mutasi para pejabat birokrasi tersebut 
amat ditentukan siapa yang menjadi Bupati. Bupati Andi Muham
mad seringkali melakukan pencopotan dan pemutasian para 
pejabat yang dinilai “berseberangan” dan menantang kebijakannya 
atau dianggap pro terhadap salah satu pejabat lawan politik Andi 
Muhammad. Wakil Bupati Drs. Datlin Tamalagi, tidak mau 
kalah, tak kala Andi Muhammad exit dari jabatannya karena 
tersandung masalah hukum, maka, Datlin Tamalagi sebagai 
pengganti pejabat Bupati melakukan “pergantian” dan “pemutasian” 
pejabat yang dianggap kaki tangan dari Andi Muhammad. 
Birokrasi dipandang oleh elite politik lokal sebagai mesin politik 
paling efektif dalam memobilisasi massa dibandingkan dengan 
partai politik. Prestise birokrat lebih baik dibanding dengan para 
politisi yang tidak jelas latar belakang sosial dan pendidikan 
formal. Birokrasi diperebutkan dan dijadikan alat untuk merebut 
simpati dan dukungan massa menjelang pemilihan legislatif dan 
pemilihan kepala daerah (Bupati). Ramadhan mengakui bahwa 
fenomena politisasi birokrasi merupakan bagian dari konflik elite 
politik di Kabupaten Morowali, biasanya berlangsung pada saat 
mendekati pemilihan kepala daerah (Bupati). Jadi, pegawai negeri 

330	 Lihat Radar Sulteng, tanggal 10, 14, dan 15 November 2005
331	 Lihat Nuansa Pos, 27 Desember 2005. 
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sipil di sana sulit untuk menerka apakah netral atau partisan partai 
politik, politisi dan bupati?332

1. Bupati Andi Muhammad Melantik Kembali Pejabat Non 
Job

Dampak konflik antara Bupati Andi Muhammad dengan 
Wakil Bupati Datlin Tamalagi berpengaruh pada jalannya roda 
dan manajemen pemerintahan di Kabupaten Morowali. Hirup 
pikuk wacana non job pejabat yang pro terhadap Wakil Bupati 
Datlin Tamalagi dan pemutasian pejabat yang pro dengan Bupati 
Andi Muhammad semakin marak dan mewarnai dinamika 
politisisasi birokrasi di jajaran pemerintahan Kabupaten Morowali. 
Pejabat eselon II yang sebelumnya dinonjobkan oleh Wakil Bupati 
Datlin Tamalagi kemudian angkat kembali oleh Bupati Andi 
Muhammad. Menurut Armansyah, “kami ini pegawai negeri 
golongan rendah terombang ambing karena tidak jelas pekerjaan 
sesuai dengan keahlian. Pindah sini ke sana tergantung kemauan 
pejabat di atas, sehingga kami dari pegawai negeri sipil rendahan 
tinggal mengikuti arus politik dimana yang kuat di sanalah kita 
beradu nasib”.333 Armansyah menuturkan pernah suatu ketika 
hanya 2 bulan tiga kali pergantian pejabat eselon II, ada yang 
dinonjob ada yang mengalami mutasi jabatan yang ditempatkan 
bukan jurusannya. Seperti halnya, Ir. Ilyas Mekkah, sarjana 
kehutanan di tempatkan ke pertambangan kemudian mutasi 
Kimpraswil. Apa ini bukan korban kepentingan politik pejabat 
Bupati? Menariknya pelantikan pejabat eselon II ada lima nama 
kepala dinas yang sebelumnya dinonjob kini difungsikan kembali.

Getah konflik kepentingan elite politik lokal di Kabupaten 
Morowali semakin tidak pandang bulu. Birokrasi tidak luput dari 
terkontaminasinya getah konflik kepentingan tersebut. Hal ini 

332	 Wawancara dengan Ramadhan, tanggal 29 November 2009 di Palu.
333	 Wawancara Armansyah, Salah Satu PNS di Kabupaten Morowali, awal 

Desember 2008 di Kolonodale.
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terbukti, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPRD Morowali 
yang memfungsikan ibu kota definitif Kabupaten Morowali di 
Bungku, tercatat 47 staf mulai dari jenjang eselon II, III dan IV 
di lingkungan pemerintahan Kabupaten Morowali memilih aktif 
di Bungku atau melakukan pembangkangan terhadap kehendak 
Bupati Andi Muhammad. Fenomena massa dukungan kubu 
Kolonodale memberikan dukungan kepada Bupati Andi Muham
mad dengan mendatangi rumah dinas Bupati di Kolonodale 
untuk menyampaikan kepada Bupati Andi Muhammad bahwa 
kinerja bawahannya, yang justru diam-diam tidak mendukung 
kepemimpinan bupati sendiri. 

Beberapa pejabat yang dianggap tidak mendukung kebijakan 
Bupati Andi Muhammad antara lain Sekretaris Kabupaten 
Morowali Drs. H. Chaeruddin Zen, Asisten III Bidang Adminis
trasi Drs. Said Unok, dan Pemegang Kas Daerah (PKD) Ny. Una 
Lapoto. Di samping itu, terdapat beberapa kepala Dinas, seperti 
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas 
Nakertrans dan lainnya yang sudah berkantor di Bungku. Massa 
Forum Masyarakat Percepatan Pemekaran Kabupaten Morowali 
(FMPPKM) salah satu kelompok elite sosial pendukung kubu 
Kolonodale meminta Bupati Andi Muhammad bersikap tegas 
tidak lagi menggunakan perasaan. Melalui koordinatornya, Ir. 
Yusril Ibrahim, mengatakan:

“Massa berada di belakang bapak bupati. Bapak jangan ragu 
bertindak tegas sesuai aturan yang ada. Pemindahan ibu kota ke 
Bungku justru yang provokator dari eksekutif sendiri. Mereka 
selaku pejabat harus ditindak tegas, bapak jangan ragu lagi”.

Pada saat itu juga, beberapa pejabat atau kepala Dinas di non 
jobkan oleh Bupati Andi Muhammad karena dianggap tidak 
setia dan tidak patuh terhadap kebijakannya. Namun berselang 
kurang lebih satu tahun, Bupati Andi Muhammad AB tepatnya 
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tanggal 15 Desember 2005 kembali melantik sejumlah kepala 
dinas dan badan di jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali yang 
pernah di non jobkan. Pelantikan terhadap sejumlah jabatan yang 
kosong itu akan dilakukan di gedung Morokoa, Kolonodale.334 
Mereka yang akan dilantik, antara lain Kepala Dinas Kimpraswil 
yang selama ini masih pelaksana harian, ketua Bappeda, kepala 
Kesbang Linmas, Sekretaris Dewan dan lainnya.

Asisten Bidang Pemerintahan, Drs.HM Badudin, pelantikan 
pejabat eselon II dan III sudah berdasarkan mekanisme yang ada, 
karena beberapa bulan terakhir ada kepala dinas dan badan sudah 
memasuki masa pensiun. Badudin, menegaskan bahwa:

“Jangan dinilai politis lagi, pelantikan pejabat eselon II sudah wajar 
dilakukan karena beberapa pejabat kepala dinas dan kepala badan 
sudah pensiun, sehingga selama ini hanya pejabat pelaksana harian 
dan memang pelantikan ini sudah tertunda satu kali akhir Oktober 
2005 lalu dan baru terlaksana sekarang”.335

H. Napsahu, Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintah Kabu
paten Morowali, bahwa pelantikan pejabat eselon II dan III 
dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan pada beberapa 
dinas dan badan. Pelantikan ini juga dilakukan untuk melantik 
kembali para pejabat yang sebelumnya mengalami non job (tidak 
memiliki jabatan). Mereka ini sebelumnya melakukan “pembang
kangan” kebijakan Bupati Andi Muhammad, yaitu berkantor di 
Bungku. 

Pejabat yang akan dilantik adalah Ilyas Mekkah menggantikan 
Kalvin Kalaena sebagai Kepala Dinas Kimpraswil. Kadis Pertam
bangan ditempati oleh Wahyudin Jali, mantan Kapala Dinas 
Perhubungan yang pernah dinonjobkan. Sedangkan posisi Ketua 

334	 Lihat Radar Sulteng, 15 Desember 2005.
335	 Ibid.
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No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Ket.

1. Ir.Ilyas Mekkah Kadis 
Pertambangan Kadis Kimraswil Non 

Job

2. Drs.Wahyudin 
Jali

Kadis 
Perhubungan

Kadis 
Pertambangan -

3. Christian 
Rongko

Pelaksana Tugas 
Ketua Bappeda Ketua Bappeda Non 

Job

4. Jufri Roe  Kadis 
Perdagangan - Non 

Job

5. Syahrir Ishak -
Kadis 
Perdagangan 
Kepala Kesbang

-

6. Yakin 
Tumakaka

Kadis Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi

Kadis Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi

Non 
Job

7. John Ridwan           - - Non 
Job

8. Drs.Peohoa           - Sekwan DPRD 
Morowali

Tabel 04
Pejabat Non Job di Angkat lagi  
oleh Bupati Andi Muhammad

Bappeda diisi oleh Chritian Rongko yang selama ini hanya pelak
sana harian Bappeda. Demikian juga Syahrir Ishak dinonjobkan 
karena tidak berkantor beberapa bulan lamanya di Bungku. 
Sementara itu, posisi Kepala Kesbang Linmas yang sebelumnya 
dijabat Tibo Lolo yang telah pensiun akan dijabat oleh Drs.Yakin 
Tumakaka, yang sebelumnya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi yang ditinggalkan yakin akan diisi oleh John 
Ridwan. John Ridwan sendiri sebelumnya sempat dinonjobkan 
dari Kepala Dinas Nakertrans. Kemudian posisi Sekretaris DPRD 

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2009.
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(Sekwan) Kabupaten Morowali yang selama ini dijabat pelaksana 
tugas Dra.  Bandau, akan diisi oleh pejabat baru, yakni Drs.
Peohoa. Drs. Peohoa juga selama ini dinonjobkan karena sekian 
bulan lamanya absen Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 04.

2. Bupati Plt Morowali Drs. Datlin Tamalagi Melakukan 
Mutasi	

Konfigurasi pejabat eselon II dan III pada jajaran pemerintah
an daerah Kabupaten Morowali mengalami perubahan setelah 
Andi Muhammad dicopot dari jabatan sebagai bupati dan kemu
dian digantikan oleh Datlin Tamalagi selaku pelaksana harian 
Bupati Morowali. Kebijakan Bupati Andi Muhammad formasi 
jabatan eselon II hanya bertahan kurang lebih dua bulan, kemudian 
Bupati Plt Datlin Tamalagi mengeluarkan kebijakan “mutasi” 
pejabat eselon II dan III di lingkungan jajaran pemerintahan 
Kabupaten Morowali. Kebijakan Bupati Plt Datlin Tamalagi 
merupakan “kebijakan balas dendam” terhadap kebijakan Andi 
Muhammad yang dapat merugikan kubu Datlin Tamalagi. Oleh 
karena itu, hampir semua pejabat “kroni” Andi Muhammad tidak 
mendapatkan porsi jabatan baru. Jabatan baru tersebut, diisi oleh 
para pejabat dari kubu Datlin Tamalagi. 

Pejabat eselon II yang bakal tergusur dari jabatannya antara 
lain para asisten I, II, dan III. Untuk jabatan asisten I yang selama 
ini dipercayakan kepada Drs. HM. Badudin, digantikan oleh Drs. 
Jaidin Rumpone yang saat ini menjabat Kepala Badan Pember
dayaan Masyarakat (BPM), sementara Drs. Esra Tumimor, asisten 
II Bidang Pembangunan penggantinya masih dibahas. Sedangkan 
Drs. Said Unok, yang menjabat sebagai asisten III bidang adminis
trasi dan keuangan akan digantikan oleh Drs.Yakin Tumakaka 
yang selama ini sebagai Plh Asisten III. 

Nama-nama pejabat lain yang disebut-sebut dimutasi adalah 
R Mosangi (Kepala Dinas Sosial). Posisi R Mosangi sendiri diisi 
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oleh Dra. Syarifah Ridha M yang saat ini menjabat sebagai Kadis 
Dikjar. Kadis Dikjar dijabat oleh Drs. HM Badudin. Selain pejabat 
asisten, pejabat kepala dinas juga akan bergeser. Salah satunya 
adalah Ir. Ilyas Mekka. Ilyas Mekka yang saat itu menjabat sebagai 
Kadis Kimpraswil dimutasi sebagai Kadis Kehutanan. Pejabat 
lain yang mengalami mutasi adalah Ir. Hasan Basri (Kadis 
Kehutanan), Ir. Nurdin Lanuhu (Kadis Perikanan), Drs. Sutrisno 
Sembiring (Kadis Pendapatan), Christian Rongko (Plh Ketua 
Bappeda), Dra. Ny Lis Bandau (Sekwan), Drs.Yalbert Tulaka 
(Kadis Perhubungan). Hal ini dapat dilihat pada tabel 05.

Kebijakan mutasi yang lakukan oleh Bupati Plh Drs. Datlin 
Tamalagi juga berlaku pada jajaran eselon III.336 Pergantian Kepala 
Bagian (Kabag) dan pemutasian terhadap Kepala Kecamatan 
(Camat), di beberapa kecamatan di wilayah sekitar Bungku dan 
Kolonodale merupakan bagian dari strategi jangka pendek men
jelang pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Morowali 
pada medio tahun 2007.

Kebijakan Plt. Bupati Morowali Drs. Datlin Tamalagi tersebut 
mendapat protes keras dari masyarakat Kolonodale. Pada tanggal 
23 Februari 2006, massa Kolonodale dan sekitarnya menyerbu 
kantor bupati Morowali di Kolonodale sebagai bentuk protes 
dari kebijakan bupati yang dinilai “bernuansa politisasi” untuk 
kepentingan Datlin Tamalagi pada Pilkada tahun 2007. Beberapa 
pejabat mantan Kepala Dinas yang menjadi korban kebijakan 
tersebut, yaitu R Mosangi dari posisi sebagai Kepala Dinas Sosial 
dimutasi menjadi staf ahli Bupati bidang pembangunan dan Drs.
Esra Tumimor dari Asisten II dipindahkan ke staf Ahli bidang 
pendidikan. Namun, hal itu menganggap sebagai non job, karena 
jabatan staf ahli tidak masuk dalam struktural di Pemerintahan 
Kabupaten Morowali. R Mosangi dan Ersa Tumimor merupakan 
dikenal dekat dan masuk dalam jajaran kubu Andi Muhammad 

336	 Lihat Radar Sulteng, 21 Februari 2006.
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No Nama Jabatan Lama Jabatan 
Baru Ket.

1. Drs. 
HM.Badudin

Asisten I -

2. Drs. Jaidin 
Rumpone

Kepala Badan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
(BPMD)

Asisten I

3. Drs. Ersa 
Tumimor

Asisten II Staf Ahli

4. Said Unok Plh Asisten III -
5. Drs.Yakin 

Tumakaka
Kadis Sosial Asisten III

6. R Mosangi Kadis Sosial Staf Ahli
7. Ir. Ilyas Mekka Kimpraswil Kadis 

Kehutanan
8. Ir.Hasan Basri Kadis 

Kehutanan
-

9. Ir. Nurdin 
Lamuhu

Kadis Perikanan -

10. Drs. Sutrisno S Kadis 
Pendapatan

-

11. Christian 
Rongko

Ketua Bappeda -

12. Drs. Lis Bandau Sekwan -
13. Yalbert Tulaka Kadis 

Perhubungan
-

Tabel 05
Kebijakan Plt Bupati Datlin Tamalagi Mutasi Pejabat Eselon 

II Jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2009.
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yang pernah bagian dari “lawan” Datlin Tamalagi dalam lingkungan 
birokrasi pemerintahan Kabupaten Morowali. 

Ferry Siombo dan Yusri Ibrahim dari FPIK (Forum Pembela 
Ibu Kota Kolonodale) merupakan elemen elite sosial dalam struktur 
kubu Kolonodale, menilai kebijakan Bupati yang menonjobkan 
pejabat eselon II kemudian melakukan pelantikan pejabat eselon 
II, III, dan IV di kantor DPRD Morowali di Bungku bertentangan 
dengan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2000 yang sampai saat 
itu belum dicabut. Perda itu menyebutnya bahwa kantor DPRD 
Morowali berada di Kolonodale.337 FPIK dalam aksinya, mendaulat 
Drs. Esra Tumimor sebagai pelaksana tugas Bupati dan R Mosangi 
sebagai Sekretaris Daerah (Sekkab) Morowali. Kedua elite politik 
lokal tersebut membentuk struktur pejabat Pemerintah Kabupaten 
Morowali.

Bupati Plh Morowali Drs. Datlin Tamalagi dalam sambutan 
pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV, mengatakan, “selama 

337	 Lihat Radar Sulteng, 24 Februari 2006.

Wakil Bupati Drs. Datlin Tamalagi saat dikukuhkan sebagai Bupati Morowali 
oleh Gubernur Sulteng, Prof. Aminuddin Ponulele, 28 Desember 2005. 

(Foto. Dok. Radar Sulteng, 2005)
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tujuh tahun Morowali terombang-ambing dengan berbagai 
kepentingan terkait kedudukan ibu kota definitif ”.338 Datlin 
mengaku pihaknya bersama Ketua DPRD Morowali H. Zainal 
Abidin Ishak dan Sekda Chaeruddin Zen sudah menyiapkan 
lokasi untuk menggeser administrasi pemerintah daerah dari 
Kolonodale ke Bungku. “Saya berharap dengan langkah ini yang 
menang adalah rakyat Morowali”.

I. Isu Pemekaran dalam Pilkada (Gubernur dan Bupati)
Interval waktu kurang lebih lima tahun konflik elite politik 

lokal di Kabupaten Morowali pada saat yang sama dilaksanakan 
salah satu perayaan agenda politik nasional maupun lokal, yaitu 
pemilihan legislatif tahun 2004-2009, Pemilihan Gubernur 
Sulawesi Tengah Periode 2006-2011 dan Pemilihan Bupati 
Morowali Periode 2007-2012. Elite politik lokal di Kabupaten 
Morowali tidak dapat dipisahkan dengan political event tersebut, 
khususnya pemilihan  umum kepala daerah karena merupakan 
tujuan akhir mereka dalam merebut kekuasaan secara konstitusio
nal dan legitimate. Konflik pemekaran di Morowali hanyalah 
sebagai sarana pertarungan elite politik lokal untuk mencapai 
tujuan politiknya. Oleh karena itu,  elite politik menjadikan isu 
“penetapan” ibu kota definitif dan “pemekaran” Kabupaten 
Morowali sebagai komoditi politik untuk menjaring massa, bahkan 
dijadikan dasar untuk melakukan mobilisasi massa. Sementara 
massa bawah (grass root) pada umumnya yang memiliki tingkat 
budaya politik parokial, “parochial political culture” menjadi objek 
eksploitasi politik dari kelompok-kelompok elite politik lokal 
yang sedang mencari posisi jabatan politik. Dalam kondisi seperti 
ini, beberapa tokoh politik mengkhawatirkan akan menimbulkan 
pengerahan massa yang berskala besar oleh elite politik lokal, dan 
mengarah pada tindakan anarkisme dan konflik sosial. Hal ini 
karena karakateristik masyarakat telah terlanjur terbentuk polarisasi 

338	 Ibid.
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perbedaan kultural dan memiliki traumatik konflik sosial yang 
bernuansa agama dan etnis di Kabupaten Poso. 

Tokoh politik lokal di Morowali, Andi Rizal Pettagading, 
meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali untuk 
menghentikan semua bentuk aksi pengerahan massa yang dapat 
mengakibatkan aksi kekerasan terhadap masyarakat, terutama 
pengrusakan sarana dan prasarana lainnya, karena hal itu berten
tangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ketua DPC Partai 
Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Kabupaten Morowali 
mengharapkan para tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, 
pimpinan umat beragama, tokoh pemuda, pimpinan organisasi, 
LSM di berbagai penjuru di daerah ini untuk segera menggunakan 
wibawa dan wewenangnya untuk mengendalikan dan menetram
kan warga masyarakat dari semua bentuk aksi kekerasan tersebut.339 

Masyarakat Morowali memiliki karakter budaya terbelah 
menjadi dua kelompok besar, secara umum terdiri dua etnis yang 
berbeda, yaitu etnis Mori yang mayoritas pemeluk agama Kristen 
dan etnis Bungku yang pada umumnya Muslim. Di samping itu, 
konflik kerajaan kedua etnis di masa lalu menjadi salah satu acuan 
mereka dalam menjustifikasi perbedaan itu. Letak geografis 
merupakan faktor perbedaan antara komunitas etnis Mori di 
bagian Utara dan komunitas etnis Bungku di bagian Selatan. 
Elite politik lokal memanfaatkan perbedaan letak geografis kedua 
etnis sebagai acuan dalam melontarkan isu-isu “pembentukan” 
pemekaran wilayah, khusunya pembentukan Kabupaten Morowali 

339	 Wawancara dengan Andi Rizal Pettagading, Ketua DPC Partai Nasional 
Banteng Kemerdekaan (PNBK) di Kolonodale, 12 Maret 2004. Kala itu, 
peneliti hampir saja terjebak dari kerumunan massa yang digerakkan oleh 
salah satu elite politik lokal yang melaksanakan kampanye pemilu legislatif 
2004-2009. Isu-isu politik yang merebak yang kerap dihembuskan dan 
diwacanakan oleh elite politik lokal adalah pro-kontra pemindahan ibu 
kota dan pemekaran wilayah. Bahkan kerap disentil “isu” yang bernuasa 
SARA. 
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Utara karena sebahagian berada pada posisi letak geografis bagian 
Utara yang ditempati oleh etnis Mori. 

1.Pemilihan Umum Legislatif 

Pemilihan umum legislatif periode 2004–2009 para politisi 
partai politik dan elite politik lain yang ingin menjadi anggota 
DPRD Kabupaten Morowali dan anggota DPD Provinsi Sulawesi 
Tengah memanfaatkan momen konflik “ibu kota” dalam merebut 
simpati dan dukungan politik pada pemilihan umum legislatif 
periode tersebut. Para elite politik lokal telah mengkapling wilayah 
daerah pemilihan (Dapil) berdasarkan etnis. Elite politik lokal 
yang berasal dari etnis Mori dan Kolonodale (Bugis) mengklaim 
konstituennya yang berasal dari kecamatan: Petasia, Lembo, Mori 
Atas, Soyo Jaya, Bungku Utara dan Mamosalato. Sementara elite 
politik lokal yang berasal dari etnis Bungku, mengklaim basis 
pendukungnya (konstituennya) berada pada kecamatan: Menui 
Kepulauan, Bungku Selatan, Bahodopi, Bungku Tengah, Bungku 
Barat, Bumi Raya, dan Witaponda. 

Isu-isu yang mereka dipakai untuk menjaring massa memiliki 
perbedaan tergantung dari keinginan masyarakat setempat yang 
menjadi basis konstituennya. Elite politik lokal yang berada pada 
wilayah daerah pemilihan Kolonodale sekitarnya mengemas isu-
isu “mempertahankan” Kolonodale tetap menjadi ibu kota Kabu
paten Morowali. Isu kedua yang mereka kampanyekan adalah 
pembentukan Kabupaten Morowali Utara sebagai alternatif yang 
solutif. Sementara di pihak elite politik lokal yang berada di wilayah 
Bungku (etnis Bungku) isu “pemindahan” ibu kota yang menjadi 
dasar kampanye. Nampaknya, politisasi isu pemekaran tersebut 
cukup efektif dalam menggalang massa dan bahkan dapat dengan 
mudah membakar emosi massa, karena di dalamnya tercakup 
masalah “ketidakadilan” sebuah etnis tertentu. Menurut pengakuan 
Aslam, salah seorang anggota dewan Morowali periode 2004-
2009, “saya terpilih menjadi anggota dewan Morowali periode 
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2004-2009 baru-baru ini karena sudah jelas basis massa dan 
isu-isu yang kita kampanyekan adalah pemindahan ibu kota dari 
Kolonodale ke Bungku berdasarkan undang-undang No 51 Tahun 
1999”.340

2. Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Polarisasi masyarakat Kabupaten Morowali yang terbelah 
menjadi dua besar kubu akibat dari konflik kepentingan politik 
elite politik lokal di Morowali, yaitu kubu Kolonodale dan kubu 
Bungku menjadi “incaran politik” bagi elite politik lokal menjelang 
pemilihan gubernur Sulteng periode 2006–2011. Para elite politik 
lokal yang masuk bursa calon gubernur Sulteng menyebarkan isu 
pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali. Pro-kontra “ibu 
kota” definitif dan “pemekaran” Kabupaten Morowali tetap menjadi 
isu hangat dan bahkan menjadi ”senjata ampuh” dalam meraih 
suara terbanyak. 

Kompetitor politik dalam pemilihan gubernur memanfaatkan 
situasi konflik kepentingan elite politik lokal di Kabupaten 
Morowali sebagai bagian dari jaringan politik atau tim sukses. 
Demikian pula, para elite politik lokal membangun jaringan 
politik salah satu kandidat gubernur sebagai “patront” untuk lebih 
survival dalam dinamika konstelasi konflik pemekaran di Kabu
paten Morowali. Elite politik lokal dalam meraih kepentingannya 
memerlukan dukungan salah satu tokoh politik di Provinsi 
Sulawesi Tengah. Oleh karena itu hubungan antara elite politik 
lokal dalam situasi konflik pemekaran di Kabupaten Morowali 
merupakan jaringan kepentingan jangka pendek, yaitu kepentingan 
politik dalam memenangkan perhelatan baik pemilihan gubernur 
maupun pemilihan Bupati Morowali periode 2007-2012. Elite 
politik yang menjadi kandidat kuat dalam kompetisi politik, 
pemilihan gubernur di Sulawesi Tengah periode 2006-2011 adalah 

340	 Wawancara dengan Aslam, anggota dewan Morowali Periode 2004–2009, 
awal November 2009 di Bungku.
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Aminuddin Ponulele (gubernur incumbant), Rully Lamadjido 
(Wakil gubernur incumbant), dan HB Paliudju (mantan gubernur 
Sulawesi Tengah), serta M.Yusuf Paddong sebagai representasi 
dari etnis Bugis di Kolonodale. 

a.	 Aminuddin Ponulele, menjabat sebagai gubernur Sulawesi 
Tengah “berseberangan politik” dengan Bupati Morowali Andi 
Muhmmad. Aminuddin Ponulele merupakan salah satu tokoh 
sentral etnis Kaili, penduduk asli Kota Palu dan beberapa 
kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di 
Kabupaten Morowali. Ia Ketua DPW Partai Golkar yang 
memiliki jaringan politik melalui struktur Partai Golkar dengan 
Ketua DPRD Kabupaten Morowali, H. Zainal Abidin Ishak. 
H. Zainal Abidin Ishak adalah tokoh politik dalam kubu 
Bungku dan Ketua DPD Partai Golkar di Morowali yang 
memiliki pengaruh besar terhadap etnis Bungku. Oleh karena 
itu, Aminuddin Ponulele dalam pemilihan gubernur menjadi­
kan etnis Bungku sebagai basis konstituennya.

b.	 Rully Lamadjido, selaku wakil gubernur (incumbant) Provinsi 
Sulawesi Tengah merupakan kandidat gubernur Sulteng 
memiliki basis massa pendukung dari etnis Mori. Istrinya 
adalah keturunan raja Mori, Maruduh yang memiliki pengaruh 
besar di Kabupaten Morowali, khususnya pada etnis Mori. 
Etnis Mori di Kabupaten Morowali memiliki jumlah kuantitas 
yang cukup signifikan. Rully Lamadjido, memiliki jaringan 
politik terhadap beberapa anggota dewan asal daerah pemilihan 
dari etnis Mori. 

c.	 HB Paliudju, mantan gubernur Sulawesi Tengah periode 
2001-2006. HB Paliudju merupakan salah satu kandidat 
gubernur Sulteng berasal dari etnis Kaili dan mendapatkan 
dukungan politik dari Bupati Morowali Andi Muhammad. 
Sementara Andi Muhammad representase dari kubu 
Kolonodale yang di dalamnya terdapat etnis Mori, etnis Bugis 
dan Kaili. 
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d.	 Yusuf Paddong, adalah Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi 
Selatan (KKSS) Sulawesi Tengah yang memiliki pengurus 
cabang di Kabupaten Morowali. Yusuf Paddong dalam men­
calonkan gubernur Sulteng memiliki jaringan sosial KKSS. 
Jumlah populasi etnis Bugis di Morowali cukup signifikan 
sebagai basis pendukung Yusuf Paddong. 

Pemilihan gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah periode 
2006-2011 dimenangkan oleh pasangan HB Paliudju dan Achmad 
Yahya. Kemenangan HB Paliudju dengan mendapatkan suara 
terbanyak di Kabupaten Morowali. Kemenangan HB Paliudju 
di Kabupaten Morowali karena didasarkan dengan isu kampanye 
yang mereka kembangkan. HB Paliudju memanfaatkan situasi 
“perpecahan” masyarakat Morowali dalam dua kubu, yaitu kubu 
Kolonodale dan kubu Bungku. HB Paliudju menjanjikan masya
rakat Kolonodale dengan dukungannya terhadap rencana kubu 
Kolonodale untuk membentuk daerah otonom baru, yaitu Kabu
paten Morowali Utara. Sementara di kubu Bungku, HB Paliudju 
mengiming-imingi “pemindahan” ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali dari Kolonodale ke Bungku. Dan Bungku Tengah 
menjadi pusat Kota Kabupaten Morowali berdasarkan Undang-
undang No 51 Tahun 1999, jika terpilih. 

Menurut, Burhan Hamading, tokoh pemuda asal Bungku 
mengatakan bahwa, setelah pak HB Paliudju terpilih kami 
langsung menagih janjinya, yaitu memindahkan ibu kota definitif 
Morowali dari Kolonodale ke Bungku. Ternyata ia konsisten 
terhadap janjinya itu, sehingga pemfungsian ibu kota Bungku 
sebagai ibu kota definitif Morowali tidak mendapat kendala-
kendala yang berarti”.341 Setelah keinginan kubu Bungku terea
lisasikan, maka kubu Kolonodale kemudian melakukan aksi 

341	 Wawancara dengan Burhan Hamading, salah seorang tokoh penting 
pergerakan pemindahan ibu kota dari Kolonodale ke Bungku, pada tanggal 
27 Desember 2009. 
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menuntut Gubernur Sulteng yang baru saja terpilih untuk membe
rikan rekomendasi “pemekaran” Kabupaten Morowali atau pem
bentukan Kabupaten Morowali Utara. 

Gubernur HB Paliudju menanggapi tuntutan masyakat 
Kolonodale dan sekitarnya. HB Paliudju, mengatakan bahwa 
kebijakan untuk memekarkan wilayah tersebut adalah solusi 
terbaik untuk menjaga hal yang tidak-tidak.342 Namun, Paliudju 
menegaskan bahwa: 

“...dalam upaya untuk mewujudkan pemekaran itu harus dilakukan 
secara bertanggungjawab, tidak boleh mengedepankan aksi anarkis. 
Difungsikannya Bungku sebagai ibu kota, semata-mata untuk 
menegakkan amanat Undang-undang No 51 Tahun 1999, tentang 
pemfungsian ibu kota Bungku, tidak untuk menghentikan per­
juangan pemekaran Kolonodale”.343

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Morowali Utara 
(FKM2UB), Abdul Rasyid Manenong pada tanggal 18 April 
2007 mengatakan bahwa kami akan menghadap beliau (baca: 
Gubernur HB Paliudju) untuk menanyakan komitmen beliau 
yang berjanji akan mengeluarkan rekomendasi setelah dewan 
mengeluarkan rekomendasi tanda persetujuan atas berdirinya 
Kabupaten Morowali Utara”.344 Diharapkan Gubernur HB 
Paliudju tidak lagi mempermasalahkan masalah cakupan wilayah 
yang sebelumnya terus disorot. Masalah tersebut adalah kewe
nangan tim DPOD yang (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) 
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang akan melakukan 
penilaian apakah Kabupaten Morowali Utara layak berdiri sendiri 
atau tidak. 

342	 Lihat Radar Sulteng, 11 Mei 2006.
343	 Ibid.
344	 Lihat Radar Sulteng, 19 April 2007.
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Muhammad Saleh Ali, tokoh masyarakat Morowali Utara,345 
mengatakan bahwa mestinya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap warga  
Morowali Utara karena proses pemindahan ibu kota yang dilaku
kan tanpa payung hukum berlangsung aman tidak ada keributan 
atau protes. “Padahal warga Morowali Utara sadar ada alasan 
yang cukup kuat untuk membuat keributan, yakni undang-undang 
dijalankan tanpa ada peraturan pemerintah (PP)”.346 Pada tanggal 
15 Oktober 2007, Gubernur HB Paliudju menyetujui pemekaran 
Kabupaten Morowali. Rekomendasi pembentukan daerah otonomi 
baru (Kabupaten Morowali Utara) resmi ditanda tangani oleh 
Gubernur HB Paliudju tanggal 10 Oktober 2007 di Palu dengan 
Nomor 135.52/327/Ropem. Dengan demikian, polemik atau 
konflik pemekaran bergeser pada “pro-kontra” pemekaran Kabupa
ten Morowali atau Pembentukan Kabupaten Morowali Utara 
yang di dalamnya terdapat potensi konflik kepentingan. Pro-kontra 
Pemekaran Kabupaten Morowali telah menjadi babak baru konflik 
elite di Morowali, hal ini dibahas pada bab. IV.

3. Pemilihan Bupati Morowali Periode 2007-2012

Dalam suasana perpecahan dua besar masyarakat Morowali 
secara kultural pemilihan Bupati Kepala Daerah Morowali 
(Pilkada) periode 2007-2012 merupakan konstelasi penting untuk 
dimenangkan. Dua komunitas etnis besar, yaitu etnis Mori yang 
beragama Kristen dan etnis Bungku penganut agama Islam 
merupakan obyek sasaran dalam tema-tema kampanye para elite 

345	 Kubu Kolonodale yang mengklaim 6 kecamatan yang bergabung dengan 
rencana “Pembentukan Kabupaten Morowali Utara” setelah ibu kota definitif 
Kabupaten Morowali pindah dan difungsikan di Bungku, maka masyarakat 
Kolonodale dan sekitarnya telah “memproklamirkan” sebagai warga masya
rakat “Kabupaten Morowali Utara”. Jadi polemik konflik beralih ke “pro-
kontra” pemekaran Kabupaten Morowali atau pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara. 

346	 Lihat Radar Sulteng, 19 April 2007.
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politik lokal dalam proses Pilkada. Setidaknya dua manuver politik 
yang dimanfaatkan oleh para elite politik lokal untuk meraih 
simpati dukungan dari kedua komunitas masyarakat tersebut. 
Pertama, isu “pro-kontra” status ibu kota definitif Kabupaten 
Morowali. Di satu pihak, mendorong masyarakat Mori dan 
Kolonodale untuk tetap mempertahankan ibu kota definitif tetap 
berada di Kolonodale. Sementara, di pihak lain memberikan 
dukungan politik dan finasial kepada pergerakan masyarakat 
Bungku untuk terus berjuang “memindahkan ibu kota” Kabupaten 
Morowali definitif di Bungku. Kedua, isu pemekaran Morowali 
menjadi dua kabupaten sebagai alternatif solutif dalam meng
akomodatif keinginan masyarakat Kolonodale dan Mori sekitarnya. 

Situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Morowali yang 
terbelah dua itu, elite politik lokal menjadikan sebagai dasar 
bargaining position dalam pencalonan Bupati Morowali. Pasangan 
calon Bupati hendaknya diakomodasi dari tokoh atau figur yang 
berasal dari kedua komunitas etnis tersebut. Misalnya saja, bupati 
berasal dari etnis Bungku yang beragama Islam dan wakil bupati 
berasal dari etnis Mori yang penganut agama Kristen, demikian 
pula sebaliknya. Hal ini sebuah realitas politik di Kabupaten 
Morowali, konflik pemekaran wilayah merupakan “sarana” dalam 
mencapai kepentingan politik, untuk mendapatkan jabatan 
“Bupati”. 

Pemilihan Bupati Morowali periode 2007–2012 lima pasangan 
calon bupati dan wakil bupati yang mengakomodasi aspirasi dua 
komunitas etnis, yaitu Bungku (Islam) dan Koalisi Mori (Kristen) 
dan Bugis (Islam), yang dapat diurai sebagai berikut:

1.	 H. Zainal Abidin Ishak, Ketua DPRD Morowali, Ketua DPD 
Partai Golkar Kabupaten Morowali berasal dari etnis Tator 
dan beragama Islam tetapi dianggap  sebagai representasi dari 
etnis Bungku, berpasangan dengan Roland Marunduh, pegawai 
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kejaksaan negeri Palu, berasal dari etnis Mori yang beragama 
Kristen.

2.	 Chaeruddin Zen, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekab) 
Morowali berasal dari etnis Bungku, Islam berpasangan dengan 
Amirullah BK dari etnis Bugis Kolonodale, Islam dan berkarier 
sebagai pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali

3.	 Datlin Tamalagi, Wakil Bupati Morowali, kader partai PDI-
Perjuangan, berasal dari etnis Mori yang beragama Kristen 
berpangan dengan Djaidin Rumpobone, etnis Bungku yang 
beragama Islam.

4.	 Ilyas Mekka, Kepala Dinas Kehutanan Morowali dan Ketua 
KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Morowali, 
etnis Bugis berpasangan dengan Atta Mahmud, etnis Bugis, 
Islam.

5.	 Anwar Hafid, Asisten I Pemerintah Daerah Luwu Utara 
Sulawesi Selatan berasal dari etnis Bungku beragama Islam 
berpasangan dengan S Marunduh, tokoh masyarakat etnis 
Mori yang beragama Kristen. 

Dari lima pasang calon Bupati dan wakil Bupati yang turut 
bertarung politik dalam pemilihan kepala daerah periode ini, 
dimenangkan oleh pasangan Anwar Hafid dan S Marunduh. 
Yang menarik dalam Pilkada ini adalah pasangan Anwar Hafid 
dan S Marunduh ini tidak memiliki kaitan emosional dalam 
konflik pemekaran di Kabupaten Morowali. Artinya, keduanya 
tidak pernah terlibat baik dalam konflik “pro-kontra” pemindahan 
ibu kota maupun pemekaran Kabupaten Morowali. Sedangkan 
keempat, pasangan kandidat tersebut memiliki keterlibatan 
langsung “konflik” penentuan ibu kota definitif dan pemekaran 
Kabupaten Morowali atau pembentukan Kabupaten Morowali 
Utara. Tetapi, mereka pada saat kampanye, salah satu isu yang 
diusung adalah penetapan ibu kota dan pemekaran Kabupaten 
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Morowali, bahkan dijadikan “kontra politik” terhadap publik 
pendukungnya. 

Dengan demikian, realitas sosial politik Kabupaten Morowali 
sesungguhnya, masyarakat secara umum tidak menghendaki 
adanya konflik, baik itu tentang letak ibu kota maupun pemekaran 
Kabupaten Morowali. Untuk itulah, masyarakat terbelah secara 
kultural adalah masyarakat pada level budaya politik partisipan. 
Namun, bagi masyarakat pada level kelas bawah (grass root) yang 
dapat dikategorikan masyarakat yang memiliki tingkat budaya 
politik parocial, sesungguhnya tidak “memahami’ subtansial 
perjuangan para elite politik dan elite sosial. Untuk itu, masyarakat 
Kabupaten Morowali pada lapisan ini hanyalah bagian dari 
eksploitasi kepentingan elite politik lokal yang ingin menjadikan 
“massa” sebagai justifikasi dalam perjuangannya untuk meraih 
kepentingannya politiknya. 

Kabupaten Morowali memiliki kondisi geografis pegunungan, 
lembah dan kepulauan. Pada umumnya masyarakat bertempat 
tinggal dan memiliki mata pencaharian sebagai petani, kebun 
dan nelayan. Mereka  masih banyak yang tidak berpendidikan 
dan memiliki tingkat ekonomi rendah, sehingga mereka tidak 
terlalu, berkonsentrasi pada aktivitas politik, sebagaimana masyara
kat di perkotaan. Mereka dapat dikategorikan “apatis” dalam 
segala aktivitas yang berkaitan dengan domain politik. Pengakuan 
Husain, nelayan yang berdomisili di Kecamatan Menui Kepulauan, 
“saya itu tidak pernah berpikir politik, tetapi saya hanya memikir
kan mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Kalau ada orang, 
pejabat untuk minta dukungan, yah ikut sajalah, tapi saya tidak 
tahu apa tujuannya”.347 Hal senada, diungkapkan oleh Rande 
Mata, yang tinggal di Desa Tomata, etnis Mori Atas, “saya hanya 
ikut-ikutan saja pak, saya tidak tahu apa itu Pilkada, pertentangan 

347	 Wawancara dengan Husen, tanggal 17 November 2008, seorang nelayan 
yang hidupnya pas-pasan yang tidak tahu menahu tentang “politik”, “ibu 
kota dan pemekaran wilayah”. 
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ibu kota dan pemekaran. Saya hanya ikut pada kepala kampung 
apa keinginannya”.348

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemilihan Bupati 
Morowali periode 2007-2012 yang dimenangkan oleh pasangan 
Anwar Hafid dan S Marunduh, masyarakat Morowali berkeingin
an untuk bersatu, karena mereka menjatuhkan pilihannya kepada 
kandidat yang tidak memiliki kaitan secara langsung “konflik” di 
Kabupaten Morowali selama kurang lebih lima tahun, bahkan 
masih terjadi konflik laten  dengan munculnya “wacana” pemekaran 
Morowali atau pembentukan Kabupaten Morowali Utara. Oleh 
karena itu, yang berkonflik di Kabupaten Morowali hingga kini 
adalah elite politik, elite sosial dan komunitas masyarakat me
nengah. 

	

	

348	 Wawancara dengan Rande Mata, tanggal 12 Mopember 2008, seorang 
petani kehidupannya yang rentang cukup memprihatinkan. Di depan 
rumahnya tertera papan “Pemekaran Morowali Yes” yang dipasang oleh 
orang tertentu. 
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BAB V
KONFLIK PEMBENTUKAN  

KABUPATEN MOROWALI UTARA

A. Dua Skenario Kubu Bupati Andi Muhammad AB
Kurang lebih dua tahun konflik ibu kota definitif Kabupaten 

Morowali, bupati Andi Muhammad AB melahirkan dua skenario 
dalam memperjuangkan kepentingannya, melalui sarana “isu 
pemekaran” untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari 
berbagai elemen kekuatan di Kabupaten Morowali. Kepentingan 
yang paling krusial bagi Andi Muhammad dan kubunya adalah 
untuk mempertahankan kekuasaannya selaku bupati atau melahir
kan altrenatif baru, yaitu pemekaran Morowali sebagai sarana 
untuk mendapatkan jabatan politik. Secara realitas, pemekaran 
atau pembentukan kabupaten daerah otonomi baru akan menye
diakan barbagai fasilitas politik dan ekonomi. Fasilitas politik 
seperti halnya tersedianya pejabat bupati sementara yang diangkat 
oleh Mendagri, pembentukan partai politik baru, lembaga DPRD 
baru, kepala dinas (SKPD) baru, lahirnya kontraktor/pengusaha 
baru serta sarana ekonomi lainnya (proyek).
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Di tengah desakan kuat kubu Bungku terhadap Bupati Andi 
Muhammad untuk segera memindahkan ibu kota Kabupaten 
Morowali yang definitif dari Kolonodale ke Bungku berdasarkan 
Undang-undang No 51 Tahun 1999, kubu Andi Muhammad 
kemudian membangun dua skenario, sebagai strategi pengalihan 
isu. Skenario tersebut adalah pertama, melahirkan langkah terobos
an politik (bertentangan dengan UU No 51 Tahun 1999), bahwa 
Kabupaten Morowali dalam usianya kurang lebih 4 tahun di 
mekarkan menjadi dua kabupaten atau daerah otonomi baru, 
yaitu Kabupaten Morowali ibu kotanya Kolonodale dan Kabupaten 
Labua ibu kotanya Bungku. Selanjutnya, Bupati Morowali Andi 
Muhammad AB membentuk panitia pemekaran melalui Keputusan 
Bupati Nomor 188.45/2033/2003 tanggal 18 Oktober 2003 
tentang Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Morowali 
menjadi dua kabupaten sebagai daerah otonomi. Kemudian, H. 
Zainal Abidin Ishak Ketua DPRD Morowali sepakati sebagai 
ketua Tim pemekaran.349 Namun, hampir setahun, panitia peme
karan tersebut tidak berjalan secara efektif, karena Ketua Tim 
Pemekaran, Zainal Abidin Ishak dan sekaligus Ketua DPRD 
Kabupaten Morowali bersikap pro terhadap perjuangan kubu 
Bungku menentang rencana pemekaran yang dimotori Bupati 
Andi Muhammad tersebut. Zainal Abidin Ishak bahkan menjadi 
“lawan” Bupati Andi Muhammad. Kepanitiaan tersebut, dianggap 
tidak efektif, maka Bupati Andi Muhammad membubarkan 
panitia pemekaran tersebut, dan selanjutnya membentuk kepani
tiaan baru.

Pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor 
188.45/1733/TAPEM/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang 
Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi 2 
(dua) Kabupaten sebagai daerah otonomi, masing-masing 

349	 Dokumen Kajian Daerah Terhadap Aspek Teknis Pemekaran Kabupaten 
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, disusun oleh Panitia Pemekaran 
Kabupaten Morowali, Agustus 2006. Hal. 19.
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Kabupaten Morowali dengan ibu kota Kolonodale, terdiri dari 
wilayah Kecamatan Mori Atas, Lembo, Witaponda, Petasia, 
Soyojaya, Bungku Utara, dan Mamosalato. Dan Kabupaten Labua 
dengan ibu kota Bungku, terdiri wilayah Kecamatan Bumi 
Harapan, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Selatan, 
Bahodopi, dan Menui Kepulauan. Keputusan ini sekaligus menca
but keputusan sebelumnya tentang Panitia Pemekaran karena 
dianggap tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya.350 Panitia 
tersebut, melahirkan satu dokumen yang berisi usulan pemekaran 
Kabupaten Morowali menjadi 2 (dua) Kabupaten, dimana dokumen 
tersebut sudah sampai dan diproses di DPR Pusat. Menurut 
pengakuan, Herman Sui, tokoh masyarakat Kacamatan Petasia, 
bahwa DPR pada tahun yang sama sudah mengusulkan RUU 
tentang Pembentukan 8 (delapan) Daerah Otonomi kepada 
Presiden RI tertanggal 27 Mei 2004 dimana di dalamnya termasuk 
Rancangan Undang-undang tentan Pembentukan Kabupaten 
Labua di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Kedua,  pasca peresmian Bungku sebagai ibu kota Kabupaten 
Morowali yang definitif, langkah terobosan berikutnya adalah 
Pemekaran Kabupaten Morowali, yaitu pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara sebagai solutif dalam konflik kepentingan di 
Kabupaten Morowali. Sebagai tindak lanjut dari skenario ini, 
maka  Plt. Bupati Morowali, Drs. Datlin Tamalagi mengeluarkan 
Keputusan Bupati Nomor 188.45/0285/HUKUM/2006 tanggal 
24 Juli 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Kabupaten 
Morowali. Dengan demikian, berdasarkan SK tersebut, maka 
komposisi panitia Pemekaran Kabupaten Morowali sebagai 
berikut:

350	 Wawancara  Hans Lasan Kt, tokoh pemuda Beteleme Kabupaten Morowali, 
awal September 2009.
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Pelindung/Penasihat	 : Datlin Tamalagi, Plt Bupati Morowali

		  H. Zainal Abidin Ishak (Ketua DPRD

		  Kabupaten Morowali)

Ketua	 :	Drs. Rasyid Manenong

Wakil Ketua	 :	Hasyim Sonarno

Anggota-anggota	 :	Otniel Tampake, BA

		  H. Moh. Kasim Syahadat

		  Ginto Lameanda

Berdasarkan komposisi panitia tersebut, Plt Bupati Morowali 
mengeluarkan Surat Keputusan No.126/SK.0420/UM/2006, 
tanggal 14 Agustus 2006 tentang Penetapan Pembagian Wilayah 
Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten. Surat 
Keputusan tersebut telah menetapkan wilayah-wilayah yang 
dicakupnya, bahwa:

I.	 Batas wilayah Kabupaten Morowali sebagai kabupaten induk 
(residu) berkedudukan di Bungku, wilayahnya meliputi wilayah 
kecamatan, terdiri dari:

1.	 Kecamatan Menui Kepulauan

2.	 Kecamatan Bungku Selatan

3.	 Kecamatan Bungku Tengah

4.	 Kecamatan Bungku Barat

5.	 Kecamatan Bahodopi

6.	 Kecamatan Wita Ponda

7.	 Kecamatan Bumi Raya

II.	Batas wilayah Kabupaten Morowali yang dimekarkan, yaitu 
Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonodale, 
meliputi wilayah kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Bungku Utara

2. Kecamatan Petasia
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3. Kecamatan Mamosalato

4. Kecamatan Mori Atas

5. Kecamatan Petasia

6. Kecamatan Soyojaya.

Berdasarkan komposisi pengurus kepanitiaan Tim Pemekaran 
Kabupaten Morowali tersebut, hampir semua diisi elite politik 
lokal dari kubu Bungku yang menjadi lawan tangguh Bupati 
Andi Muhammad.351 Misalnya saja, Zainal Abidin Ishak, Rasyid 
Manenong, Hasyim Sonaro dan H. Moh Kasim Syahadat (ketiga
nya berasal dari etnis Bungku, kecuali Zainal Abidin Ishak). 
Sebelumnya, SK Bupati Andi Muhammad tentang komposisi 
kepanitiaan pemekaran Kabupaten Morowali yang telah dianulir 
itu, malah didominasi oleh elite politik lokal kubu Kolonodale. 
Indikasi inilah sesungguhnya, betapa elite politik lokal menjadikan 
“pemekaran wilayah” sebagai sarana konflik kepentingan politik 
untuk mendapatkan jabatan politik.

1. Redam Konflik, Kabupaten Morowali Segera Dimekarkan

Manuver politik Bupati Andi Muhammad AB dalam upaya 
mewujudkan skenario pemekaran Kabupaten Morowali mendapat 
respons dari elite politik di Jakarta. Tim komisi II DPR-RI telah 
melakukan peninjauan di daerah hasil pemekaran Kabupaten 
Poso ini sebagai tindak lanjut dari upaya lobi kubu Andi Muham
mad di Jakarta. Wakil Bupati Drs. Datlin Tamalagi menilai bahwa 
untuk meredahkan konflik kepentingan di kalangan masyarakat 
Morowali yang semakin mengkristal antara Bungku dan 
Kolonodale, berkenaan dengan kedudukan ibu kota Kabupaten 

351	 Setelah Andi Muhammad menjalani proses hukum dugaan korupsi dana 
pemekaran Kabupaten Morowali dan kemudian dinonaktifkan sebagai 
Bupati Morowali dan digantikan Wakil Bupati Datlin Tamalagi sebagai Plt. 
Bupati Morowali, sehingga kewenangan penuh pembentukan komposisi 
Panitia Pemekaran di ambil alih oleh Datlin Tamalagi. 
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Morowali yang definitif.352 Datlin, menekankan bahwa kelompok 
komunitas masyarakat Morowali di Bungku menghendaki segera 
diungsikannya kedudukan ibu kota definitif di Bungku sesuai 
pasal 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, sedangkan 
kelompok komunitas masyarakat Morowali di Kolonodale meng
hendaki agar kedudukan ibu kota definitif di Kolonodale melalui 
revisi UU Nomor 51 Tahun 1999 tersebut.353

Pada tanggal 9 Desember 2003 Wakil Bupati Morowali 
Datlin Tamalagi bersama Ketua DPRD Morowali, Zainal Abidin 
Ishak menjelaskan permasalahan tersebut kepada pimpinan 
DPR-RI yang diwakili Ketua Sutardjo Suryoguritno didampingi 
anggota komisi II Drs. Laode Jeni dan Nyoman Gunawan, yang 
memanfaatkan kesempatan ketika diadakan pertemuan pimpinan 
DPR bersama komisi II dengan Pokja pembentukan Provinsi 
Sulawesi Timur354 di Senayan Jakarta. Diakui memang, masyarakat 
Bungku bersikeras meminta kepada Pemerintah Daerah Morowali 
agar pasal 10 UU Nomor 51 Tahun 1999 yang menegaskan 
kedudukan ibu kota definitif Morowali di Bungku, sementara 
kubu Kolonodale juga memaksakan Pemerintah Daerah agar 
tidak beranjak dari Kolonodale. 

Datlin Tamalagi, mantan Kepala Biro Humas Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa kalau pada penyu
sunan UU Nomor 51 Tahun 1999 itu kelompok kepentingan 
yang berhadapan ketika itu terdiri dari elite-elite politik, sekarang 

352	 Lihat Radar Sulteng, 12 Desember 2003.
353	 Ibid.
354	 Rencana Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur merupakan Pemekaran 

Provinsi Sulawesi Tengah. Elite Politik Lokal di yang berada di Kabupaten 
Morowali bekerja sama dengan elite politik di beberapa daerah yang bergabung 
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan, jika terbentuknya 
Kabupaten Morowali Utara akan bergabung dengan kabupaten-kabupaten 
yang masuk dalam rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Timur untuk 
mencukupi jumlah 5-7 Kabupaten sebagai persyaratan administrasi. Jadi 
pembentukan Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian dari skenario 
elite politik lokal lintas daerah. 
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ini bergerak justru di tataran bawah, sehingga sangat mengganggu 
kinerja pemerintah daerah. Datlin mengatakan:

“Masyarakat Morowali dari Bungku memang sudah tiga kali 
menggerakkan massa secara besar-besaran ke Kolonodale untuk 
memaksakan Pemda memindahkan perangkat-perangkat otonomi 
daerah ke Bungku dalam arti pemfungsian ibu kota definitif di 
Bungku sesuai pasal 10 UU Nomor 51 Tahun 1999. Untung saja, 
gerakan unjuk rasa besar-besaran itu masih terkendali berkat 
kesigapan aparat Kamtibmas di bawah pimpinan Kompol Henny 
Sulistyo, Kapolres Morowali yang baru dilantik 6 Desember 2003 
lalu. Sementara massa di Kolonodale dapat menahan emosinya 
dan secara diam-diam saja menekan Pemda untuk tidak beranjak 
ke Bungku”355.

Bupati Morowali Andi Muhammad AB terus menggerakkan 
energi politiknya untuk melakukan lobi-lobi politik pada elite 
politik di Jakarta, terutama dengan pihak-pihak komisi II DPR-
RI dan mendapatkan respons positif dan follow up-nya meninjau 
Kabupaten Morowali. Namun sebelumnya, Pemerintah Morowali 
telah membentuk tim panitia pemekaran Kabupaten Morowali 
pada bulan Oktober 2003, dan tim gabungan panitia, Pemda, dan 
DPRD Morowali telah menyampaikan usul pemekaran itu melalui 
proposal awal, yang telah diserahkan ke komisi II DPR-RI tanggal 
5 November 2003 dan sebelumnya pada tanggal 3 November 
2003 tim juga telah menyampaikan kepada gubernur melalui 
Karo Tapem dan Ketua DPRD Sulteng. 

Kepiawaian Bupati Andi Muhammad melobi elite politik di 
Jakarta membuahkan harapan. Skenario pemekaran Kabupaten 
Morowali atau pembentukan Kabupaten Morowali Utara direspons 
langsung oleh komisi II DPR-RI dengan melakukan kunjungan 
kerja. Sebanyak delapan orang dari komisi II DPR-RI melakukan 

355	 Lihat Radar Sulteng, 12 Desember 2003.
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dialog dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, DPRD 
Morowali dan berbagai komponen masyarakat Morowali di 
gedung Morokoa. 

Prof. DR. Manase Malo, Ketua rombongan komisi II yang 
membidangi pemekaran dan otonomi daerah didampingi masing-
masing H. Muh Djemi Laode Hasmar (FPG), Ny.Zriters (FPDIP), 
I Nyoman M (FPDIP), KH Endang Zainal Abidin Ishak (PPP), 
Drs. Suseno Yusuf (PKB), Johni Laksa Adipura dan Tedy 
Tandamuya (FPG) mengaku kedatangan mereka untuk menyerap 
aspirasi yang berkembang di daerah hasil pemekaran, yakni soal 
tarik-menarik ibu kota kabupaten. Adanya dua opsi yakni adanya 
penolakan warga Bungku atas rencana pemekaran serta keinginan 
masyarakat menyangkut pemekaran Kabupaten Morowali. 

Laode Hasmar, mengakui bahwa pemekaran merupakan 
bukanlah ruang hampa, tetapi melahirkan sesuatu yang menjanji
kan harapan, masa depan anak mudah, sudah memiliki daerah 
otonomi sendiri, rekrutmen PNS akan bertambah, politikus-
politikus muda juga makin bertambah, serta para pengusaha yang 
sebelumnya hanya pengusaha di APBD Provinsi, bisa jadi menjadi 
pengusaha yang bergerak di APBN. Suseno Yusuf salah satu dari 
tim mengatakan, pemekaran adalah solusi yang paling arif dan 
cerdas. “Kalau masalah ini berlarut-larut sementara UU No 22 
tahun 1999 akan direvisi. Bagaimana lagi, makanya pemekaran 
secepatnya, komisi II akan langsung berkerja.356 

Sementara itu, Bupati Morowali Andi Muhammad AB, 
mengatakan bahwa ia berdiri di pihak yang mayoritas atau suara 
terbanyak yang menginginkan pemekaran. Ia berjanji akan mem
pertanggungjawabkan dunia akhirat, karena pemekaran adalah 
bertujuan untuk kemaslahatan umat. Ia menegaskan bahwa: “Saya 
akan tanggung risiko selaku kepala daerah, jadi pemekaran jalan 

356	 Lihat Radar Sulteng, 26 Desember 2003.
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terus, kalau ada masyarakat keberatan apalagi mau mem-PTUN-
kan, saya selaku Bupati Morowali siap melayani”.357

Bupati Morowali Andi Muhammad AB dalam rapat ko
ordinasi staf Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang 
berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2004 di gedung Morokoa 
mengatakan bahwa Kabupaten Morowali harus dibagi menjadi 
dua kabupaten (dimekarkan). Ia dihadapan para pejabat eselon 
IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali juga menegas
kan sikapnya tentang persoalan ibu kota. Menurutnya, dirinya 
dalam persoalan tersebut juga tidak mau dipersalahkan, sehingga 
telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak di Pusat, juga 
para ahli hukum tata negara menyangkut persoalan Undang-
undang No 51 Tahun 1999 itu. Olehnya itu, dirinya tetap ber
sikukuh untuk tetap mempertahankan ibu kota Kabupaten 
Morowali di Kolonodale sebelum keluar Peraturan Pemerintah 
(PP) dari pusat sebagaimana diatur dalam pasal 24. “Olehnya, 

357	 Ibid.

Masyarakat Kolonodale dan Sekitarnya memproklamirkan Pemekaran 
Kabupaten Morowali atau Pembentukan Kabupaten Morowali Utara.
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suka atau tidak suka, sebagai solusi terbaik maka kabupaten harus 
dibagi dua antara wilayah Mori dan Bungku, sebab dalam sejarah 
juga memperlihatkan bahwa antara Mori dan Bungku tidak 
pernah bisa dipersatukan”.358

Upaya Bupati Andi Muhammad dalam merealisasikan skenario 
pemekaran Kabupaten Morowali itu didukung dua anggota DPD 
RI dari Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Hj. Nurmawati Bantilan 
dan Roger Tobigo. Dalam dialognya dengan Forum Percepatan 
Pemekaran Kabupaten Morowali (FP2M), Robert Tobigo, menga
takan bahwa tanggal 2 Mei 2005 mendatang, Panitia ad hoc dan 
DPD sudah menjadwalkan beberapa persidangan termasuk usulan 
pemekaran Kabupaten Morowali. Jadi ia menyarankan di daerah 
itu berdoa agar pemekaran Kabupaten Morowali bisa terwujud 
tahun 2005 ini”.359 

Roger Tobigo, menyampaikan kepada publik di Kolonodale, 
bahwa dalam pertemuan dengan Depdagri, Kabupaten Morowali 
belum masuk untuk dimekarkan karena belum memenuhi per
syaratan. Namun dia berharap masyarakat tidak putus asa. DPD 
akan mendesak DPR-RI, sebab pemekaran Kabupaten Morowali 
adalah hak inisiatif DPR RI pada periode 1999-2004. “Makanya 
DPR RI harus konsekuen”.360 Roger kemudian menegaskan bahwa 
harus optimis pemekaran bisa terwujud, karena pertemuan antara 
DPD dan Wakil Ketua DPR-RI Sutardjo Soeryoguritno 
mendukung pemekaran Morowali di Provinsi Sulawesi Timur. 
Apalagi jumlah anggota DPD sebanyak itu mendukung percepatan 
pemekaran Kabupaten Morowali.

Pada kesempatan yang sama, Forum Peduli Masyarakat 
Morowali (FP2M) melalui koordinatornya, Yusril Ibrahim me
nyampaikan kepada tim tersebut bahwa saat ini di Kabupaten 

358	 Lihat Info Baru, tanggal 30 Oktober 2004
359	 Lihat Radar Sulteng, 8 April 2005
360	 Ibid.
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Morowali yang terdiri dari 10 kecamatan, sebanyak 9 kecamatan 
sangat mendukung upaya pemekaran Kabupaten Morowali 
menjadi dua kabupaten dalam rangka mempercepat pembangunan 
dan untuk menjaga instabilitas di daerah kami. Di samping itu, 
FP2M mengklaim mendapatkan dukungan 9 kecamatan, yaitu 
Kecamatan Petasia, Soyo Jaya, Lembo, Mori Atas, Bungku Utara, 
Menui Kepulauan, Bungku Selatan, Bungku Barat dan Bahodopi. 
FP2M juga memberikan pernyataan dukungan politik kepada 
anggota komisi II DPR RI pada Pemilu 2004. “Tidak lupa kami 
doakan semoga anggota komisi II DPR RI tetap menjadi pilihan 
utama masyarakat dalam PEMILU 2004, sebagai wakil rakyat 
yang tetap eksis memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat”.361 
Kurang lebih 20 aktor elite sosial dari kubu Kolonodale sebagai 
penginisiator Pemekaran Kabupaten Morowali, yang dapat di 
uraikan dalam tabel 6.

Namun demikian, langkah skenario Andi Muhammad men
dapat tantangan dari kubu Bungku. Perjuangan warga Bungku 
menentang rekayasa pemekaran tersebut berlanjut ke Komisi II 
DPR RI. Bupati Andi Muhammad pun sebelumnya telah 
mengirimkan utusan untuk menyukseskan rencananya itu. Andi 
Muhammad mempertegas sikapnya memekarkan Bungku menjadi 
kabupaten walaupun ibu kota belum dipindahkan ke Bungku 
dan Kolonodale harus menjadi ibu kota Morowali. Ia mengirimkan 
28 orang utusan ke Jakarta yang bertujuan melobi Mendagri dan 
DPR RI. Untusan ini dipimping oleh Wakil Bupati Datlin 
Tamalagi dan Ketua DPRD Morowali Zainal Abidin Ishak. 
Mereka telah beraudiensi dengan Komisi II DPR RI dan men
dapatkan dukungan politik secara defacto.

Kubu Bungku tidak ketinggalan mengirim utusannya yang 
beranggotakan tokoh masyarakat Bungku antara lain Drs. 

361	 Dokumen FP2M, berkas dukungan usulan untuk menyampaikan aspirasi 
masyarakat, Kolonodale 29 Desember 2003.
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No. Nama Wilayah Ket.
1. A.R. Lande Kel. Bahontula
2. Yusris Ibrahim Kel. Kolonodale
3. R.Monsangi Kel. Bahontula
4. Ajib J.Abd Kadir Kel. Kolonodale
5. Jabar Hi.Lahaji Kel. Bahontula
6. Syarifudin.S Kel. Kolonodale
7. Ferry Siombo Kel. Bahontula
8. Abd Rahman Kel. Kolonodale
9. Suardi H.S Kel. Kolonodale
10. Ambo Ellang Kel. Kolonodale
11. Nihaya Yunus Kel. Kolonodale
12. Habrin Moh Saleh Kel. Kolonodale
13. Hi.Rahing Kel. Bahoue
14. Najemain.Dj Kel. Bahoue
15. Abdullah Hasan Kel. Kolonodale
16. Faris Salu Kel. Bahontula
17. Kamaruddin H.M Kel. Kolonodale
18. Hamka Hamade Kel. Kolonodale
19. Baharuddin H.M Kel. Kolonodale
20. Jamaludin Musa Kel. Bahontula

Tabel 06
Penginisiator Pemekaran Kabupaten Morowali

Sumber: Forum Peduli Masyarakat Morowali (FP2M), 2009.
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Ramadhan dan Ir. Burhan Hamading. Mereka pun tidak melaku
kan pertemuan dengan komisi II DPR RI yang diwakili oleh 
Laode Djeni. Kedatangan utusan ini menjadi tanda tanya bagi 
komisi II DPR RI. Anggota DPR RI mempertanyakan apakah 
pemekaran ini adalah inisiatif rakyat melalui wakilnya di DPRD 
Morowali ataukah hanya inisiatif Bupati? Karena semestinya 
DPRD menghadap tidak bersama dengan eksekutif. DPRD 
Morowali pun seharusnya sudah melakukan langkah-langkah 
yang nyata sebelum mengadukan ke DPR RI. 

Berdasarkan penegasan salah anggota DPR RI, bahwa salah 
satu langkah penting sebenarnya mesti dilakukan DPRD Morowali 
adalah mendudukkan satu meja antara kelompok (kubu) yang 
menyetujui pemekaran dengan kubu yang tidak menyetujuinya.362 
“Kami datang ke DPR RI dengan rasa kekhawatiran akan turunnya 
ribuan massa dari Bungku menuju ke Kolonodale setelah lebaran 
yang menimbulkan kerusuhan baru melihat reaksi bupati yang  
telah merekayasa pemekaran wilayah yang bertentangan dengan 
Undang-undang No 51 Tahun 1999. Ini artinya skenario Andi 
Muhammad di dalam melanggengkan kekuasaannya dengan 
membenturkan masyarakat. Kenyataannya masyarakat Kabupaten 
Morowali sudah terpola menjadi dua kubu, yaitu kubu Bungku 
dan Mori. Fenomena ini sesungguhnya tidak menjadi sebuah 
keprihatinan elite politik lokal untuk mengesampingkan kepen
tingan pribadi dan kelompoknya demi keutuhan masyarakat 
Morowali. Tetapi, situasi itu dibiarkan agar supaya elite politik 
dengan mudah memancing terjadinya emosi massa untuk dijadikan 
tameng kepentingan kekuasaan. 

Namun, kedatangan rombongan kubu Bungku itu tidak sia-
sia, karena komisi II melalui Laode Djeni Hasmar memberikan 
jawaban yang cukup melegakan hati mereka bahwa berkas rencana 

362	 Wawancara dengan Ramadhan, tanggal 29 November 2009, salah satu 
tokoh elite sosial dari kubu Bungku yang menjadi delegasi kubu Bungku 
untuk menemui anggota DPR RI Komisi II di Jakarta.
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pemekaran yang dibawa oleh rombongan Datlin Tamalagi dan 
Zainal Abidin Ishak belum diproses. Dengan demikian bupati 
Andi Muhammad AB dalam segala daya upaya, energi politik 
yang digerakkan untuk meloloskan skenario pemekaran Kabupaten 
Morowali menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Morowali 
ibu kotanya Kolonodale dan Kabupaten Labuha ibu kotanya 
Bungku sebagai alternatif yang solutif dan dapat meredam gejolak 
konflik horizontal “termentahkan” bahkan “deadlock”, bahkan 
termasuk Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Aminuddin 
Ponulele yang didukung oleh Menteri Dalam Negeri, M Maruf 
“menolak” adanya rencana tersebut. “Gubernur Sulteng Aminuddin 
Ponulele sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, sudah memberi 
penegasan kepada Bupati Morowali yang tidak merestui pemekaran 
Kabupaten yang baru beberapa tahun itu dengan menginstruksikan 
untuk mencari ketentuan UU No 51 Tahun 1999”.363 Dan pada 
medio tahun 2006, ibu kota definitif Kabupaten Morowali berhasil 
dipindahkan ke Bungku dan resmikan oleh Gubernur Provinsi 
Sulawesi Tengah, HB Palidju setelah beberapa bulan terpilih 
dalam pemilihan gubernur Sulteng periode 2006-2011, maka, 
Bupati Andi Muhammad AB kemudian beralih ke skenario 
kedua, yaitu pembentukan Kabupaten Morowali Utara (lihat 
pembahasan berikutnya). 

2. Masyarakat Morowali Utara Ancam “Isolasi” Daerahnya

Kubu Kolonodale, yang dimotori oleh Bupati Andi 
Muhammad AB gagal dalam mewujudkan skenario pertama, 
maka salah satu amunisi politik massa dan politik etnik yang di 
lakonkan Bupati Andi Muhammad AB adalah mengalihkan 
kosentrasi perhatian masyarakat Morowali yang masuk dalam 
klaim wilayah Kolonodale dan sekitarnya dengan isu pembentukan 
Kabupaten Morowali Utara sebagai satu-satunya antisipatif dalam 
menampung aspirasi masyarakat Morowali selain etnis Bungku. 

363	 Lihat Radar Sulteng, 20 Janurai 2004.
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Masyarakat Kolonodale dan di sekitarnya merasa kehilangan 
segala-galanya ketika dua misi perjuangan, yaitu mempertahankan 
Kolonodale sebagai ibu kota Morowali dan pemekaran Kabupaten 
Morowali menjadi dua daerah otonomi baru “gagal” terwujud. 
Kubu Kolonodale kemudian membangun strategi dalam mewujud
kan skenario kedua, yaitu pembentukan Kabupaten Morowali 
Utara sebagai alternatif solutif terakhir. Para elite politik lokal, 
elite sosial dan masyarakat menengah melakukan konsolidasi 
sosial dan kultural dalam upaya mempersatukan visi dan misi 
untuk mewujudkan impian terbentuknya Kabupaten Morowali 
Utara. 

Pada tanggal 14 November 2006, ratusan pemuda yang 
menamakan Forum Percepatan Pemekaran (FPP) melakukan 
aksi protes kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di 
Kolonodale. Unjuk rasa di sepanjang dalam Kota Kolonodale, 
menuntut janji Pemerintah Morowali yang memberikan jaminan 
apabila difungsikan ibu Kota Morowali di Bungku tanggal 2 Mei 
2006, maka akan segera dimekarkan Morowali Utara (baca: 
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara). Yusril Ibrahim dan 
Ferry Siombo serta Forum Percepatan Pemekaran Morowali 
Utara (FPPMU) menyatakan, janji pemerintah daerah kini tinggal 
janji, aspirasi pemekaran sejak tahun 2003 tak kunjung ada, bahkan 
sebaliknya elite politik telah melakukan manuver untuk mengganjal 
pemekaran itu sendiri dengan cara memengaruhi masyarakat di 
Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato untuk menolak 
pemekaran.364

Ferry Siombo, mengingatkan semua elemen kekuatan masya
rakat, terutama aktor elite politik untuk segera menghentikan 
manuvernya dalam mengeksploitasi masyarakat dengan isu-isu 
etnis dan agama untuk kepentingannya dalam meraih jabatan 
politik. “Para elite politik segera menghentikan manuvernya 

364	 Lihat Radar Sulteng, 15 November 2006.
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mengadu domba masyarakat, khususnya masyarakat Bungku 
Utara yang selama ini mendukung pemekaran Morowali, namun 
karena kepentingan elite politik demi kepentingan sesaat, saat 
ini masyarakat di Bungku Utara dan Mamosalato menjadi ter
kotak-kotak”.365 Selanjutnya, Yusril Ibrahim, mengatakan bahwa 
batas akhir pemasukan administrasi pemekaran Morowali Utara 
oleh komisi II DPR RI sampai dengan bulan November 2006, 
dan apabila ini tidak dapat dipenuhi dengan pemberian reko
mendasi dari Gubernur Sulteng, HB Paliudju, maka pemekaran 
yang dinantikan sudah sejak tahun 2003 akan sirna”.

“Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar 
bersatu padu menuntut janji pemerintah untuk segera merealisasikan 
pemekaran kalau tidak kami akan memboikot pemilihan kepala 
daerah (Bupati Morowali) tahun 2007”.366

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Morowali Utara 
Bersatu (FKM2UB), Abdul Rasyid Manenong, mengharapkan 
Gubernur, HB Paliudju yang baru saja terpilih secepatnya menge

365	 Ibid.
366	 Ibid.

aksi massa kubu Kolonodale dan sekitarnya menuntut pemekaran Kabupaten 
Morowali. 

Foto dokumen, Radar Sulteng.
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luarkan rekomendasi berdirinya  daerah otonomi baru di Kabupaten 
Morowali, yakni Kabupaten Morowali Utara. Setelah rekomendasi 
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh, maka langkah 
selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari gubernur. “Kami akan 
menghadap beliau untuk menanyakan komitmen beliau yang 
berjanji akan mengeluarkan rekomendasi setelah dewan menge
luarkan rekomendasi tanda persetujuan atas berdirinya Kabupaten 
Morowali Utara”. Selanjutnya, Yusril dan Abd Rasyid mengatakan 
bahwa Gubernur HB Paliudju saat kampanye Pilkada tahun 2006 
menjanjikan akan segera mewujudkan pemekaran Morowali.”Kami 
menuntut janji itu”.367 Untuk itu, Rasyid berharap, Gubernur 
Paliudju tidak lagi mempermasalahkan masalah cakupan wilayah 
yang sebelumnya terus disorot. Masalah tersebut adalah kewe
nangan tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) 
Depdagri yang akan melakukan penilaian apakah Morowali Utara 
layak berdiri sendiri atau tidak. “Yang kami butuhkan adalah 
rekomendasi sedangkan soal wilayah biarlah menjadi kewenangan 
tim Depdagri”.368

Upaya-upaya untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur 
HB Paliudju belum semulus jalan yang diharapkan, sehingga 
masyarakat yang menamakan dirinya sebagai warga masyarakat 
Morowali Utara mengancam menggelar unjuk rasa besar-besaran 
dengan meblokade jaringan jalan menuju ibu kota Bungku”.369 
Aksi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2007 itu, dilakukan 
sebagai protes atas sikap Gubernur Sulteng, HB Paliudju, yang 
sampai sekarang belum mengeluarkan rekomendasi persetujuan 
pemekaran Kabupaten Morowali Utara.

Ketua Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten Morowali 
(FPPKM), Yusril Ibrahim, mengatakan bahwa aksi dilakukan 

367	 Lihat Radar Sulteng, 21 Maret 2007.
368	 Radar Sulteng, 19 April 2007.
369	 Media Sulteng, 5 Juli 2007.
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oleh masyarakat dari enam kecamatan yang mendukung pemekar
an Morowali Utara. Enam kecamatan yang diperjuangkan menjadi 
wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah Kecamatan Mori 
Atas, Lembo, Petasia, Soyo Jaya, Mamosalato, dan Bungku Utara. 
Yusril, menegaskan bahwa:

“Selain memblokade jalan, kami juga akan menghentikan pasokan 
bahan bakar minyak dari Depot Pertamina di Kolonodale dan 
melarang PNS yang berdomisili di Kolonodale masuk kantor di 
Bungku. Mungkin hanya dengan jalan seperti ini aspirasi kami 
didengar dan disikapi pemerintah”.370

Senada Yusril, Rasyid Manenong selaku Ketua Panitia 
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara (baca: Pemekaran 
Kabupaten Morowali), bahwa aksi besar-besaran yang melibatkan 
massa pendukung dari enam kecamatan itu dilakukan untuk 
mendesak gubernur HB Paliudju untuk segera mengeluarkan 
rekomendasi sebagai persyaratan untuk diajukan ke Mendagri di 
Jakarta.

Asisten I bidang pemerintah Pemerintah Daerah Sulawesi 
Tengah, Rais Lamangkona, mengatakan bahwa Gubernur HB 
Paliudju belum merekomendasikan atau lambatnya dikeluarkan 
rekomendasi untuk pembentukan Kabupaten Morowali Utara 
itu ke Pemerintah Pusat karena masih ada persoalan teknis dan 
administrasi sebagai kelengkapan persyaratan yang mesti diram
pungkan oleh panitia pemekaran. Persoalan pertama adalah 
dokumen pemekaran Morowali Utara yang diajukan oleh panitia 
belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Morowali 
yang diputuskan melalui sidang paripurna dewan, yang terjadi 
adalah persetujuan dewan yang dilampirkan dalam dokumen 
pemekaran hanya ditandatangani Ketua DPRD Morowali. Kedua, 

370	 Lihat Media Sulteng, 5 Juli 2007 dan Wawancara dengan Faris tokoh pemuda 
Kolonodale, 29 September 2009.
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pemfungsian ibu kota Morowali di Bungku yang berlangsung 
setahun terakhir belum maksimal karena beberapa dinas (SKPD) 
masih berkedudukan di Kolonodale, bekas ibu kota sementara 
Kabupaten Morowali dan direncanakan menjadi ibu kota Kabupaten 
Morowali Utara.

Rais Lamangkona, mengatakan bahwa secara historis Kabu
paten Morowali dibentuk dari dua eks swapraja, yakni Swapraja 
Bungku mencakup Kecamatan Bungku Utara, Bungku Tengah, 
Bungku Selatan, Bungku Barat, Menui Kepulauan, Bahodopi, 
Bumi Raya, Wita Ponda dan Mamosalato. Sedangkan Swapraja 
Mori terdiri atas Kecamatan Mori Atas, Lembo, Petasia, dan 
Soyo Jaya. Tapi dalam rencana pembentukan Kabupaten Morowali 
Utara dimasukan Kecamatan Mamosolato dan Bungku Utara 
sebagai bagian dari wilayah tersebut.371 Namun demikian, elemen 
kekuatan yang bergabung dalam kubu Kolonodale terus melakukan 
penekanan kepada Gubernur Sulteng HB Paliudju untuk segera 
mengeluarkan rekomendasi. Tentu saja, HB Paliudju tidak melaku
kan “penolakan”, karena salah satu basis massa pada pemilihan 
gubernur tahun 2006 lalu. Akhirnya, masyarakat Kolonodale 
dengan penantian panjang menanti kehadiran rekomendasi dari 
Gubernur HB Paliudju terealisasi. Pada tanggal 10 Oktober 2007 
di Kota Palu Gubernur Sulteng HB Paliudju menyetujui peme
karan Kabupaten Morowali. Rekomendasi pembentukan daerah 
otonomi baru (Kabupaten Morowali Utara) resmi ditandatangani
nya dengan No 135.52/327/Ropem. 

Persetujuan pembentukan daerah otonomi ini berdasarkan 
surat Bupati Morowali Nomor 125/0032/Umum/2006, surat 
Bupati Morowali No 125/1115/Tapem/2007 tanggal 29 September 
2007 perihal permohonan usulan pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara dan Keputusan DPRD No 10/KEP/DPRD/2003 
tentang pembentukan pemekaran Morowali menjadi dua kabu

371	 Lihat Media Sulteng, 5 Juli 2007.
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paten. Menurut Kabag Umum Sekretaris Daerah Kabupaten 
Morowali, Mahmud Ibrahim, bahwa dengan keputusan tersebut, 
massa dari wilayah Morowali Utara malam itu membuat “gerakan 
ikhlas” untuk mengumpulkan dana untuk mendukung proses 
percepatan pemekaran Morowali Utara di Komisi II DPR RI. 
Pengumpulan dana tersebut dikoordinir oleh Camat Petasia, 
Ambodale Abdullah”.372 Ferry Siombo pun menambahkan, 
“sekarang dukungan dana sudah mengalir dari beragai lembaga 
dan pengusaha, kita tidak paksakan masyarakat, ini gerakan ikhlas 
untuk memberi dukungan percepatan pemekaran di Komisi II 
DPR RI”.373

Pemekaran Kabupaten Morowali untuk melahirkan Morowali 
Utara terindikasi munculnya potensi sumber konflik antar kubu 
Kolonodale dengan kubu Bungku. Salah satu faktor adalah klaim 
atas dua kecamatan, yaitu Bungku Utara dan Mamosalato oleh 
kubu Kolonodale. Sementara, kedua kecamatan tersebut merupa
kan wilayah swapraja Bungku. Untuk itu, kubu Bungku akan 
menolak kedua kecamatan itu bergabung dengan Kabupaten 
Morowali Utara. Jika, hal itu terjadi, maka Kabupaten Morowali 
Utara akan teranulir untuk dibentuk, karena tidak memenuhi 
persyaratan administrasi minimal 5 kecamatan.374  

Kemudian potensi konflik berikutnya adalah jika Kabupaten 
Morowali Utara terbentuk, maka yang menjadi persoalan adalah 
penetapan ibu kota definitif. Setidaknya dua calon ibu kota 
Kabupaten Morowali Utara, yaitu Kolonodale dan Beteleme. 
Kedua kandidat persiapan ibu kota tersebut memiliki perbedaan 
kultural dan etnis. Kolonodale merupakan wilayah yang memiliki 
nilai-nilai sejarah yang perlu dilestarikan. Komunitas masyarakat 
yang berdomisili di sana merupakan etnis Bugis dan Kolonodale 

372	 Lihat Radar Sulteng, 16 Oktober 2007.
373	 Ibid. 
374	 Lihat Peraturan Pemerintah (PP) No 129 Tahun 2000 tentang juknis 

Pemekaran Daerah.
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yang pada umumnya bergama Islam. Sedangkan, kandidat ibu 
kota “Beteleme” merupakan wilayah yang memiliki dataran datar 
yang subur serta memiliki beberapa fasilitas penting, seperti PLN, 
pasar, dan gedung-gedung sarana lainnya untuk perkatoran. Di 
samping itu, pengembangan wilayah memiliki tingkat kelayakan 
dibandingkan dengan Kolonodale. Persoalannya adalah komunitas 
masyarakat Beteleme yang berasal dari etnis Mori dan Pamona 
yang mayoritas penganut agama Kristen. Dengan realitas sosial 
kultural seperti ini tidak menjadi perhatian khusus bagi elite 
politik lokal dan elite politik pusat sebagai salah preferensi politik 
dalam mengambil kebijakan publik. Tetapi, hanya lebih pada 
“kepentingan kekuasaan” semata. Hal inilah yang disebut oleh 
Paul Colier375 “gredy”. Ada aktor elite yang memiliki kekuatan 
untuk memelihara konflik dalam memetik keuntungan. 

B. Kubu Bungku Menentang Pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara
Para elite politik lokal tidak pernah kehabisan akal, apapun 

ia ingin diperbuat dengan mudah diwujudkan. Mereka para 
umumnya memiliki sumber daya politik dan ekonomi termasuk 
daya intelektual. Kabupaten Morowali baru saja menghelat hajatan 
demokrasi rakyat, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan gubernur 
Sulawesi Tengah, kemudian berhembus isu-isu pemekaran. Maka, 
pada umumnya masyarakat Morowali kembali sibuk dan menge
rahkan segala energi dan perhatiannya untuk menghadapi suatu 
“agenda” besar tapi krusial. Isu pemekaran dikategorikan berskala 
besar karena melibatkan memobilisasi massa secara kolosal dan 
akan berhadapan dengan kelompok massa yang menentang 
rencana tersebut. 

Isu pemekaran Kabupaten Morowali Utara yang dihembuskan 
oleh kubu Kolonodale (kelompok masyarakat bagian Utara 
Morowali) kini sudah menjadi sebuah topik pembicaraan masya

375	 Op.Cit. 2003.
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rakat Morowali secara keseluruhan. Bahkan pihak DPRD Morowali 
sendiri ternyata menyetujui dan sudah membuat drafnya. Hal itu 
diakui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali H Abudin 
Halilu, SH. Dia mengatakan bahwa para prinsipnya DPRD 
Morowali secara kelembagaan tetap konsisten menindaklanjuti 
pemekaran Kabupaten Morowali (baca: Pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara). Hanya saja katanya, yang menjadi kendala 
sekarang adalah adanya masalah tarik menarik memperebutkan 
dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Mamosalato dan 
Kecamatan Bungku Utara.376 Berkaitan dengan nama, Kabupaten 
Morowali Utara, Abudin mengatakan bahwa nama tersebut 
bukanlah nama yang direkomendasikan oleh pihak DPRD 
Morowali. Lalu apakah ini merupakan sebuah rekayasa dan 
politisasi pemekaran oleh segelintir elite politik lokal? 

Perdebatan dan tarik menarik dua kecamatan tersebut merupa
kan persoalan baru sewaktu-waktu akan meledak karena masyara
kat kedua kelompok komunitas telah mengalami keretakan dan 
saling curiga. Isu-isu sentimen etnis dan agama semakin meng
kristal di tengah masyarakat Morowali. Memang pemekaran 
wilayah merupakan upaya pembentukan identitas kultural yang 
ekslusif yang melahirkan elite politik lokal yang memiliki nasiona
lisme kedaerahan. Hal ini nampak bahwa klaim kedua wilayah 
kecamatan tersebut lebih didasarkan pada preferensi kultural dan 
historis. Kelompok masyarakat Morowali bagian Utara yang 
dimotori Kolonodale mengklaim bahwa dua kecamatan tersebut 
secara geografis masuk wilayah mereka, guna memenuhi persya
ratan administratif, yakni harus memenuhi lima kecamatan sesuai 
ketentuan undang-undang. Artinya, kecamatan Mamosalato dan 
Bungku Utara ini merupakan unsur penentu untuk memenuhi 
upaya pemekaran tersebut. Sementara di pihak kubu Bungku 

376	 Wawancara H Abudin Halilu,SH Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali 
dari etnis Bungku, tanggal 27 April 2007. Lihat, Koran Umum Mingguan 
Bungku Post, edisi 02/15-30 April/Th I/2007.
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tetap mempertahankan kedua kecamatan tersebut sebagai wilayah 
yang tak bisa lepas dari jajaran geografis dan geneologis masyarakat 
Bungku. Bahkan wilayah tersebut, memiliki ikatan sejarah dan 
budaya sejak dahulu kala. Kubu Bungku menganggap dua keca
matan tersebut yang menj.adi sumber polemik itu merupakan 
wilayah yang tak bisa ditawar-tawar dan sudah menjadi harga 
mati. 

Hanya sehari pasca dikeluarkannya rekomendasi DPRD 
Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pembentukan daerah otonomi 
Morowali Utara di Kabupaten Morowali, kini muncul suara-suara 
yang menentang pemekaran wilayah kaya minyak itu. Kelompok 
penentang itu datang dari masyarakat Bungku yang terkabung 
dalam Kerukunan Keluarga Bungku (KKB) Sulteng atau disebut 
juga kubu Bungku. Mereka perpendapat bahwa Kabupaten 
Morowali tidak layak dimekarkan karena adanya berbagai per
soalan krusial.

Menurut Ketua Umum KKB Sulteng, Drs. H. Asmar Amiri, 
saat ini bukan saatnya mendirikan wilayah otonom baru di 
Kabupaten Morowali. Banyak hal yang krusial yang menyebabkan 
Morowali Utara tidak pantas berdiri sendiri. Misalnya saja, 
dokumen yang menjadi acuan panitia pemekaran adalah rekomen
dasi untuk Kabupaten Labua yang direkomendasi DPRD Morowali 
pada tahun 2006. Isi dokumen menurut Asmar Amiri sudah tidak 
relevan dengan undang-undang 32 Tahun 2004 karena dokumen 
tersebut memuat data tahun 2003 dan hasil sosialisasi Undang-
undang No 51 Tahun 1999. Bahkan data tersebut berbau rekayasa 
karena tidak berdasarkan penelitian ilmiah sehingga hasilnya 
tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun 
hukum. Malah penyusunannya tidak melibatkan seluruh panitia 
pemekaran khususnya yang berasal dari Bungku Utara. 

Asmar menegaskan bahwa yang tak kalah penting, masyarakat 
Morowali termasuk para pejuang pemekaran jangan sampai 



266

melupakan akar historis dari Kabupaten Morowali yang berbentuk 
dari dua eks swapraja, yaitu Bungku Selatan yang terdiri Kecamatan 
Bungku Utara, Bungku Tengah, Bungku Selatan, dan Menui 
Kepulauan. Kemudian dimekarkan menjadi Bungku Barat, 
Bahodopi, Bumi Raya, Wita Ponda dan Mamosalato. Sedangkan, 
Swapraja Mori terdiri: Kecamatan Mori Atas, Lembo dan Petasia 
yang dimekarkan menjadi Soyo Jaya. Ia kemudian menjelaskan 
bahwa:

“... dalam skenario pemekaran yang disusun panitia pemekaran, 
dua kecamatan masing-masing Bungku Utara dan Mamosalato 
akan dimasukkan ke wilayah Kabupaten Morowali Utara. Jika 
skenario ini berjalan mulus akan menimbulkan instabilitas di 
tingkat masyarakat”.377

Terkait dengan wacana yang selalu dikembangkan oleh Bupati 
Andi Muhammad, Rais Lamangkona, Kepala Biro Tata Peme
rintahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, menge
mukakan, secara logika sangat tidak mungkin sebuah daerah yang 
baru saja dimekarkan lantar mau dimekarkan lagi. Apalagi berbagai 
sarana pendukung belum memungkinkan untuk terselenggaranya 
sebuah pemekaran. Kabupaten Morowali sendiri masih harus 
membenahi banyak hal, mulai dari struktur dan komposisi 
pemerintahan serta banyak hal lain berkaitan dengan fisik wilayah 
yang mesti dibenahi. Menurutnya yang harus ditekankan adalah 
wacana pemekaran yang selalu digelindingkan oleh Bupati Andi 
Muhammad itu tidak lantas membatalkan rencana pemindahan 
ibu kota dari Kolonodale ke Bungku, karena undang-undang No 
51 Tahun 1999 secara tegas mengamanatkan pemindahan itu, 
bahkan katanya lagi pemerintah pusat telah empat kali menyurat 

377	 Lihat Radar Sulteng, 18 April 2007. Panitia pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara berasal dari elite politik, elite sosial yang dimotori oleh 
Bupati Andi Muhammad AB.
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kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah 
kabupaten yang bersangkutan namun tetap tidak ada realisasi. 
Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sudah 
delapan kali melayangkan surat serupa, namun selalu dianggap 
angin lalu oleh pemerintah setempat (baca: pemerintah daerah 
kabupaten Morowali).

Sementara itu, Persatuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa 
Bungku (P3MIB) mendesak pemerintah Provinsi Sulteng agar 
secepatnya memfasilitasi pemindahan ibu kota Kabupaten 
Morowali tersebut berdasarkan SK Mendagri No 135/2835/SJ, 
tanggal 19 Oktober 2004 dan Keputusan DPRD Kabupaten 
Morowali No 11 Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004. Ketua 
P3MIB Abdullah Labungasa dan Sekum Arifin Ukasa di Palu, 
menyatakan bahwa kami sangat mendukung dan mengharapkan 
tindak lanjut dari pemerintah provinsi tentang pembentukan tim 
khusus untuk pemindahan ibu kota. Dan sudah berapa kali surat 
Mendagri maupun pemerintah Provinsi Sulteng tetapi mandul 
di tengah jalan. Tidak ada kelanjutannya sama sekali. Jadi pem
bentukan tim khusus harus secepatnya jangan hanya wacana. 
Keduanya mengingatkan bahwa: “Jika ini tidak disikapi secara 
serius oleh pemerintah provinsi, sama halnya pemprov membuka 
kran konflik di daerah hasil pemekaran Kabupaten Poso itu”.378

Berkaitan rencana Bupati Andi Muhammad itu sebagai bagian 
dari skenario dalam mempertahankan kekuasaannya selaku Bupati 
dalam mendapatkan dukungan masyarakat Kolonodale, Mendagri 
Hari Sabarno dalam suratnya menolak pemekaran Kabupaten 
Morowali menjadi dua kabupaten. Surat tersebut sekaligus sebagai 
respons Mendagri terhadap surat Bupati Morowali nomor 135/ 
1378/Tapem/2003, tertanggal 3 November 2003. Surat yang 
ditandatangi langsung oleh Dirjen Otoda Oentarto Sindung 
Mawardi, menyatakan bahwa ketidaksiapan Bungku menjadi ibu 

378	 Lihat Radar Sulteng, 4 November 2004.
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kota kabupaten karena belum dilakukannya pemindahan ibu kota 
Kabupaten Morowali dari Kolonodale ke Bungku. Pasalnya, 
pembangunan sarana dan prasarana adalah tanggungjawab sepe
nuhnya oleh Pemkab setempat, dan waktu yang diberikan untuk 
mempersiapkan pembangunan di Bungku sudah cukup. 

Mendagri juga menyebutkan, dengan adanya surat tersebut 
hendaknya Bupati Morowali segera mengambil langkah-langkah 
persiapan untuk pelaksanaan pemindahan ibu kota kabupaten 
dari Kolonodale ke Bungku di Kecamatan Bungku Tengah. Jika 
rencana Pemerintah Morowali yang diprakarsai oleh Bupati Andi 
Muhammad untuk memekarkan Morowali, sebagai solusi penyele
saian masalah ibu kota bukan merupakan jalan keluar yang tepat. 
Mendagri kemudian menegaskan bahwa usulan pemekaran 
Kabupaten Morowali sebagai solusi tidak sesuai dengan maksud 
dan persyaratan dibentuknya suatu daerah otonom, sebagaimana 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mendagri 
menekankan bahwa demi terpeliharanya stabilitas keamanan dan 
ketertiban di wilayah Kabupaten Morowali, maka pemerintah 
Morowali harus bertindak secara arif dengan segera mungkin 
memindahkan ibu kota Morowali ke Bungku.379 Setidaknya 6 
(enam) poin ganjalan Pemekaran Morowali Utara yang dirumus
kan oleh pihak kubu Bungku. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7.

Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato merupakan 
bagian dari wilayah Swapraja Bungku yang masuk dalam 6 (enam) 
kecamatan yang menjadi persyaratan jumlah kecamatan untuk 
terbentuknya Kabupaten Morowali Utara yang menjadi persoalan 
“pro-kontra” di lingkungan masyarakat Kabupaten Morowali saat 
ini. Klaim wilayah kecamatan oleh kedua kubu yang selama ini 
memiliki perjalanan panjang “konflik pemekaran” menjadi semakin 
membuahkan indikasi “munculnya” konflik baru dengan modus 

379	 Lihat Radar Sulteng, 21 Januari 2004 dan wawancara dengan Sachmin, 
tokoh masyarakat Bungku, 21 Desember 2009.
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No. Keterangan
1. Dokumen belum pernah dibahas oleh DPRD 

Morowali
2. Pemungsian ibu kota Morowali belum maksimal
3. Wilayah induk tidak punya dana untuk biayai 

pemekaran
4. Tenaga PNS tidak mencukupi, PNS di Morowali 

hanya 3.506 orang.
5. Luas wilayah yang dimekarkan melebihi luas wilayah 

induk
6. Dua kecamatan menolak bergabung dengan Morowali 

Utara karen faktor historis.

Tabel 07
Ganjalan Pemekaran Morowali Utara 

Versi Kubu Bungku

Sumber: Radar Sulteng, 2007.

Tabel 08
Pembagian Kecamatan Antara Kabupaten Morowali (Induk) 

dan Kabupaten Morowali Utara

No. Kecamatan (Kab. 
Morowali) Induk

No. Kecamatan 
(Kab. Morowali 
Utara)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menui Kepulauan
Bungku Selatan
Bahodopi
Bungku Tengah
Bungku Barat
Bumi Raya
Witaponda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lembo
Mori Atas
Petasia
Soyo Jaya
Bungku Utara*
Mamosalato*

*Keduanya 
tarik 
menarik.

Sumber: Panitia Pemekaran Kabupaten Morowali, 2009

* Pembagian wilayah tersebut merupakan versi kubu Kolonodale.
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Peta Rencana Pemekaran Kabupaten Morowali Utara
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yang sama dengan setting konflik yang berbeda. Kesamaan modus 
terletak pada tataran isunisasi diskminiasi etnis dan pengungkapan 
masa lalu (history). Sedangkan, setting yang dilakukan adalah para 
aktor elite politik lokal memformulasikan konflik pemekaran 
“tarik menarik” ibu kota menggiring ke wacana “pemekaran 
Morowali”. Namun, secara subtantif, konflik tersebut merupakan 
konflik kepentingan politik para elite politik lokal. Di satu sisi, 
elite politik paranoid kehilangan jabatan dan disisi lain, elite 
politik yang haus kekuasaan (grady).

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah rencana 
Pemekaran Kabupaten Morowali atau pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara dalam versi inisiatif kubu Kolonodale, dapat 
dilihat pada peta.

C. Di Balik Rencana Pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara
Konflik kepentingan elite politik lokal di wilayah pemekaran 

Kabupaten Morowali, peran elite politik Jakarta sulit dihindari 
keterlibatnnya. Peran elite politik di Jakarta melalui lembaga 
negara seperti Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) dan DPR-
RI yang membidangi masalah pemekaran wilayah amat penting 
sebagai akses politik formal bagi perjuangan elite politik lokal 
dalam memperjuangkan kepentingannya, bahkan untuk meraih 
keinginannya. Spektrum kepentingan politik elite politik lokal 
di Kabupaten Morowali lebih mengerucut pada perebutan posisi 
jabatan bupati, ketua DPRD, dan kepala dinas serta yang pantas 
menjabat sebagai camat. Kesemuanya itu, merupakan tujuan akhir 
dari konflik kepentingan politik para elite politik lokal, elite sosial 
dan masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu, pemekaran 
lebih sekedar sarana konflik untuk mencapai suatu tujuan politik. 

Peran politik yang dilakoni oleh elite politik di Jakarta sebagai 
bagian dari mata rantai kepentingan politik elite politik lokal di 
Kabupaten Morowali. Peran politik itu yang diperankan oleh 
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anggota DPR RI sebagai lembaga politik formal yang meangko
modasi kepentingan elite politik lokal di Morowali. Hubungan 
anggota DPR-RI dari Komisi II dan Bupati Andi Muhammad 
merupakan bagian jaringan politik dalam struktur gerakan per
juangan pemekaran Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena 
itu, hak inisiatif anggota DPR RI benar-benar dimanfaatkan 
dalam rangka pemekaran Kabupaten Morowali menjadi Morowali 
Utara (kabupaten induk) dan Morowali Selatan yang mencakup 
seluruh wilayah Bungku. Menariknya, sebab sekalipun Gubernur 
Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele dan Mendagri tidak 
menyetujui langkah pemekaran itu, namun komisi II DPR RI 
terkesan ngotot dengan memanfaatkan hak inisiatif yang dimi
likinya.

Aktor penting dalam skenario rencana pemekaran ini adalah 
Laode Djemi Pasmar, anggota DPR RI komisi II. Bahkan, Laode 
Djemi ditengarai telah melakukan sesuatu bergantung pada selera 
yang diinginkan. Pihak pemerintah seakan tidak mempunyai gigi 
dalam menghadapi kekuatan Bupati Morowali Andi Muhammad 
AB bersama-sama dengan anggota DPR yang tergabung dalam 
Bamus (Badan Musyawarah) pembahasan RUU pemekaran 
tersebut. Gubernur Sulteng, Aminuddin Ponulele dan Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal Otonomi 
Daerah, dengan tegas menolak rencana tergesa-gesa Pemerintah 
Kabupaten Morowali yang ingin memekarkan Morowali tanpa 
menjalankan Undang-undang No 51 Tahun 1999. 

Masyarakat tidak menuduh Laode Djemi Pasmar Cs me
nerima suap dari oknum tertentu di Morowali, namun bila dilihat 
keanggotaannya untuk memekarkan Kabupaten Morowali yang 
baru seumur jagung, maka wajar bila suara sumbang akhirnya 
terus menggelinding. Ada apa antara Andi Muhammad dengan 
Loade Djemi Cs sehingga begitu bersemangat ingin memekarkan 
Kabupaten Morowali menjadi dua Kabupaten. Inilah yang diistilah
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kan oleh Gubernur Aminuddin sebagai praktek pemerintahan 
yang “tidak lazim”. Tidak lazim karena Undang-undang Nomor 
51 Tahun 1999 saja belum dilaksanakan yang intinya pemindahan 
ibu kota dari Kolonodale ke Bungku, kini sedang dibahas Ran
cangan Undang-undang (RUU) baru yang akan merontokkan 
UU Nomor 51 Tahun 1999 sebelum terlaksana.380 

Dari indikasi yang ada, terlintas jelas, betapa Andi Muhammad 
memiliki kekuatan lobi yang luar biasa. Jangankan Gubernur  
Sulteng, Mendagri saja “mati suri” dalam menyaksikan show of 
force Andi Muhammad dan konco-konconya dari komisi II DPR 
RI. Untuk merontokkan kekuatan Andi Muhammad di tingkat 
pusat (baca: di Kementrian Dalam Negeri), sebenarnya sangat 
mudah dan tidak memerlukan energi yang terlalu besar. Kata 
kuncinya saat itu terletak di atas pundak Kapolda Sulteng, Brigjen 
Pol.Drs.H.Taufik Ridha MM. Bila Kapolda bersungguh-sungguh 
ingin menegakkan hukum, maka pasca penahanan oknum ter
sangka yang diduga sebagai pembuat ijazah palsu Andi Muhammad, 
maka perlu dipercepat penahanan oknum penggunanya. Bila 
Kapolda mengulur-ulur, sambil menunggu datangnya kurir 
membawa lobi dari Andi Muhammad maka Poldapun akan 
mendapat curiga dari masyarakat.381

Perjuangan Bupati Andi Muhammad dan beberapa pejabat 
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali serta elite politik lokal 
yang berkecimpung dalam Partai Politik mengalami lampu hijau 
dari DPR-RI bahkan hingga kini, sedang menunggu hasil pem
bahasan DPR RI. Dalam undang-undang Pemerintah Daerah 
No 32 Tahun 2004, daerah otonomi baru, pejabat Bupatinya 
ditunjuk oleh Gubernur. Oleh karena itu, harapan besar  bagi 
Andi Muhammad selesai masa jabatannya dari Bupati Morowali, 

380	 Lihat Radar Sulteng, 5 Februari 2004.
381	 Wawancara dengan Natsir tokoh pemuda Bungku, 24 Juni 2008.
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besar kemungkinan Andi Muhammad menjadi pejabat Bupati 
Kabupaten Morowali, tentu saja anggota-anggotanya mendapatkan 
jabatan strategis yang diharapkan. Segala fasilitas ekonomi, 
perusahaan daerah, dana APBD, ketua DPRD dan kepala dinas, 
camat akan didominasi oleh kubu Kolonodale. Demikian pula, 
masyarakat kelas menengah turut menikmati fasilitas bantuan 
dana, menjadi pengusaha baru dan kontraktor baru sampai pada 
kemudahan menjadi PNS. Oleh karena itu, dengan konstelasi 
konflik kepentingan elite politik dalam pemekaran di Kabupaten 
Morowali lebih pada dominasi “perebutan” kekuasaan politik 
(jabatan). Indikasi ini sebetulnya mudah saja diterka, pertanyaannya, 
mengapa hanya persoalan status ibu kota terlalu dibesar-besarkan, 
padahal amat jelas solutifnya, yaitu telah diatur dalam Undang-
undang No 51 Tahun 1999. Tetapi, mengapa elite politik lokal 
maupun di Jakarta tidak secara tegas dan konsekuen mematuhi 
undang-undang tersebut? Adakah konspirasi di balik konflik 
pemekaran di Kabupaten Morowali yang sejak awal tahun 2001 
hingga kini masih tersisakan “konflik laten” di masyarakat Morowali? 
Realitas ini, menurut Barry Buzan (1996), elite politik melakukan 
“securitization” kepentingan. 

D. Bom Waktu Bagi Bupati Morowali Drs. Anwar 
Hafid 
Dua agenda krusial yang telah diselesaikan elite politik lokal 

di Kabupaten Morowali, yaitu pemfungsikan ibu kota Bungku 
sebagai ibu kota definitif Kabupaten Morowali dan pemilihan 
Bupati Morowali periode 2007-2012. Pemilihan Bupati Morowali 
pada periode tersebut, dimenangkan oleh pasangan Anwar Hafid 
dan S Marunduh, masing-masing bupati dan wakil bupati 
Morowali. Anwar Hafid representasi dari etnis Bungku yang 
Muslim dan pernah berkarier sebagai birokrat lingkungan Peme
rintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sementara itu, S 
Marunduh merupakan representasi dari etnis Mori dan Pamona 
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yang beragama Kristen. S Marunduh adalah keturunan raja dari 
Marunduh yang amat dihormati oleh komunitas etnis Mori, 
hingga kini masih memiliki kharismatik di mata komunitasnya. 
Oleh karena itu, kedua pasangan tersebut, dipandang oleh banyak 
kalangan sebagai partner yang paling unggul dalam pemilihan 
Bupati kala itu. 

Pasca terbentuknya Kabupaten Morowali tahun 1999, kondisi 
masyarakat tidak konduksif, hingga warga masyarakat terbelah 
menjadi dua kubu, yaitu kubu Kolonodale dan kubu Bungku. 
Simbolisasi etnik dan agama yang mewarnai dinamika perpecahan 
masyarakat Morowali. Perpecahan ini kemudian para elite politik 
lokal memanfaatkan dalam dua momentum, yaitu momontum 
pemekaran Morowali dan pemilihan bupati Morowali. Kedua 
momentum tersebut saling sinergitas dalam gagasan politik yang 
dilakonkan oleh para elite politik lokal. Isu pemekaran dalam 
wujud output-nya adalah pemfungsian ibu kota Bungku atau 
mempertahankan Kolonodale sebagai ibu kota Morowali dan 
pembentukan Morowali Utara. 

Anwar Hafid mengusung salah satu isu kampanye bupati 
yang lalu adalah menjanjikan kepada massa Kolonodale sekitarnya, 
terutama etnis Mori dan Bugis jika terpilih akan merealisasikan 
pembentukan Kabupaten Morowali Utara. Dalam konstelasi 
pemilihan Bupati, Sumasi Marunduh diusung oleh massa etnis 
Mori yang dapat mewujudkan harapannya itu. Untuk itu, salah 
satu faktor kemenangan yang secara signifikan kemenangan 
Anwar Hafid dangan S Marunduh karena berani melakukan 
kontrak politik untuk mewujudkan pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara. Namun demikian, janji politik, hingga kini 
mendapatkan kendala politis dan kultural, sehingga harapan di 
masa lalu yang dicita-citakan sulit terwujud hingga masa bakti 
Anwar Hafid dan S Marunduh berakhir. Oleh karena, Pemben
tukan Kabupaten Morowali Utara hingga kini merupakan “bom 
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waktu” bagi Bupati Anwar Hafid dan S Marunduh dalam men
jinakkan dinamika konflik pemekaran di Kabupaten Morowali.382

Dalam konteks ini, setidaknya ada dua problematika krusial 
yang menjadi konflik baru di Kabupaten Morowali yang tengah 
membangun dari keterpurukan yang diakibatkan berlarut-larutnya 
konflik kepentingan elite politik lokal: Pertama, proses pem
bentukan Kabupaten Morowali Utara (Pemekaran Kabupaten 
Morowali) lebih didasarkan oleh ambisi politik dari elite politik 
lokal yang kecewa terhadap gagalnya mempertahankan Kolonodale 
sebagai ibu kota definitif Morowali. Pemindahan ibu kota tersebut 
ke Bungku merupakan sesuatu yang sulit diterima karena segala 
jabatan dan fasilitas politik lainnya direbut oleh kubu Bungku. 
Kenyataan ini terbukti bahwa Andi Muhammad dicopot jabatan
nya di tengah jalan. Kemudian beberapa elite politik lainnya 
sebagai jemaah politiknya ikut mengalami serupa. Para kontraktor 
dan pengusaha yang dekat dengan Andi Muhammad tidak mudah 
mendapatkan proyek.

Kedua, klaim wilayah kecamatan untuk mencukupi jumlah 
persyaratan administratif dalam pembentukan daerah otonomi 
baru. Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato merupakan 
wilayah yang diklaim oleh Andi Muhammad Cs sebagai bagian 
wilayah Kolonodale dan sekitarnya yang telah memberikan 
pernyataan untuk bergabung dalam rangka pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara. Sementara, kubu Bungku mengklaim dengan 
pendekatan historis dan genetika. Bagi kubu Bungku, Kecamatan 
Bungku Utara dan Mamosalato adalah bagian dari wilayah 
swapraja Bungku dan memiliki hubungan genetika etnis serta 
satu kerajaan, yaitu Raja Bungku. 

Kedua kendala tersebut, menjadi “tarik menarik” kedua kubu 
di Kabupaten Morowali. Posisi Bupati Morowali Anwar Hafid 
dalam “qua vadis”, karena di satu pihak, ia adalah etnis Bungku 

382	 Wawancara dengan Ramadhan, tanggal 29 November 2009.
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dan harus eksis sebagai elite politik representasi dari etnis Bungku. 
Tentu saja, jika ia pro dengan kubu Kolonodale dapat menge
cewakan etnisnya sendiri dan bahkan akan “disumpah serapah” 
oleh masyarakat Bungku. Sementara, di pihak lain, kubu Kolonodale 
terutama etnis Mori terus menagih janji politik, bahkan akan 
menarik dukungan politiknya kepada Anwar Hafid selaku Bupati.383 
Hingga kini, kubu Kolonodale terus menggelorakan semangat 
pembentukan Kabupaten Morowali Utara. Beberapa informan, 
yang mengaku sebagai tokoh penting dalam proses pembentukan 
Kabupaten Morowali Utara, menyatakan bahwa kami terus 
menekan Bupati Anwar Hafid agar supaya memberikan dukungan 
politik dan anggaran dalam rangka merealisasikan perjuangan 
kami itu. 

Ketika penulis menanyakan bahwa, bagaimana dengan kendala 
kedua kecamatan tersebut, yaitu Bungku Utara dan Mamosalato? 
Informan tersebut dengan semangat dan mimik yang serius, 
mengatakan bahwa itu tidak menjadi persoalan jika pak bupati 
tegas. Tetapi, memang diakui bahwa masalah ini sangat sensitif 
dan bahkan memunculkan konflik baru. “Ya, biasa, kondisi men
jelang Pilkada, para elite politik lokal di sini mulai melakukan 
manuver politik dengan isu-isu etnis”. “Sepertinya,wacana pem
bentukan Kabupaten Morowali Utara ini, para elite politik sengaja 
untuk mengulur waktunya supaya dapat menjangkau Pilkada 
pada periode berikutnya. Isu pemekaran tersebut menjadi isu 
sentral di Kabupaten Morowali”.384 

Kepemimpinan Anwar Hafid telah berjalan kurang lebih 3 
tahun, tetapi indikasi ke arah keinginan untuk memenuhi tuntutan 
kubu Kolonodale dalam pembentukan Kabupaten Morowali 
semakin tidak jelas. Sementara, massa dari Kolonodale dengan 
masyarakat komunitas Mori di Beteleme mendesak Bupati Anwar 

383	 Wawancara dengan Raenold, tokoh masyarakat Mori dan Pamona Utara,  
akhir September 2009.

384	 Ibid.
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Hafid untuk memperjuangkan dan menjadi garda terdepan 
melakukan lobi-lobi di tingkat pemerintahan pusat. Namun, hal 
itu tentu saja menjadi pertimbangan matang bagi Anwar Hafid, 
karena pemerintah pusat melakukan “moratorium” pemekaran di 
wilayah Nusantara ini. 

Momentum menjelang berakhirnya masa bakti Anwar Hafid 
dan S Marunduh, beberapa elite politik lokal telah melakukan 
“manuver politik” untuk memanfaatkan peluang ketidakmampuan 
Anwar Hafid memenuhi tuntutan masyarakat Mori. Lawan 
politik Bupati Anwar Hafid telah menjadikan isu pemekaran 
sebagai senjata ampuh dalam menurunkan citra dan pamor 
kepemimpinan Anwar Hafid selama menjadi Bupati Morowali. 
Mereka juga memanfaatkan peluang politik itu dalam melakukan 
pendekatan ke dalam komunitas etnis Bugis dan Mori. Oleh 
karena itu, pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali tak lebih 
hanya sebagai sarana konflik kepentingan elite politik lokal dalam 
meraih jabatan politik. Pemekaran juga sebagai sarana “membagi” 
kue kekuasaan dan ekonomi. Tujuan pragmatisme elite politik 
lokal di Kabupaten Morowali, konflik akan berlangsung terus 
dan rakyat hanya bagian dari sistem itu yang bangun oleh elite 
politik sebagai alat justifikasi dukungan dalam pencapaian tujuan 
politik. Rakyat lebih sekedar sebagai pesakitan eksploitasi politik 
elite politik lokal. 

F. Politisasi Pemekaran Wilayah
Seperti telah dideskripsikan sebelumnya, bahwa isu pemekaran 

bagian dari skenario elite politik lokal. Terutama bagi Bupati Andi 
Muhammad kerap menjadikan isu tersebut sebagai strategi dalam 
meraih kepentingan politiknya, paling tidak mempertahankan 
eksistensinya sebagai bupati yang mulai mengalami “goncangan” 
dari luar. Memang, isu pemekaran yang paling jitu dan efektif 
dalam menjaring massa, bahkan dengan mudah melakukan 
mobilisasi massa, karena para elite politik lokal memainkan “isu” 
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primordialisme, seperti halnya agama dan etnis. Kondisi sosial 
kemasyarakatan di Kabupaten Morowali rapuh, sehingga mem
berikan ruang bagi elite politik lokal dalam melakukan politisasi 
pemekaran. 

Politisasi pemekaran terindikasi dimulai sejak munculnya 
hasil laporan penelitian kelayakan pemekaran fiktif yang dilakukan 
Universitas Veteran RI di Makassar yang hanya dikerjakan dalam 
waktu 5 hari. Hal ini terungkap oleh tim penyelidik dari Kejaksaan 
Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah. Kasus ini terjadi pada saat Andi 
Muhammad menjabat Bupati Morowali yang berkeinginan 
memekarkan Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten. 
Konon, Andi Muhammad adalah alumni UVRI Makassar. 
Hubungan ini kemudian diwujudkan sebagai imbalan jasa Andi 
Muhammad kepada pihak UVRI. Sehubungan itu, Roland 
Marunduh Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Kejaksaan Negeri 
Sulawesi Tengah mengatakan bahwa “masa kontrakan anggaran 
penelitian dan pemetaan yang berlangsung selama lima hari 
diajukan bulan Desember 2004 sementara pelaksanaan kegiatan 
pada bulan Juli 2004, ini sangat ironis sekali”.385 Ia menilai biaya 
kontrakan penelitian dan pemetaan syarat rekayasa, jelas ini fiktif. 
Bukan saja itu, Roland juga mempertanyakan Memorandum of 
Understanding (MoU) antara Universitas Veteran Republik 
Indonesia (UVRI) dengan Pemda Morowali. “Penelitian kok 
hanya 5 hari, sangat tidak logis”. 

Politisasi pemekaran berikutnya adalah ketika Bupati Andi 
Muhammad mengalami protes dan kecaman keras dari pihak 
kubu Bungku pada medio 2003 dengan menuntut untuk segera 
memindahkan ibu kota definitif Kabupaten Morowali ke Bungku, 
Bupati Andi Muhammad dan kubunya mewacanakan “pemekaran” 
Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten baru, yaitu Kabu
paten Morowali ibu kotanya Kolonodale dan Kabupaten Labua 

385	  Nuansa Pos, 1 Maret 2006.
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ibu kotanya Bungku. Wacana ini kemudian bergulir dengan cepat 
yang difasilitasi Bupati Andi Muhammad dan kubunya,386 bahkan 
mendapat respons dari anggoa DPR RI Komisi II dan Roger 
Tobigo (anggata DPD RI dari Sulawesi Tengah). Kemudian di 
tingkat masyarakat bawah mengalami perpecahan “pro-kontra” 
terhadap wacana tersebut. Perpecahan pada masyarakat bawah  
mengancam keutuhan komunitas masyarakat Bungku. 

Elite politik lokal, terutama dari 12 anggota DPRD Kabupaten 
Morowali yang pro terhadap Andi Muhammad “mendesak” Ketua 
DPRD Zainal Abidin Ishak untuk melakukan sidang paripurna 
agar supaya agenda pemekaran Kabupaten Morowali tersebut 
masuk agenda sidang yang prioritas. Pada sidang paripurna 
berlangsung, maka disepakati jumlah anggaran untuk biaya 
(ongkos) pemekaran kurang lebih 5 miliar. Rencana ini kemudian 
mendapat tantangan dari pihak kubu Bungku dengan melakukan 
rapat akbar serta mendesak Mendagri, Gubernur Sulawesi Tengah 
dan DPRD Sulawesi Tengah untuk “mblokir” rencana tersebut. 

Bupati Andi Muhammad kemudian tidak kehabisan akal, 
walaupun rencananya itu tidak mendapat respons positif dari 
Mendagri, Gubernur Sulteng dan DPRD Sulteng. Ia kemudian, 
mengambil langkah berikutnya yaitu, menggulirkan wacana, 
membagi Kabupaten Morowali berdasarkan “arah mata angin”, 
yaitu Kabupaten Morowali Selatan ibu kotanya Bungku dan 
Kabupaten Morowali Utara ibu kotanya Kolonodale. Rencana ini 
kemudian di jawab oleh kubu Bungku dengan tindakan anarkisme, 
yaitu pembakaran beberapa mobil dinas milik Pemerintah Daerah 
Morowali serta pemblokiran sarana perkantoran di wilayah 
Bungku. 

Setelah mengalami kegagalan yang kedua kalinya, Bupati 
Andi Muhammad terus melakukan siasat dan strategi lain. Strategi 

386	 Anggota kubu Andi Muhammad sebagian dari pejabat Pemerintah Daerah 
Kabupaten Morowali yang menjadi bawahan Andi Muhammad AB.
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lain adalah Bupati Andi Muhammad kemudian menawarkan 
kepada kubu Bungku bahwa setelah pemindahan ibu kota definitif 
Kabupaten Morowali di pindahkan ke Bungku, maka kami 
meminta dukungan dari pihak Bungku untuk memekarkan 
Kabupaten Morowali, yaitu pembentukan Kabupaten Morowali 
Utara. Opsi tersebut mendapatkan respons positif dari sebagian 
pihak kubu Bungku. Alhasil, rencana pemekaran Kabupaten 
Morowali Utara hingga saat ini telah memenuhi persyaratan 
administratif dan dukungan masyarakat Kolonodale dan Mori 
sekitarnya. Pengusulan pembentukan Kabupaten Morowali Utara 
sedang diproses di tingkat pemerintah Pusat. Akhirnya pula, Andi 
Muhammad tersandung “kasus” dugaan korupsi dana pemekaran 
Kabupaten Morowali kurang lebih 5 miliar dan pada saat yang 
sama, ia kemudian dinonaktifkan selaku Bupati Morowali dan 
digantikan oleh Wakil Bupati Datlin Tamalagi. 

Upaya-upaya kubu Kolonodale yang motori Bupati Andi 
Muhammad yang tidak pernah “patah arang”, ditanggapi serius 
oleh Abudin Halilu tokoh politik Bungku, mengatakan bahwa 
sengketa dua kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara yang 
terus diperjuangkan Andi Muhammad Cs itu, menurutnya patut 
dicermati, bahwa:

...kenapa bukan kecamatan Mori, Lembo atau Petasia misalnya 
yang dimekarkan, guna memenuhi unsur syarat administratif 
pemekaran wilayah? Jika demikian yang dilakukan, sebenarnya 
tak akan menimbulkan polemik dan pertentangan di tengah-tengah 
masyarakat Morowali saat ini. Mengapa justru mencaplok wilayah 
kecamatan lain yang dapat memicu keributan lagi?387

Jika alasan hanya untuk memenuhi salah unsur penting 
persyaratan pemekaran wilayah (pembentukan Kabupaten Morowali 
Utara) memekarkan ketiga kecamatan tersebut sudah terpenuhi 

387	 Wawancara dengan H Abudin Halilu, tanggal 21 November 2009 di Bungku.
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berdasarkan undang-undang. Bahkan masyarakat Morowali di 
wilayah Bungku kemungkinan besar akan mendukung jika hal 
itu dilakukan. Namun, Abudin mengakui, jika Kecamatan Mori 
atau lainnya itu yang dimekarkan misalnya, wilayahnya terlalu 
kecil dan menyangkut potensi sumber daya alam harus mendu
kung. Jadi, di sini bisa saja disinyalir bahwa upaya mengklaim 
Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara bukan hanya sekedar 
memenuhi keinginan untuk pemekaran. Tapi di balik upaya 
pemekaran itu disinyalir ada “skandal politik ekonomi” dan 
kepentingan berjangka panjang yang “bermain” pada tataran isu 
pemekaran di Morowali dengan para pemuda dan aktivis yang 
berjuang untuk pemekaran Morowali selama ini.

Konon kabarnya, wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku 
Utara merupakan wilayah yang memendam potensi sumber daya 
alam yang luar biasa, seperti minyak bumi dan tambang emas. 
Bahkan wilayah inilah selama ini mendongkrak perekonomian, 
termasuk potensi lautnya yang berada dalam kawasan Teluk Tolo 
(sekarang diganti Teluk Tomori). Ketua Forum Rakyat Bersatu 
(Forbes) Morowali Kuswandi, mengakui bahwa ada skandal 
kepentingan politik ekonomi yang lebih besar di balik pemekaran 
Morowali selama ini.388 Menurut Kuswandi, pemekaran wilayah 
bernama Kabupaten Morowali Utara itu merupakan hasil konspi
rasi para elite di daerah dan pusat yang “bermain”, jadi bukan 
aspirasi murni yang berangkat dari hati nurani masyarakat Morowali 
di bagian Utara secara keseluruhan seperti yang dihembuskan 
selama ini. Buktinya, pro dan kontra justru datangnya dari dua 
kecamatan yang diklaim itu. Bahkan menurutnya, adanya unsur 
pemaksaan dari kelompok terhadap kelompok lainnya akan 
menimbulkan masalah baru dan memicu terjadinya “konflik” 
episode kedua. Oleh karena itu, para elite politik di daerah dan 
pusat hendaknya berhenti melakukan politisasi pemekaran yang 
berpijak pada dalil “kesejahteraan” rakyat, tetapi kenyataannya, 

388	 Mingguan Bungku Post, Edisi 02/15-30 April/Tahun I/2007.
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sejak Kabupaten Morowali terbentuk kurang lebih 10 tahun 
tingkat kemiskinan semakin meningkat dan pembangunan meng
alami kemunduran. 

Ketua Kerukunan Keluarga Bungku (KKB) Pusat Palu Asmar 
Amiri menilai manuver kubu Kolonodale yang dimotori oleh 
Bupati Andi Muhammad tentang upaya pemekaran Kabupaten 
Morowali Utara ini lebih kental tujuan politisnya ketimbang 
esensi dari tujuan dilakukannya sebuah pemekaran sesuai amanat 
undang-undang itu sendiri, karena upaya pemekaran Kabupaten 
Morowali Utara tersebut terkesan dipaksakan.389 Bahkan wilayah 
pemekaran baru ini justru terlihat lebih besar dari kabupaten 
induk, baik dari segi geografis, jumlah penduduk, dan potensi 
perekonomian. 

Asmar kemudian menjelaskan, kecamatan Mamosalato sebe
lumnya satu kesatuan dalam wilayah kecamatan Bungku Utara 
(Baturube). Namun, kemudian dimekarkan dan menjadi kecamatan 
tersendiri. Demikian pula dengan Kecamatan Bumi Raya dan 
Witaponda, sebelumnya satu kesatuan dalam wilayah Kecamatan 
Bungku Barat (Wosu). Namun kemudian dimekarkan dan berdiri 
sendiri. Menurut Asmar Amiri, bahwa dari gejala pemekaran di 
tingkat kecamatan pada waktu itu sebenarnya merupakan indikasi 
dari tujuan politisasi yang sekarang memunculkan adanya peme
karan Kabupaten Morowali Utara.

Sinyalemen adanya skandal politik ekonomi diduga melibat
kan para elite politik daerah yang diotak-atik di tingkat pusat 
yang memiliki kepentingan pribadi secara bisnis dan ekonomi di 
Morowali. Pemekaran berlabel Kabupaten Morowali Utara adalah 
jalan masuk memuluskan kepentingan itu. Hal ini tidak disadari 
oleh gerakan-gerakan pemuda dan aktivis di Morowali yang 
memperjuangkan pemekaran selama ini. Tak mengherankan, 
karena Kabupaten Morowali merupakan daerah terkaya sumber 

389	  . 
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daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah selain Kabupa
ten Poso. Dua Kabupaten ini merupakan primadona yang memiliki 
keistimewaan untuk masa depan Provinsi Sulteng ke depan. 

Rencana pemekaran Provinsi Sulawesi Timur atau pecahan 
dari Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu daerah yang diincar 
adalah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara 
untuk memenuhi jumlah Kabupaten sebagai persyaratan ber
dasarkan undang-undang. Bahkan termasuk para elite politik 
lokal berkoalisi kedaerahan untuk memperebutkan “ibu kota” 
Provinsi Sulawesi Timur jika terbentuk. Memang, kenyataannya, 
terjadi konflik kepentingan para elite politik lokal di berbagai 
kabupaten yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tengah 
dalam penentuan ibu kota Provinsi Sulawesi Timur nanti. 

Politisasi pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali merupa
kan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik baik antar elite 
politik lokal maupun pada tingkat elite sosial dan berdampak 
pada perpecahan masyarakat secara kultural hingga memasuki 
“ranah” fragmentasi konflik  historis antara kerajaan etnis Bungku 
dan etnis Mori. Oleh karena itu, politisisasi pemekaran wilayah 
merupakan proses rekayasa sosial kultural yang mainkan oleh 
elite politik lokal dalam meraih dukungan massa sebagai capital 
social menjelang perayaan Pemilihan Bupati di Kabupaten Morowali 
pada tahun 2007. 

Perpecahan masyarakat secara sosial dan kultural merupakan 
bagian dari the political game elite politik lokal untuk masuk ke 
dalam setting percaturan politik baik di tingkat parlemen lokal 
maupun dalam domain perebutan jabatan dalam birokrasi (baca: 
pemerintah daerah). Setting sosial kultural yang mainkan oleh 
para elite politik dengan menghembuskan isu-isu primordialisme, 
seperti agama, etnis, putra daerah dan pendatang. Sekat-sekat 
sosial kultural tersebut dapat mewujud tindakan desktruptif dan 
konflik sosial, jika elite politik lokal mempolitisasi isu-isu sosial 
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kultural masuk ke domain “political game”, seperti halnya adanya 
ancaman eksistensi etnis, dan benturan antara putra daerah dan 
pendatang, mendikotomikan eksistensi agama Islam dan Kristen. 
Oleh karena itu, menurut hemat penulis, bahwa pemekaran 
wilayah di kabupaten Morowali merupakan rekayasa sosial, kultural 
untuk masuk ke arena konflik kepentingan elite politik lokal. 
Elite politik lokal sengaja secara sadar menjadikan pemekaran 
wilayah di Kabupaten Morowali sebagai ruang arena pertarungan 
konflik kepentingan, yaitu perebutan jabatan. Sementara masya
rakat, bagian dari recources yang dieskploitasi untuk meraih 
kepentingan para elite politik lokal. 

Pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali merupakan 
proses konstruksi politisisasi yang direkayasa oleh elite politik 
lokal dalam meraih kepentingan politik (kekuasaan). Hal ini 
menunjukkan betapa elite politik lokal terjalin konspirasi politik 
dengan elite politik pusat. Wacana pemekaran telah menjadi 
bisnis politik diantara para aktor elite politik yang terlibat dalam 
“jejaring sirkulasi kepentingan”. 

Beberapa indikasi terjadinya politisasi pemekaran wilayah di 
Kabupaten Morowali: Pertama, terjadinya manipulasi data sarana 
dan prasarana perkantoran  yang dilakukan oleh kubu Bungku 
untuk meloloskan Bungku ditetapkan menjadi ibu kota definitif 
Kabupaten Morowali. Peran Drs. H. Muin Pusadan, anggota 
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan mantan bupati Poso, berasal 
dari etnis Bungku yang beragama Islam dari Partai Golkar 
memperjuangkan meloloskan tujuan tersebut dalam sidang 
paripurna, hanya waktu hitungan menit. Padahal, proposal tersebut, 
menyebutkan Kolonodale yang layak menjadi ibu kota definitif 
berdasarkan realitas tersedianya fasilitas perkantoran sebagai 
sarana jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

Kedua, di tengah merebaknya demonstrasi warga Bungku 
menuntut pemindahan ibu kota definitif dari Kolonodale ke 
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Bungku, malah tidak ditanggapi secara serius oleh Bupati Andi 
Muhammad. Bahkan sebaliknya, Bupati Andi Muhammad justru 
mewacanakan tiga opsi sebagai alternatif solutif. (1) Kabupaten 
Morowali dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten 
Morowali ibu kotanya Kolonodale dan Kabupaten Labua ibu 
kotanya Bungku. Namun, kubu Bungku tidak menyetujui hal 
tersebut. (2) Kemudian alternatif kedua adalah Kabupaten Morowali 
menjadi Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali 
Selatan. Hal ini juga ditentang keras oleh warga Bungku dengan 
tindakan anarkis. (3) strategi terakhir adalah Kabupaten Morowali  
berdasarkan Undang-undang No 51 Tahun 1999 bahwa Kabupaten 
Morowali ibu kotanya Bungku dan Kabupaten Morowali tersebut 
dijadikan induk (resdidu) untuk pemekaran Kabupaten Morowali 
Utara (Pembentukan Kabupaten Morowali Utara), hingga kini 
sedang mengalami proses.390 

Ketiga, Ketua DPRD Kabupaten Morowali Zainal Abidin 
Ishak telah mengeluarkan Surat Keputusan yang bersifat ganda. 
(1) Surat Keputusan (SK) dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 
2003, yaitu menetapkan Kabupaten Morowali menjadi dua 
kabupaten (SK No.10/KEP.DPRD/2003). Berdasarkan SK itu, 
Bupati Morowali Andi Muhammad menerbitkan Surat Keputusan 
No 188.45/2033/2003 tertanggal 18 Oktober 2003 perihal 
Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi 
dua Kabupaten (daerah otonomi baru). Ironisnya, tim tersebut 
diketuai oleh H. Zainal Abidin Ishak (Ketua DPRD Morowali). 
Kepanitiaan ini tidak berjalan efektif, maka Bupati Andi Muhammad 
membubarkannya, kemudian membentuk kepanitiaan yang baru 
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.188.45/1733/
TAPEM/2004 tertanggal 1 Oktober 2004, bahwa Kabupaten 

390	 Proses pembentukan Morowali Utara telah memiliki dokumen persetujuan/
rekomendasi DPRD Kabupaten Morowali dan Bupati Morowali, telah 
mendapatkan rekomendasi dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan 
mendapatkan Surat Keputusan (Rekomendasi) dari Gubernur Sulawesi 
Tengah, saat buku ini ditulis dalam proses di level DPR-RI.
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Morowali dimekarkan menjadi dua kabupaten, masing-masing: 
(a) Kabupaten Morowali dengan ibu kota pemerintahan di 
Kolonodale, yang wilayahnya meliputi kecamatan: Mori Atas, 
Lembo, Witaponda, Petasia, Sayojaya, Bungku Utara, dan 
Mamosalato, dan (b) Kabupaten Labua dengan ibu kota di 
Bungku, dengan wilayahnya meliputi kecamatan: Bumi Harapan, 
Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Bahodopi, dan 
Menui Kepulauan. (2) Ketua DPRD Kabupaten Morowali kembali 
mementahkan SK terdahulu, dengan mengeluarkan SK DPRD 
No 11 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa segera pemindahan 
ibu kota Kabupaten Morowali ke Bungku dan Kolonodale sebagai 
ibu kota Kabupaten yang akan dimekarkan (baca: Kabupaten 
Morowali Utara). Dengan demikian, Zainal Abidin Ishak melaku
kan perlawanan terhadap Andi Muhammad. Kedua politisi ini 
yang menjadi icon patron elite politik lokal di Kabupaten Morowali 
yang berebut simpati dan dukungan menjelang pemilu legislatif 
dan pemilihan Bupati Morowali demi untuk mendapatkan jabatan 
politik. Tetapi, kondisi sosial kemasyarakatan sudah terlanjur 
mengalami keretakan dalam dua kelompok komunitas, yaitu 
Bungku dan Mori (termasuk Bugis).

Berubahnya sikap politik, Zainal Abidin Ishak yang lebih 
cenderung mendukung perjuangan kubu Bungku dan memilih 
untuk berseberangan dengan Bupati Andi Muhammad, karena 
mengalami desakan dari elite sosial dan masyarakat menengah 
kubu Bungku. Hal yang paling penting adalah Zainal berharap 
mendapatkan dukungan politik pada pemilu legislatif tahun 2004 
dan pemilihan Bupati Morowali periode 2002-2007. Dan ke
inginan Andi Muhammad tetap mempertahkankan kekuasaannya 
sebagai Bupati Morowali. 

F. Dampak Akibat Konflik Berkepanjangan
Konflik kepentingan elite politik lokal dalam pemekaran 

wilayah Kabupaten Morowali telah berlangsung kurang lebih 
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delapan tahun, hingga kini masih terjadi ketegangan antarkubu 
Kolonodale yang menginginkan pemekaran Kabupaten Morowali 
(baca: pembentukan Kabupaten Morowali Utara) dengan kubu 
Bungku yang menentang upaya itu. Selama konflik antarelite 
politik lokal, memberikan berbagai dampak, terutama eskalasi 
pembangunan mengalami “stagnasi” karena Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja (RAPBD) Kabupaten Morowali tahun 2005 
tidak dibahas di DPRD yang disebabkan internal dewan sendiri 
mengalami keretakan menjadi dua kubu. Sehingga setiap pemba
hasan anggaran, jumlah anggota DPRD Kabupaten Morowali 
tidak pernah “qorum” hadir dalam persidangan. 

Dampak lain adalah masyarakat Kabupaten Morowali yang 
dulunya bersatu, kemudian terbelah menjadi dua kelompok etnis 
besar dengan perbedaan kultural. Etnis Mori yang bergama 
Kristen mengalami pertentangan dengan etnis Bungku yang 
mayoritas Islam. Pertentangan ini kemudian dipertajam dengan 
adanya simbolisasi etnis dan kultural sebagai perbedaan identitas. 
Kedua kelompok etnis ini, hingga kini masih mengalami “konflik 
laten”, yaitu keduanya saling curiga, sewaktu-waktu dapat meledak 
terjadinya konflik sosial. 

Beberapa pejabat diproses secara hukum yang berkaitan 
dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Misalnya saja 
Bupati Andi Muhammad AB,391 Asisten I bagian Administrasi 
Said Unok,392 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali 
Chaeruddin Zen393 dengan tuduhan dugaan korupsi dana pem
bangunan dan pemekaran. Bupati Andi Muhammad AB (nonaktif ) 
menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana pemekaran Morowali. 
Dia  dinilai oleh Pengadilan Negeri (PN) Palu merugikan negara 
senilai Rp 2,9 miliar. Sementara Said Unok, sebagai bendaharawan 

391	 Lihat Radar Sulteng, 18 Januari 2006.
392	 Lihat Radar Sulteng, 13 Januari 2006.
393	 Lihat Media Sulteng, 2 Maret 2006. 
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panitia pemekaran diduga terlibat. Chaeruddin Zen, miliaran 
dana kemanusiaan diduga “raib” di tangannya.  

Penyimpangan dana ABPD yang terjadi selama ini terdiri 
dari: (1) Pemerintah Kabupaten Morowali defisit Rp15 miliar 
(2) Pengadaan Kapal fiberglass diduga menglami mark up. (3) 
enam paket proyek miliaran rupiah diduga mengalami tender 
gelap. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 111 kasus 
sebagai temuan permasalahan dan penyimpangan penyelenggaraan 
pembangunan. Berkaitan dengan dampak dari konflik kepentingan 
elite politik lokal yang berlarut-larut itu, anggota DPRD Provinsi 
Sulawesi Tengah dalam kunjungan daerah dalam rangka penja
ringan aspirasi menjelang pembahasan Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2006 yang dilakukan 
selama sepekan, berhasil mengidentifikasi sedikitnya 137 perma
salahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan 
di lingkungan pemerintahan tersebut. Temuan itu terjadi secara 
merata pada proyek-proyek APBD maupun bantuan pusat yang 
terjadi di Kabupaten/Kota di Sulteng.

Dari laporan juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD 
Sulawesi Tengah Tirta Lamadjido terungkap, di Kabupaten 
Morowali kasus pemerintahan cukup menonjol sebanyak 7 kasus. 

Tabel 09
Temuan Kasus Proyek yang Bermasalah

No. Komisi Kasus/Temuan
1.
2.
3.
4.
5.

A
B
C
D
E

25
24
19
18
25

Sumber: Radar Sulteng, 2005.
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Beberapa di antaranya adalah persoalan lama yang tidak bisa 
diselesaikan secara tuntas, seperti pengungsi asal Poso yang 
berjumlah 15 ribu jiwa belum tertangani dengan baik, tapal batas 
antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

Bahkan Kabupaten Morowali disinyalir “sarang” korupsi, 
terbukti mengalami devisit anggaran Rp 78 miliar sejak tahun 
2002 sampai dengan 2007. Nurdin, SH aktivis HAM dari LSM 
Merah Putih Morowali, mengungkapkan hal itu, sebagai berikut: 

“Kucuran anggaran pembangunan dari APBD Morowali di be­
berapa dinas dan sekretariat Pemerintah Kabupaten Morowali  
banyak mengalami bocoran yang diduga kuat terindikasi terjadi 
korupsi. Jika dicermati sejak Morowali dimekarkan pada tahun 
2002-2007, daerah terkaya potensi sumber daya alam ini mengalami 
devisit yang tergolong besar, sekitar 78 miliar. Semua itu disebabkan 
karena  adanya kesalahan dari program pembangunan yang dilaku­
kan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali”.394 

Dengan adanya dampak tersebut terindikasikan ketidak
mampuan manajemen pemerintah daerah dalam meningkatkan 
kinerjanya. Hal ini, gubernur HB Paliudju memberikan peringatan 
bagi sejumlah daerah pemekaran yang saat ini masih bermasalah. 
Salah satu daerah pemekaran yang mendapat ultimatun adalah 
Kabupaten Morowali. HB Paliudju menegaskan bahwa daerah 
yang tidak mampu mengurus wilayahnya diberi opsi oleh pihak 
Depdagri, yakni tetap berdiri sebagai Kabupaten sendiri atau 
dikembalikan ke Kabupaten induknya. Kabupaten Morowali akan 
dikembalikan ke Kabupaten Poso jika hal itu dilakukan. 

Realitas eskalasi pembangunan Kabupaten Morowali termasuk 
daerah pemekaran yang dianggap gagal di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Sayang, ketegasan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 

394	 Mingguan Koran Umum Bungku Post, Edisi 02/15 – 30 April/Th I/2007. 
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HB Paliudju terlambat, setelah masyarakat Kabupaten Morowali 
lama tidak menikmati ketentraman dan kemajuan pembangunan. 
Tetapi, sebaliknya justru yang dialaminya adalah kesibukan 
mengurus konflik ibu kota, pemekaran, dan Pilkada. Kesemuanya 
itu, merupakan jalan menuju meraih kepentingan politik bagi 
elite politik lokal di Kabupaten Morowali. Sesungguhnya, peme
karan wilayah dan Pilkada memiliki peraturan perundang-
undangan baku yang telah mengatur mekanisme dan aplikatifnya, 
tetapi mengapa elite politik lokal maupun pusat tidak mematuhi
nya? Malah, justru dibesar-besarkan menjadi sebuah persoalan 
besar masuk ke ranah politik? Hal inilah merupakan proses 
politisasi ke arah  securitization elite politik.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:

1.	 Pertarungan kepentingan politik elite politik lokal dalam 
pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali yang berlangsung 
kurang lebih sembilan tahun hingga kini yang masih me­
nyisakan konflik yang bersifat laten dengan belum adanya 
kepastian yuridis terbentuknya pembentukan Kabupaten 
Morowali Utara. Konflik itu melibatkan berbagai elemen 
masyarakat yang saling terkoneksitas. Konflik itu pula mem­
bentuk dua kubu yang saling berhadapan, yaitu kubu Kolonodale 
dan kubu Bungku, yang masing-masing memiliki elite politik 
lokal yang menjadi patronnya (securitizing actors). Sedangkan 
massa yang dijadikan sebagai klien mereka (referent object). 
Selama konflik itu berlangsung dalam dua episode. 

2.	 Episode pertama, konflik perebutan ibu kota definitif ber­
langsung sejak tahun 2001-2006. Kemudian, episode kedua, 
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adalah konflik pemekaran Kabupaten Morowali (Pembentukan 
Kabupaten Morowali Utara). Oleh karena itu, pemekaran 
wilayah dipandang sebagai sarana konflik bagi elite politik 
lokal. Hal ini disebabkan karena, dalam pemekaran Morowali 
tersedianya beragam fasilitas politik dan ekonomi yang menjadi 
“materi perebutan” oleh elite politik lokal. Dalam konteks ini 
pemekaran wilayah merupakan “the new political space” yang 
melahirkan berbagai kelompok-kelompok kepentingan (pressure 
groups), politisi baru, pengusaha baru, kontraktor baru dan 
kelompok-kelompok sosial yang bernuansa etnis dan agama 
(sub kultural).

3.	 Konflik elite politik lokal dalam pemekaran wilayah di Kabu­
paten Morowali terbangunnya sebuah jaringan kekuasaan  
struktural yang saling menguntungkan, yaitu hubungan antara 
elite politik lokal Kabupaten Morowali dengan elite politik 
lokal pada level Provinsi, termasuk elite politik pusat yang 
menjadi ”pemasok” kekuatan bagi elite politik lokal yang 
berkonflik. Hubungan saling menguntungkan diwujudkan 
dengan bargaining politik massa menjelang pemilihan kepala 
daerah dan pemilihan legislatif serta dana pemekaran yang 
jumlahnya miliaran rupiah sebagai “dana lobi” ke pusat.

4.	 Pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali merupakan proses 
konstruksi politisisasi yang direkayasa oleh elite politik lokal 
dalam meraih kepentingan politik (kekuasaan). Hal ini me­
nunjukkan betapa elite politik lokal terjalin konspirasi politik 
dengan elite politik pusat. Wacana pemekaran telah menjadi 
bisnis politik diantara para aktor elite politik yang terlibat 
dalam “jejaring sirkulasi kepentingan”. 

5.	 Para elite politik lokal, provinsi, dan pusat menjadikan peme­
karan wilayah di Kabupaten Morowali sebagai “sarana” konflik 
kepentingan politik, yaitu berebut jabatan politik. Pemekaran 
dipandang sebagai “the new resources” yang tersedia yang dapat 
menjamin masa depan hidupnya (survival).
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6.	 Elite politik lokal cenderung mengkonstruksi isu-isu sosial 
dan kultural yang berskala kecil yang kemudian dibesar-
besarkan menjadi suatu persoalan politik yang mengancam 
eksistensinya. Elite politik lokal kemudian memframing isu-
isu tersebut melalui mekanisme hubungan personal, forum-
forum informal seperti kelembagaan keakraban kekeluargaan. 
Proses framing ini amat efektif dalam mengkosolidasi masyara­
kat dalam menyamakan persepsi dan sikap serta tujuan yang 
hendak dicapai.

7.	 Retaknya hubungan (contentious politics) pemerintah daerah 
dan DPRD, konflik internal DPRD serta terjadinya ketegangan 
hubungan politik antara pemerintah daerah dan pemerintah 
provinsi sebagai ruang peluang politik (political opportunity 
space) dalam melakukan sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial 
(Social Movements) masyarakat di Kabupaten Morowali ter­
bentuk dua kelompok komunitas etnis, yaitu Bungku dan 
Mori (gabungan etnis Bugis, Kaili) yang bermarkas di 
Kolonodale yang digerakkan oleh elite sosial atau oleh Buzan 
menyebutnya sebagai, the function actors atau Mosca meng­
istilahnya sebagai “social force”. Elite Sosial (ES) dalam memain­
kan perannya sangat dinamis dapat menjadi penghubung 
komunikasi antara elite politik lokal (securitizing actors) dengan 
massa (referent object). Jadi tergantung order elite politik lokal. 
Elite Sosial sebagai penggerak massa, melakukan gerakan 
sosial secara terencana, terorganisir melalui lembaga sosial 
formal. Jadi gerakan sosial di Kabupaten Morowali merupakan 
gerakan yang tidak bersifat spontanitas, tetapi melalui komando 
seorang pimpinan lembaga (institusi). 

8.	 Dalam frame gerakan sosial di Kabupaten Morowali, elite 
politik lokal kerap memainkan isu-isu yang sensitif yang 
berdimensi etnis, agama dan dikotomi putra daerah–pendatang 
sebagai bagian dari strategi dalam menjaring dukungan massa. 
Bahkan elite politik lokal melakukan politisasi isu-isu tersebut 
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yang dapat mengancam eksitensinya baik pada dirinya maupun 
pada pihak pendukungnya (massa), sehingga mereka dapat 
melakukan tindakan destruktif di luar batas-batas norma dan 
hukum. Strategi dan taktik ini disebut Logic of Threat (LoT). 

Dengan demikian, gabungan teori sekuritisasi dan gerakan 
sosial dalam menjelaskan fenomena konflik kepentingan elite 
politik lokal dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali 
yang berlangsung dalam dua episode memberikan suatu pema
haman yang lebih dalam tentang motif, faktor-faktor pendorong 
serta akar permasalahan terjadinya konflik elite politik lokal di 
daerah tersebut. Namun, di sisi lain, teori sekuritisasi ini memiliki 
beberapa kelemahan: Pertama, teori menggambarkan kerangka 
analisis struktural yang kaku (statis). Buzan, tidak menjelaskan 
hubungan timbal balik antara securitizing actor dan function actor 
dalam menjaring massa (referent object/the client). Padahal, realitas 
lapangan hubungan keduanya lebih bersifat patront client. The 
Client memberikan dukungannya terhadap patront karena adanya 
keuntungan yang ingin dicapai, demikian sebaliknya, patront 
membutuhkan dukungan dari client sebagai pembenaran dalam 
melakukan suatu tindakan. Kedua,  Buzan, tidak memasukkan 
peran elite politik pusat sebagai variabel kekuatan eksternal yang 
amat berperan dalam memberikan peluang terjadinya fragmentasi 
konflik kepentingan  baik di kalangan secuiritizing actors maupun 
kelompok functional actors. Tetapi, Buzan, lebih mengandalkan 
adanya proses politisasi makna isu-isu (Logic of Threat) yang 
membuat para  elite politik lokal melakukan sekuritisasi. Sekuri
tisasi yang dilakukan oleh elite politik lokal adalah memaknai isu 
pemindahan ibu kota dan pemekaran wilayah sebagai bagian dari 
ancaman kelangsungan hidupnya (survival). Isu-isu ini semula 
hanya bersifat kecil (simpel) yang kemudian dikembangkan dan 
di blow-up menjadi isu politik yang dapat membahayakan eksistensi 
komunitas etnis Bungku dan Mori (termasuk Bugis dan Kaili) 
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yang berada di Kolonodale. Dengan demikian, pemekaran wilayah 
merupakan suatu new resources yang di dalamnya terdapat berbagai 
fasilitas politik dan ekonomi dimana setiap individu dan kelompok 
berebut mendapatkan dan bahkan menguasai sebahagian resources 
tersebut untuk kelangsungan hidupnya (survival). Oleh karena 
itu, pemekaran wilayah bisa menguntungkan jika di kelolah 
dengan baik secara adil dan merata, tetapi sebaliknya bisa menjadi 
sumber potensi malapetaka jika pemekaran diboncengi kepenting
an politik dalam mencari keuntungan semata, greedy.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran 

penting dan urgen, yaitu: 

1.	 Perlunya pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan peme­
karan dan memiliki otoritas politik dan konstitusi sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 
melakukan intervensi kultural untuk melakukan rekayasa sosial 
melalui rekonsiliasi kultural masyakarat Kabupaten Morowali 
yang sampai saat ini mengalami kondisi “terbelah” menjadi 
dua komunitas etnis dan agama yang berbeda, yaitu etnis 
Bungku (Islam) dan etnis Mori (Kristen).

2.	 Memberikan pendidikan politik kepada elite politik lokal 
dalam rangka memberikan pemahaman dan pencerahan konsep 
nasionalisme kebangsaan yang lebih luas. Sehingga melahirkan 
elite politik lokal yang berwawasan kebangsaan. Hal ini penting, 
karena tumbuh dan berkembangnya nasionalisme kedaerahan 
yang didasarkan sentimen kultural di kalangan para elite politik 
lokal saat ini. Bahkan elite politik lokal yang menjadi aktor 
utama dalam memframing isunisasi  kultural masuk ke dalam 
konstelasi kepentingan politik. Pemahaman sempit ini, kemu­
dian dijadikan sebagai instrumen securitisasi dalam meme­
ngaruhi massa (the client). Mereka mengembangkan isu-isu 
yang berdimensi SARA (Suku, Agama, Ras), termasuk mendi­
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kotomikan putra daerah dan pendatang (Logic of Threat). 

3.	 Pemerintah pusat DPR RI untuk lebih mempertimbangkan 
secara matang, realitis dan rasional tentang usulan pemekaran 
wilayah di Kabupaten Morowali dengan pembentukan Kabu­
paten Morowali Utara yang sementara tengah menjalani proses 
di tingkat Pusat. Hal ini penting, karena untuk menghindari 
munculnya konflik kepentingan elite politik lokal baru. Indikasi 
tersebut adalah terdapat dua kecamatan yang menjadi potensi 
konflik, yaitu Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato. 
Kedua kubu (Kolonodale dan Bungku) saling mengklaim 
sebagai pemilik wilayah tersebut. 

4.	 Elite politik pusat dalam hal ini, DPR RI dan Pemerintah 
untuk lebih konsistensi menjalankan moratorium tentang 
pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali. 

5.	 Pemerintah pusat hendaknya membentuk tim independen 
dalam rangka melakukan verifikasi secara menyeluruh dan 
obyektif rencana pemekaran di Kabupaten Morowali untuk 
menghindari adanya rekayasa sosial dan politisasi dari elite 
politik lokal. Para elite politik lokal kerap memproklamirkan 
dirinya bekerja dan melakukan sesuatu atas dasar kepentingan 
dan kesejahteraan rakyat?. 

6.	 Penelitian ini yang berkenaan dengan problematika konflik 
pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali hendaknya dilan­
jutkan penelitian dalam perspektif lain. Hal ini, sehubungan 
dengan daerah tersebut masih mengalami persoalan krusial, 
kini dan ke depan. Pokok persoalannya adalah munculnya 
polemik klaimisasi oleh dua kubu yang saat ini berseberangan, 
kubu Kolonodale dan kubu Bungku terhadap dua kecamatan, 
yaitu Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. 
Polemik ini kemudian mengaitkan sejarah kerajaan masa lalu 
sebagai simbolisasi hegemoni sosial dan kultural kedua etnis 
tersebut yang tertanam pada generasi sekarang. 
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DALIL-DALIL

1.	 Pertarungan kepentingan politik elite politik lokal dalam 
pemekaran wilayah terjadi triangulasi kekuatan yang saling 
berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya. 
Kekuatan triangulasi terdiri dari: elite politik lokal yang menjadi 
aktor dan pelaku utama dalam konflik, sementara elite politik 
pusat sebagai penyokong kekuatan politik terhadap kelompok-
kelompok elite politik yang bertikai, dan elite sosial yang 
menjadi kelompok penekan terhadap elite politik dan sebagai 
penggerak massa. Massa di posisikan oleh elite politik lokal 
sebagai kekuatan penjastifikasi (pembenaran) tindakan yang 
dilakukan. 

2.	 Elite politik pusat sebagai kekuatan eksternal dalam pertarung­
an kepentingan politik elite politik lokal dalam pemekaran 
wilayah merupakan bagian integral dari sistem dan mekanisme 
pemekaran wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, elite politik 
pusat sulit untuk dipisahkan dari konflik elite politik lokal. 
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Masuknya elite politik pusat dalam domain pertarungan 
kepentingan politik elite politik lokal di Kabupaten Morowali 
membuat konflik itu semakin lestari dan intens serta masif. 
Seakan-akan konflik itu dipelihara agar supaya biaya (anggaran) 
pemekaran semakin deras mengalir ke Jakarta. 

3.	 Pemekaran wilayah di Kabupaten Morowali dibentuk untuk 
dijadikan  sebagai “sarana” pertarungan kepentingan politik 
dan instrumen politik untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 
pembagian kekuasaan politik (distribusi jabatan publik).

4.	 Elite politik lokal dalam pemekaran wilayah untuk meraih 
jabatan politik formal tersebut melalui mekanisme dan sistem 
politik formal, yaitu pemilihan legislatif (anggota DPRD), 
pemilihan kepala daerah (Bupati dan Gubernur).

5.	 Dalam pemekaran wilayah terdiri dari empat lapisan masyarakat: 
elite politik lokal, elite sosial, masyarakat kelas menengah, dan 
masyarakat bawah. 

6.	 Pemekaran wilayah merupakan upaya pembentukan identitas 
kultural yang ekslusif yang melahirkan elite politik lokal yang 
memiliki nasionalisme sempit yang berdimensi kedaerahan. 

7.	 Pemekaran wilayah merupakan suatu new resources yang di 
dalamnya terdapat berbagai fasilitas politik dan ekonomi 
dimana setiap individu dan kelompok berebut mendapatkan 
dan menguasai sebahagian resources tersebut untuk kelangsung­
an hidupnya (survival). Oleh karena itu, pemekaran wilayah 
bisa menguntungkan jika dikelola dengan baik secara adil dan 
merata, tetapi sebaliknya bisa menjadi sumber potensi mala­
petaka jika pemekaran diboncengi kepentingan politik dalam 
mencari keuntungan semata. 
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RESOLUSI KONFLIK

1.	 Membangun rekonsiliasi kultural yang melibatkan semua 
unsur kekuatan masyarakat dalam rangka mempersatukan visi 
dan misi kebangsaan. 

2.	 Dengan rekonsiliasi kultural diwujudkan dalam bentuk kongres 
rakyat Morowali dengan melahirkan pointer-pointer kese­
pakatan bersama.

3.	 Membangun pendistribusian jabatan berdasarkan preferensi 
kultural dan mengeliminasi adanya hak istimewa dari etnis 
dan agama tertentu.

4.	 Pemantapan sosialisasi ideologi Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945 dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan 
bangsa, sehingga tidak melahirkan persepsi pemahaman sempit 
terhadap kerangka nasionalisme nasional yang direduksi 
menjadi “nasionalisme kedaerahan”. 

5.	 Negara pusat harus memidiasi hal itu, karena elite politik lokal 
mengalami distrust masyarakat Kabupaten Morowali. 
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